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PENGANTAR  REDAKSI 


GELOMBANG  reformasi  yang  semula  diharapkan  mendorong  terjadinya 
proses  demokratisasi  dan  perubahan  politik  riil  ke  arah  yang  lebih  baik, 
menurut  Ignas  Kleden  ternyata  tidak  terjadi.  Dalam  tulisannya,  Kleden  me- 
nyatakan  bahwa  beberapa  indikator  seperti  orientasi  terhadap  kekuasaan,  dan 
diabaikannya  kepentingan  rakyat  menunjukkan  bahwa  reformasi  selama  ini  tidak 
menghasilkan  perbaikan  apa-apa.  Bahkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  mengarah 
pada  terjadinya  sentralisme  politik  di  daerah  yang  menghambat  komunikasi  dan 
interaksi  nasional. 

Lambarmya  proses  demokratisasi  Indonesia,  menurut  Leo  Agustino,  disebab- 
kan  antara  lain  oleh  belum  kuatnya  pemerintahan  sipil  dan  kontrol  sipil  ketika 
berhadapan  dengan  kekuatan  militer  yang  berpotensi  J^esar  untuk  selalu  mema- 
suki  kehidupan  politik  dan  menegakkan  kembali  rezim  yang  otoriter.  Dalam  tuUs- 
annya,  Agustino  juga  mencatat  perlunya  penguatan  dan  pemberdayaan  masyara- 
kat  sipil  dengan  memperhatikan  aspek  pluralitas.  Penyimpangan  dan  kelemah- 
an  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  mempertebal  daerahisme 
dan  faksionalisme  yang  mengabaikan  aspek  demokrasi  perlu  segera  diatasi. 

Sementara  itu  menurut  Gregorius  Sahdan,  dorongan  untuk  mempercepat  de- 
mokratisasi diupayakan  melalui  perbaikan  undang-undang  pemilu.  Dalam  tulis- 
annya, Sahdan  menyatakan  bahwa  undang-undang  baru  No.  12/2003  lebih  mem- 
buka  peluang  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  karena  mengakomodasi 
kebutuhan  politik  rakyat  dalam  menggunakan  hak  pilih  dan  dipilih.  Undang- 
undang  sebelumnya,  yaitu  UU  No.  3/1999  masih  membatasi  hak  politik  rakyat,  ka- 
rena rakyat  yang  tidak  terlibat  dalam  partai  politik  tidak  memiliki  hak  imtuk  di- 
pilih dalam  pemilu,  baik  untuk  jabatan  legislatiJF  maupim  eksekutii. 

Selain  upaya  mempercepat  demokrasi,  peningkatan  mutu  dan  kualitas  hi- 
dup  manusia  melalui  pembangunan  yang  berwawasan  kependudukan  sangat 
penting.  Prijono  Tjiptoherijanto  membahas  pentingnya  perencanaan  pembangun- 
an yang  memperhatikan  dinamika  kependudukan  dengan  melakukan  pengenda- 
lian  pertumbuhan  penduduk,  mengarahkan  mobilitas,  dan  meningkatkan  kualitas 
dengan  didukung  oleh  sistem  informasi  kependudukan  yang  menunjang  tujuan. 

Dinamika  dan  mobilitas  penduduk  terkait  dengan  kebijakan  transmigrasi 
dan  migrasi  penduduk.  Riwanto  Tirtosudarmo  membahas  masalah  yang  dihadapi 
penduduk  yang  bekerja  di  luar  negeri,  khususnya  perempuan.  Kebijakan  dan  po- 
litik migrasi  di  Indonesia  sama  sekali  tidak  menyentuh  kepentingan  buruh  migran 
perempuan  yang  terlihat  pada  buruknya  perlakuan  yang  dialami  mulai  saat  me- 
reka  berangkat  sampai  kembali  ke  tanah  air.  Persoalan  lain  yang  muncul  adalah  TKI 
ilegal  yang  sering  menimbulkan  persoalan  di  negara  tujuan  dan  akhirnya  terkait 
dengan  politik  negara  karena  menyangkut  hubungan  diplomatik  antara  Indonesia 
dengan  negara  penerima  pekerja.  Terakhir,  Miranda  S.  Goeltom  membahas  tentang 
kebijakan  moneter  Bank  Indonesia  yang  diarahkan  pada  terkendalinya  laju  infla- 
si  dan  stabilnya  nilai  tukar  rupiah.  Tulisan  ini  juga  merupakan  evaluasi  ekonomi- 
makro  atas  berbagai  permasalphan  yang  masih  dihadapi  selain  membahas  pros- 
pek  perekonomian  2003. 
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M.  Djadijono 


PENDAHULUAN 

SELAMA  triwulan  kedua  (April 
sampai  dengan  Juni)  2003,  poli- 
tik  di  Indonesia  diwarnai  dengan 
berbagai  peristiwa  penting.  Beberapa 
di  antaranya  dapat  disebutkan  di  sini, 
yaitu:  Pertama,  pro-kontra  terhadap  Ran- 
cangan  Undang-undang  tentang  Sis- 
tem  Pendidikan  Nasional  (RUU  Sisdik- 
nas);  kedua,  dinamika  persiapan  pelak- 
sanaan  Pemilu  2004,  khususnya  ber- 
kaitan  dengan  pembahasan  RUU  ten- 
tang Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  dan  RUU  tentang  Susunan 
dan  Kedudukan  (Susduk)  Majelis  Per- 
musyawaratan  Rakyat  (MPR),  DPR, 
DPD,  dan  DPRD  serta  agenda  kerja 
KPU  dalam  proses  penyelenggaraan 
Pemilu;  ketiga,  wacana  pencalonan  pa- 
sangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
oleh  partai-partai  politik  (parpol);  ke- 
empat,  munculnya  tuntutan  pengun- 
duran  diri  Presiden  dan  Wakil  Presi- 
den; dan  kelima,  perkembangan  kohflik 
bersenjata  di  Aceh.  Peristiwa-peristiwa 
ini  bisa  jadi  merupakan  pertanda  me- 
manasnya  suhu  politik  menjelang  Pe- 
milihan Umum  2004. 


Pro-Kontra  RUU  Sisdiknas 

RUU  Sisdiknas  dibahas  dan  diper- 
debatkan  sejak  Februari  200l/  Nas- 
kah  terakhir  RUU  tersebut  merupakan 
hasil  Panitia  Kerja  (Panja)  Komisi  VI 
DPR  tanggal  25  April  2003,  yang  ter- 
diri  atas  78  Pasal  dan  Penjelasan.  Se- 
mula  RUU  ini  akan  disahkan  menjadi 
UU  pada  2  Mei  2003  bertepatan  de- 
ngan peringatan  Hari  Pendidikan  Na- 
sional. Tetapi  karena  begitu  gencarnya 

2  3 

pro   dan  kontra   di  masyarakat,  rapat 

^Lahirnya  RUU  Sisdiknas  berawal  dari 
pembentukan  Tim  Pendidikan  Nasional  (Dik- 
nas)  Komisi  VI  DPR  yang  diketuai  oleh  Prof. 
Dr.  Ir.  Muhammadi  pada  sekitar  bulan  Fe- 
bruari 2001.  Tugas  utamanya  adalah  memper- 
siapkan  perubahan  UU  No  2  Tahun  1989.  Ha- 
silriya  adalah  naskah  RUU  Sisdiknas  27  Mei 
2002,  yang  kemudian  dijadikan  usul  inisiatif 
DPR.  Namun  setelah  ihi  banyak  revisi  dilaku- 
kan  dan  tentu  saja  menghasilkan  banyak  edisi 
naskah  RUU  Sisdiknas.  Edisi  terakhir  yang  te- 
tap  menimbulkan  pro  dan  kontra  itu  adalah 
hasil  kerja  Panja  DPR-RI  di  Cisarua,  21-30 
Maret  2003  dan  23-25  April  2003  (Diana,  2003). 

2 

Kelompok-kelompok  yang  pro  antara 
lain:  MUI,  Forum  Ukhuwah  Islamiysh  Yogya- 
karta.  Forum  Masyarakat  Peduli  Pendidik- 
an Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat,  Kesatuan 
Aksi  Pemuda  Muslim  Indonesia  (KAPMI),  Pe- 
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kerja  antara  Komisi  VI  DPR  dengan 
Mendiknas  pada  12  Mei  2003,  menye- 
pakati  untuk  menunda  pengesahan 
RUU  ini  hingga  11  Juni  2003  setelah 
dikaji  ulang  oleh  Tim  11  Panja  DPR 
{Sinar  Harapan,  13  Mei  2003). 

Materi  RUU  Sisdiknas  yang  me- 
nimbulkan  pro  dan  kontra  secara  luas 
di  masyarakat  menyangkut  antara  lain 
rumusan-rumusan  pasal  yang  berkait- 
an  dengan  fungsi  dan  tujuan  pendi- 
dikan,  pendidikan  agama  peserta  di- 
dik  pada  setiap  satuan  pendidikan 
oleh  pendidik  yang  seagama/  dikait- 


muda  Muhammadiyah,  DPP  Generasi  Muda 
Budhis  Indonesia,  Pengurus  Wilayah  NU  Jawa 
Timur,  Forum  Akademisi  Muslim  Yogyakarta, 
DPP  Partai  Keadilan,  PB-PGRI,  dan  sebagai- 
nya. 
3 

Kelompok-kelompok  yang  kontra  anta- 
ra lain  Gerakan  Peduli  Pendidikan  Nasional, 
Masyarakat  Yogyakarta  Peduli  Pendidikan 
Nasional,  dan  Belasan  Organisasi  Wanita  di 
Kalimantan  Timvir,  Paguyuban  Pecinta  Pendi- 
dikan Surakarta,  Forum  Kebangsaan  Pemuda 
Indonesia  (GMKI,  PMII,  GAMKI,  PMKRI  dan 
Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma),  dan 
The  Indonesian  Conference  on  Religion  and  Peace. 
4 

Pasal  3  RUU:  "Pendidikan  berfungsi  men- 
cerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  pengem- 
bangan  kemampuan  serta  pembentukan  wa- 
tak  dan  peradaban  bangsa  yang  bermartabat 
di  tengah  masyarakat."  Pasal  4:  "Pendidikan 
nasional  bertujuan  mengembangkan  potensi 
peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang 
beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang 
Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, 
cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga 
negara  yang  demokratis  serta  bertanggung 
jawab  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidup- 
an bangsa" . 

^Pasal  13  ayat  (1)  huruf  a  RUU:  "Setiap 
peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan 
berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  se- 
suai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  di- 
ajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama". 


kan  dengan  rancangan  rumusan  Pasal 
56  ayat  (1)  tentang  diberikannya  hak 
kepada  masyarakat  untuk  menyeleng- 
garakan  pendidikan  formal  dan  non- 
formal  sesuai  dengan  kekhasan  aga- 
ma. Kecuali  itu,  rancangan  rumusan 
Pasal  31  tentang  masalah  agama  yang 
diakui  oleh  negara  dibatasi  lima  saja 
yaitu  Islam,  Kristen  Protestan,  Kris- 
ten  Katholik,  Hindu  dan  Budha.'^  Pa- 
sal-pasal  tersebut  dinilai  diskrimina- 
tif  dan  melanggar  hak  asasi  manusia 
(HAM)  serta  tidak  sejalan  dengan  sa- 
lah  satu  tujuan  didirikannya  Negara 
Republik  Indonesia  sebagaimana  ter- 
cantum  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan 
UUD  1945,  yakni  untuk  mencerdaskan 
kehidupan  bangsa. 

Mereka  yang  menolak  RUU  Sisdik- 
nas mengusulkan  antara  lain  seperti 
tercermin  dari  hasil  Rapat  Dewan  Syu- 
ro  PKB  Pimpinan  Alwi  Shihab  di  Ja- 
karta 27  Mei  2003,  agar  Pasal  13  ayat  (1) 
dihapus  saja  dari  RUU  Sisdiknas,  se- 
bab  faktanya  telah  menimbulkan  per- 


Pasal  56  ayat  (1)  RUU:  "Masyarakat  ber- 
hak menyelenggarakan  pendidikan  berba- 
sis  masyarakat  pada  pendidikan  formal  dan 
non-formal  sesuai  dengan  kekhasan  agama, 
lingkungan  sosial,  dan  budaya  untuk  kepen- 
tingan  masyarakat". 

^Pasal  31  ayat  (1)  RUU  Sisdiknas.       _  ^ 

8 

Pasal  31  ayat  (1)  RUU  tentang  pengaku- 
an  negara  hanya  pada  beberapa  agama, 
selain  mplanggar  HAM  (sipil-politik)  juga 
dapat  merembet  ke  pelanggaran  hak  atas  pen- 
didikan karena  dengan  mudah  dapat  dipakai 
sebagai  dalih  untuk  membatasi  mana  aga- 
ma yang  boleh  dan  tidak  boleh  diajarkan. 
Singkatnya,  RUU  Sisdiknas  masih  menyisa- 
kan  aneka  masalah,  termasuk  yang  menyang- 
kut tingkat  kompatibilitasnya  atas  standar- 
standar  HAM  (Farid,  2003). 
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tentangan.  Di  sisi  lain,  anak-anak  jus- 
tru  mendapatkan  pendidikan  agama 
dari  pengajian  di  surau,  majelis  taklim 
atau  yang  sifatnya  luar  sekolah.  Pada 
akhirnya,  pendidikan  formal  hanya  me- 
nyediakan  waktu  sedikit  iintuk  pendi- 
dikan agama  {Duta  Masyarakat,  29  Mei 
2003). 

Argumen  lain  yang  dikumandang- 
kan  adalah  bahwa  RUU  Sisdiknas  me- 
ngandung  pasal-pasal  kontroversial 
yang  dapat  memicu  disintegrasi  bang- 
sa  dan  memberi  peluang  kepada  pe- 
merintah  atau  negara  untuk  mengin- 
tervensi  ruang  privat  terlalu  dalam, 
terutama  dalam  kehidupan  keagamaan 
■peserta  didik,  dan  penyelenggaraan 
pendidikan  digiring  menjadi  pendidik- 
an agama.  RUU  ini  merupakan  teror 
di  bidang  pendidikan  dan  keagamaan 
yang  bertentangan  dengan  hak  asasi 
manusia  dan  mengesampingkan  tugas 
mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Oleh 
karena  itxi,  mereka  mendesak  DPR  dan 
Mendiknas  agar  membatalkan  RUU 
tersebut  (Lihat  loww.  Liputan6.com, 
1  Mei,  8  Mei,  14  Mei  2003;  SinAr 
Harapan,  17  Mei  2003;  Suara  Pembarmn, 
19  Mei  2003).  Apabila  RUU  itu  dipak- 
sakan  pengesahannya  akan  menim- 
bulkan  polarisasi,  pengkotak-kotakan 
dan  pembangkangan  sipil,  bahkan 
mengancam  keutuhan  bangsa  {Suara 


Indikasi  terjadinya  polarisasi  itu  bukan 
saja  menggejala  di  kalangan  masyarakat, 
tetapi  juga  di  kalangan  Fraksi-fraksi  di 
DPR.  F-Partai  Golkar,  F-PPP,  F-KB,  F-Refor- 
masi,  F-TNI-Polri,  F-PBB,  dan  F-Daulatul 
Ummah  misalnya,  setuju  RUU  segera  disah- 
kan.  Sebaliknya,  F-PDI-P  dan  F-KKI  menolak. 
Sementara  itu,  polarirasi  dalam  intern  suatu 
Fraksi  terjadi  di  Fraksi  Partai  Golkar  (F-PG) 


Pembaruan,  19  Mei  2003;  Kompas,  6 
Juni  2003;  Republika,  7  Jimi  2003). 

Mereka  yang  pro  menilai  bahwa 
RUU  Sisdiknas  memberikan  peluang 
bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mengem- 
bangkan  toleransi  kehidupan  antar- 
umat  ber agama  dan  jaminan  kebebas- 
an  beragama  bagi  setiap  warga  negara 
yang  mencerminkan  semangat  plural- 
isme,  proporsional  dan  tidak  diskrimi- 
natif  terhadap  siapa  pun  warga  negara 
Indonesia.  RUU  Sisdiknas  dipandang 
mewakili  sebagian  besar  masyarakat 
Indonesia  yang  menginginkan  pendi- 
dikan nasional  berorientasi  pada  iman 
dan  takwa.  Mereka  mendesak  DPR  dan 
Pemerintah  agar  segera  mengesahkan 


dan  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa  (F-KB).  {Kom- 
pas, 11  dan  12  Jimi  2003)  Indikasi  akan  terja- 
dinya pembangkangan  sipil  tampak  dari  per- 
nyataan  sikap  500  guru  Kristen-Katholik  di 
Pontianak  17  Mei  2003  yang  antara  lain  me- 
negaskan:  "Apabila  RUU  Sisdiknas  dipaksakan 
untuk  disahkan  menjadi  undang-undang,  se- 
luruh  komponen  penyelenggara  sekolah  ber- 
basis  masyarakat  tidak  akan  mengakuinya" 
{Sinar  Harapan,  17  Mei  2003).  Demikian  juga, 
penegasan  Masyarakat  Peduli  Pendidikan  Na- 
sional (MPPN)  Palembang,  10  Juni  2003:  "Bila 
RUU  Sisdiknas  itu  disahkan,  maka  kita  mela- 
kukan  pembangkangan  nasional.  Seluruh 
lembaga  pendidikan  yang  tergabung  dalam 
MPPN  tidak  akan  melaksanakan  undang- 
undang  pendidikan"  {Sinar  Harapan,  11  Juni 
2003).  Indikasi'  terancamnya  keutuhan  bangsa 
nampak  dari  pernyataan  sikap  Liga  Maha- 
siswa  Nasibnal  untuk  Demokrasi,  Unika 
Widya  Mandir^,  Unlcris  Artha  Wacana,  Justice 
and  Peace  Keuskupan  Agung  Kupang,  Gerak- 
an  Angkatan  Muda  Kristen,  ketika  berdemo 
menentang  RUU  Sisdiknas  di  DPRD  Nusa 
Tenggara  timur  25  April  2003,  yang  mene- 
gaskan:  "Bila  RUU  Sisdiknas  diberlakukan, 
pulau  Timor  akan  memerdekakan  diri  men- 
jadi Negara  Timor  Raya"  (Sinar  Harapan,  26 
April  2003). 


130 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 


RUU  tersebut  (Lihat  antara  lain  www. 
Lipiitan6.com,  5,  6,  18  Mei  2003;  www. 
Astaga.com,  12  Mei  2003;  Kompas,  6 
Juni  2003;  Repiiblika,  7  Juni  2003). 

Sekalipun  telah  muricul  pro  dan 
kontra  di  masyarakat  dan  kalangan 
elite  politik,  RUU  Sisdiknas  akhirnya 
disahkan  pada  11  Juni  2003  dalam  Si- 
dang  Paripurna  DPR.'  Namun,  selu- 
ruh  anggota  DPR  RI  dari  Fraksi  PDI-P 
(151  orang)  menolak  hadir  dalam  si- 
dang  paripurna  itu.  F-PDI-P  menilai 
pengesahan  tersebut  telah  menging- 
kari  hasil  lobi  Pimpinan  Fraksi,  Pim- 
pinan  DPR  dan  pemerintah  pada  10 
Juni  2003  yang  menyepakati  bahwa 
pengesahan  RUU  itu  akan  dilaksana- 
kan  pada  tanggal  17  Juni  2003  sete- 
lah  terlebih  dulu  dilakukan  pertemu- 
an  nasional  antara  DPR,  pemerintah 
dan  tokoh-tokoh  pendidikan  serta  ele- 
men-elemen  yang  pro  maupun  yang 
kontra  untuk  membahas  kembali  RUU 
tersebut.  Sementara  itu,  Fraksi  Kesatu- 
an  Kebangsaan  Indonesia  (FKKI)  meng- 
inginkan  agar  pengesahahnya  dila- 
kukan  pada  pasca  Pemilu  2004  kare- 
na  telah  menimbulkan  pro  dan  kon- 
tra yang  sangat  luas  di  masyarakat 
{Suara  Pembaruan,  10  Juni  2003  dan 
Kompas,  12  Jimi  2003). 

Beberapa  catatari  penting  dari  pro 
dan  kontra  RUU  Sisdiknas  tersebut 
perlu  digarisbawahi.  Pertama,  masalah 
pendidikan  yang  pada  dasarnya  meru- 
pakan  bidang  sosial  budaya  telah  ber- 
geser  menjadi  isu  dan  "komoditas"  po- 
litik.  Proses  pembahasan  maupun  isi 
naskah  RUU  Sisdiknas  yang  telah  di- 
sahkan itu  sarat  dengan  persoalan 


dan  kontroversi  politik.  Kedua,  sekali- 
pun RUU  Sisdiknas  sudah  disahkan 
menjadi  UU  tentang  Sistem  Pendidik- 
an Nasional,  tidak  serta  merta  dapat 
dioperasionalkan,  terutama  karena  ha- 
rus  menunggu  diterbitkannya  35  buah 
Peraturan  Pemerintah  (PP),  dan  dike- 
luarkannya  dua  UU  terkait,  yakiu  UU 
tentang  Guru  (amanat  pasal  39)  dan 
UU  tentang  Badan  Hukum  Penyeleng- 
gara  Pendidikan  (amanat  pasal  53). 
Ke-35  PP  itu  harus  diselesaikan  selam- 
bat-lambatnya  dua  tahun  sejak  diber- 
lakukannya  UU  Sisdiknas  (lihat  1am- 
piran  Tabel  1). 

Ketiga,  pengesahan  UU  Sisdiknas 
ternyata  tidak  menghentikan  pro-kon- 
tra  di  masyarakat,  dan  bahkan  me- 
munculkan  ancaman  pembangkangan 
sipil,    yang  bisa  mengancam  integri- 

10 

Pembangkangan  sipil  mempunyai  tem- 
pat  terhormat  dalam  sejarah  demokrasi.  Tu- 
juan  pembangkangan  sipil  biasanya  ditujukan 
untuk  menarik  perhatian  pada  situasi  ketidak- 
adilan  yang  disulut  oleh  pejabat-pejabat  pu- 
blik  yang  kuat,  dan  untuk  memaksa  agar  ke- 
bijakan  yang  relevan  dipertimbangkan  kem- 
bali. Pembangkangan  sipil  biasanya  juga  di- 
lakukan ketika  metode  publisitas  dan  per- 
suasi  lain  terbukti  tidak  efektif  (Beethem  dan 
Boyle,  2000:  48-49).  Munculnya  pembangkang- 
an sipil  terhadap  UU  Sisdiknas,  misalnya, 
dapat  disimak  dari  penegasan  Wall  Kota  Bi- 
tung,  Milton  Kansil  bahwa  Pemerintah  Kota 
Bitung  tidak  akan  pernah  memberlakukan 
UU  SIsHTl^nas  "sekalipun  telah  disahkan  oleh 
DPR  {Sinar  Harapan,  12  Juni  2003).  Sementa- 
ra itu,  Sekretaris  Umum  Pengurus  Harian 
Majelis  Pendidikan  Kristen  di  Indonesia  (MPK) 
yang  menaungi  300  yayasan  perguruan  Kris- 
ten  di  seluruh  Indonesia,  akan  mempertim- 
bangkan  penghapusan  pelajaran  agama  dari 
ribuan  sekolah  Kristen  di  seluruh  Indonesia 
{Kompas,  13  Juni  2003).  Forum  Bersama  Ma- 
syarakat Kristiani  dan  Masyarakat  Adat  Da- 
yak  Kalimantan  Barat  (FBMKMAD-KB)  mem- 
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tas  Negara  Kesatuan  Republik  Indone- 
sia {Kompas,  13  Juni  1003).  Termasuk 
dalam  pro-kontra  tersebut  adalah  upa- 
ya  kelompok-kelompok  masyarakat  me- 
minta  uji  materiil  (judicial  review)  ke- 
pada  Mahkamah  Agung  terhadap  UU 
Sisdiknas  tersebut  (Sinar  Harapan,  12 
Juni  2003;  Kompas,  13  Juni  2003;  Suara 
Karya,  14  Juni  2003). 

Keempat,  satu  hal  lain  pantas  dicatat 
secara  positif,  yaitu  meski  terjadi  aksi- 
aksi  demo  pro  dan  kontra  selama  se- 
kitar  dua  bulan  yang  melibatkan  massa 
dalam  jumlah  besar  di  berbagai  dae- 
rah,  tidak  terjadi  bentrok  fisik  satu 
sama  lain.  Insiden  kecil  hanya  terjadi 
pada  11  Juni  2003  di  Jakarta  berupa 
pelemparan  batu  terhadap  bus  peng- 
angkut  para  pelajar  penentang  RUU 
Sisdiknas  {Kompas,  12  Juni  2003).  Ini 
merupakan  kemajuan  tersendiri  ditilik 
dari  sisi  kehidupan  berdemokrasi. 

PERSIA? AN  PELAKSANAAN  PE- 
MILU  2004 

Pada  5  April  2004  akan  dilaksana- 
kan  Pemilu  untuk  memilih  anggota 
DPR,  DPRD  (provinsi  dan  kabupaten/ 
kota)  dan  DPD.  Paling  lambat  tiga  bu- 
lan setelah  Pemilu  itu  akan  dilang- 
sungkan  pemilihan  langsung  presi- 
den  dan  wakil  presiden.  Menurut  Ke- 
putusan  KPU  No.  185/1002  tentang 


bangkang  dengan  memboikot  pelaksanaan 
UU  Sisdiknas  bukan  hanya  karena  aspirasi- 
nya  untuk  merevisi  beberapa  pasal  rancang- 
an  UU  itu  tidak  ditanggapi  pemerintah  dan 
DPR,  tetapi  juga  karena  proses  pengesahan- 
nya  tidak  mencapai  kuorurri  {Suara  Karya, 
14  Juni  2003). 


Jumlah  Badan  Penyelenggara  Pemilu 
di  daerah,  jumlah  TPS  diperkirakan 
sebanyak  393.050  buah;  sedangkan 
jumlah  pemilih  sekitar  129.557.027 
orang  (www.  KPU.go.id).  Biaya  yang 
dianggarkan  untuk  kedua  Pemilu  ter- 
sebut sebesar  Rp.  2,9  trilyun,  dengan 
rincian  Rp.  1,2  trilyun  untuk  Pemilu 
anggota  DPR,  DPRD  dan  DPD;  sisanya 
Rp.  1,8  trilyun  untuk  pemilihan  pre- 
siden dan  wakil  presiden.  Komisi  IX 
DPR  juga  telah  menyetujui  anggaran 
untuk  KPU  tahun  2003/2004  sebesar 
Rp.  449  milyar  untuk  tahun  2003,  dan 
Rp.  460  milyar  imtuk  tahun  2004  {Me- 
dia Indonesia  Online.com,  23  Mei  2003). 

Pada  bulan  November  2002  sudah 
disahkan  UU  No.  31/2002  tentang  Par- 
tai  Politik,  dan  pada  Maret  2003  di- 
sahkan UU  No.  12/2003  tentang  Pemi- 
lihan Umum  Anggota  DPR-DPRD  dan 
DPD.  Sementara  itu,  sejak  bulan  Maret 
hingga  Juni  2003  tengah  dibahas  RUU 
tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wa- 
kil Presiden,  dan  RUU  tentang  Su- 
sunan  dan  Kedudukan  (Susduk)  MPR, 
DPR,  DPRD  dan  DPD.  Kedua  RUU  ini 
ditargetkan  selesai  sebelum  Sidang  Ta- 
hunan  MPR  pada  bulan  Agustus  2003. 

Beberapa  kemajuan  dalam  penye- 
lenggaraan  pemilu  dapat  ditengarai 
dari  UtJ  12/2003,  yaitu:  (1)  tidak  akan 
ada  lagi  wakil  rakyat  berdasarkan 
pengangkatan  (yang  berasal  dari  TNI 
dan  Polri);  (2)  pencalonan  keanggotaan 
DPR  dan  DPRD  menggunakan  sistem 
daftar  calon  terbuka  dengan  konse- 
kuensi  bahwa  pemilih  bukan  saja  ha- 
rus  mencoblos  tanda  gambar  parpol 
tetapi  juga  nama  calon  dari  daftar 
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yang  diajukan  oleh  setiap  parpol;  (3) 
penyelenggara  Pemilu  2004  mandiri 
dan  independen  karena  keanggotaan- 
nya  non-partisan;  (4)  seluruh  anggota 
DPD,  masing-masing  empat  orang  dari 
setiap^^rovinsi,  dipilih  langsiing  oleh 
rakyat  dengan  sistem  pencalonan  ber- 
sifat  perseorangan,  non-partisan  dan 
bukan  anggota  (aktif)  TNI/Polri  mau- 
pun  pegawai  negeri. 

Sekalipun  begitu,  dalam  UU  Pemilu 
tersebut  terdapat  materi-materi  yang 
dapat  mengurangi  arti  pemilihan  umum 
secara  demokratis.  Pertama,  penetapan 
terpilihnya  seorang  calon  tidak  sepe- 
nuhnya  didasarkan  pada  perolehan 
suara  pilihan  rakyat.  Sebab  untuk  ca- 
lon-calon  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  ' 
tidak  mencapai  Bilangan  Pembagi  Pe- 
milih  (BPP)/^  penetapan  terpilihnya 
didasarkan  pada  nomor  urut  daftar 
calon  yang  diajukan  oleh  Parpol  (Pasal 
107  UU  No.  12/2003).  Kcv/enangan  Par- 
pol menentukan  ncmor  urut  calon  dan 
penetapan  terpilih-tidaknya  calon  ma- 
sih  besar. 

Kedua,  dalam  RUU  tentang  Pemi- 
lihan Presiden  dan  Wakil  Presiden 
yang  masih  dibahas  DPR  bersama  pe- 
merintah,  terdapat  rancangan  rumus- 
an  yang  tidak  sejalan  dengan  UUD. 
1945.  Hal  itu  misalnya:  partai  politik 
atau   gabungan   parpol   yang  dapnl 


Di  mas.i  l.ilii,  anj^gol.i  Ml'K  d.iri  Uliis.in 
Daerah  dipilih  olrh  DPKn  I. 
12 

BPP  adalah  jurnlah  scliinih  suara  .sah 
pemilih  dalam  pemilu  di  .seHap  wilayah  per- 
wakilan  clibagi  dengan  jtimlah  kursi  yang 
diperebufkan  di  wilayah  dan  institusi  prr- 
wakilan  rakyat  yang  l>er.«iangkulan. 


mengajukan  pasangan  calon  presiden 
dan  wakil  presiden  harus  memperoleh 
suara  kumulatif  nasional  sebesar  20 
persen  dalam  pemilihan  umum  (Pemi- 
lu) anggota  DPR  (Pasal  5  ayat  (4)  RUU 
PemiHhan  Presiden  dan  Wakil  Presi- 
den);   syarat  calon  presiden  dan  wakil 
presiden  harus  warga  negara  Indone- 
sia asli  (Pasal  6  huruf  a  RUU  Pemilih- 
an Presiden  dan  Wakil  Presiden).  Per- 
soalan-persoalan  lain  bertele-tele  pem- 
bahasannya  di  DPR  karena  kepenting- 
an-kepentingan  pragmatis  kekuatan- 
kekuatan  politik  yang  akan  bersaing  di 
Pemilu  ini.^^ 


Fraksi  Partai  Golkar  di  DPR  pernah 
mengusulkan  agar  syarat  parpol  atau  ga- 
bungan parpol  yang  boleh  mengajukan  pa- 
sangan calon  presiden  dan  wakil  presiden 
adalah  memperoleh  suara  35  persen  dalam 
pemilu  anggota  DPR  {Suara  Karya,  11  April 
2003;  Koran  Tempo,  22  April  2003;  dan  Media 
Indonesia,  8  Mei  2003).  Sebaliknya,  Fraksi  PDl-P 
tidak  akan  mempersoalkan  apakah  parpol 
itu  memperoleh  20  persen,  5  persen,  3  persen 
ataupun  0  persen  karena  PDI-P  beranggap- 
an  bahwa  bangsa  ini  tidak  boleh  memberi- 
kan  persyaratan  yang  terlalu  berat  dalam 
masalah  pengajuan  calon  presiden  dan  wakil 
presiden  {unviu.  Astaga.com,  7  Mei  2003).  Pern- 
batasan  20  persen  perolehan  suara  ini  diten- 
tang  pula  oleh  sebagian  besar  Fraksi  di  DPR, 
yakni  enam  dari  sembiinn  fraksi  (The  J^jKarta 
Post,  27  Maret  2003). 

Dalam  proses  pcmbahasannya,  fraksi- 
fraksi  di  DPR  lerkesan  saling  jegal.  Frak.«:i 
I'arl.ii  Golkar,  Fraksi  Roforma.si  dan  Fraksi 
Partai  Hiilan  Bintanj.;  mi.salnya.  mci>gvisulkan 
syarat  pendidikan  calon  presiden  dan  wakil 
prosidcn  minimal  sarjana/S-l  {Media  Indo- 
nesia, 7  April  2(HU;  RefUiNika.  6  Nici  200^).  U.sul- 
an  .scpcrti  ini  mcnfj,andiing  nuan.sa  pcnje- 
K.ilai\  Irrhadap  calon  Presiden  dari  PDI-P, 
Mrgawali  S<)rkarnop\ilri    Scbaliknva,  dalam 
Pasal  0  KUII  disrbulkan  bahwa  calon  presi- 
den dan  wakil  presiden  haruslah  memenuhi 
svaral   lidak  dalam  status  terdakwa  dan/ 
atau  lerpidana  dalam  prrVara  Imdak  pidana 
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Ketiga,  materi  RUU  tentang  Susduk 
MPR,  DPR,  DPRD  dan  DPD  cenderung 
kurang  menghormati  kedaulatan  pe- 
milih.  Hal  itu  diindikasikan  antara  lain 
dari  mutlaknya  kewenangan  parpol  un- 
tuk  merecall  anggota  legislatif  tanpa 
mengikutsertakan  pemilih  di  daerah 
pemilihan  anggota  yang  bersangkutan 
(Pasal  80,  86,  dan  89  RUU  Susduk). 
Di  samping  itu,  hak  DPD  dalam  mem- 
bahas  dan  memutuskan  RUU-RUU,  ter- 
masuk  RUU  yang  berkaitan  dengan 
kepentingan  daerah,  sangat  dibatasi. 
Wewenang  DPD  membahas  RUU  dila- 
kukan  bersama  DPR  sebelum  DPR  mem- 
bahasnya  bersama  (Pasal  40  RUU  Sus- 
duk). Hak-hak  anggota  DPD  sebagai 
anggota  MPR^^  Juga  tidak  dicantum- 
kan    dalam  RUU  Susduk.  DPD  nam- 


yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lima 
tahun  atau  lebih.  Syarat  seperti  ini  didu- 
kung  oleh  tujuh  fraksi  di  DPR  termasuk 
Fraksi  TDI-P  {Media  Indonesia,  8  Msi  2003). 
Jika  ketentuan  ini  disetujui,  Ketua  Umum 
DPP  Golkar  Akbar  Tandjung  akan  terganjal 
menjadi  calon.  presiden.  Masalah  berikutnya 
yang  juga  diperdebatkan  adalah  waktu  pe- 
laksanaan  pemilihan.  Dalam  RUU  dirumus- 
kan  bahwa  pemilihan  presiden  dan  wakil 
presiden  dilaksanakan  tiga  bulan  setelah 
pengumuman  hasil  Pemilu  DPR,  DPRD  dan 
DPD  (Pasal  26  RUU  Pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden),  sebaliknya  empat  dari  sem- 
bilan  fraksi  di  DPR  meminta  agar  pemilihan 
presiden  dilaksanakan  bersamaan  dengan 
pemilu  anggota  DPR,  DPRD  dan  DPD  {The 
Jakarta  Post,  27  Maret  2003). 
15 

Padahal  dalam  UU  Pemilu  terdapat 
ketentuan  bahwa  kecuali  mencoblos  tanda 
gambar  parpol,  para  pemilih  juga  diper- 
silahkan  mencoblos  satu  di  antara  sede- 
ret  nama  calon  anggota  DPR/DPRD  dari 
parpol  yang  dihendaki  menjadi  wakilnya 
(Pasal  84  UU  No.  12/2003  tentang  Pemilu). 
16 

Menurut  Pasal  2  ayat  (2)  UUD  1945, 
MPR  terdiri  atas  anggota  DPR  dan  DPD. 


pak  bagaikan  dekorasi  demokrasi  sa- 
ja.  Hal  lain  yang  tidak  sejalan  dengan 
UUD  1945  Pasal  24C  adalah  tidak  ada- 
nya  wewenang  DPR  untuk  mengaju- 
kan  calon  hakim  konstitusi  (Pasal  24 
RUU  Susduk).  Berkaitan  dengan  kedu- 
dukan  MPR,  terdapat  nuansa  yang 
menempatkan  MPR  sebagai  lembaga 
permanen  yang  tidak  punya  hmgsi  apa 
pun  (simak  misalnya,  Pasal  7  angka  3 
RUU  Susduk). 

Untuk  melaksanakan  Pemilu  2004, 
Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi 
Manusia  (Depkeh  dan  HAM),  melaksa- 
nakan verifikasi  parpol-parpol  seba- 
gai badan  hukum  seperti  dipersya- 
ratkan  oleh  UU  No.  31/2002.  Sejauh 
ini  dari  237  partai  politik  yang  ada 
{www.KPU.go.id.),  baru  49  parpol  men- 
daftarkan  diri  kembali  ke  Depkeh  dan 

17 

HAM.  Verifikasi  dilaksanakan  dalam 
tiga  tahap:  tahap  pertama,  2-30  Juni 
2003;  tahap  kedua,  Juli-Agustus  2003, 
dan  tahap  ketiga,  Agustus-September 
2003.  Parpol-parpol  yang  lolos  verifi- 
kasi akan  memperoleh  pengesahan  se- 
bagai badan  hukum,  sedangkan  yang 
tidak,  otomatis  gugur  {Suara  Pembaru- 
an,  27  Mei  2003).  Sementara  itu,  KPU 
telah  menyiapkan  dan  melaksanakan 
serangkaian  kegiatan  yang  bersifat  tek- 
nis  dan  operasional,^^ 


Pernyataan  Ramly  Hutabarat,  Dirjen 
Administrasi  Hukum  Umum  Depkeh  dan 
HAM  {Suara  Pembarmn,  27  Mei  2003). 

18 

Rangkaian  jadwal  kegiatan  KPU  ada- 
lah: Pertama,  tahap  persiapan  dimulai  se- 
jak  11  Maret  2003  antara  lain  berupa:  penyu- 
sunan  pola  organisasi  dan  tata  kerja  KPU, 
KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota, 
tata  kerja  Panita  Pengawas  Pemilu  (Panwas- 


1  34 

Proses  pendataan  penduduk  dan  pen- 
daftaran  pemilih  berkelanjutan  (P4B) 
oleh  KPU  bersama-sama  dengan  Badan 
Pusat  Statistik  (BPS)  sudah  dinyatakan 
selesai,  meski  hasilnya  belum  100  per- 
sen.  Berdasarkan  catatan  yang  ada, 
P4B  belum  selesai  di  sembilan  provin- 
si,  yakni  Aceh  (48  persen),  Papua  (79 
persen),  Riau,  Jambi,  Jawa  Tengah, 
Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Utara,  dan 


lu),  tata  cara  pemantauan  pemilu,  tata  kerja 
Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri  (PPLN)  dan 
Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara 
Luar  Negeri  (KPPSLN),  seleksi  anggota  KPU 
Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  pembentuk- 
an  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Pa- 
nitia Penulihan  Luar  Negeri  (PPLN)  serta  Pa^ 
nitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  dan  juga 
penyuluhan/pelatihan  mengenai  perundang- 
undangan  kepada  penyelenggara  tingkat  pu- 
sat sampai  daerah,  sosialisasi  dan  rapat  ker- 
ja, serta  sosialisasi  informasi/pendidikan 
pemilih  kepada  masyarakat  di  semua  ting- 
katnn.  Kedua,  tahap  penyelenggaraan  pemi- 
lu, meliputi:  sejak  11  Maret  2003,  sosiali- 
sasi Pendaftaran  Pemilih  dan  Pendataan  Pen- 
duduk Berkelanjutan  (P4B)  dan  pelatihan  in- 
slruktur  dierah  serta  petugas  pendaftar;  9 
Juli  -  8  Desember  2003,  pendaftaran  parpol 
peserta  pemilu,  penelitian  administrasi  dan 
faktual  oleh  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU 
Kabupaten/Kota,  penetapan  parpol  peserta 
pemilu  dan  penetapan  nomor  urut  parpol; 
8  Juli  2003  -  10  Maret  2004,  pendaftaran  calon 
anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), 
penelitian  administrasi  oleh  KPU,  penetapan 
calon  anggota  DPD,  penetapan  nomor  urut 
calon  anggota  DPD  Provinsi,  pengumuman 
calon  anggota  DPD,  pencetakan  dan  pendis- 
tribusian  daftar  calon  anggota  DPD;  8-12 
Juli  2003,  penetapan  jumlah  kursi/anggola 
DPR  bagi  setiap  provinsi,  anggota  DPRD 
setiap  provinsi,  anggota  DPRD  bagi  se- 
tiap kabupaten/kota;  5  April  2004,  pemu- 
ngutan suara  dan  penghitungan  suara  oleh 
KPPS/KPPSLN  di  Tempat  Pemungutan  Suara 
(TPS)  dimulai  pukul  08.00  WIB  -  14.00  WIB 
iSinar  Harapan,  26  April  2003). 
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Sulawesi  Tengah.  {www.  KPU.go.id,  21 
Mei  2003).  Ini  tidak  berarti  bahwa  P4B 
berjalan  lancar  di  tempat-tempat  lain. 
Masalah-masalah  yang  muncul,  misal- 
nya:  di  Papua,  ada  kalangan  masyara- 
kat yang  tidak  mau  didaftar  karena 
kecewa  terhadap  parpol  {Kompas,  29 
April  2003);  di  Kabupaten  Brebes,  100 
keluarga  menolak  didata  dengan  alas- 
an  selama  ini  merasa  dianak-tirikan 
oleh  pemerintah  dalam  soal  pemba- 
ngunan  (Sinar  Harapan,  29  April  2003); 
dan,  kalangan  Kesatuan  Aksi  Mahasis- 
wa  Muslim  Indonesia  (KAMMI)  menya- 
takan  tidak  percaya  pada  Pemilu  2004 
{www.  Tempo  Interaktif,  21  Mei  2003). 

Bagi  parpol,  untuk  menjadi  peserta 
pemilu  nampaknya  tidak  akan  semu- 
dah  seperti  pada  Pemilu  1999  yang 
diikuti  oleh  48  Parpol.  Menurut  UU 
No.  12/2003,  persyaratan  untuk  dapat 
mengikuti  Pemilu  2004  sangat  berat, 
antara  lain  memiliki  pengurus  lengkap 
di  2/3  jumlah  provinsi  di  Indonesia 
dan  2/3  dari  jumlah  Kabupaten/Kota 
yang  ada  di  tiap-tiap  provinsi  di  mana 
parpol  yang  bersangkutan  memiliki 
kepengurusan,  dan  kepengurusan  par- 
pol di  setiap  tingkat  itu  harus  memi- 
liki kantor  tetap.  Parpol  juga  harus 
membuktikan  diri  mempunyai  dukung- 
an  yang  dinyatakan  dengan  memiliki 
anggota    sekurang-kurangnya  1.000 
orang  anggota  atau  1/1000  dari  pen- 
duduk pada  setiap  tingkat  kepengu- 
rusan Parpol  (Pasal  7  UU  No.  12/2003). 
Oleh  karena  itu,  kemungkinan  besar 
parpol  peserta  Pemilu  2004  akan  lebih 
sedikit  jumlahnya  daripada  jumlah 
parpol  peserta  Pemilu  1999. 
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CALON  PRESIDEN  RI  PADA 
PEMILU  2004 

Sejak  Januari  2003  partai-partai  po- 
litik  telah  berlomba  memunculkan  ca- 
lon  presiden  mereka  masing-masing. 
Pada  umumnya  setiap  parpol  menca- 
lonkan  Ketua  Umumnya  masing-ma- 
sing sebagai  calon  presiden:  Megawati 
Soekarnoputri,  Ketua  Umum  PDI-P  te- 
lah dikukuhkan  sebagai  calon  presiden 
dalam  Rakernas  PDI-P  di  Solo,  10  Ma- 
ret  2003;  Prof.  Dr.  M.  Amien  Rais,  Ke- 
tua Umum  DPP  PAN,  dikukuhkan  se- 
bagai calon  presiden  dalam  Rakernas 
PAN  di  Batam  akhir  tahim  2002;  Rach- 
mawati  Soekarnoputri  dicalonkan  oleh 
Partai  Pelopor;  K.H.  Abdurrahman  Wa- 
hid, Ketua  Dewan  Syuro  PKB,  dicalon- 
kan oleh  PKB  pimpinan  Matori  Abdul 
Djalil  dan  PKB  pimpinan  Alwi  Shihab; 
dan  Hamzah  Haz  ditetapkan  sebagai 
calon  presiden  oleh  PPP  dalam  Mukta- 
mar  Ke-5  di  Jakarta,  20-24  Mei  2003. 

Di  samping  itu,  bermunculan  juga 
tokoh-tokoh  di  luar  partai  yang  bcrini- 
siatif  dan  atau  hendak  dicalonkan  oleh 
parpol  sebagai  calon  presiden.  Peluang 
seperti  ini  dibuka  oleh  Partai  Golkar 
yang  dalam  Rapim  Ke-6  (29  April  - 
1  Mei  2003)  memutuskan  akan  menen- 
tukan  calon  presidennya,  yang  tidak 
harus  berasal  dari  Partai  Golkar,  me- 
lalui  proses  konvensi  partai.  Nama- 
nama  calon  presiden  non-partai  itu, 
misalnya:  Prof.  Dr.  Nurcholis  Madjid 
(Ketua  Yayasan  Paramadina),  Surya 
Paloh  (Media  Indonesia  dan  pemilik 
Metro  TV),  Aburizal  Bakri  (Ketua  Umum 
Kadin),  Soesilo  Bambang  Yudhoyono 
(Menko  Polkam),  Agum  Gumelar  (Men- 


teri  Perhubungan),  Yusuf  Kalla  (Men- 
ko Kesra),  Jenderal  TNI.  Purn.  Wiranto 
(mantan  Pangab  RI),  KH.  Hasyim  Mu- 
zadi  (Ketua  Umum  PB  NU),  dan  lain 
sebagainya.  Partai  Golkar  sendiri  akan 
melaksanakan  Konvensi  Partai  itu  pada 
5  Februari  2004.^^ 

Pemilihan  presiden  dan  wakil  pre- 
siden mendorong  berkembangnya  ke- 
mungkinan  koalisi  antarparpol.  PDI-P 
misalnya,  mencoba  menggandeng  Ju- 
suf  Kalla  {Kompas,  3  Mei  2003).  Kwik 
Kian  Gie,  tokoh  PDI-P,  disebut-sebut 
akan  dicalonkan  sebagai  presiden  oleh 
Partai  Golkar  (Suara  Pembaruan,  28  Ma- 
ret  2003).  Kemimgkinan  koalisi  ini  da- 


Konvensi  Partai  Golkar  untuk  menetap- 
kan  calon  presiden  dilaksanakan  melalui  se- 
rangkaian  proses:  (1)  Tahap  Persiapan:  pem- 
bentukan  Panitia  Kovensi  (Mei  2003),  pengu- 
munan  pelaksanaan  Konvensi  (1  juni  2003); 
(2)  Tahap  Penjaringan:  pengusulan  Bakal  Ca- 
lon (1-15  Juni  3003);  pendaftaran  Bakal  Ca- 
lon (15  Jvini  -7  Juli  2003),  verifikasi  Bakal  Ca- 
lon (16  Juni  -15  Juli  2003);  (3)  Tahap  Penya- 
ringan  (Daerah):  sosialisasi  Bakal  Calon  (16 
Juli  -  1  September  2003),  seleksi  Bakal  Calon 
(1-30  September  2003);  (4)  Tahap  Pemilih- 
an dan  Penetapan  Calon:  nominasi  Bakal 
Calon  (1-7  Oktober  2003),  pelaksanaan  Pra- 
Konvensi  20  Oktober  2003,  dan  penetapan 
dan  pengumuman  Calon  Presiden  pada  5 
Februari  2003  {Kompas,  2  Mei  2003).  Hak 
suara  dalam  Konvensi  diatur  seperti  beri- 
kut:  DPP  18  suara;  30  DPD  Provinsi  ma- 
sing-masing 3  suara;  DPD  Kabupaten/Kota 
yang  jumlahnya  416,  masing-masing  satu 
suara;  Organisasi-organisasi  sayap  seperti 
Angkatan  Muda  Golkar  (AMPG),  Kesatuan 
Perempuan  Partai  Golkar  (KP-PG)  masing- 
masing  satu  suara;  organisasi-organisasi 
pendiri  Partai  Golkar,  seperti:  Soksi,  Kosgoro, 
MKGR  masing-masing  satu  suara;  organi- 
sasi-organisasi yang  didirikan  Partai  Gol- 
kar, yaitu:  MDI,  Satkar  Ulama,  Al-Hidayah, 
AMPI,  dan  HWK  masing-masing  satu  suara 
{Kompas,  2  Mei  2003). 
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pat  disimak  dari  putusan  Rapat  Kerja 
Nasional  Partai  Amanat  Nasional  (Ra- 
kemas  PAN)  di  Makassar  yang  berakhir 
11  Juni  2003  yang  merekomendasikan 
10  nama  untuk  menjadi  calon  wakil 
presiden,  mendampingi  Amien  Rais. 
Kesepuluh  nama  tersebut  seluruhnya 
berasal  dari  luar  PAN,  yakni  K.H.  Ab- 
dullah Gymnastiar  (Aa'  Gym),  Agum 
Gumelar,  K.H.  Hasyim  Muzadi,  Jusuf 
Kalla,  Kwik  Kian  Gie,  Marwah  Daud 
Ibrahim,  Rachmawati  Soekarnoputri, 
Sri  Sultan  Hamengkubowono  X,  Sai- 
fullah  Yusuf,  dan  Susilo  Bambang  Yu- 
dhoyono  (www.  Tempo  Interaktif.com,  11 
Juiu  2003). 

Ketiga,  sekalipun  cukup  banyak  to- 
koh  non-partai  untuk  calon  presiden, 
peluang  mereka  tampak  tidak  besar  ka- 
rena  tiap-tiap  parpol  cenderung  meng- 
utamakan  orang  dalam.  Meski  begitu, 
wacana  ini  merupakan  kemajuan  ter- 
sendiri  dari  demokrasi  di  Indonesia. 
Yang  ditimggu  adalah  bagaimana  ca- 
lon-calon  ini  nanti  bersaing  secara  fair 
dan  sehat  dalam  Pemilu  Presiden. 

ANCAMAN  TERHADAP  KEPE- 
MIMPINAN  MEGA-HAMZAH 

Untuk  kesekian  kalinya,  tuntutan 
mundur  terhadap  kepemimpinan  Mega- 
Hamzah  berkumandang  seru  dalam 


Tuntutan  serupa  pernah  gencar  disam- 
paikan  oleh  berbagai  elemen  masyarakat 
dan  mahasiswa  atas  kebijakan  pemerintah 
menaikkan  harga  BBM,  Tarif  Dasar  Listrik 
(TDL)  dan  telepon  pada  awal  Januari  2003 
dan  demo-demo  terhadap  ketidaktegasan 
Pemerintah  RI  atas  invasi  Amerika  Serikat 
ke  Irak,  Maret  2003. 


rangkaian  unjuk  rasa  peringatan  lima 
tahun  reformasi  (21  Mei  1998  -  21  Mei 
2003).  Alasannya,  pemerintahan  Mega- 
Hamzah  tidak  mampu  mengawal  per- 
juangan  reformasi,  mewujudkan  kehi- 
dupan  politik  demokratis  dan  memper- 
baiki  perekonomian  rakyat^^  (wzvw. 
Liputan6.com,  21  Mei  2003).  Di  samping 
itu,  muncul  pula  seruan  dari  Kesatuan 
Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia 
(KAMMI)  asal  Bandung,  Banten,  Irian 
Jaya  dan  Kalimantan  Timur  untuk  me- 
nolak  kepemimpinan  nasional  (ekse- 
kutif,  legislatif  dan  yudikatif),  tidak 
mempercayai  Pemilu  2004,  dan  meng- 
ajak  untuk  membentuk  pemerintahan 
transisi  kaum  muda  (Junta  Pemuda)  se- 
bagai  langkah  kongkret  (www.  Tempo 
Interaktif.com,  21  Mei  2003).  Sementara 
itu,  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Suma- 
tera  Barat  menuntut  segera  dibentuk 
pemerintahan  transisi  untuk  melaksana- 
kan  pemilu  yang  demokratis  (Sinar  Ha- 
rapan,  22  Mei  2003). 

Sekalipun  tuntutan  pengunduran  diri 
terhadap  Presiden  Megawati  dan  Wa- 
kil Presiden  Hamzah  Haz  gencar,  ini 
tidak  akan  mudah  dapat  terwujud.  Se- 
bab,  mekanisme  memundurkan  presi- 
den dan  wakil  presiden  atas  dasar 


TuntutAn  pengunduran  diri  dikemuka- 
kan  antara  lain  oleh  berbagai  elemen  maha- 
siswa Jakarta  yang  berunjuk  rasa  pada  20 
Mei  2003;  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Mus- 
lim Indonesia  (KAMMl)  dari  Bandung,  Ban- 
ten,  Irian  Jaya  dan  Kalimantan  Timur  da- 
lam unjuk  rasa  di  MPR/DPR  21  Mei  2003 
{www.  Tempo  Interaktif.com,  21  Mei  2003); 
dan  oleh  ribuan  pengunjuk  rasa  yang  ter- 
gabung  dalam  Badan  Eksekutif  Mahasiswa 
Sumatera  Barat  di  gedung  DPRD  Sumatera 
Barat  21  Mei  2003  {Sinar  Harapan,  22  Mei 
2003). 
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UUD  1945  cukup  sulit.  Ketentuan  Pa- 
sal  7 A  UUD  1945  menyatakan:  "Presi- 
den dan/atau  Wakil  Presiden  hanya  da- 
pat  diberhentikan  dalam  masa  jabat- 
annya oleh  MPR  atas  usul  DPR  apa- 
bila  terbukti  melakukan  pelanggaran 
hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap 
negara,  koiupsi,  penyuapan,  tindak  pi- 
dana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  ter- 
cela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi 
memenuhi  syarat  seba^ai  Presiden  dan/ 
atau  Wakil  Presiden".    Kecuali  itu,  pro- 

23 

ses  tersebut  akan  panjang.  Ini  diakui 
oleh  Ketua  MPR  Amien  Rais  yang  me- 
nyatakan: "tidak  cukup  waktu  untuk 
melengserkan  Pemerintahan  Megawati 
Soekarnoputri  karena  waktu  yang  di- 
butuhkan  diperkirakan  sampai  Juli 
2004."  {Kompas,  8  Maret  2003).  Demikian 
juga,  Ketua  Umum  DPP  Golkar,  Akbar 


Ketentuan  seperti  itu  mengandung  arti 
bahwa  presiden  dan/atau  wakil  presiden  ti- 
dak dapat  diberhentikan  sebelum  habis  masa 
jabatannya  karena  kinerja  atau  kebijakan- 
kebijakannya  tidak  memuaskan  semua  pihak. 
23 

Proses  memundurkan  presiden  dan/atau 
wakil  presiden  diatur  oleh  UUD  1945  seperti 
berikut:  DPR  mengajukan  tuduhan  pelang- 
garan hukum  yang  dilakukan  oleh  presiden 
dan/atau  wakil  presiden  kepada  Mahkamah 
Konstitusi  (harus  disetujui  oleh  2/3  jumlah 
anggota  DPR);  Mahkamah  Konstitusi  me- 
meriksa,  mengadili,  dan  memutus  penga- 
duan  DPR  tersebut.  Jika  Mahkamah  Kon- 
stitusi memvonis  presiden  dan/atau  wakil 
presiden  benar  melakukan  pelanggaran  hu- 
kum seperti  dituduhkan  DPR,  maka  DPR 
harus  memutuskan  melalui  sidang  pari- 
purna untuk  meneruskan  kepada  MPR.  Pro- 
ses pengambilan  putusan  oleh  MPR  pun 
tidak  sederhana,  yakni  harus  dilakukan  da- 
lam sidang  paripurna  MPR  dan  kepada 
presiden  dan/atau  wakil  presiden  harus 
diberi  kesempatan  menyampaikan  penje- 
lasan  dalam  sidang  tersebut  (Pasal  7B  Per- 
ubahan  Ketiga  UUD  1945). 


Tandjung,  telah  memastikan  bahwa  pi- 
hak Partai  Golkar  tidak  ada  keinginan 
sedikit  pun  untuk  mengganti  pemerin- 
tah  di  tengah  jalan  {Republika,  3  Ja- 
nuari  2003).  Oleh  karena  itu,  jika  sua- 
ra  Partai  Golkar,  PDI-P,  PPP  dan  Frak- 
si  Reformasi  (khususnya  dari  PAN)  di 
MPR  digabung,  ini  akan  mencapai  jum- 
lah mayoritas  yang  menggagalkan  upa- 
ya  pelengseran  Mega-Hamzah  di  te- 
ngah jalan  (jika  digabung,  ketiga  Fraksi 
tersebut  mencapai  370  dari  695  kursi 
di  MPR). 

PENYELESAIAN  KASUS  ACEH 

Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  yang 
bertujuan  memisahkan  diri  dari  Nega- 
ra Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) 
telah  berlangsung  lama,  sejak  Aceh  di- 
proklamasikan  pada  4  Desember  1976 
oleh  Hassan  Tiro.  Pemerintah  Indonesia 
yang  berbeda-beda  (Soeharto,  B.J.  Habi- 
bie, K.H.  Abdurrahman  Wahid,  dan 
Megawati  Soekarnoputri)  telah  beru- 
paya  menyelesaikan  kasus  ini  dengan 
cara  yang  berlainan  pula  mulai  dari 
penggunaan  kekerasan  hingga  dengan 
cara  dialog  ataupun  perundingan. 


Di  era  reformasi,  upaya  penyelesaian 
konflik  di  Aceh  telah  dilakukan  oleh  tiga 
Presiden,  yakni  B.J.  Habibie,  K.H.  Abdurrahman 
Wahid  dan  Megawati  Soekarnoputri.  Pada 
9  Agustus  1998,  misalnya,  Presiden  B.J.  Ha- 
bibie meminta  maaf  atas  pelanggaran  HAM 
selama  diberlakukarmya  DOM  di  Aceh  dan 
menawarkan  pemberian  status  khusus  le- 
wat  penegakan  syariat  Islam.  Presiden  K.H. 
Abdurrahman  Wahid  mengeluarkan  Keppres 
Jeda  Kemanusiaan  15  Mei  2000  dan  mela- 
kukan perundingan  dengan  GAM,  dan  ha- 
silnya  adalah  Inpres  No.  IV/2001  berisi  enam 
langkah  penyelesaian  komprehensif  meliputi 
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Namun,  situasi  Aceh  tetap  memburuk, 
yang  ditandai  dengan  korban  jiwa 
(meninggal)  tetap  berjatuhan,^  pencu- 
likan  para  kepala  Desa  dan  pembakar- 
an  sekolah-sekolah  sering  terjadi  (pada 


bidarig  ekonomi,  politik,  sosial,  hukum,  pen- 
didikan,  keamanan  dan  media  serta  Operasi 
Keamanan  dan  Penegakan  Hukum.  Disepa- 
kati  pula  suatu  RUU  tentang  Nanggroe 
Aceh  Darussalam  (NAD),  dengan  kekhusus- 
an  pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh  dan 
dinaikkannya  penerimaan  daerah  dari  ha- 
sil  alam  (menjadi  UU  No.  18/2001).  Presiden 
Megawati  beberapa  kali  melakukan  perun- 
dingan  dengan  GAM,  yakni  di  Swiss  2  Feb- 
ruari  2002,  hasilnya:  GAM  menerima  UU 
NAD  sebagai  langkah  awal  bagi  penyelesai- 
an  selanjutnya  dan  penghentian  segala  ben- 
tuk  permusuhan  antara  kedua  belah  pihak. 
Karena  berbagai  alasan,  perundingan  dilan-' 
jutkan  lagi  di  Jenewa  Swiss  9  Desember 

2002,  diperantarai  oleh  The  Henry  Dunant 
Centre  (HDC),  hasilnya:  kedua  belah  pihak 
menandalangani  kesepakatan  penghentian 
permusuhan  dengan  batas  wakhi  sampai  de- 
ngan 9  Juli  2003  dan  membentuk  Komite  Ke- 
amanan Bersama  untuk  memantau  kesepa- 
katan tersebut.   Pada   tanggal  25  Januari 

2003,  Pemerintah  RI,  GAM  dan  HDC  me- 
resmikan  Kecamatan  Indrapuri,  Kabupaten 
Aceh  Besar  sebagai  zona  damai  pertama 
di  provinsi  NAD.  Langkah  lanjutan  diterus- 
kan  dengan  rencana  pertemuan  Komite  Ke- 
amanan Bersama  di  Jenewa,  Swiss  25  April 
2003,  tetapi  pihak  GAM  meminta  penunda- 
an  hingga  akhirnya  pertemuan  tersebut  ba- 
tal  dilaksanakan  (Litbang  Sinar  Harapan, 
14  Mei  2003). 

25 

Tokoh-tokoh  NAD  yang  tewas  ditem- 
bak  oleh  orang  .tak  dikenal  (menurut  Ka- 
polri  dalam  rapat  dengar  pendapat  dengart 
Komisi  I  DPR  tanggal  8  Mei  2003  dilakukan 
oleh  GAM)  antara  lain:  Ketua  Fraksi  Persa- 
tuan  Pembangunari  DPRD  Kota  Langsa,  Ka- 
bupaten Aceh  Timur,  Amiruddin,  Mayjen 
TNI  Purn.  Teuku  Djohan  (Ketua  DPD  Par- 
tai  Golkar  Aceh),  Zaini  Sulaiman  (Anggota 
DPRD  Aceh),  Prof.  Dayan  Dawood  (Rektor 
Universitas  Syah  Kuala),  dan  Prof.  Sofwan 
Idris  (Rektor  IAIN  Ar-Raniry)  {ivivxv.  Liputan6. 
com,  8  Mei  2003). 


tahun  2002  ada  240  unit  sekolah  di- 
bakar).  Pada  bulan  Maret- April  2003, 
beberapa  anggota  Joint  Security/  Council 
(JSC)  yang  bertugas  di  beberapa  dae- 
rah Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD) 
didemo  dan  diancam  masyarakat,  be- 
berapa anggota  JSC  dipukuH  di  Aceh 
Tengah,  dan  kantor  JSC  di  Aceh  Timur 
dibakar  {Sinar  Harapan,  14  April  2003). 

Oleh  karena  itu,  sidang  Kabinet  Me- 
gawati pada  6  Mei  2003  memutuskan 
bahwa  Pemerintah  RI  akan  melaksana- 
kan  operasi  terpadu,  yaitu  operasi-ope- 
rasi  kemanusiaan,  penegakan  hukum, 
pemulihan  dan  pemantapan  jalannya 
pemerintahan  dan  kemungkinan  dijalan- 
kannya  operasi  pemulihan  keamanan 
terpadu.  Sekalipim  begihi,  penyelesaian 
damai  berdasarkan  Cession  of  Hostilities 
Agreement  (CoHA)  9  Desember  2002  me- 
lalui  Sidang  Dewan  Bersama  masih 
mungkin  dilaksanakan,  asalkan  GAM 
membuat  pernyataan  eksplisit  mene- 
rima NKRI  dan  bersedia  menyerahkan 
seluruh  persenjataannya.  Namun  bila 
sampai  dengan  12  Mei  2003,  GAM  tidak 
mau  mengupayakan  jalan  damai,  maka 
akan  dilakukan  operasi  pemulihan  ke- 
amanan terpadu.  Di  samping  itu,  Pe- 
merintah RI  juga  terns  melakukan  lang- 
kah diplomatik  agar  Pemerintah  Swe- 
dia  melarang  Hassan  Tiro  (sudah  men- 
jadi warga  negara  Swedia  sejak  tahun 
1979)  untuk  memimpin  gerakan  pembe- 
rontakan  di  Aceh  (www.  Liputan6.com, 
6  Mei  2003).    Gagalnya  perundingan 


Langkah  pendekatan  kepada  Pemerin- 
tah Swedia  dilakukan  dengan  mengirimkan 
Utusan  Khusus  Pemerintah  RI  ke  Swedia 
dipimpin  mantan  Menlu  Ali  Alatas  pada  8 
Juni  2003  untuk  menyampaikan  bukti-bukti 
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antara  Pemerintah  RI  dan  Perwakilan 
GAM  pada  17-18  Mei  2003  di  Tokyo 
mendorong  sekaligus  menandai  kebi- 
jakan  baru  Pemerintah  RI  untuk  meng- 
atasi  masalah  Aceh.  Kebijakan  baru  ter- 
sebut  adalah  operasi  pemulihan  ke- 
amanan  terpadu  dan  kemungkinan  ope- 
rasi militer  di  NAD,^''  yang  diputuskan 


pelanggaran  hukum  berupa  gerakan  sepa- 
ratisme  di  NAD  dan  teror-teror  di  berbagai 
wilayah  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh 
anak  buah  Hassan  Tiro  dan  kawan-kawan 
di  NAD  dan  Jakarta  {Suara  Pembaruan, 
10  Juni  2003;  Kompas,  11  Juni  2003).  Lang- 
kah  itu  ditempuh  karena  menurut  Duta 
Besar  Swedia  di  Jakarta,  Herald  Sanberg, 
pemerintahnya  tidak  bisa  menangkap  pim- 
pinan  GAM  di  Swedia  dan  menyerahkannya 
kepada  Indonesia  untuk  diadili  karena  Swe- 
dia harus  melindungi  warga  negaranya 
(Kompas,  31  Mei  2003).  Seusai  bertemu  de- 
ngan  Menko  Polkam,  Ketua  Utusan  Khusus 
Pemerintah  RI  Ke  Swedia,  Ali  Alatas  men- 
jelaskan  kepada  wartawan  di  Jakarta  16 
Juni  2003  bahwa  Pemerintah  Swedia  akhir- 
nya  mengakui  adanya  keterkaitan  Hassan 
Tiro  dan  kawan-kawan  dengan  aksi  pembe- 
rontakan  bersenjata  di  NAD  dan  karena  itu 
berjanji  akan  memanggil  Hassan  Tiro  dan 
kawan-kawannya  (Sinar  Harapan,  16  Juni 
2003  dan  Republika,  17  Juni  2003). 
27 

Tentangan  terhadap  Kebijakan  Operasi 
Militer  Terpadu  disampaikan  misalnya  oleh 
Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  Muhammadi- 
yah.  Prof.  Syafii  Maarif  yang  menyatakan 
bahwa  jika  operasi  militer  yang  benar-benar 
ditempuh,  maka  berarti  sama  saja  dengan 
operasi  bunuh  diri.  Apapun  alasannya,  per- 
soalan  Aceh  masih  bisa  diselesaikan  de- 
ngan dialog,  dan  GAM  juga  masih  bisa  di- 
ajak  dialog.  Oleh  karena  itu,  kepada  Presi- 
den  Megawati  diusulkan  agar  menunjuk 
seseorang  dari  kalangan  sipil  yang  diberi 
mandat  penuh  untuk  menyelesaikan  masa- 
lah Aceh,  yaitu  Menko  Kesra  Jusuf  Kalla. 
Sebaliknya,  kepada  GAM  diharapkan  sa- 
dar  diri  bahwa  tuntutan  kemerdekaan  itu  ti- 
dak akan  mungkin  dapat  dicapai.  Sebab  dari 
sudut  apa  pun,  Aceh  adalah  daerah  modal 
(Sinar  Harapan,  14  April  2003).  Mantan  Presi- 


dalam  Keppres  No.  28  Tahun  2003 
yang  mulai  berlaku  tanggal  19  Mei 
2003  jam  00.00  WIB.  Intinya,  Provinsi 
Nanggroe  Aceh  Darussalam  dinyata- 
kan  dalam  keadaan  bahaya  dengan  sta- 
tus darurat  militer  untuk  jangka  wak- 
tu  selama  enam  bulan  dengan  biaya 
dari  APBN  dan  APBD  Provinsi  Nangroe 

28 

Aceh  Darussalam     {www.  LiputanB. 


den  RI,  K.H.  Abdurrahman  Wahid  yang  meru- 
lai  bahwa  melakukan  operasi  militer  sama 
saja  dengan  menerapkan  DOM  Kedua  di 
Aceh  yang  sangat  berbahaya  karena  akan 
memakan  korban  jiwa  lebih  besar  lagi  (DOM 
I  telah  menewaskan  lebih  dari  9.900  orang). 
Jika  operasi  militer  benar-benar  akan  dilak- 
sanakan  di  Aceh,  maka  hal  itu  akan  meru- 
gikan  pemerintah  sendiri  karena  rakyat 
Aceh  bisa  makin  keras  melakukan  gerakan 
separatisme  dan  GAM  yang  moderat  terpak- 
sa  akan  ikut  golongan  yang  ekstrem.  Peme- 
rintah harus  bisa  menahan  diri  dan  mela- 
kukan perundingan  kembali  dengan  GAM 
(Sinar  Harapan,  21  April  2003).  Demikian  ju- 
ga, anggota  Komnas  HAM,  Syamsudin,  me- 
negaskan  bahwa  Komnas  HAM  tidak  setuju 
apabila  pemerintah  mengambil  langkah  te- 
gas  melalui  operasi  militer,  kecuali  jika  ke- 
sepakatan  penghentian  permusuhan  antara 
Pemerintah  RI  dan  GAM  yang  berlaku  hing- 
ga  9  Juli  2003  telah  berakhir  dan  GAM  ter- 
nyata  masih  melakukan  perlawanan  (Sinar 
Harapan,  21  April  2003).  Banyak  tentangan 
lainnya,  misalnya  oleh  Ketua  Forum  Ber- 
sama  (Forbes)  anggota  DPR  dari  Fraksi  Re- 
formasi  asal  Aceh  Teuku  Syaiful  Achmad 
(Sinar  Harapan,  17  Mei  2003),  sejumlah  LSM 
(Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  ter- 
gabung  dalam  Tim  Masyarakat  Pemantau 
Perdamaian  Aceh  (Civilian  Peace  Monitoring 
for  Aceh),  beranggotakan  elemen  dari  El- 
sam,  YLBHI,  Kontras,  Imparsial,  YAPPIKA, 
Kalyanamitra  dan  PBHI  (Sinar  Harapan,  17 
Mei  2003). 
28 

Biaya  yang  dibutuhkan  bagi  pelaksa- 
naan  darurat  militer  di  Aceh  diperkirakan 
Rp.  1,3  trilyun  dan  akan  diambil  sepenuh- 
nya  dari  APBN,  khususnya  pos  pengeluar- 
an  dana  cadangan  umum  yang  dalam 
APBN  2003  dianggarkan  sebesar  Rp.  8  tril- 
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com,  18  dan  19  Mei  2003).  Keputusan  ini 
disetujui  oleh  pimpinan  DPR,  Pimpin- 
an  Komisi  I  dan  para  Pimpinan  Fraksi 
DPR  di  Istana  Negara  pada  15  Mei 
2003.  {www.  Tempo  Interaktif.com,  16  Mei 
2003). 

Segera  setelah  diberlakukan  darurat 
militer  di  Aceh,  terjadi  pembakaran  se- 
kolah-sekolah  umum  maupun  madrasah 
secara  hampir  serentak  dan  sistema- 
tis.  Sampai  dengan  29  Mei  2003,  jum- 
lah  sekolah  yang  dibumihanguskan 
mencapai  437  buah  {Kompas,  31  Mei 
2003).  Rumah-rumah  penduduk  yang 
hancur  mencapai  23.000  buah,  sejum- 
lah  ruas  jalan  rusak,  sarana  penyalur 
air  bersih  dirusak,  tiang-tiang  listrik 
dirobohkan  dan  kerusakan-kerusakan 
lain  {www.  LipuianS.com,  28  Mei  2003). 
Sampai  dengan  hari  keduapuluh  satu 
penerapan  darurat  militer,  korban  di 
kalangan  TNI  dan  Polri,  GAM  maupun 
masyarakat  sipil  berjatuhan  (lihat  1am- 
piran  Tabel  2). 

Kebijakan  operasi  terpadu  dan  da- 
rurat militer  di  Aceh,  meski  memper- 
oleh  dukungan  dari  kalangan  inter- 

29 

nasional,     ditentang  oleh  banyak  pi- 


yun  (Keterangan  Dirjen  Perencanaan  Stra- 
tegi  Pertahanan  Departemen  Pertahanan,  Mas 
Widjaja  dalam  Rapat  Kerja  dengan  Komisi  I 
DPR  20  Mei  2003).  Namun  anggota  Panitia 
Anggaran  DPR,  Ridwan  Mukti,  memperki- 
rakan  anggaran  untuk  operasi  militer  di 
Aceh  bisa  mencapai  Rp.  3  trilyun  karena 
kondisi  peralatan  TNI  yang  sudah  tua 
(Suara  Pembaruan,  21  Mei  2003). 

29 

Kalangan  dunia  intemasional  yang  mem- 
berikan  dukungan  terhadap  pelaksanaan 
operasi  terpadu  di  NAD  antara  lain  Duta 
Besar  Inggris  untuk  Indonesia,  Richard 
Gozney,  Duta  Besar  Arab  Saudi  di  Indone- 


hak.  PRD  misalnya,  pada  21  Mei  2003 
berdemonstrasi  di  depan  Istana  Nega- 
ra menentang  kebijakan  operasi  terpa- 
du di  Aceh  {Sinar  Harapan,  22  Mei  2003). 
Ratna  Sarumpaet  dan  kawan-kawan- 
nya  yang  tergabung  dalam  Masyarakat 
Indonesia  untuk  Damai  di  Aceh,  me- 
nyerukan  agar  darurat  militer  di  Aceh 
segera  dihentikan  karena  perang  yang 
berkepanjangan  bukan  hanya  menye- 
babkan  macetnya  proses  pendidikan 
ribuan  siswa,  tetapi  juga  menimbuLkan 
dendam  di  kalangan  anak-anak  dan 
kelak  malah  akan  memunculkan  bibit- 
bibit  baru  GAM  {Kompas,  31  Mei  2003). 
Sementara  itu  Ketua  Tim  Ad  Hoc  Aceh, 
Komnas  HAM,  M.M.  Billah  menyatakan 
agar  operasi  militer  di  Aceh  dihenti- 
kan dan  GAM-RI  didorong  untuk  be- 
runding  kembali.  Sebab  selama  pelak- 
sanaan operasi  pemulihan  keamanari 
telah  terjadi  pelan^^aran  hukum  hu- 
maniter  dan  HAM  {wwvj.  LipiiianB^ 
com,  4  Jimi  2003). 


sia,  Abdullah  Abdul  Rahman  Alim  {Media 
Indonesia,  20  Mei  2003),  Menlu  Australia, 
Alexander  Downer  dan  PM  Thailand  {Suara 
Pembaruan,  27  Mei  2003),  dan  bahkan  MerUu 
Swedia,  Anne  Lindh  menyatakan  di  depan 
parlemen  negaranya  bahwa  Swedia  men- 
dukung  integritas  wilayah  Indonesia  dan 
penyelesaian  masalah  Aceh  dalam  kerang- 
ka  otonomi  khusus  NAD  (Tajuk  Rencana 
harian  Kompas,  31  Mei  2003). 
30 

Menurut  Ketua  Tim  Ad  Hoc  Aceh 
Komnas  HAM,  M.M.  Billah,  selama  pelak- 
sanaan operasi  pemulihan  kemanan  di 
Aceh  telah  terjadi  pelanggaran  HAM  se- 
perti: pembunuhan  kilat  di  Bireun  27  Mei 
2003;  pemerkosaan  anak  berumur  13  ta- 
hun di  Kampung  Ara  Bungong-Bireun  26 
Mei  2003;  penyiksaan  penduduk;  pengusir- 
an  penduduk  secara  paksa  dari  rumahnya; 
sweeping  warga  Aceh  di  beberapa  daerah 
seperti  di  Sumatera  Utara,  Riau  dan  Jakar- 
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Reaksi  internasional  atas  efek  dari 
kebijakan  operasi  terpadu  di  Aceh  ter- 
cermin  antara  lain  dari  pernyataan 
Sekjen  PBB  Kofi  Annan  yang  menyata- 
kan  keinginannya  untuk  memberikan 
bantuan  terhadap  masalah  Aceh.  Se- 
mentara  itu,  Wakil  Menteri  Pertahanan 
Amerika  Serikat  Paul  Wolfowitz  men- 
desak  Pemerintah  RI  agar  melibatkan 
organisasi  non-pemerintah  untuk  me- 
mantau  operasi  pemulihan  keamanan 
yang  digelar  di  NAD  {Kompas,  31  Mei 
2003).  Sebaliknya,  Menko  Kesra  Jusuf 
Kalla  dan  Mervlu  Hassan  Wirajuda,  pa- 
da  26  Mei  2003  sudah  menegaskan 
bahwa  selama  diterapkan  darurat  mi- 
liter,  provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussa- 
1am  tertutup  bagi  LSM  asing.  Sebab  si- 
tuasi  keamanan  sangat  rawan  dan  be- 
risiko  tinggi.  Kecuali  itu  dikhawatirkan 
pula  LSM-LSM  asing  itu  mempunyai 
tujuan  politik  tertentu  dan  mendukung 
GAM  {www.  Liputan6.com,  27  Mei  2003). 
Kepala  Staf  TNI-AL,  Laksamana  Bernard 
Kent  Sondakh,  di  Jakarta  2  Jimi  2003  ju- 
ga  menegaskan  bahwa  kapal  dan  pesa- 
wat  asing  dilarang  melewati  wilayah 
NAD  selama  diberlakukannya  darurat 
militer  {www.  Liputan6.com,  3  Juni  2003). 


ta  {Sinar  Harapan,  3  Juni  2003  dan  www. 
Liputan6.com,  4  Juni  2003).  Terjadinya  pelang- 
garan-pelanggaran  itu  diakui  pula  oleh  Pe- 
merintah RI  dan  TNI  yang  dinyatakan  da- 
lan\  bentuk  digelarnya  pengadilan  militer  di 
Gedung  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe 
3  Juni  2003  terhadap  tiga  orang  anggota 
TNI,  yaitu:  Prada  Saiful  Bachri,  Prada  Toni 
Harianto  dan  Prada  Agus  Widayat,  yang 
didakwa  menganiaya  Rajali,  Maimun,  dan 
Hamdani  Yahya  dari  Desa  Lawang,  Ke- 
camatan  Peudada,  Kabupaten  Bireuen  pa- 
da  27  Mei  2003  {Sinar  Harapan,  3  Juni  2003 
dan  Kompas,  6  Juni  2003). 


Pada  16  Juni  2003,  Presiden  Mega- 
wati selaku  Penguasa  Darurat  Militer 
Tingkat  Pusat  (PDMP)  mengeluarkan 
Keputusan  Presiden  No.  43/2003  ten- 
tang  Pengaturan  Kegiatan  Warga  Ne- 
gara  Asing,  Lembaga  Swadaya  Masya- 
rakat  (LSM)  dan  Jurnalis  di  Provinsi 
Nanggroe  Aceh  Darusalam  (NAD).  Pa- 
sal  1  menyatakan  bahwa:  (1)  selama 
berlangsungnya  keadaan  Darurat  Mili- 
ter di  NAD,  warga  negara  asing  tidak 
diperbolehkan  melakukan  kunjungan 
wisata  dan  tidak  melakukan  kegiatan 
yang  bertentangan  dengan  tujuan  pe- 
laksanaan  keadaan  Darurat  Militer  di 
NAD;  (2)  kunjungan  warga  negara  asing 
dapat  dilakukan  atas  izin  Menteri  Ke- 
hakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Men- 
keh  dan  HAM)  atas  nama  presiden 
selaku  PDMP;  (3)  warga  negara  asing 
yang  terikat  dengan  kontrak  kerja  serta 
perjanjian  dengan  pemerintah  Indo- 
nesia yang  telah  berjalan,  agar  mela- 
porkan  keberadaan  dan  pelaksanaan  ke- 
giatannya  di  NAD  kepada  Penguasa  Da- 
rurat Militer  Daerah  (PDMD).  Dalam  pa- 
sal  2  tertera  bahwa:  (1)  LSM  dari  nega- 
ra asing  Thaupun  dari  Indonesia  tidak 
diperbolehkan  melakukan  kegiatan  yang 
bertentangan  dengan  tujuan  pelaksana- 
an keadaan  Darurat  Militer;  (2)  bantuan 
kemanusiaan  yang  berasal  dari  negara 
sahabat,  badan  dunia  dan  LSM  baik 
asing  ataupun  nasional  di  Provinsi 
NAD,  dikoordinasikan  oleh  Menko  Kes- 
ra atas  nama  presiden  selaku  PDMP. 
Pasal  3  menyatakan  bahwa:  (1)  kegiat- 
an jurnalistik  yang  dilakukan  oleh  war- 
tawan  asing  dan  koresponden  untuk 
media  asing  di  Provinsi  NAD  dapat 
dilakukan  secara  selektif  setelah  men- 
dapat  persetujuan  Menteri  Luar  Negeri 
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atas  nama  presiden  selaku  PDMP;  (2) 
kegiatan  jurnalistik  yang  dilakukan 
oleh  wartawan  nasional  untuk  media 
nasional  di  NAD  dapat  dilakukan  se- 
telah  mendapat  izin  tertulis  dari  PDMD; 
(3)  segala  risiko  dan  akibat  yang  tim- 
bul  dari  kegiatan  jurnalistik  yang  di- 
lakukan oleh  wartawan  asing  mau- 
pun  nasional  di  NAD  menjadi  tang- 
gung  jawab  yang  bersangkutan  {Sinar 
Harapan,  18  Juni  2003). 

PENUTUP 

Beberapa  catatan  penutup  dapat  di- 
ambil  dari  perkembangan  politik  sela- 
ma  tiga  bulan  terakhir.  Pertama,  kehi- 
dupan  demokrasi  di  masa  mendatang 
tampaknya  belum  akan  berkembang  ke 
arah  penghormatan  terhadap  hak-hak 
asasi  manusia,  khususnya  hak  minori- 
tas.  Ini  terindikasikan  bukan  saja  da- 
ri keputusan  tentang  UU  Sisdiknas  te- 
tapi  juga  dalam  RUU  Pemilihan  Pre- 
siden dan  Wakil  Presiden.  Dalam  hal 
yang  terakhir,  partai-partai  kecil  cen- 
derung  dibatasi  haknya  untuk  dapat 
mencalonkan  pasangan  calon  presiden 
dan  wakil  presiden.  Demikian  juga,  pe- 
ran  DPD  sangat  tidak  dihormati  di- 


Padahal  keputusan  mayoritas  belum 
tentu  demokratis  jika  keputusan  mayoritas 
itu  justru  membuat  minoritas  tidak  berda- 
ya  (Beethem  dan  Boyle,  2000:  45).  Alamudi 
(1991:5)  menyatakan  bahwa  tidak  seorang 
pun  akan  menyebut  sistem  itu  demokratis, 
adil  dan  jujur  apabila  mengijinkan  51per- 
sen  menindas  49  persen  atas  nama  mayori- 
tas. Dalam  masyarakat  demokratis,  kekua- 
saan  mayoritas  harus  digandengkan  dengan 
jaminan  hak-hak  asasi  manusia  untuk  melin- 
dungi  hak-hak  minoritas. 


bandingkan  dengan  DPR.  Meski  demi- 
kian, harus  diakui  beberapa  kemajuan 
penting  dalam  pengembangan  demo- 
krasi. Indikasinya,  antara  lain,  tidak 
akan  ada  lagi  wakil-wakil  rakyat  yang 
diangkat  unhik  duduk  di  lembaga-lem- 
baga  perwakilan,  dan  presiden  dan  wa- 
kil presiden  akan  dipilih  secara  lang- 
sung  oleh  rakyat.  Demikian  juga,  mes- 
ki Pemilu  2004  (akan)  diatur  secara  ba- 
ru  dan  "lebih"  membuka  peluang  par- 
tisipasi  aktif  masyarakat,  akan  tetapi 
antusiasme  rakyat  untuk  mengguna- 
kan  hak  pilihnya  dalam  pemilu  terse- 
but  tampaknya  akan  cenderung  menu- 
xun.  Indikasinya  antara  lain  adalah  ke- 
engganan  sementara  kalangan  masya- 
rakat untuk  didaftar  sebagai  pemilih 
karena  berbagai  alasan.  Dengan  demi- 
kian, Pemilu  2004  sebagai  upaya  demo- 
kratisasi  kehidupan  politik  dan  kenega- 
raan  tampaknya  akan  kurang  memi- 
liki  arti  yang  signifikan. 

Kedua,  pemerintah  nampaknya  te- 
lah  mengambil  risiko  politik  dengan 
keputusannya  tentang  operasi  terpadu 
dan  pernyataan  darurat  militer  untuk 
menyelesaikan  masalah  Aceh.  Implikasi 
politik  yang  dapat  muncul  akibat  ke- 
putusan yang  mengandalkan  kekuatan 
militer  secara  dominan  tanpa  disertai 
dengan  upaya  penanggulangan  yang 
memadai  terhadap  masalah-masalah 
sosial,  ekonomi,  pemerintahan  yang  ber- 
sih  dan  penegakan  hukum  untuk  pe- 
nyelesaian  masalah  Aceh,  adalah  ke- 
mungkinan  berkembangnya  tuduhan- 
tuduhan  tentang  pelanggaran  HAM 
yang  dilakukan  Pemerintah  RI  dan  TNI. 
Apalagi  jika  keadaan  darurat  militer 
berlangsung  relatif  lama  yang  tidak 
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segera  menyelesaikan  masalah  Aceh, 
ini  akan  semakin  menipiskan  tingkat 
kepercayaan  masyarakat  (domes  tik  mau- 
pun  internasional)  terhadap  kemampu- 
an  pemerintah  pada  umumnya,  dan 
TNI/POLRI  pada  khususnya  dalam 
mengatasi  masalah  itu. 

Ketiga,  peristiwa-peristiwa  politik  se- 
lama  tiga  bulan  terakhir  di  atas  pada 
akhirnya  akan  sangat  mudah  ditung- 
gangi  dan/atau  dimanfaatkan  untuk  ke- 
pentingan-kepentingan  politik  kekuatan 
politik  apa  pun  demi  Pemilu  2004.  Oleh 
karena  itu,  mungkin  sekali  peristiwa- 
peristiwa  politik  panas  pada  tiga  bu- 
lan terakhir  merupakan  bagian  saja  da- 
ri  pemanasan  politik  untuk  kompetisi 


kekuasaan  2004.  Pada  bulan-bulan  men- 
datang,  keadaan  dan  kondisi  politik  In- 
donesia bisa  dan  cenderung  untuk  le- 
bih  panas. 
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LAMPIRAN 


Tabel  1 

DAFTAR  PERATURAN  PEMERINTAH  (PP)  YANG  HARUS  DISUSUN 
UNTUK  MELAKSANAKAN  UU  SISDIKNAS 


No. 

PP  Tentang 

Amanat 

Pasal 

1. 

Hak  dan  Kewajiban  Peserta  Didik 

12 

2. 

Pendidikan  Dasar  (SD-SMP)* 

17 

3. 

Pendidikan  Menengah* 

18 

4. 

Perguruan  Tinggi 

20 

5. 

Ketentuan  Mengenai  Gelar  Akademik,  Vokasi,  dan  Profesi 

21 

6. 

Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi 

24 

7. 

Persyaratan  Kelulusan  dan  Pencabutan  Gelar-gelar  Akademik, 

Vokasi  dan  Profesi 

25 

8. 

Penyelenggaraan  Pendidikan  Non-Formal* 

26 

9. 

Pengakuan  Hasil  Pendidikan  Informal 

27 

10. 

Pendidikan  Anak  Usia  Dini* 

28 

11. 

Pendidikan  Kedinasan* 

29 

12. 

Pendidikan  Keagamaan  (Islam,  Hindu,  Budha)* 

30 

13. 

Penyelenggaraan  Pendidikan  Jarak  Jauh* 

31 

14. 

Pendidikan  Khusus  dan  Pendidikan  Layanan  Khusus* 

32 

15. 

Wajib  Belajar* 

34 
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16.  StandarNasionalPendidikan  35 

17.  Pengembangan  Kurikulum  35 

18.  Kurikulum  Pendidikan  Dasar,  Menengah  dan  Pendidikan  Tinggi  Wajib  37 

19.  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan*  41 

20.  Kualifikasi  Pendidik  42 

21.  Promosi,  Penghargaan  dan  Sertifikasi  Pendidik  43 

22.  Pengelolaan  Dana  Pendidikan  48 

23.  Pengalokasian  Dana  Pendidikan  20%  APBN  dan  20%  APBD  49 

24.  Pengelolaan  Pendidikan  50 

25.  Pengelolaan  Satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pendidikan  Dasar, 

Menengah  dan  Tinggi  51 

26.  Pengelolaan  Satuan  Pendidikan  Non-Formal  52 

27.  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pendidikan  54 

28.  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  pada  Pendidikan  Formal  dan 
Non-Formal  sesuai  dengan  kekhasan  Agama,  Lingkungan  Sosial 

dan  Budaya*  55 

29.  Pembentukan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah/ Madrasah  56 

30.  Evaluasi  terhadap  Pengelola,  Satuan,  Jalur,  Jenjang  dan  Jenis  Pendidikan  59 

31 .  Akreditasi  Atas  Program  dan  Satuan  pada  Jalur  Pendidikan  Formal  dan 
Non-Formal  pada  setiap  Jenjang  dan  Jenis  Pendidikan  60 

32.  Sertifikasi  Kepada  Peserta  Didik         •  61 

33.  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Formal  dan  Non-Formal  62 

34.  Penyelenggaraan  Pendidikan  oleh  Lembaga  Asing  65 

35.  Pengawasan  atas  Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  Semua  Jenjang 

dan  Jenis  Pendidikan  66 


♦ 

Keterangan:  Menurut  harian  Suara  Pembaruan,  16  Juni  2003,  saat  ini  pemerintah  tengah 
menyiapkan  PP  yang  bersangkutan. 

Sumber:        RUU  Sisdiknas  sebagaimana  sudah  disahkan  Sidang  Paripurna  DPR  tanggal 
11  Juni  2003. 


Tabel  2 

DAFTAR  KOREAN  PENERAPAN  DARURAT  MILITER  DI  PROVINSI  NAD 


TNI  Polri 

GAM 

Sipil 

meninggal  11       meninggal  3  orang, 
orang,  luka-        luka-luka  10  orang 
luka  7  orang 

meninggal  62  orang,  luka-luka  2 
orang,  hilang  10  orang,  ditangkap 
di  lokasi  terpisah  106  orang,  dan 
menyerahkan  diri  kembali  ke 
pangkuan  NKRI  56  orang 

meninggal  65 
orang,  hilang 
22  orang 

Sumber:  Keterangan  Kepala  Bidang  Penerangan  Hukum  (Kabidpenum)  Mabes  Polri,  Ko- 
misaris  Besar  Polisi  Zainuri  Lubis  sebagaimana  dikutip  harian  Suara  Pembaruan, 
10  Juni  2003. 
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Tabel  3 

DAFTAR  JUMLAH  PENGUNGSI  SELAMA  PELAKSANAAN  DARURAT  MILITER 

DI  PROVINSI  NAD 
(Data  sampai  dengan  16  Juni  2003) 


No. 

Daerah 

Jumlah 
Giwa) 

Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Aceh  Besar 
Aceh  Timur 
AcehSingkil 
Aceh  Tenggara 
Aceh  Tengah 
Aceh  Selatan 
Aceh  Barat 
Aceh  Barat  Daya 
AcehTamiang 
Bireuen 

^iPP  2.469 
4.099 
756 

3.000 
10.193 

6.215 
130 

4.414 
12.000 

Sudah  kcmbali  ke  Desa 
Belum  ada  yang  kembali 
Belum  ada  yang  kembali 
Rolnm  aHa  vanckpmbali 
1.000  masih  di  pengimgsian 
Belum  ada  yang  kembali 
1.186  masih  di  pengungsian 
Jumlah  relatif  tetap 
Jumlah  relatif  tetap 
Belum  ada  yang  kembali 

JUMLAH 

42.375 

Sumber:    Tim  Koordinasi  Operasi  Kemanusiaan  Nasional  Provinsi  NAD  sebagaimi 
kutip  harian  Republika,  17  Juni  2003. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Pemulihan  Ekonomi  Berlanjut 

Tim  Departetnen  Ekonomi  CSIS 


PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Sximber  Pertumbuhan 

PERTUMBUHAN  ekonomi  sela- 
ma  kuartal  pertama  tahun  2003 
masih  didominasi  oleh  pertum- 
buhan konsumsi  swasta,  meskipun 
mengalami  penurunan  tajam  (lihat  Ta- 
bel  1).  Ini  menyebabkan  kontribusinya 
mengalami  penurunan  dari  145  persen 
di  kuartal  pertama  tahun  2002  lalu, 
menjadi  73  persen  di  tahun  2003  ini.  In- 


flasi  yang  melambat,  disertai  pulihnya 
tingkat  kepercayaan  konsumen,  dapat 
memberikan  dorongan  bagi  meningkat- 
nya  kembali  konsumsi  swasta.  Hanya 
saja  perlu  diingat  bahwa  apresiasi  ru- 
piah  juga  dapat  membuat  konsumsi  ba- 
rang-barang  impor  menjadi  lebih  me- 
narik,  sehingga  konsumsi  swasta  mimg- 
kin  hanya  meningkat  secara  lambat. 

Dengan  kondisi  ekonomi  makro  yang 
semakin  membaik,  didukung  dengan 
sentimen  usaha  yang  positif,  iklim  ber- 


Tabel  1 


PERTUMBUHAN  PDB  MENURUT  PENGELUARAN 


Pertumbuhan  Tahunan  (YoY) 


2002 


2003- 


Kl 


K2 


K3 


K4 


Total 


Kl 


Pertumbuhan  PDB 


Konsumsi  Swasta 

5,6 

4,9 

3,9 

4,5 

4,7 

3,9 

Makanan 

-0,1 

-0,1 

0,3 

2,7 

0,7 

2,6 

Non-makanan 

11,9 

10,3 

7,8 

6,2 

9,0 

5,1 

Konsumsi  Pemerintah 

6,6 

9,0 

16,9 

17,9 

12,8 

10,7 

Penanaman  Modal  Tetap  Do- 

mestik  Bruto 

-8,9 

-4,6 

4,6 

8,9 

-0,2 

6,4 

Perubahan  dalam  Persediaan 

1475,7 

119,9 

24,8 

-1,4 

61,8 

-5,6 

Ekspor 

-4,5 

-6,5 

2,6 

4,4 

-1,2 

0,7 

Impor 

-25,7 

-20,8 

2,9 

19,8 

-8,3 

9,4 

PDB 

2,7 

3,9 

4,3 

3,8 

3,7 

3,4 

Sumber.  Badan  Pusat  Statislik,  Bcrita  Resmi  Statistik  No.  24/ VI/ 19  Mei  2003. 
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usaha  juga  mulai  mengalami  perbaikan, 
terlihat  dengan  meningkatnya  investa- 
si  sejak  kuartal  ketiga  tahun  2002  lalu. 
Hanya  saja,  pengaruh  negatif  perang 
Irak  dan  wabah  SARS  memperlambat 
proses  tersebut,  sehingga  dapat  dilihat 
pertumbuhan  investasi  menurun  sela- 
ma  tiga  bulan  pertama  tahun  ini,  di- 
bandingkan  dengan  kuartal  sebelumnya. 

Data  penanaman  modal  asing  (PMA) 
dan  penanaman  modal  dalam  nege- 
ri  (PMDN)  yang  telah  disetujui  juga 
menunjukkan  adanya  sikap  menung- 
gu  dari  para  pelaku  usaha.  Data  untuk 
penanaman  modal  dalam  negeri  me- 
nunjukkan penurunan  dari  Rp.  3,5  tril- 
yun  di  kuartal  pertama  2002  menjadi 
Rp.  2,3  trilyim  pada  tahim  ini.  Semen- 
tara  itu,  meningkatnya  investasi  asing 
yang  telah  disetujui  lebih  banyak  ber- 
asal  dari  peralihan  status  kepemilikan, 
bukan  merupakan  penanaman  modal 
bam.  Meskipun  begitu,  berakhimya  pe- 


rang Irak  dan  tidak  meluasnya  wabah 
SARS  memberikan  harapan  akan  me- 
ningkatnya investasi  pada  kuartal  ke- 
dua  tahun  ini,  terutama  bagi  perusaha- 
an  yang  berorientasi  pada  pasar  do- 
mestik. 

Pengeluaran  pemerintah  masih  men- 
jadi sumber  ketiga  terbesar  bagi  per- 
tumbuhan ekonomi,  dengan  memberikan 
kontribusi  sebesar  24  persen  selama 
tiga  bulan  pertama  tahun  2003.  Ke- 
berhasilan  dalam  menurunkan  subsidi 
untuk  bahan  bakar  minyak  (BBM)  dan 
tarif  dasar  listrik  (TDL),  merupakan 
kunci  utama  keberhasilan  stimulus  fis- 
kal  pada  tahun  2002.  Berbagai  aspek 
mengisyaratkan  bahwa  pada  tahun 
2003  ini,  pengeluaran  pemerintah  juga 
masih  akan  menjadi  sumber  penting 
dari  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  sisi 
penerimaan,  keberhasilan  pemerintah 
dalam  menjual  obligasi  merupakan  as- 
pek penting  bagi  penguatan  keuangan 


Tabel  2 


PERTUMBUKAN  PDB  MENLRUT  SEKTOR 


2002 

2003 

Kl 

K2 

K3 

K4 

Total 

Kl 

Pertumbuhan  PDB 

1.  Pertanian 

-3,1 

3,9 

3,8 

2,4 

1,7 

3,2 

2.  Pertambangan 

-1,5 

2,2 

2,7 

5,7 

2,2 

1,4 

3.  Manufaktur 

5,6 

3,9 

4,1 

2,4 

4,0 

2,7 

4.    Listrik,  Gas  dan  Air 

8,0 

3,1 

4,5 

9,1 

6,2 

6,1 

5.  Konstruksi 

1,9 

3,2 

5,4 

5,9 

4,1 

5,8 

6.    Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran 

2,7 

3,3 

4,7 

3,7 

3,6 

3,5 

7.    Pengangkutan  dan  Komunikasi 

8,9 

8,8 

7,5 

6,2 

7,8 

6,2 

8.    Pelayanan  Usaha 

4,4 

5,2 

5,8 

6,8 

5,5 

5,7 

9.  Jasa 

2,7 

1,8 

1,6 

1,8 

2,0 

2,0 

PDB 

2,7 

3,9 

4,3 

3,8 

3,7 

3,4 

Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). 
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pemerintah.  Dari  sisi  pengeluaran,  pe- 
nguatan  rupiah  akan  meringankan  be- 
ban  utang  pemerintah,  selain  juga 
meringankan  pengeluaran  untuk  sub- 
sidi  BBM  dan  listrik. 

Sektor  Produksi 

Selama  kuartai  pertama  tahun  2003, 
sektor  produksi  barang  dan  komodi- 
tas  mengalami  penurunan  pertumbuh- 
an,  sementara  sektor  jasa  dan  infra- 
struktur  mengalami  peningkatan  pesat 
(lihat  Tabel  2). 

Kinerja  yang  cukup  baik  dari  sek- 
tor pertanian,  walaupun  masih  berada 
di  bawah  pertumbuhan  PDB,  lebih  ba- 
nyak  disebabkan  oleh  faktor-faktor  mu- 
siman.  Pertumbuhan  yang  lambat  dari 
sektor  manufaktur  dan  pertambangan 
membuat  pertumbuhan  ekpnomi  pun 


menjadi  rendah.  Tetapi  sebaliknya,  pa- 
da  sektor  jasa  dan  infrastruktur  terli- 
hat  perkembangan  pesat.  Sektor  kon- 
struksi  menjadi  primadona  dengan  tum- 
buh  sebesar  5,8  persen  dan  memberi- 
kan  kontribusi  hingga  9,8  persen  terha- 
dap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  iru  se- 
jalan  dengan  pertumbuhan  investasi 
pada  sektor  ini  yang  meningkat  sebe- 
sar 6,3  persen.  Sektor  jasa  lainnya  juga 
m.engalami  pertumbuhan  pesat,  kecuali 
sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran 
yang  hanya  tumbuh  sebesar  3,5  persen. 

SITUASI  MONETER 

Tingkat  Harga  dan  Uang  Beredar 

Tren  penurunan  laju  inflasi  umum 
terus  berlanjut  dimotori  oleh  penurim- 
an  tingkat  harga  barang-barang  kate- 


Gambar  1 


Sumber:  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). 
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gori  makanan.  Inflasi  pada  bulan  April 
2003  mencapai  7,5  persen;  penurunan 
tajam  dari  8,7  persen  di  bulan  Januari 
2003  (llhat  Gambar  1).  Laju  inflasi  ma- 
kanan mengalami  penurunan  dari  4,8 
persen  menjadi  2,2  persen.  Bahkan  ba- 
rang-barang  yang  inflasinya  selalu 
tinggi,  seperti  transportasi  dan  komu- 
nikasi,  mengalami  perlambatan  inflasi 
dari  15,9  persen  menjadi  10,3  persen. 
Hanya  saja,  jika  dilihat  dalam  basis 
bulanan,  perubahan  harga  di  bulan 
April  yang  mencapai  1,15  persen  me- 
rupakan  titik  balik  dari  tren  deflasi 
yang  berlangsung  pada  bulan-bulan 
sebelumnya.  Hal  ini  dapat  dikaitkan 
dengan  kenaikan  tarif  listrik  dan  air 
pada  bulan  tersebut.  Meskipim  begitu, 
secara  umum  tingkat  harga  pada  se- 
paruh  tahun  berjalan  ini  masih  dapat 
dikatakan  dalam  batas  terkendali. 

Jumlah  uang  beredar  meningkat  se- 
cara sangat  perlahan,  menjadikan  kon- 
disi  moneter  tetap  dalam  keadaan  ketat. 
Baik  uang  primer,  MO,  maupun  bentuk 
uang  lainnya.  Ml  dan  M2,  meningkat 
sebesar  7,8  persen,  9,7  persen  dan  5,4 
persen  pada  bulan  April  2003.  Walau- 
pun  begitu,  peningkatan  ini  masih  ber- 
ada  di  bawah  target  yang  dikehendaki, 
sesuai  dengan  kebijakan  moneter  ketat 
yang  selama  satu  tahun  ini  dijalankan. 
Laju  inflasi  di  bawah  batas  psikologis 
10  persen  dapat  dianggap  sebagai  ba- 
sil dari  kebijakan  ini. 

Kenaikan  jumlah  uang  primer  me- 
nunjukkan  adanya  pengaruh  dari  penu- 
runan suku  bunga.  Walaupun  demikian, 
kenaikan  uang  primer  ini  tidak  otoma- 
tis  berarti  adanya  peningkatan  permin- 


taan  terhadap  uang  tunai,  seperti  di- 
tunjukkan  dengan  meningkatnya  Ml 
dan  M2.  Hal  ini  karena,  secara  umum, 
tingkat  suku  bunga  riil  masih  tetap 
tinggi,  yaitu  3-4  persen.  Rendahnya  in- 
flasi juga  menyebabkan  rendahnya  do- 
rongan  untuk  berinvestasi  dalam  ba- 
rang-barang  durable,  sehingga  permin- 
taan  terhadap  uang  tunai  pun  tidak 
mengalami  peningkatan  berarti. 

Secara  umum  dapat  dikatakan  bah- 
wa  laju  inflasi  di  bawah  satu  digit  im- 
tuk  semester  pertama  ini  masih  sangat 
mungkin  untuk  tercapai,  walaupun  te- 
kanan  terhadap  kenaikan  inflasi  masih 
akan  menguat.  Telatnya  panen  raya 
serta  telah  tercapainya  harga  terendah 
untuk  produk-produk  makanan  pada 
bulan  April,  membuat  kenaikan  tingkat 
harga  makanan  sangat  mungkin  terja- 
di.  Pemerintah  juga  masih  akan  mene- 
ruskan  kebijakan  fiskal  restriktif,  yang 
rriendorcng  terjadinya  kenaikan  harga 
listrik  dan  BBM.  Periode  hari  raya, 
yang  didahului  bulan  Ramadhan,  akan 
meringkatkan  tekanan  terutama  dari  si- 
si  permintaan.  Tetapi  lemahnya  permin- 
taan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  men- 
jadikan tekanan  tersebut  masih  berada 
dalam  ambang  batas,  terutama  jika 
jumlah  uang  beredar  dapat  dikenda- 
likan  dengan  baik. 

Suku  Bunga  dan  Pinjaman 

Turunnya  laju  inflasi  disertai  dengan 
lemahnya  pertumbuhan  ekonomi,  mem- 
berikan  ruang  bagi  Bank  Indonesia  (BI) 
untuk  menurunkan  suku  bunga.  Tingkat 
suku  bunga  SBI  berjangka  satu  bulan 
turun  dari  13  persen  di  akhir  tahun 
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2002  menjadi  10,44  persen  di  bulan 
Mei  2003.  Hal  yang  sama  terjadi  pada 
tingkat  suku  bunga  intervensi  BI.  Te- 
tapi  penurunan  ini  belum  disertai  de- 
ngan  penurunan  suku  bunga  pinjaman 
dari  bank  komersial,  yang  tetap  tinggi 
pada  kisaran  18  persen.  Suku  bunga 
deposito  juga  masih  tetap  bertahan  di 
tingkat  yang  tinggi.  Tren  penurunan 
suku  bunga  ini  masih  mungkin  untuk 
berlanjut,  mengingat  masih  besarnya 
ruang  bagi  BI  untuk  menambah  jumlah 
uang  beredar.  Dengan  sedikit  melong- 
garkan  kebijakan  moneter,  suku  bunga 
dapat  diharapkan  turun  lebih  jauh  lagi. 

Penyaluran  pinjaman  dari  bank  ter- 
lihat  menunjukkan  peningkatan  di  ham- 
pir  semua  sektor  produksi  kecuali  per- 
tambangan.  Secara  total,  pertumbuhan 


pinjaman  mengalami  peningkatan  dari 
18,6  persen  di  akhir  tahun  2002  lalu 
menjadi  24,2  pada  bulan  Maret  2003. 
Pinjaman  untuk  sektor  perdagangan 
mencatat  pertumbuhan  paling  tinggi 
46,9  persen,  sementara  pinjaman  ke 
sektor  jasa  lainnya  meningkat  sekitar 
35  persen.  Hanya  saja,  rendahnya  ra- 
sio  pinjaman  dan  deposito  {loan-deposit 
ratio),  sebesar  40  persen  di  bulan  Maret 
2003,  menunjukkan  bahwa  perbankan 
masih  mengalami  kelebihan  likuiditas. 

Rupiah,  Pasar  Modal  dan  Surat 
Berharga 

Persepsi  yang  positif  terhadap  per- 
kembangan  perekonomian  Indonesia,  di- 
sertai kecenderungan  melemahnya  ni- 
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lai  tukar  dollar  AS,  telah  mendorong 
meningkatnya  arus  modal  masuk,  yang 
mengangkat  nilai  tukar  rupiah.  Ini  ter- 
lihat  dari  semakin  menguatnya  rupiah 
yang  tahun  2002  lalu  masih  berada 
pada  kisaran  Rp.  8.900/US$  mer\jadi 
Rp.  8.400/US$  pada  pertengahan  Mei 
2003.  Tingkat  premi  swap  terus  turun 
mencapai  10,1  persen  pada  bulan  April 
2003  lalu.  Ini  menandakan  turunnya 
premi  terhadap  risiko,  yang  mendo- 
rong terjadinya  arus  modal  masuk  le- 
bih  besar. 

Perkembangan  situasi  ekonomi  ma- 
kro  yang  stabil  dan  meningkatnya  arus 
modal  masuk,  menjadikan  pasar  mo- 
dal dan  obligasi  menjadi  tempat  inves- 
tasi  yang  menarik.  Akibatnya  kenaikan 
dalam  volume  dan  nilai  perdagangan 
di  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  mengalami 
peningkatan  sejak  awal  tahun  ini.  In- 
deks  harga  saham  juga  mengalami  ke- 
naikan pesat  hingga  menembus  batas 
psikologis  500,  sementara  nilai  tran- 
saksi  mencapai  Rp.  7,4  trilyun  (lihat 
Gambar  2). 

Pasar  surat  berharga  dan  obligasi  ju- 
ga menjadi  sasaran  investasi  yang  me- 
narik, terutama  disebabkan  oleh  turun- 
nya suku  bunga  yang  membuat  harga 
obligasi  menjadi  naik.  Harga  obligasi 
tertinggi  mencapai  113,3  poin  dicapai 
oleh  surat  berharga  yang  mempunyai 
jatuh  tempo  5  hingga  10  tahun.  Volu- 
me transaksi  untuk  obligasi  pemerin- 
tah,  misalnya,  meningkat  dari  Rp.  153,2 
trilyun  di  bulan  Januari  2003  men- 
jadi Rp.  154,6  di  bulan  April  2003.  Pe- 
ningkatan ini  terutama  terjadi  untuk 
obligasi  pemerintah  dengan  bunga  te- 


tap  13  persen.  Tingginya  permintaan 
untuk  obligasi  pemerintah  dengan  bu- 
nga tetap  ini  menunjukkan  adanya  per- 
sepsi  pasar  bahwa  penurunan  suku 
bunga  masih  akan  terus  berlangsung. 

Dalam  usaha  menarik  surat  utang 
pemerintah  yang  hampir  jatuh  tempo, 
pemerintah  mengeluarkan  Rp.  2,7  tril- 
yun obligasi  {treasury  bonds,  T-Bonds) 
berjangka  waktu  delapan  tahun.  Dalam 
waktu  dekat  ini,  pemerintah  merenca- 
nakan  untuk  mengeluarkan  kembali 
obligasi  senilai  Rp.  5  trilyun.  Selain  un- 
tuk membayar  obligasi  jatuh  tempo 
yang  dikeluarkan  dalam  rangka  restruk- 
turisasi  perbankan,  obligasi  ini  juga  di- 
tujukan  untuk  membuat  pasar  sekun- 
der  obligasi  menjadi  lebih  likuid.  Obli- 
gasi T-Bonds  ini  diterima  pasar  dengan 
baik,  di  mana  permintaan  mencapai 
198  persen  di  atas  penawaran.  Permin- 
taan ini  berasal  dari  berbagai  bank, 
reksadana  serta  investor  asing,  yang 
menandakan  terus  meningkatnya  keper- 
cayaan  terhadap  kondisi  sektor  ke- 
uangan  Indonesia. 

Prospek 

Seiring  dengan  apresiasi  terhadap 
rupiah,  imported  inflation  juga  menga- 
lami penurunan.  Dengan  jumlah  uang 
yang  beredar  masih  berada  di  bawah 
target  yang  dikehendaki,  masih  terse- 
dia  ruang  bagi  penurunan  tingkat  su- 
ku bunga.  Kebijakan  yang  diambil  oleh 
Bank  Indonesia  akan  menentukan  si- 
tuasi moneter  ke  depan.  Jika  apresiasi 
ingin  tetap  dipertahankan,  kebijakan 
uang  ketat  pun  akan  masih  dijalankan 
dengan  membiarkan  tingkat  suku  bu- 
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nga  mengalami  penurunan  dalam  rang- 
ka  memberikan  stimulasi  pada  pereko- 
nomian  riil.  Hanya  saja,  kebijakan  se- 
perti  ini  akan  mempengaruhi  daya 
saing  ekspor  Indonesia.  Jika  investor 
percaya  bahwa  fundamental  ekonomi 
tidak  tercerminkan  dalam  situasi  yang 
terlihat,  aliran  modal  keluar  akan  mem- 
berikan tekanan  kepada  nilai  rupiah. 

Jika  kebijakan  yang  diambil  oleh 
bank  sentral  adalah  menjaga  nilai  ru- 
piah untuk  tidak  terlalu  tinggi,  misal- 
kan  dengan  menjaga  nilai  tukar  pada 
Rp.  8.500/US$,  BI  akan  mempunyai  ke- 
sempatan  untuk  memperkuat  cadang- 
an  devisa.  Ini  akan  memperkuat  posisi 
neraca  pembayaran,  suatu  hal  yang 
diperlukan,  terutama  mengingat  kepu- 
tusan  untuk  tidak  melanjutkan  pro- 
gram bantuan  IMF.  Tetapi,  adanya  in- 
tervensi  terhadap  nilai  tukar  akan  mem- 
buat  jumlah  uang  beredar  meningkat 
dan  memberikan  tekanan  terhadap  in- 
flasi.  Pada  saat  itu,  kebijakan  sterilisasi 
yang  mungkin  akan  diambil  oleh  bank 
sentral  dapat  memberikan  tekanan  pa- 
da sukii  bunga  untuk  kembali  menja- 
di  lebih  tinggi. 

Secara  umum,  prospek  nilai  tukar 
akari  tergantung  dari  seberapa  besar 
arus  modal  masuk  dan  intervensi  dari 
bank  sentral.  Saat  ini,  BI  tidak  membe- 
rikan tanda-tanda  untuk  melakukan  in- 
tervensi. Dengan  rendahnya  tekanan  in- 
flasi  dan  pertumbuhan  uang  beredar 
yang  masih  di  bawah  target.  Bank  Indo- 
nesia kemungkinan  besar  akan  terus 
berusaha  menurunkan  suku  bunga.  De- 
ngan kondisi  inflasi  dan  suku  bunga 
yang  sangat  mendukung,  diharapkan 
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nilai  tukar  masih  akan  berada  pada  ki- 
saran  Rp.  8.000  -  8.500/US$. 

NERACA  PEMBAYARAN 

Neraca  Berjalan 

Nilai  ekspor  total  Indonesia  selama 
kuartal  pertama  tahun  2003  ini  tum- 
buh  sebesar  2,4  persen  dibandingkan 
dengan  kuartal  sebelumnya  atau  seki- 
tar  16,2  persen  dibandingkan  dengan 
periode  yang  sama  tahun  lalu.  Hal 
ini  merupakan  perbaikan  dari  kuartal 
akhir  tahun  2002,  apalagi  mengingat 
kondisi  perang  yang  terjadi.  Ekspor 
minyak  dan  gas  tumbuh  paling  pesat 
kuartal  ini  dengan  meningkat  sebesar 
8,9  persen  (lihat  Gambar  3).  Komoditas 
manufaktur,  yang  merupakan  65  per- 
sen dari  ekspor  total,  tumbuh  sebesar 
2,6  persen  dibandingkan  dengan  kuar- 
tal sebelumnya.  Ekspor  barang  perta- 
nian  terus  terlihat  semakin  kehilangan 
posisi  dalam  ekspor  Indonesia. 

Mesin  dan  peralatan  elektrik  masih 
menjadi  primadona  dalam  kategori  eks- 
por non-migas,  diikuti  oleh  produk  ka- 
yu  dan  kayu  olahan,  minyak  nabati  dan 
hewani,  serta  berbagai  produk  alam. 
Komoditas-komoditas  tradisional  sema- 
kin memperlihatkan  kinerja  yang  buruk. 
Sebagai  contoh,  produk  tekstil  dan  gar- 
men  telah  mengalami  penurunan  se- 
jak  tahun  2002  lalu.  Hal  serupa  juga 
terjadi  pada  produk  alas  kaki.  Situasi 
ini  berhubungan  dengan  melemahnya 
permintaan  terhadap  produk-produk  ter- 
sebut  akibat  terjadinya  perlambatan 
ekonomi  global. 
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Gambar  3 
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Sumber.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). 

Ekspor  ke  negara-negara  tujuan  uta- 
ma,  termasuk  AS  menunjukkan  adanya 
perbaikan  kecil  selama  kuartal  pertama 
2003.  Dibandingkan  dengan  kuartal 
sebelumnya,  ekspor  ke  AS  dan  Singa- 
pura  masing-masing  naik  sekitar  6,7 
persen  dan  11  persen,  sementara  eks- 
por ke  Jepang  masih  mengalami  penu- 
runan.  Ekspor  ke  beberapa  negara  tu- 
juan lainnya,  seperti  Cina  dan  Eropa, 
mengalami  peningkatan  pesat.  Ekspor 
dengan  tujuan  Cina,  misalnya,  tum- 
buh  sebesar  32  persen  dibandingkan 
dengan  nilai  ekspor  periode  yang  sa- 
ma  tahun  2002  lalu. 

Kinerja  seperti  ini  sangat  sulit  un- 
tuk  tetap  berlanjut  dalam  jangka  pan- 
jang,  walaupun  masih  dapat  diharap- 
kan  dalam  jangka  menengah.  Walau- 
pun kekhawatiran  terhadap  dampak 
dari  perang  Irak  ternyata  agak  berle- 
bihan,  situasi  perekonomian  global 
yang  kelabu  menyulitkan  adanya  ki- 


nerja ekpor  yang  prima.  Permintaan 
terhadap  produk  Indonesia  diperkira- 
kan  masih  akan  lemah.  Sementara  da- 
ri sisi  periawaran,  penguatan  rupiah 
akhir-akhir  ini  dapat  menurunkan  da- 
ya  saing  ekspor  Indonesia.  Sanga.tlah 
sulit  untuk  mengharapkan  ekpor  men- 
jadi  lebih  kompetitif,  mengingat  be- 
lum  adanya  suatu  perbaikan  yang 
signifikan  dalam  iklim  bisnis  nasional. 

Impor  Indonesia  selama  kuartal  per- 
tama tahun  2003  turun  4,5  persen  di- 
bandingkan dengan  kuartal  sebelum- 
nya, tetapi  meningkat  pesat  sebesar 
34  persen  dibandingkan  dengan  tahun 
lalu.  Impor  barang-barang  modal  tu- 
run sebesar  21  persen,  sementara  un- 
tuk bahan  baku  tidak  mengalami  per- 
ubahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kinerja 
ekspor  yang  stabil,  mengingat  tinggi- 
nya  bahan  baku  impor  dalam  produk 
ekspor.  Data  resmi  memperlihatkan 
penurunan  dalam  impor  barang  kon- 
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sumsi,  tetapi  ini  kemungkinan  tidak 
menggambarkan  kondisi  sebenamya  de- 
ngan  adanya  indikasi  penyelundupan. 
Rupiah  yang  menguat  sangat  mung- 
kin meningkatkan  permintaan  terha- 
dap  produk  impor,  terutama  barang- 
barang  konsumsi. 

Neraca  Modal  dan  Investasi  Asing 

Data  terakhir  neraca  pembayaran 
Indonesia  mencatat  perkembangan  yang 
sigiufikan  dalam  neraca  modal.  Selama 
sembilan  bulan  pertama  tahun  2002 
lalu,  defisit  turun  menjadi  US$2,15  mil- 
yar.  Perbaikan  neraca  modal  ini  bera- 
sal  dari  turunnya  pengembalian  pin- 
jaman  serta  aliran  dana  modal  masuk 
yang  naik  sebesar  70  persen  dari  kuar- 
tal sebelumnya.  Situasi  politik  dan  eko- 
nomi  makro  yang  semakin  membaik 
menjadi  faktor  utama  membaiknya  per- 
sepsi  terhadap  perekonomian  Indone- 
sia, seperti  ditunjukkan  dengan  mem- 
baiknya peringkat  yang  diberikan  be- 
berapa  lembaga  pemeringkat.  Seiring 
dengan  membaiknya  kondisi  pasar 
uang  domestik,  kondisi  ekonomi  ma- 
kro dan  politik  yang  stabil  mendo- 
rong  terjadinya  arus  modal  masuk  se- 
lama beberapa  bulan  pertama  tahun 
2003  ini. 

Perbaikan  ini  mungkin  tidak  dapat 
berlangsung  dalam  jangka  panjang,  ter- 
utama mengingat  beberapa  masalah 
yang  dapat  menjadi  hambatan  dalam 
usaha  pemulihan  ekonomi.  Walaupun 
kemungkinan  Indonesia  untuk  tidak  me- 
lanjutkan  program  pemulihan  dengan 
IMF  semakin  mendapat  kepastian,  ke- 
tidakjelasan  pemerintah  dalam  menje- 


laskan  program  pemulihan  selanjutnya 
{exit  plan)  mendatangkan  ketidakjelas- 
an  baru  bagi  prospek  pemulihan  eko- 
nomi. Apalagi,  perbaikan  dalam  ne- 
raca modal  yang  terjadi  akhir-akhir  ini 
lebih  banyak  menyentuh  arus  modal 
jangka  pendek.  Data  kuartal  ketiga  ta- 
hun 2002  menunjukkan  berlanjutnya 
arus  keluar  investasi  asing  langsung, 
walaupun  terjadi  arus  masuk  dari  pro- 
gram privatisasi. 

Tiga  bulan  pertama  tahun  2003  me- 
nunjukkan bahwa  Badan  Koordinasi 
Penanaman  Modal  (BKPM)  telah  menye- 
tujui  investasi  asing  langsung  sebesar 
US$2,5  milyar;  kenaikan  sebesar  90  per- 
sen dibandingkan  dengan  periode  yang 
sama  tahun  lalu.  Hanya  saja  ini  tidak 
diikuti  dengan  perbaikan  iklim  inves- 
tasi. Undang-undang  investasi  yang  se- 
lama ini  ditunggu-tunggu  belum  juga 
diimplementasikan,  bahkan  pemerintah 
merencanakan  imtuK  membentuk  sebuah 
kelompok  kerja  antardepartemen  seba- 
gai  one-stop-service  dalam  menangani 
keluhan  investor.  Tetapi  komunitas  bis- 
nis  tampak  tidak  terlalu  berharap  de- 
ngan pembentukan  kelompok  kerja  ini. 
Selama  ini  tidak  terlihat  adanya  usa- 
ha pemerintah  untuk  menyelesaikan 
problem-problem  klasik,  seperti  masa- 
lah dalam  administrasi  perpajakan, 
bea  cukai,  serta  masalah  korupsi  dan 
lembaga  peradilan  yang  tidak  efektif. 

INDONESIA  SETELAH  PROGRAM 
IMF 

Akhir  tahun  2003  akan  ditandai  de- 
ngan berakhirnya  program  fasilitas  da- 
na tambahan  {Extended  Fund  Facility, 
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EFF)  dari  IMF.  Setelah  itu  terdapat  em- 
pat  pilihan  yang  dapat  diambil  oleh 
pemerintah  Indonesia.  Pertama,  melan- 
jutkan  program  dengan  IMF  dan  mem- 
buat  kesepakatan  EFF  baru.  Pemerin- 
tah memiliki  hak  untuk  mendapatkan 
dana  untuk  mendukung  neraca  pemba- 
yaran  dengan  persyaratan  memenuhi 
nota  kesepakatan  (letter  of  intents,  Lol). 
Kedua,  menjalankan  program  yang  di- 
kenal  sebagai  precautionary  arrangement, 
di  mana  pemerintah  mendapatkan  ak- 
ses  untuk  menarik  dana  pada  saat  di- 
butuhkan.  Sementara  IMF  akan  tetap 
memberikan  bantuan  teknis  serta  Lol 
dan  melakukan  kajian  secara  periodik 
terhadap  jalarmya  pemulihan  ekonomi. 
Kedua  pilihan  ini  tetap  memberikan 
peluang  bagi  IMF  untuk  ikut  serta  da- 


lam  program  pemulihan  ekonomi  In- 
donesia. 

Ketiga,  pilihan  yang  dikenal  dengan 
istilah  Post-Program  Monitoring  (PPM), 
di  mana  pemerintah  akan  berdialog  de- 
ngan IMF  mengenai  rencana  pemulih- 
an ekonomi  dan  IMF  memberikan  ka- 
jian-kajiannya.  Pilihan  ini  memungkin- 
kan  pemerintah  .  untuk  tetap  mendapat- 
kan fasilitas  pinjaman  di  atas  kuota 
sebesar  US$9,2  milyar  dan  mengembali- 
kannya  dalam  jangka  waktu  tujuh  ta- 
hun.  Terakhir,  menghentikan  program 
pemulihan  ekonomi  dengan  IMF  secara 
total,  sehingga  pemerintah  pun  harus 
mengembalikan  pinjaman  yang  sela- 
ma  ini  digunakan  untuk  memperkuat 
cadangan  devisa  secara  keseluruhan. 


Tabel3 

IMPLIKASI  DARI  BERBAGAI  PILIHAN  MENGAKHIRI  PROGRAM  IMF 


Pilihan 

Neraca  Pembayaran 

Fiskal 

Kredibilitas 

Extended  Fund 
Facility  (EFF) 
Program 

Harus  menarik  dana 
dari  IMF  dalam  periode 
tertentu 

Penjadwalan  kembali 
utang  melalui  Paris  Club 
(-U3$  3  milyar  tahun 
2003 

IMF  dianggap  bertang- 
gung  jawab  untuk  me- 
lakukan pengawasan 
terhadap  pemulihan 
ekonomi 

Precautionary 
Arrangements 
Program 

Dapat  menarik  dana 
jika  diperlukan 

Tidak  ada  penjadwalan 
kembali  utang  melalui 
Paris  Club 

IMF  dianggap  bertang- 
gung  jawab  untuk  me- 
lakukan pengawasan 
terhadap  pemulihan 
ekonomi 

Post-Program 

Monitoring 

(PPM) 

Tidak  dapat  menarik 
dana  baru  dari  IMF; 
harus  mengembalikan 
pinjaman  dalam  tujuh 
tahun 

Tidak  ada  penjadwalan 
kembali  utang  melalui 
Paris  Club 

Pengaruh  IMF  menjadi 
sangat  terbatas;  peme- 
rintah harus  mulai 
mendapatkan  kredi- 
bilitasnya  sendiri 

Mengakhiri 
program  IMF 
tanpa  PPM 

Tidak  dapat  menarik 
dana  baru  dari  IMF; 
harus  mengembalikan 
seluruh  pinjaman 
pada  saat  ini 

Tidak  ada  penjadwalan 
kembali  utang  melalui 
Paris  Club 

Pemerintah  harus  su- 
dah  memiliki  kredi- 
bilitas sendiri  pada 
tahun  2004 
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Berbagai  pilihan  ini  membawa  kon- 
sekuensi  terhadap  tiga  aspek  kebijakan 
ekonomi,  yaitu  cadangan  devisa,  kesi- 
nambungan  fiskal  dan  kredibilitas  pe- 
ngambilan  keputusan.  Tabel  3  membe- 
rikan  ringkasan  atas  implikasi  dari  ma- 
sing-masing  pilihan  tersebut.  Dua  pi- 
lihan di  antaranya,  PPM  dan  tanpa 
PPM  akan  dibahas  secara  lebih  terinci. 

Cadangan  devisa  merupakan  aspek 
yang  kurang  mengkhawatirkan.  De- 
ngan  posisi  saat  ini  sebesar  US$34 
niilyar,  maka  setelah  pembayaran  utang 
tahun  depan  masih  akan  tersisa  sebe- 
sar US$25,8  milyar,  yang  setara  dengan 
impor  selama  sembilan  bulan.  Cadang- 
an devisa  kelihatannya  akan  tetap  ber-  . 
ada  dalam  posisi  aman,  bahkan  jika 
pemerintah  memutuskan  untuk  tidak 
mengannbil  PPM  dan  mengembalikan 
utangnya  secara  keseluruhan. 

Masalah  di  bidang  fiskal  pada  po- 
koknya  adalah  masalah  penanganan 
utang.  Tabel  4  memberikan  estimasi  ten- 
tang  besarnya  kekurangan  dalam  ang- 
garan  belanja  (APBN)  jika  fasilitas  da- 
ri Paris  Club  tidak  lagi  dapat  dilanjut- 
kan.  Dalam  hal  ini,  masih  diperlukan 
tambahan  dana  sebanyak  Rp.  27  tril- 
yun.  Dengan  mengasumsikan  pertum- 
buhan  ekonomi  sebesar  3,5  persen, 
laju  inflasi  sebesar  9  persen,  dan  de- 
fisit  anggaran  sebesar  1  persen,  masih 
diperlukan  tambahan  dana  sebesar 
Rp.  52,4  trilyun  untuk  menutupi  keku- 
rangannya.  Kekurangan  ini  merupakan 
nilai  setelah  memperhitungkan  penda- 
patan  dari  penjualan  aset  dan  pro- 
gram privatisasi,  yang  mencakup  se- 
tengah  dari  pendapalan  tahun  2003. 
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Tabel  4 

PERHITUNGAN  ESTIMASI 
ANGGARAN  TAHUN  2004 


2003 

2004 

PDB 

iQ4.n  n 

i-'cii&iL  ^  /o  icmaQap  i  VJo) 

1  o 

-1/8 

-1,0 

ueiisit 

-34,4 

-21,8 

1  Clliuidyddn  L'OmeSlK 

-13,5 

Bank  Domestik 

8,5 

8,5 

iNon-Dank  Uomestik 

26,0 

-22,0 

Privatisasi  BUMN 

8,0 

4,0 

1  cnjuaian  Aset 

18,0 

4,5 

Oblieasi 

o 

-12,0 

-30  5 

Nef  Issue 

0,0 

Penarikan 

-13,6 

-30,5* 

Pembiayaan  Luar  Negeri 

12,0 

-17,1 

Pinjaman 

29,3 

29,3 

Amortisasi 

-17,3 

-46,4 

Utang  Jatuh  Tempo 

^,3 

-46,4* 

Paris  Club 

27,0 

0,0 

Kekurangan 

0,0 

-52,4 

Sumbei:  Anggaran  Belanja  2003. 

*Dikutip  dari  Kompas,  1  Mei  2003. 


Sebagian  kekurangan  ini  dapat  ditu- 
tupi  oleh  dana  dari  Rekening  Dana  In- 
vestasi  (RDI),  yang  diperkirakan  sebe- 
sar Rp.  21  trilyun  {Tempo  Interaktif,  29 
Januari  2003),  serta  akumulasi  Sisa 
Anggaran  Tahun  Lalu  (SAL),  yang  be- 
sarnya masih  belum  diketahui  dengan 
pasti. 

Kekurangan  anggaran  tersebut  ha- 
rus  dipenuhi  oleh  pemerintah  dengan 
mengeluarkan  obligasi  atau  utang  baru, 
baik  internasional  maupun  domestik. 
Masalalmya  adalah  apakah  obligasi  ter- 
sebut dapat  dijual  dengan  harga  yang 
memuaskan.  Di  sini,  kredibilitas  dan 
situasi  ekonomi  makro  menjadi  unsur 
penting.  Ini  menyebabkan  pilihan  an- 
tara  PPM  dan  tanpa  PPM  menjadi  hal 
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yang  sangat  menentukan.  Dengan  me- 
milih  pemulihan  ekonomi  berjalan  tan- 
pa  PPM,  serta  dengan  rendahnya  kre- 
dibilitas  pemerintah  saat  ini,  dapat  di- 
artikan  pemerintah  ingin  melakukan 
berbagai  hal  yang  mungkin  bertentang- 
an  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  tan- 
pa  adanya  pengawasan  dari  IMF.  Tan- 
pa  adanya  kredibilitas  yang  kuat  untuk 
tetap  berada  di  jalur  reformasi  ekono- 
mi yang  benar,  pilihan  tanpa  PPM  me- 
rupakan  suatu  pilihan  yang  berisiko. 

Akhir-akhir  ini,  pasar  dan  komuni- 
tas  bisnis  terlihat  mengharapkan  pe- 
merintah mengambil  pilihan  dengan 
PPM  {Bisnis  Indonesia,  21  Mei  2003).  Te- 
tapi  pemerintah  belum  mengeluarkan 
keputusan  akhir.  Rekomendasi  dari  tim 
yang  akan  mengkaji  masalah  ini  diha- 
rapkan  muncul  pada  Agustus  2003  dan 
akan  dijadikan  panduan  dalam  peng- 
ambilan  keputusan  final  akhir  tahun 
2003  ini. 

ISU-ISU  LAIN 

Privatisasi 

Program  privatisasi  terlihat  akan 
mengalami  penundaan  kembali,  sete- 
lah  pemerintah  menyatakan  bahwa  tar- 
get privatisasi  tahun  ini  sulit  untuk  di- 
penuhi.  Semula  direncanakan  sebanyak 
30  BUMN  akan  diprivatisasi  tahun  ini, 
termasuk  Bank  Mandiri,  PT.  Angkasa 
Pura  dan  PT.  Kimia  Parma  yang  seha- 
rusnya  telah  dijual  dua  tahun  lalu.  Se- 
mentara  penjualan  perusahaan  lain 
masih  tetap  ditunda,  tahun  ini  peme- 
rintah akan  melaksanakan  penjualan 
saham  Bank  Mandiri,  terutama  sete- 


lah  melihat  kesuksesan  penjualan  Bank 
Danamon.  Bersama  dengan  penjualan 
Bank  Rakyat  Indonesia  dan  Perusahaan 
Gas  Negara,  privatisasi  Bank  Mandiri 
merupakan  komponen  utama  dalam 
program  ini. 

Penundaan  ini  merupakan  berita  bu- 
ruk  bagi  program  pemulihan  ekonomi. 
Pertama,  penundaan  berarti  berkurang- 
nya  dana  untuk  menutup  defisit  ang- 
garan,  yang  berarti  memaksa  pemerin- 
tah untuk  mencari  sumber  dana  lain 
atau  mengurangi  pengeluaran.  Peme- 
rintah mengharapkan  untuk  mendapat 
Rp.  4  tril)run,  jauh  dari  target  sebelum- 
nya  sebesar  Rp.  8  trilyun.  Kedua,  penim- 
daan  ini  dapat  mempengaruhi  keper- 
cayaan  investor  secara  negatif.  Komit- 
men  pemerintah  untuk  secara  konsis- 
ten  menjalankan  reformasi  akan  diper- 
tanyakan  mengingat  pemerintah  sering- 
kali  mengadakan  perubahan  dalam  ske- 
dul  privatisasi.  Pada  tahun  2002  lalu, 
hanya  tiga  dari  23  perusahaan  yang 
seharusnya  diprivatisasi,  dapat  dijual. 
Masalah  politik  dan  kurangnya  kon- 
sensus  dalam  mendukung  program  ini 
menjadi  kendala  utama  suksesnya  pri- 
vatisasi. 

Penjualan  51  persen  saham  peme- 
rintah di  Bank  Danamon  akhirnya  di- 
menangkan  oleh  konsorsium  Asia  Fin- 
ancial Indonesia  (API)  yang  dipimpin 
oleh  Temasek  Holdings  dan  Deustche 
Bank  AG.  Konsorsium  ini  mengajukan 
penawaran  Rp.  1.202  per  saham  dan 
memberikan  pemasukan  sebesar  US$347 
juta,  atau  10  persen  dari  program  pen- 
jualan aset  BPPN  tahun  2003  ini.  Ba- 
nyak  pihak  yang  menyatakan  bahwa 


1  58 

penjualan  ini  cukup  optimal  mengingat 
bahwa  konsorsium  AFI  merupakan 
kombinasi  dari  perusahaan  yang  mem- 
punyai  keuangan  solid  dan  bank  bere- 
putasi  internasional.  Temasek  men^pu- 
nyai  85  persen  saham  di  dalam  kon- 
sorsium ini,  sementara  Deutsche  Bank 
memiliki  15  persen. 

Memasuki  tahun  ketiga  program  pri- 
vatisasi,  terlihat  bahwa  hal  yang  pa- 
ling mengganjal  adalah  kurangnya  kon- 
sensus  antara  pemerintah,  DPR  serta 
pihak  terkait  lainnya  dan  masyarakat. 
Kontroversi  seputar  privatisasi  sering 
disebabkan  oleh  kegagalan  pemerintah 
dalam  menjalankan  proses  yang  trans- 
paran  dan  jelas.  Rasa  nasionalisme  dan' 
sentimen  anti-asing  juga  memberikan 
tekanan  bagi  DPR  untuk  menolak  pro- 
gram privatisasi  ini. 

Undang-undang  mengenai  BUMN 
yang  baru  saja  disahkan  diharapkan 
dapat  memberikan  kejelasan  mengenai 
program  privatisasi.  Undang-undang  ini 
mengatur  pengelolaan  BUMN,  terma- 
suk  mengenai  privatisasi.  Pengesahan 
serta  penerapan  undang-undang  ini  se- 
cara  konsisten  akan  memuluskan  terlak- 
sananya  privatisasi.  Patut  diingat  bah- 
wa tanpa  terciptanya  konsensus  yang 
kuat,  program  ini  akan  terus  menga- 
lami  hambatan  besar. 

Permasalahan  Korporasi 

Berbagai  permasalahan  dalam  re- 
strukturisasi  perbankan  dan  korporasi 
tetap  membayangi  keberhasilan  dalam 
menciptakan  iklim  usaha  yang  lebih 
baik  di  Indonesia.  Setidaknya  ada  dua 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 

kasus  yang  mencuat  akhir-akhir  ini 
yang  dapat  mengganggu  keberhasilan 
program  privatisasi  dan  menurunkan 
kepercayaan  investor. 

Kasus  pertama  adalah  kasus  Bank 
Lippo  yang  dituduh  telah  memberikan 
kebohongan  publik  dengan  mengumum- 
kan  laporan  keuangan  yang  belum  di- 
audit.  Banyak  analis  yang  menganggap 
bahwa  kasus  ini  merupakan  kesalahan 
korporasi  yang  serius  dikarenakan  hal 
ini  memang  sengaja  dilakukan  dalam 
rangka  mengembalikan  kendali  bank 
tersebut  kepada  pemilik  terdahulu.  Te- 
tapi  anggapan  itu  tidak  sejalan  dengan 
pandangan  Bapepam,  sehingga  badan 
pengelola  pasar  modal  tersebut  hanya 
menganggap  kasus  ini  sebagai  kesalah- 
an manajemen  biasa  dan  memberikan 
sanksi  denda  sebesar  Rp.  2,5  milyar  se- 
bagai keputusan  akhir,  tanpa  melanjut- 
kan  investigasi.  Bapepam  juga  terlihat 
berusaha  memindahkan  tanggung  ja- 
wab  kesalahan  ini  sebagai  kesalahan 
dari  perusahaan  penilai  Bank  Lippo. 

Kasus  kedua  adalah  permasalahan 
antara  PT.  Semen  Gresik  dan  dua  anak 
perusahaannya,  PT.  Semen  Padang  dan 
PT.  Semen  Tonasa.  Ini  merupakan  per- 
masalahan yang  telah  berlangsung  cu- 
kup lama  sejak  Cemex  SA  de  CV,  yang 
memegang  25  persen  saham  PT.  Semen 
Gresik,  memutuskan  untuk  membeli  51 
persen  saham  pemerintah  di  perusaha- 
an tersebut  beberapa  tahun  lalu.  Pe- 
merintah Sumatra  Barat  dan  Sulawesi 
Selatan,  sebagai  lokasi  dari  dua  anak 
perusahaan  tersebut,  merasa  keberatan 
dengan  pembelian  tadi  dan  meminta 
pemerintah  untuk  memisahkan  kedua 
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perusahaan  tersebut  dari  PT.  Semen 
Gresik  sebelum  penjualan  saham  dila- 
kukan.  Jika  pemerintah  mengabulkan 
permintaan  ini,  maka  Cemex  hams  men- 
dapatkan  kompensasi  atas  25  persen 
saham  kedua  anak  perusahaan  tadi, 
yang  secara  tidak  langsung  dimiliki 
melalui  kepemilikannya  di  PT.  Semen 
Gresik.  Pemerintah  tampaknya  akan 
menjalankan  permintaan  ini,  walaupun 
sejauh  ini  pemerintah  belum  memberi- 
kan  rencana  yang  jelas  mengenai  hal  ini. 

Rencana  pemisahan  ini  tentunya 
akan  membawa  konsekuensi  tertentu. 
Persepsi  terhadap  lingkungan  bisrus  In- 
donesia di  kalangan  investor  asing  sa- 
ngat  mxmgkin  memburuk.  Ketidakpasti- 
an  membayangi  aktivitas  bisnis,  ketika 
kontrak  yang  telah  disetujui  sebelum- 
nya  dengan  mudahnya  dilanggar  aki- 
bat  tekanan  dari  masyarakat.  Lebih  jauh 
lagi,  keputusan  ini  dapat  memberikan 
pandangan  buruk  terhadap  proses  de- 
sentralisasi,  serta  dapat  menjadi  con- 
toh  buruk  bagi  banyak  pemerintah  dae- 
rah  untuk  mengambil  kebijakan  yang 
sama  terhadap  BUMN  yang  beropera- 
si  di  daerahnya. 

Selain  kedua  masalah  di  atas,  terca- 
tat  pula  adanya  kemajuan  dalam  pro- 
ses restrukturisasi  korporasi.  Setelah 
melalui  proses  yang  panjang,  masa- 
lah restrukturisasi  kredit  PT.  Asia  Pulp 
and  Paper  (APP)  akhimya  mulai  mem- 
perlihatkan  jalan  keluar.  Kesepakatan 
mengenai  restrukturisasi  utang  peru- 
sahaan tersebut  diharapkan  selesai  pa- 
da  akhir  bulan  Juli  2003.  Ini  merupa- 


kan  kemajuan  yang  signifikan  dalam 
usaha  merestrukturisasi  utang  sebesar 
US$6,7  milyar.  Sebelumnya,  permasa- 
lahan  utang  ini  sempat  menjadi  agen- 
da pembicaraan  diplomatik  tingkat 
tinggi,  ketika  pemerintah  negara-negara 
asal  kreditor  APP  meminta  pemerintah 
Indonesia  untuk  ikut  campur  menyele- 
saikan  hal  tersebut.  Beberapa  duta  be- 
sar  dari  Kanada,  Jepang  dan  sembilan 
negara  Eropa  mengirimkan  surat  ke- 
pada  Presiden  untuk  memerintahkan 
BPPN  serius  dalam  menangani  masa- 
lah ini.  Mereka  juga  mengingatkan  pe- 
merintah bahwa  kegagalan  dalam  me- 
nangani hal  ini  dapat  mempengaruhi 
kredibilitas  pemerintah  Indonesia  di 
mata  investor  asing,  serta  mempenga- 
ruhi keputusan  akan  bantuan  dari  ne- 
gara-negara tersebut. 

Gubernur  Baru  Bank  Sentral 

Bank  Indonesia  akhirnya  memiliki 
gubernur  baru  dengan  dipilihnya  Bur- 
hanuddin  Abdullah  oleh  DPR.  Bur- 
hanuddin,  yang  sebelumnya  merupa- 
kan  deputi  gubernur  BI  dan  sempat 
menjabat  Menteri  Koordinator  Ekono- 
mi  selama  masa  pemerintahan  Abdur- 
rahman Wahid,  mengungguli  dua  ca- 
lon  lain  Miranda  S.  Goeltom  dan  Cy- 
rillus  Harinowo.  Adanya  tiga  calon 
yang  diajukan  Presiden  kepada  DPR 
telah  menimbulkan  kecurigaan  akan 
adanya  negosiasi  politik  dalam  pro- 
ses pemilihan.  Hal  ini  ditakutkan  akan 
mempengaruhi  independensi  bank  sen- 
tral di  masa  mendatang. 


Indonesia 

Setelah  Lima  Tahun  Reformasi 
(Mei  1998  -  Mei  2003)* 

Ignas  Kleden 

Evaluasi  terhadap  perkembangan  politik  dan  budaya  politik  Indonesia  selama 
masa  reformasi  menunjukkan  tidak  adanya  perubahan  dalam  orientasi  kekuasaan 
yang  mengarah  pada  perebutan  kekuasaaix  dan  bukannya  pada  efektivitas  penggu- 
naan  kekuasaan.  Politik  Indonesia  juga  lebih  diwarnai  oleh  politik  makro  yang  ber- 
fokus  pada  hubungan  antaraktor  politik.  Dalam  substansinya  politik  Indonesia  masih 
berat  pada  kepentingan  negara  dan  bukannya  pada  kepentingan  masyarakat.  Selain 
itu  persoalan  kemiskinan  dan  terbelenggunya  kebebasan  beragama  semakin  menun- 
jukkan tidak  adanya  perubahan  politik  yang  signifikan  dalam  masa  reformasi.  Akhir- 
nya  desentralisasi  politik  yang  didorong  oleh  gerakan  reformasi  tidak  terjadi,  yang  ada 
adalah  berpindahnya  sentralisme  politik  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. 


PENDAHULUAN 

TULISAN  ini  dimaksudkan  se- 
bagai  suatu  usaha  untuk  turut 
membuat  evaluasi  mengenai  per- 
kembangan politik  dan  budaya  politik 
di  Indonesia  setelah  lima  tahun  refor- 
masi semenjak  bulan  Mei  1998.  Untuk 
memudahkan  diskusi,  pikiran-pikiran 
yang  disajikan  di  siiu  akan  disusun  da- 
lam beberapa  proposisi,  yang  sengaja 
dibuat  sejelas  mungkin  (yaitu  tanpa 
banyak  diferensiasi  dan  distingsi),  se- 
hingga  memudahkan  pembaca  atau 
pendengar,  segera  menemukan  unsur 
yang  benar  atau  kesalahan  di  dalam- 
nya.  Posisi  ini  dengan  sengaja  diambil 

Tulisan  ini  merupakan  makalah  untuk  Dis- 
kusi Peringatan  5  Tahun  Reformasi,  diseleng- 
garakan  oleln  Majalah  Berita  Mingguan  Tempo 
dan  Freedom  Institute,  Jakarta,  19  Mei  2003. 


karena  tujuan  diskusi  bukanlah  untuk 
mempertahankan  isi  tulisan  ini,  tetapi 
memberikan  beberapa  stimuli  melalui 
tulisan  ini  imtuk  pemikiran  dan  elabo- 
rasi  pemikiran  lebih  lanjut. 

Sudah  jelas  bahwa  evaluasi  yang 
dibuat  di  sini  dilakukan  atas  dasar  be- 
berapa kriteria.  Pertama,  perlu  ada  da- 
sar empiris  dari  evaluasi  yang  dilaku- 
kan, karena  kita  berbicara  tentang  Real- 
politik,  yaitu  politik  sebagaimana  terja- 
di dan  sudah  berlangsung  antara  ke- 
kuatan-kekuatan  nyata  dalam  pertarung- 
an  kekuasaan.  Apakah  ABRI  benar-be- 
nar  telah  meninggalkan  politik  praktis 
ataukah  masih  ada  usaha-usaha  pihak 
militer  -  secara  sengaja  maupun  tak  se- 
penuhnya  disadari  -  untuk  kembali  ke 
dalam  gelanggang  politik  praktis,  tem- 
pat  mereka  berkecimpung  cukup  lama 
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selama  30-an  tahun  Orde  Baru.  Apa- 
kah  bertambah  besarnya  jumlah  partai 
politik  secara  mencolok  sekarang  ini 
menunjukkan  menguatnya  partisipasi 
politik  kepartaian  atau  menunjukkan 
fragmentasi  politik.  Apakah  menguat- 
nya peran  DPR  sekarang  meningkatkan 
akimtabilitas  politik  atau  sedang  menu- 
ju  kepada  suatu  kesewenang-wenangan 
baru.  Apakah  birokrasi  masih  mempu- 
nyai  peran  yang  sama  atau  sudah  ber- 
ubah  dibandingkari  dengan  kedudukan- 
nya  dalam  developmentalist  authoritarian 
bureaucratic  state  selama  Orde  Baru. 

Kedua,  karena  di  sini  diadakan  sua- 
tu evaluasi  maka  jelaslah  dibutuhkan 
adanya  norma-norma  yang  menjadi  da- 
sar  kita  vmtuk  menilai  kejadian-kejadi- 
an  empiris  yang  telah  atau  sedang  ber- 
langsung.  Suatu  penilaian  atau  evalua- 
si, mau  tak  mau,  mengharuskan  adanya 
pegangan  normatif.  Karena  hanya  de- 
ngan adanya  ketetapan  normatif  terse- 
but,  dapat  diketahui  sejauh  mana  per- 
kembangan  empiris  yang  terjadi,  sema- 
kin  mendekati  atau  malah  menjauh  dari 
kriteria-kriteria  normatif  yang  telah  di- 
tetapkan  atau  disepakati. 

Ketiga,  hubungan  di  antara  ketentu- 
an  normatif  dan  kenyataan  empiris  da- 
lam politik  praktis,  tidak  dapat  diperla- 
kukan  sama  dengan  hubungan  antara 
kenyataan  empiris  dan  pegangan  teo- 
retis  dalam  ilmu  pengetahuan.  Kalau 
suatu  teori  ilmiah  ternyata  tidak  cocok 
dengan  kenyataan  empiris,  maka  teori 
tersebut  yang  harus  dipersalahkan  dan 
bukannya  kenyataan  empirisnya. 

Dalam  kehidupan  politik  keadaan- 
nya  lebih  kompleks.  Norma-norma  po- 


litik pada  dasarnya  terdiri  dari  dua 
tingkat,  yaitu  norma-norma  yang  bersi- 
fat  tetap  dan  kurang  lebih  mempunyai 
daya  berlaku  universal,  dan  norma-nor- 
ma yang  terbentuk  berdasarkan  konsen- 
sus  nasional  pada  suatu  masa.  Kalau 
norma-norma  universal  (seperti  peng- 
hormatan  kepada  hak  asasi,  berlakimya 
hukum  positif,  dan  adanya  otoritas  da- 
lam politik)  itu  dilanggar  dalam  prak- 
tek  politik,  maka  tidak  ada  cara  lain 
daripada  menyesuaikan  kembali  ting- 
kah  laku  politik  dengan  norma-norma 
tersebut.  Sebaliknya,  kalau  norma-nor- 
ma yang  berdasarkan  konsensus  na- 
sional itu  ternyata  tidak  bisa  berjalan 
dalam  praktek  politik,  maka  terbuka 
dua  kemimgkinan.  Praktek  politik  harus 
dipaksakan  untuk  disesuaikan  dengan 
konsensus  yang  ada,  atau  konsensus 
itu  sendiri  sudah  saatnya  untuk  di- 
ubah  atau  diperbarui.  Konsensus  me- 
ngenai  UUD  1945  ternyata  dapat  diper- 
barui dan  oleh  karena  itu  dapat  dila- 
kukan  amandemen  terhadapnya. 

LIMA  PROPOSISI  PERUBAHAN 
POLITIK  DAN  BUDAYA  POLITIK 
PASCA  1998 

Dengan  berpegang  pada  ketiga  kri- 
teria  sebagaimana  yang  disebutkan  di 
atas,  penulis  akan  mengajukan  lima 
proposisi  dalam  tulisan  ini  tentang 
perubahan  politik  dan  perubahan  bu- 
daya  politik  yang  berlangsung  semen- 
jak  reformasi  1998.  Pengajuan  lima 
proposisi  ini  sama  sekali  tidak  berarti 
bahwa  perubahan  yang  terjadi  diang- 
gap  hanya  menyangkut  lima  perkem- 
bangan  yang  dikemukakan.  Terdapat 
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berbagai  perkembangan  lainnya,  yang 
memang  penulis  sadari,  tetapi  lima 
hal  yang  dikemukakan  ini  mempunyai 
kedudukan  dan  kekuatan  strategis  yang 
patut  mendapatkan  perhatian  khusus. 

Segi  Orientasi  Kekuasaan 

Dalam  orientasi  kekuasaan,  politik 
Indonesia  sebelum  dan  sesudah  refor- 
masi  tidak  mengalami  perubahan  apa 
pun.  Orientasi  utama  dalam  realpolitik 
adalah  pada  usaha  memperebutkan  ke- 
kuasaan {power  building)  dan  bukannya 
pada  efektivitas  penggunaan  kekuasaan 
{the  use  of  power).  Untuk  memakai  istilah 
Bimg  Karno,  politik  kita  rupa-rupanya 
baru  berada  pada  tahap  machtsvorming 
dan  belum  mencapai  tahapan  machts- 
aanwending.  Hal  ini  sebetulnya  meng- 
herankan,  karena  perebutan  kekuasa- 
an {power  struggle)  hanya  dapat  dibe- 
narkan  kalau  bisa  ditunjukkan  bahwa 
dalam  prakteknya  kita  sanggup  meng- 
gunakan  kekuasaan  tersebut  {power  exer- 
cise) atas  cara  yang  membawa  manfaat 
untuk  sebanyak  mungkin  orang. 

Munculnya  Leviathan,  yaitu  suatu 
kekuasaan  luar  biasa  yang  sanggup 
memaksakan  ketundukan  semua  pihak, 
hanya  dapat  dibenarkan  kalau  dengan 
_  itu  dapat  dihindarkan  perang  antara 
semua  orang  melawan  semua  orang. 
Tanpa  mengajukan  dan  merealisasikan 
tujuan  penggunaan  kekuasaan  itu  yang 
dapat  dibenarkan  secara  rasional,  ma- 
ka  perebutan  kekuasaan  tidak  lain  dari- 
pada  realisasi  hukum  rimba  yang  ha- 
nya akan  menghasilkan  pertandingan 
antara  kekuatan-kekuatan  yang  tidak 


akan  menjamin  tertib  sosial  macam 
mana  pun.  Dalam  kasus  Indonesia,  ter- 
lihat  bahwa  dorongan  kepada  pere- 
butan kekuasaan  jauh  lebih  tinggi  dari- 
pada  dorongan  kepada  usaha  penggu- 
naan kekuasaan  secara  benar.  Hal  ini 
dapat  dilihat  dari  beberapa  gejala  ber- 
ikut: 

1.  Munculnya  demikian  banyak  partai 
politik  sekarang  ini  lebih  mencolok 
daripada  konsolidasi  partai-partai 
politik  yang  sudah  ada.  Sebaliknya, 
partai-partai  yang  mungkin  melaku- 
kan  konsolidasi  karena  didukung 
oleh  konstituen  yang  luas,  mengalami 
perpecahan  ke  dalam  {internal  fraction- 
ing)  yang  memperlemah  masing-ma- 
sing  partai  politik  itu,  karena  insti- 
tusionalisasi  politik  dikorbankan  de- 
mi  personalisasi  politik.  Gejala  ini 
terlihat  dalam  PDI-P,  Golkar,  mau- 
pun  PPP.  Ini  artinya,  bahwa  dari- 
pada berusaha  mengorbankan  kepen- 
tingan  pribadi  dan  golongan  untuk 
membangun  kelembagaan  partai  yang 
kokoh,  orang  lebih  cenderung  me- 
makai partai  sebagai  gelanggang 
penampilan  pribadi  untuk  mempe- 
rebutkan simpati  pribadi  dan  bukan- 
nya untuk  memenangkan  dukungan 
bagi  partai. 

2.  Pengerahan  dana  untuk  memenang- 
kan suara  dalam  pemilu  lebih  diuta- 
makan  daripada  pengerahan  dana 
untuk  melaksanakan  program-pro- 
gram partai.  Demikian  pun  diskur- 
sus  politik  lebih  berfokus  pada  per- 
soalan  sirkulasi  elite  politik  tetapi  bu- 
kan  pada  kompetisi  program  partai 
yang  satu  dan  partai  lainnya. 
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3.  Perspektif  waktu  politik  Indonesia 
yang  pada  awal  reformasi  terarah  ke 
masa  depan,  dalam  perjalanan  wak- 
tu selama  lima  tahun  terakhir  te- 
lah  kembali  ke  masa  sekarang.  Tiap 
partai  tidak  berusaha  menciptakan 
kesempatan  baru  dalam  politik  In- 
donesia, tetapi  sekadar  berusaha 
memanfaatkan  kesempatan  yang  ke- 
betulan  tersedia.  Politik  Indonesia 
adalah  politik  kesempatan  dan  bu- 
kan  seru  kemungkinan-kemimgkinan; 
dia  menjadi  the  politics  of  opportunities 
dan  bukan  the  art  of  the  possible.  Ke- 
sempatan adalah  kemungkinan  yang 
tersedia  dalam  masa  sekarang,  se- 
dangkan  kemungkinan  adalah  ke- 
sempatan yang  dapat  dan  masih 
hams  diciptakan  di  masa  depan. 

Politik  Mikro  vs.  Politik  Makro 

Dalam  analogi  dcngan  perkembang- 
an  ekonomi,  maka  politik  Indonesia  se- 
bagian  besar  lebih  berkutat  pada  pada 
politik  mikro  dan  mengabaikan  hubung- 
an-hubungan  dan  pergeseran  dalam 
politik  makro.  Yang  dimaksud  dengan 
politik  makro  adalah  politik  sebagai 
tempat  terjadinya  tukar-menukar  antara 
kekuatan-kekuatan  sosial  {exchange  of  so- 
cial forces),  di  mana  yang  berperan  be- 
sar adalah  agregat-agregat  politik  se- 
perti  negara,  masyarakat,  struktur  po- 
litik, sistem  hukum,  civil  society,  pasar, 
modal,  peran  militer  dan  kekuatan 
internasional.  Yang  terlihat  di  sini  ada- 
lah pergeseran  kekuatan-kekuatan  struk- 
tural.  Sedangkan  politik  mikro  berfokus 
pada  hubungan  antara  para  aktor  po- 
litik, khususnya  yang  menyangkut  per- 


soalan  sirkulasi  elite  politik,  yang  kem- 
bali berhubungan  dengan  patronase 
politik,  bentuk  rekrutmen,  permainan 
money  politics  dan  kedekatan  pribadi 
antara  tokoh-tokoh  politik.  Kalau  poli- 
tik makro  berhubungan  dengan  berge- 
sernya  titik-gravitasi  politik  karena  per- 
ubahan  konfigurasi  struktural,  maka  po- 
litik mikro  terbatas  pada  hubungan 
antara  aktor-aktor  politik,  yang  terbatas 
pada  tukar-menukar  kepentingan  politik 
atau  exchange  of  political  interests.  Bebe- 
rapa  gejala  berikut  ini  dapat  dijadikan 
indikatomya: 

1.  Persoalan  politik  Indonesia  masih 
saja  berfokus  pada  soal  keberhasilan 
atau  kegagaian  pimpinan  nasional, 
yaitu  presiden  dan  wakil  presiden. 
Sebagian  besar  pemikiran  dan  kesi- 
bukan  politik  terpusat  pada  diri  ke- 
dua  aktor  politik  ini,  sementara  per- 
soalan-persoalan  makro  seperti  hu- 
bungan negara  dan  masyarakat  dan 
civil  society,  hubungan  negara  de- 
ngan individu,  atau  hubungan  ne- 
gara dengan  pasar,  atau  kedudukan 
Indonesia  dalam  petabumi  politik 
dunia  tidak  begitu  mendapat  per- 
hatian. 

Dalam  kaitan  ini  perlu  diung- 
kapkan  bahwa  semenjak  berdirinya 
RI  persoalan  hubungan  individu  dan 
negara  ini  relatif  tidak  mendapat- 
kan  cukup  perhatian,  terutama  kare- 
na anggapan  bahwa  membicara- 
kan  hak-hak  individu  terhadap  ne- 
gara akan  membawa  orang  kepada 
individualisme  liberal.  Hal  ini  mem- 
bawa konsekuensi  yang  nyata  kalau 
kita  menghadapi  masalah  HAM.  Ma- 
salah  ini  susah  sekali  mendapatkan 
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konteks  politik  dan  dukungannya 
secara  hukum,  kalau  kedudukan  hu- 
kum  dan  kedudukan  politis  seorang 
individu  terhadap  negara,  tidak  di- 
elaborasi  secukupnya  dalam  sistem 
politik  dan  sistem  hukum  kita. 

Demikianpun  hubungan  antara 
kekuatan-kekuatan  dalam  masyarakat 
dengan  negara  tidak  mendapatkan 
perhatian  yang  secukupnya,  dengan 
akibat  kita  tidak  mengetahui  secara 
persis  bagaimana  sebetulnya  hu- 
bungan negara  dengan  agama  yang 
seharusnya,  bagaimana  hubungan 
negara  dengan  kebudayaan,  atau  hu- 
bungan negara  dengan  pasar. 

2.  Diskusi  poHtik  dan  perdebatan  po-, 
litik  di  antara  partai  politik  dan  di 
antara  tokoh-tokoh  politik  seringkali 
berfokus  pada  masalah  siapa  men- 
dapat  apa  melalui  suatu  kebijakan 
politik  atau  melalui  legalisasi  sua- 
tu produk  hukum  tertentu.  Fokusnya 
adalah  pada  exchange  of  political  in- 
terests. Sedikit  sekaH  diskusi  yang 
memberikan  perhatian  terhadap  per- 
tanyaan   tentang  akibat  apa  yang 
akan  muncul  dalam  struktur  poli- 
tik dan  sistem  ketatanegaraan  ka- 
lau diadakan  suatu  kebijakan  poli- 
tik atau  dikeluarkan  suatu  produk 
hukum  yang  baru.  Akibat  struktural 
dalam  exchange  of  social  forces  men- 
dapatkan perhatian  yang  jauh  lebih 
sedikit  daripada  akibat  yang  me- 
nyangkut  kepentingan  para  aktor  po- 
litik yang  terlibat. 

3.  Krisis  politik  dipandang  sebagai  aki- 
bat dari  krisis  kepemimpinan  poli- 
tik atau  krisis  moralitas  para  politisi. 
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yaihi  krisis  dalam  tingkah  laku  para 
aktor  politik,  dan  sedikit  sekali  mem- 
pertimbangkan  segi  krisis  sebagai 
akibat  dari  hubungan-hubungan  ke- 
lembagaan  yang  bersifat  disfungsio- 
nal.  Contoh  soal  adalah  masalah 
otonomi  daerah.  Tingkah  laku  para 
bupati  yang  sekarang  bertindak  se- 
bagai penguasa  penuh  di  daerah- 
nya,  dianggap  sebagai  akibat  ku- 
rangnya  kesadaran  moral  para  bu- 
pati tersebut  akan  tanggung  jawab 
mereka,  tetapi  tidak  dilihat  sebagai 
akibat  dari  hubungan  kelembagaan 
yang  tidak  jelas  antara  tugas  bupati, 
kontrol  administratif  oleh  instansi 
pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  kon- 
trol politik  oleh  DPRD,  dan  kontrol 
sosial  oleh  lembaga-lembaga  kema- 
syarakatan  seperti  media  massa, 
LSM,  perguruan  tinggi  di  daerah 
atau  lembaga-lembaga  profesional. 
Demikianpun  kekuasaan  yang  amat 
besar  pada  DPR  kita  sekarang  ini 
selalu  dikritik  sebagai  kesewenang- 
wenangan  baru  dari  kalangan  legis- 
latif,  tetapi  tidak  begitu  dipersoalkan 
bagaimana  kontrol  terhadap  DPR 
itu  sendiri  dapat  dilembagakan. 


Kepentingan  Negara  vs.  Kepen- 
tingan Masyarakat 

Dalam  substansinya  politik  Indone- 
sia masilt  tetap  lebih  berat  pada  kepen- 
tingan negara  {state  heavy)  dan  belum 
bergeser  titik  beratnya  ke  arah  kepen- 
tingan masyarakat  {society  oriented).  Ke- 
kuatan-kekuatan civil  society  yang  ber- 
hasil  memaksa  Presiden  Soeharto  tu- 
run  dari  takhta  kekuasaannya,  kemu- 
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dian  dipotong  oleh  kekuatan-kekuatan 
politik,  yang  dalam  tendensinya,  cen- 
derung  mengembalikan  ketergantung- 
an  pada  negara.  Hal  ini  antara  lain  ka- 
rena  pembiayaan  partai-partai  politik 
di  Indonesia  pada  dasarnya  tidak 
mengandalkan  kekuatan  partai  sendiri 
melalui  iuran  para  anggota,  akan  tetapi 
lebih  mengandalkan  dana  untuk  par- 
tai politik  yang  diberikan  oleh  negara 
melalui  pemerintah.  Perhatian  utama 
kepada  negara  ini  dapat  dilihat  dari 
beberapa  indikasi  berikut  ini: 

1.  Isu  stabilitas  nasional  selama  Or- 
de  Bam  saat  ini  diganti  oleh  isu  ke- 
utuhan  teritorial  negara.  Masalah 
GAM  di  Aceh  dianggap  jauh  lebih 
gawat  secara  nasional  dibanding- 
kan  dengan  masalah  konflik  Maluku 
yang  sampai  sekarang  sudah  me- 
nelan  korban  10.000  jiwa  lebih.  Ke- 
utiihan  sosial  masyarakat  belum  di- 
anggap sama  pentingnya  dengan  ke- 
utuhan  teritorial  negara.  Separatis- 
me  politik  diperlakukan  sebagai  ri- 
siko  yang  secara  nasional  lebih  ga- 
wat daripada  disintegrasi  sosial  dan 
kekerasan  politik.  Demikian  pun  ma- 
salah korupsi  yang  menimbulkan 
disintegrasi  ekonomi  nasional  dan 
menghabiskan  uang  publik  secara 
ilegal,  dianggap  tidak  segawat  sua- 
tu  tindakan  subversi  yang  menen- 
tang  kedaulatan  negara.  Subversi  ter- 
hadap  negara  adalah  masalah  yang 
gawat,  tetapi  subversi  terhadap  eko- 
nomi nasional  dianggap  masalah 
rutin. 

2.  Kewajiban  warga  negara  terhadap 
negaranya  jauh  lebih  ditekankan 
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daripada  kewajiban  negara  terhadap 
warganya.  Para  warga  harus  memba- 
yar  pajak  tetapi  tidak  harus  menda- 
pat  tunjangan  pengangguran.  .War- 
ga harus  membayar  listrik  tetapi  ti- 
dak mendapatkan  ganti  rugi  kalau 
listriknya  sering  mati.  Penduduk  Ja- 
karta harus  mempunyai  kartu  tan- 
da  penduduk  (KTP)  kalau  tidak  mau 
dikejar-kejar  oleh  petugas,  tetapi  pen- 
duduk yang  sah  dengan  KTP  tidak 
mendapat  bantuan  apa  pun  kalau 
terkena  bencana  banjir.  Para  TKI  di- 
harap  menyumbang  devisa  negara, 
tetapi  kalau  nasibnya  terlunta-lunta 
di  negeri  orang,  pemerintah  kita  bia- 
sanya  diam  saja  atau  sangat  lam- 
bat  bertindak.  Hingga  saat  ini  be- 
lum diketahui  apa  yang  dilakukan 
pemerintah  Indonesia  terhadap  se- 
ratusan  TKI  di  Arab  Saudi  yang  dita- 
han  di  sana  karena  tuduhan  mela- 
cur.  Ini  jelas  bukan  peristiwa  per- 
tama  dan  pasti  bukan  peristiwa  ter- 
akhir  yang  menimpa  para  pekerja 
Indonesia  di  luar  negeri,  tetapi  pe- 
merintah dapat  mengambil  langkah 
pertama  yang  jelas  dan  tegas  untuk 
melindungi  warganya.  Semboyan  po- 
litik "demi  kepentingan  bangsa  dan 
negara"  belum  diimbangi  dengan 
semboyan  "demi  kepentingan  rakyat 
dan  masyarakat". 

Bebas  dari  Kemiskinan  dan  Ke- 
bebasan  Beragama 

Sebagaimana  kita  ketahui,  ada  em- 
pat  jenis  kebebasan  yang  dicanang- 
kan  oleh  F.D.  Roosevelt  pada  tahun 
1941,  yaitu  bebas  dari  kemiskinan/ke- 
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kurangan  {freedom  from  want),  bebas  dari 
rasa  takut  {freedom  from  fear),  bebas  me- 
nyatakan  pendapat  {freedom  of  speech 
and  expression),  dan  bebas  menjalankan 
ibadat  sesuai  keyakinan  {freedom  to 
worship  God  in  one's  own  way).  Reformasi 
di  Indonesia  telah  membawa  banyak 
perubahan  dalam  kebebasan  berpenda- 
pat  dan  bebas  dari  rasa  takut,  tetapi 
belum  banyak  menyumbang  terhadap 
kebebasan  dari  kemiskinan/kekurangan. 
Demikianpun  kebebasan  bagi  tiap  ke- 
lompok  agama  untuk  menjalankan  iba- 
dat sesuai  keyakinan  mereka  masing- 
masing  masih  harus  selalu  dijaga  oleh 
semua  pihak  agar  tidak  menjadi  poten- 
si  sumber  konflik  horisontal  yang  baru. 

Belum  terbebasnya  Indonesia  dari 
kekurangan  dan  kemiskinan  ini  disebab- 
kan  oleh  krisis  ekonomi  yang  belum 
seluruhnya  teratasi,  pengangguran  yang 
meningkat  secara  drastis  (yang  menu- 
rut  perkiraan  mencapai  sekurang-ku- 
rangnya  30  juta  orang),  dan  oleh  po- 
sisi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar 
AS  yang  masih  turun  naik.  Dari  satu 
segi  hal  ini  menunjukkan  bahwa  re- 
formasi 1998  lebih  merupakan  refor- 
masi sosial-politik  dan  reformasi  so- 
sial-budaya,  tetapi  belum  membawa 
reformasi  dalam  bidang  ekonomi.  Akan 
tetapi  perubahan  pada  bidang  sosial- 
politik  dan  sosial-budaya  pun  masih 
bertitik  berat  pada  bidang  ekspresi  sa- 
ja  dan  belum  banyak  menyangkut  per- 
ubahan pada  sistem  dan  struktumya. 

Dalam  budaya  politik,  orientasi  kita 
masih  tetap  paternalistis.  Pemimpin 
diandaikan  menjadi  panutan,  akan 
tetapi  tidak  dipersoalkan  bagaimana 


membuat  pemimpin  menjadi  panutan, 
atau  sekurang-kurangnya,  menjadi  fi- 
gur  yang  tidak  terlalu  memalukan  dan 
tidak  terlalu  parah  dalam  kinerjanya. 
Integritas  dan  kinerja  pemimpin  poli- 
tik  ini  tidaklah  semata-mata  dapat  di- 
andaikan pada  kapasitas  pribadi  pe- 
mimpin bersangkutan,  tetapi  barulah 
terwujud  kalau  didukung  oleh  suatu 
struktur  politik  yang  tidak  memberi- 
nya  terlalu  banyak  kesempatan  imtuk 
melakukan  kesalahan  dan  penyimpang- 
an  dan  sekaligus  memaksanya  untuk 
bekerja  secara  optimal  dan  menegakkan 
kepemimpinan  yang  berwibawa. 

Dalam  patemalisme,  keteladanan  se- 
orang  pemimpin  dianggap  sebagai 
given,  padahal  lingkungan  sekitar,  sis- 
tem pengawasan,  kontrol  sosial,  dan 
hubungan  kelembagaan  bisa  membuat 
seorang  presiden,  dengan  kemampuan 
rata-rata,  bisa  memerintah  dengan  baik. 
Keteladanan  pimpinan  nasional  adalah 
suatu  output  dari  politik  nasional  dan 
hukan  hanya  input  untuk  politik  nasio- 
nal karena  keteladanan  itu  adalah  ba- 
sil dari  social  construction  of  politics  ju- 
ga.  Mengharapkan  munculnya  seorang 
presiden  atau  pejabat  tinggi  yang  baik, 
tanpa  berusaha  membangun  sistem 
politik  yang  mendorong  kepada  peme- 
rintahan  yang  bersih  dan  efektif  adalah 
ibarat  mengharapkan  ikan  segar  dari 
laut  tanpa  membersihkan  laut  kita  dari 
polusi  lingkungan. 

Paternalisme  memang  memudahkan 
perubahan  tingkah  laku  politik,  karena 
seorang  presiden  dengan  tingkat  kete- 
ladanan yang  tinggi  akan  mendorong 
para  bawahan  dan  rakyat  untuk  se- 
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gera  mengikutinya.  Akan  tetapi  kete- 
ladanan  itu  tidak  hanya  bisa  diharap- 
kan  atau  didoakan  tetapi  hanya  dapat 
dibangun  serta  diawasi  oleh  suatu  sis- 
tem  dan  kelembagaan  politik  yang  me- 
mungkinkan  cerbentuknya  keteladanan 
tersebut.  Kebebasan  menyatakan  pen- 
dapat  selama  Orde  Baru  merupakan 
masalah  penguasa,  yaitu  apakah  pe- 
nguasa  bersedia  memberinya  atau  ti- 
dak. Pada  saat  ini  setelah  reformasi,  ke- 
bebasan menyatakan  pendapat  menja- 
di  masalah  rakyat  dan  masyarakat  sen- 
diri,  yaitu  apakah  masyarakat  sendiri 
dapat  mempergunakannya  dengan  baik 
dan  produktif,  atau  menjadi  bingung 
dan  memakai  kebebasan  itu  hanya  se- 
cara  konsumtif . 

Penggunaan  kebebasan  secara  kon- 
sumtif dapat  dibandingkan  dengan  si- 
kap  seseorang  yang  mempunyai  ba- 
nyak  uang,  tetapi  tidak  tahu  meman- 
faatkannya  kecuah  hanya  dengan  me- 
nambah  volume  belanjanya.  Selama  ke- 
bebasan menyatakan  pendapat  masih 
menjadi  masalah  penguasa,  maka  kita 
berhadapan  di  sana  dengan  persoalan 
perluasan  ruang  demokrasi  (democratic 
space).  Sedangkan,  kalau  kebebasan  me- 
nyatakan pendapat  sudah  menjadi  ma- 
salah masyarakat  sendiri  maka  kita 
berhadapan  dengan  persoalan  daya- 
cipta  atau  kreativitas  politik. 

Sebagai  masalah  penguasa,  kebebas- 
an adalah  suatu  kata  benda  di  mana 
kebebasan  itu  diberikan  atau  tidak  di- 
berikan.  Sebagai  masalah  masyarakat 
kebebasan  menjadi  kata  kerja  di  mana 
kebebasan  itu  digarap,  dimanfaatkan, 
dan  digunakan  atau  disia-siakan.  Ten- 


tu  saja  dibutuhkan  waktu  untuk  belajar 
memanfaatkan  kebebasan  berpendapat. 
Tetapi  patut  dikemukakan  pula  bahwa 
kebebasan  menyatakan  pendapat  bukan 
saja  menyangkut  kesempatan  untuk 
berekspresi,  tetapi  juga  berhubungan 
dengan  kemampuan  memberikan  sub- 
stansi  kepada  ekspresi  politik  tersebut. 

Kebebasan  dari  rasa  takut  dalam  po- 
litik kita  jelas  merupakan  akibat  dari 
jatuhnya  pemerintahan  otoriter  selama 
Orde  Baru,  dan  kemudian  juga  kemba- 
linya  supremasi  sipil  dalam  politik, 
serta  menguatnya  advokasi  untuk  hak- 
hak  asasi.  Sekalipun  demikian,  mun- 
durnya  militer  dari  politik  Indonesia  ti- 
dak berarti  juga  menunmnya  watak  ke- 
kerasan  dalam  politik  Indonesia,  yang 
sedikit-banyaknya  merupakan  suatu 
warisan  dari  situasi  militeristis  yang 
sempat  berpengaruh  besar  dalam  po- 
litik nasional.  Dikatakan  secara  lebih 
tajam,  mundurnya  militer  dari  pang- 
gung  politik  tidak  dengan  sendirinya 
berarti  berakhirnya  kebiasaan-kebiasa- 
an  yang  militeristis  dalam  budaya  po- 
litik kita. 

Dapat  dengan  mudah  disebut  bebe- 
rapa  kebiasaan  tersebut.  Orientasi  mi- 
liter adalah  selalu  pada  sasaran  {target 
oriented).  Dia  harus  sanggup  menetap- 
kan  sasaran  yang  jelas  seperti  dia  harus 
sanggup  membidik  suatu  objek  yang 
akan  ditembaknya.  Pemikiran  demokra- 
tis,  sebaliknya,  tidak  terlalu  menekan- 
kan  target  tetapi  proses.  Tujuan  bukan- 
lah  sasaran  yang  harus  dibidik,  tetapi 
akibat  yang  dihasilkan  oleh  suatu  pro- 
ses. Tugas  utama  bukanlah  menetap- 
kan  sasaran  tetapi  menciptakan  proses 
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yang  dapat  membawa  kepada  hasil  yang 
diinginkan. 

Kebiasaan  lain  adalah  bahwa  dis- 
kursus  politik  dihayati  sebagai  inter- 
aksi  di  antara  sekutu  atau  musuh.  Da- 
lam  demokrasi  lawan  politik  bukanlah 
musuh  politik.  Pemikiran  tentang  kawan 
dan  lawan  masih  memberi  ruang  untuk 
perbedaan,  sedangkan  kerangka  pemi- 
kiran sekutu  atau  musuh  tidak  membe- 
rikan  ruang  tersebut.  Orientasi  sasaran 
mengutamakan  efektivitas  tindakan  po- 
litik tetapi  mengabaikan  efisiensi  tin- 
dakan politik.  Politik  yang  demokratis 
memperhatikan  sekaligus  hasil  tindak- 
an politik  dan  biaya  suatu  tindakan 
politik.  Persoalan  Aceh  menjadi  batu 
ujian,  apakah  politik  kita  masih  hanya 
berorientasi  pada  efektivitas  atau  mem- 
pertimbangkan  juga  efisiensi  politik. 

Desentralisasi  Politik 

Desentralisasi  politik  yang  didorong 
oleh  reformasi  1998  hingga  sekarang 
berjalan  menurut  dua  jalur,  yaitu  jalur 
horisontal  dari  pusat  ke  daerah  dan  ja- 
lur vertikal  dari  negara  ke  masyarakat. 
Desentralisasi  horisontal  menghasilkan 
otonomi  daerah,  sedangkan  desentral- 
isasi secara  vertikal  menghasilkan  me- 
nguatnya  civil  society  (CS). 

Penerapan  otonomi  daerah  sampai 
sejauh  ini  lebih  berfokus  pada  otono- 
mi pemerintahan  dan  bukannya  otono- 
mi rakyat  dan  masyarakat  setempat. 
Yang  terjadi  bukanlah  desentralisasi 
politik,  tetapi  berpindahnya  sentralis- 
me  politik  dari  pemerintah  pusat  ke  pe- 
merintah  daerah.  Pelaksanaan  otonomi 


daerah  telah  menyebabkan  semakin 
menguatnya  pemerintah  daerah,  baik  ka- 
rena  pelimpahan  wewenang  dari  pu- 
sat maupun  karena  perimbangan  baru 
dalam  keuangan  pusat-daerah.  Namun 
demikian,  muncul  kemudian  beberapa 
perkembangan  yang  tidak  diduga  se- 
belumnya,  yang  mempersulit  pergaulan 
dan  komunikasi  secara  nasional.  Bebe- 
rapa gejala  dapat  menjadi  indikasi  da- 
ri kecenderungan  ini: 

1.  Otonomi  daerah  telah  menyebabkan 
lahirnya  demikian  banyak  peraturan 
daerah  (Perda)  yang  tidak  selalu  se- 
jalan  dan  bahkan  bertentangan  de- 
ngan  undang-undang  yang  lebih 
tinggi  kedudukannya.  Bukan  rahasia 
lagi  bahwa  sejak  dua  tahim  terakhir 
ini  Departemen  Dalam  Negeri  mem- 
punyai  kesibukan  dan  beban  baru 
karena  harus  meninjau  ulang  berba- 
gai  peraturan  daerah  yang  diang- 
gap  bertentangan  dengan  undang- 
undang  yang  ada. 

2.  Otonomi  daerah  telah  miendorong 
lahirnya  ketertutupan  dan  bahkan  si- 
kap  eksklusif  daerah,  yang  tidak  la- 
gi melihat  kepentingannya  dalam  hu- 
bungan  dengan  kepentingan  daerah 
lain,  apalagi  dalam  hubungan  de- 
ngan kepentingan  nasional.  Tiap  bu- 
pati  dan  tiap  gubernur  menjadi  pe- 
nguasa  penuh  di  daerahnya,  dan  ti- 
dak begitu  terdorong  untuk  bekerja 
sama  dengan  bupati  dan  gubernur 
di  daerah  lainnya.  Hanya  di  bebe- 
rapa tempat  di  Sulawesi  dan  Suma- 
tera  dapat  kita  temukan  forum  ber- 
sama  antargubemur.  Selebihnya,  tiap 
daerah  hidup  untuk  dirinya  sendiri. 
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3.  Sikap  eksklusif  itu  tercermin  juga  da- 
lam  rekrutmen  politik  di  daerah  yang 
sekarang  mulai  mempersyaratkan 
kondisi  ke-putra-daerahan  seseorang 
dalam  pemerintah  daerah.  Beberapa 
daerah  di  luar  Jawa  bahkan  telah 
bergerak  cukup  jauh  dengan  mene- 
tapkan  kriteria  tentang  ke-putra- 
daerahan  seseorang.  Seseorang  di- 
anggap  putra  daerah  kalau  dia  da- 
pat  menunjukkan  hubungan  darah 
dengan  orang-orang  di  daerah  itu, 
atau  seseorang  yang  dilahirkan  di 
daerah  bersangkutan,  atau  seorang 
pendatang  yang  telah  tinggal  dan 
bekerja  di  daerah  tersebut  selama 
minimal  25  tahim. 

Kriteria  tersebut  mungkin  se- 
suatu  yang  baik,  tetapi  akan  mem- 
bawa  beberapa  akibat.  Pertama,  kuali- 
fikasi  dan  kemampuan  bekerja  akan 
dikalahkan  oleh  asal-usul.  Kedua,  dari 
segi  sosial,  komunikasi  dan  interak- 
si  lintas-daerah  akan  menjadi  sangat 
menurun,  sedangkan  dari  segi  kebu- 
dayaan,  suatu  pergaulan  dan  inter- 
aksi  budaya  lintas-etnis  juga  akan 
berkurang.  Di  samping  itu  sikap 
umum  terhadap  kebudayaan  akan  di- 
tandai  oleh  provinsialisme,  di  mana 
unsur-unsur  kebudayaan  daerah  yang 
tidak  sesuai  lagi  dengan  kehidupan 
demokratis  barangkali  kembali  dibe- 
narkan  dengan  alasan  memperta- 
hankan  dan  menghidupkan  kebuda- 
yaan daerah.  Kriteria  Blut  und  Boden 
(darah  dan  daerah)  dalam  nasional- 
isme  abad  ke-19  di  Eropa  kini  mulai 
menjelma  menjadi  nativisme  dan 
atavisme  kebudayaan  di  Indonesia 
pada  abad  ke-21. 


Perkembangan  CS  di  Indonesia  tak 
pelak  lagi  sangat  diperkuat  dengan 
munculnya  reformasi  1998,  yang  da- 
lam beberapa  hal  tertentu  telah  mem- 
balikkan  kritik  politik  selama  Orde 
Baru  menjadi  usul  positif  untuk  men- 
jadi alternatif  dan  opsi  politik.  Peru- 
bahan  itu  terlihat  sekarang-kurangnya 
dalam  tiga  bidang  masalah: 

1.  Dalam  birokrasi,  kritik  terhadap  ko- 
rupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN) 
selama  Orde  Baru  diubah  secara 
positif  menjadi  tuntutan  akan  ada- 
nya  transparansi  dan  akuntabilitas. 
Ada  sikap  proaktif  dalam  mencari 
jalan  agar  KKN  tidak  diberi  kesem- 
patan  terlalu  banyak  untuk  terus 
dilakukan,  yakni  dengan  mendesak 
dan  memaksa  pemerintah  dan  biro- 
krasi untuk  mempertanggungjawab- 
kan  secara  terbuka  semua  tindak- 
tanduk  mereka  secara  publik.  Pada 
titik  ini  kita  menghadapi  dilema  an- 
tara  pemerintahan  yang  terbuka  dan 
pemerintahan  yang  bersih.  Suatu 
pemerintahan  hanya  dapat  bersikap 
terbuka  kalau  dia  relatif  bersih  (kare- 
na  pemerintahan  yang  tidak  bersih 
akan  berusaha  sekuat  tenaga  menu- 
tup-nutupi  penyelewengan  yang  di- 
lakukannya),  sementara  untuk  dapat 
menjadi  bersih  dia  harus  terbuka 
terhadap  kontrol  dan  kritik.  Dilema 
itu  dicoba  dipecahkan  dengan  ti- 
dak meminta  birokrasi  untuk  men- 
jadi lebih  bersih  tetapi  dengan  me- 
maksanya  menjadi  lebih  terbuka. 

2.  Dalam  hubungan  dengan  penggu- 
naan  kekuasaan  oleh  pemerintah,  kri- 
tik terhadap  kekerasan  politik  dan  re- 
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presi  politik  (yang  memuncak  antara 
lain  pada  masa  diterapkannya  Dae- 
rah  Operasi  Militer  (DOM)  di  Aceh, 
Timtim  dan  Irian  Jaya)  diubah  men- 
jadi tuntutan  akan  penghormatan 
terhadap  hak-hak  asasi  manusia 
(HAM).  Perubahan  itu  memberikan 
bobot  baru  kepada  tuntutan  masya- 
rakat, karena  kekerasan  politik  dapat 
diperlakukan  oleh  pemerintah  seba- 
gai masalah  dalam  negeri,  sedang- 
kan  masalah  HAM  dianggap  masa- 
lah universal  yang  akan  mendapat 
perhatian  dunia  intemasional. 

3.  Dalam  soal  hubungan  negara-ma- 
syarakat,  maka  kritik  terhadap  kedu- 
dukan negara  yang  sangat  kuat  da-, 
lam  Tezim.developmentalist  authoritar- 
ian bureaucratic  state,  diubah  menjadi 
opsi  dan  alternatif  dalam  tuntutan 
akan  pemberdayaan  masyarakat.  Per- 
soalan bukanlah  negara  yang  terla- 
lu  kuat,  tetapi  masyarakat  yang  ter- 
lalu  lemah,  sehingga  social  empower- 
ment muncul  sebagai  suatu  gagasan 
baru  di  mana  masyarakat  mulai  me- 
ningkatkan  kesadaran  tentang  hak- 
haknya  dan  mengembangkan  bentuk 
negosiasi  baru  dengan  negara.  Salah 
satu  bentuk  perjuangan  itu  ialah 
tuntutan  akan  pengakuan  terhadap 
pranata-pranata  sosial  yang  selama 
ratusan  tahun  telah  berhasil  menja- 
ga  integrasi  sosial  dalam  berbagai 
komunitas,  seperti  halnya  masyara- 
kat adat,  yang  sekarang  semakin 
menjadi  persoalan  nasional. 

Patut  dikemukakan  di  sini,  bahwa 
munculnya  kesadaran  akan  penting- 
nya  CS  berhubungan  dengan  keinginan 


untuk  mewujudkan  suatu  ruang  di 
mana  terwujud  kesamaan  setiap  orang 
di  depan  hukum.  Di  dalam  kebudaya- 
an  barangkali  kedudukan  tiap  orang 
berbeda  karena  adanya  perbedaan  sta- 
tus sosial  berdasarkan  asal-usul  dan 
kelahiran.  Dalam  ruang  politik  kedu- 
dukan tiap  orang  berbeda  karena  ada- 
nya perbedaan  di  antara  yang  mempu- 
nyai kekuasaan  untuk  memerintah  dan 
yang  mempunyai  kewajiban  sebagai 
yang  diperintah.  Dengan  lain  perkataan, 
baik  cultural  space  yang  menjadi  men- 
jadi ruang  privat  maupun  political  space 
yang  menjadi  ruang  untuk  pengguna- 
an  kekuasaan  dan  pelaksanaan  otori- 
tas,  kesamaan  tiap  orang  tidak  bisa  di- 
jamin. 

Ruang  privat  adalah  tempat  dilak- 
sanakannya  kebebasan.  Ruang  politik 
adalah  tempat  kekuasaan  dijalankan. 
Tetapi  ruang  publik  adalah  tempat  di- 
realisasikannya  kesamaan  setiap  orang 
yang  dijamin  setara  kedudukannya  di 
depan  hukum.  Adapun  tempat  ruang 
publik  itu  adalah  di  dalam  CS.  Oleh 
karena  itu,  baik  dalam  hubungannya 
dengan  kebudayaan  maupun  dalam 
hubungannya  dengan  kekuasaan  po- 
litik, CS  mempunyai  kedudukan  yang 
unik  dan  penting,  yaitu: 

1.  Dalam  hubungan  dengan  kekuasa- 
an politik,  CS  dapat  menjadi  me- 
diating structure  atau  instansi  peran- 
tara  yang  menerjemahkan  kekuasa- 
an negara  menjadi  pemerintahan  ber- 
dasarkan hukum,  yaitu  transposisi 
dari  the  rule  of  power  menjadi  the  rule 
of  law.  Negara  memang  mempunyai 
kekuasaan,  tetapi  penggunaan  kekua- 
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saan  itu  hanya  dibenarkan  sejauh 
dimungkinkan  oleh  ketetapan  hukum. 

2.  Dalam  hubungan  dengan  kebudaya- 
an,  maka  CS  dapat  menjadi  instansi 
perantara  yang  menerjemahkan  ni- 
lai-nilai  budaya  masing-masing  ko- 
munitas  yang  bersifat  partikularis- 
tis  menjadi  civic  culture  yang  bersi- 
fat publik.  Peralihan  dari  nilai  kebu- 
dayaan  yang  bersifat  privat  ke  ni- 
lai-nilai  kewargaan  yang  bersifat 
publik  tidak  selalu  berlangsung  de- 
ngan mudah. 

Di  Indonesia  sopan  santun  yang 
demikian  tinggi  dalam  kebudayaan 
ternyata  masih  gagal  diterjemahkan 
menjadi  saling  hormat-menghormati 
dalam  ruang  publik.  Kebiasaan  tmtuk 
mendahulukan  orang  lain  pada  wak- 
tu  makan  bersama  dalam  pertemuan 
di  rumah,  ternyata  tidak  ada  bekas- 
nya  dalam  kebiasaan  mengantri  kar- 
cis  kereta  api  atau  mengantri  telepon 
umum,  atau  dalam  kebiasaan  meng- 
antri kalau  menyetir  mobil  selagi  ja- 
lanan  macet. 

Dal  am  kedudukannya  sebagai  in- 
stansi perantara  di  antara  negara  dan 
kebudayaan,  maka  CS  jelas  selalu  ber- 
ada  dalam  godaan  untuk  ditarik  ke 
pihak  yang  satu  atau  ke  pihak  yang 
lainnya.  Risiko  itu  dapat  dilukiskan  se- 
bagai berikut: 

1.  Negara  akan  berusaha  menarik  CS 
menjadi  bagian  dari  ruang  kekuasa- 
an  politik.  Hal  ini  akan  mudah  ter- 
jadi  kalau  CS  sendiri  tidak  bersifat 
inklusif  dan  hanya  menampung  da- 
lam dirinya  kelompok-kelompok  yang 


kuat,  yang  dalam  kasus  Indonesia 
merupakan  kelompok-kelompok  yang 
berbasiskan  daerah  perkotaan.  Ka- 
lau CS  hanya  menampung  para  pro- 
fesional  dan  manajer  perusahaan, 
kaum  akademisi  dan  intelektual,  pa- 
ra wartawan  dan  para  pengusaha, 
serta  para  mahasiswa  perguruan 
tinggi  dan  para  pemimpin  agama, 
maka  dengan  mudah  CS  dapat  men- 
jelma  menjadi  borjuasi  perkotaan 
yang  menyingkirkan  golongan-go- 
longan  lain  yang  amat  potensial  di 
Indonesia  seperti  petani  dan  buruh 
atau  para  pedagang  kecil  dan  para 
nelayan,  atau  kelompok  perempuan 
yang  jelas-jelas  merupakan  mayori- 
tas  dalam  komposisi  penduduk  In- 
donesia. 

Kalau  CS  hanya  menampung  ke- 
las  dominan  tanpa  mengikutserta- 
kan  kelompok-kelompok  yang  tidak 
termasuk  dalam  kelas  dominan,  ma- 
ka dengan  mudah  sekali  terjadi  per- 
sekutuan  atau  kolusi  di  antara  ke- 
kuasaan  politik  negara  dan  kekuasa- 
an  ekonomi  borjuasi  perkotaan  se- 
perti yang  terjadi  dalam  rezim  de- 
velopmentalist  authoritarian  bureaucratic 
state  selama  Orde  Baru,  di  mana  pe- 
nguasa  dan  pengusaha  merupakan 
suatu  aliansi  yang  saling  membantu 
dengan  menyingkirkan  kepentingan 
masyarakat  dan  rakyat  yang  tidak 
termasuk  dalam  aliansi  mereka. 

Pentingnya  kelompok  buruh,  ibu- 
ibu  rumah  tangga,  serta  para  petani 
dan  nelayan  dalam  CS  terlihat  jelas 
dalam  protes  terhadap  kenaikan  ta- 
rif  listrik,  telepon  dan  bahan  bakar 
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pada  awal  tahun  2003.  Kalau  hanya 
pengusaha  yang  memprotes,  negara 
masih  dapat  bernegosiasi  dengan 
buruh  untuk  menekan  para  pengu- 
saha. Yang  terjadi  adalah  bahwa 
pengusaha  dan  buruh  sebagai  ke- 
kuatan  CS,  bersama-sdma  mempro- 
tes negara,  dan  ini  masih  dibantu 
oleh  ibu-ibu  rumah  tangga  dan  para 
mahasiswa.  Protes  CS  itu  temyata  di- 
terima  oleh  negara  karena  dia  meng- 
hadapi  suatu  ruang  publik  yang  so- 
lid dan  tidak  mengalami  fragmenta- 
si  di  dalamnya. 

2.  Sebaliknya  komunitas-komunitas  bu- 
daya  juga  akan  selalu  mencoba  me- 
narik  CS  ke  dalam  lingkungannya 
dan  menjadikan  CS  yang  adalah 
ruang  publik  menjadi  bagian  dari 
ruang  privat  mereka.  Kalau  ekonomi 
pasar  diatur  secara  Kristen  atau  Is- 
lam, kalau  lalu-lintas  diatur  secara 
Jawa  atau  Batak,  kalau  pendidikan 
nasional  diatur  secara  Hindu  atau 
Budha,  atau  kalau  ilmu  pengetahu- 
an  diatur  menurut  kriteria  asli  atau 
asing,  maka  kita  akan  mengalami 


kesulitan  besar  sebagai  warga  ne- 
gara dan  anggota  suatu  CS.  Oleh 
karena  itulah,  perundang-undangan 
sebaiknya  jelas  membedakan  soal- 
soal  apa  saja  yang  bersifat  publik 
dan  patut  diatur  melalui  undang- 
undang,  dan  soal-soal  mana  saja 
yang  bersifat  privat  dan  sebaiknya 
diserahkan  menjadi  "urusan  rumah 
tangga"  tiap  komunitas  budaya. 

PENUTUP 

Dalam  sejarah  dunia,  reformasi  se- 
lalu menimbulkan  kontra-reformasi. 
Oleh  karena  itulah,  kita  sebaiknya  ber- 
hati-hati  bahwa  reformasi  1998  di  In- 
donesia yang  pada  awalnya  memberi 
demikian  banyak  harapan  tidak  ditelan 
kembali  oleh  kekuatan-kekuatan  kontra- 
reformasi.  Kekuatan-kekuatan  kontra- 
reformasi  tersebut  biasanya  memakai 
kosa  kata  rpformasi  untuk  suatu  se- 
mantik  yang  lain  sama  sekali,  yang  sa- 
ngat  mungkin  mengakhiri  hid  up  refor- 
masi itu  sendiri.  Atau,  dengan  kata  lain, 
reformasi  akhirnya  dibunuh  dengan 
menggunakan  tangannya  sendiri. 


Mengawal  Jalannya  Proses 
Demokrasi  di  Indonesia 


Leo  Agustino 

Siidah  hampir  lima  tahun  Indonesia  melakukan  proses  menuju  demokrasi.  Na- 
mun  sampai  saat  ini  jalan  terjal  masih  kita  temui  sepanjang  waktu.  Ada  beberapa 
persoalan  yang  dapat  menggagalkan  transisi  menuju  demokrasi,  mulai  dari  persoal- 
an  hubungan  sipil-militer  hingga  tata  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Masalah-masa- 
lah  yang  menghambat  lancarnya  alur  demokratisasi  perlu  diminimalisir,  salah  satu- 
nya  dengan  cara  mengawal  reformasi  guna  menegakkan  demokrasi  di  Indonesia. 


PENDAHULUAN 

PADA  awal  dan  pertengahan 
1990-an  kita  selalu  berargumen 
bahwa  secara  teoretis  perjuang- 
an  Indonesia  ke  arah  demokratisasi  se- 
makin  hari  semakin  mewujud  ke  da- 
lam  bentuk  yang  ideal.  Hal  ini  dida- 
sarkan  atas  asumsi  yang  menyatakan 
bahwa  demokrasi  hanya  dapat  dite- 
gakkan  dalam  satu  komimitas  yang  te- 
lah  memenuhi  beberapa  kriteria  atau 
syarat.  Merujuk  pada  pendapat  Gastil 
(1993),  suatu  tatanan  demokratis  baru 
dapat  tegak  apabila  ditopang  oleh  lan- 
dasan  civil  liberties  yang  kuat  dan  po- 
litical rights  yang  dijalankan  dengan 
konsekuen.  Namim,  untuk  terwujudnya 
demokrasi  perlu  peran  serta  atau  perlu 
penopang-penopang  yang  dapat  me- 
ngawal jalannya  proses  tersebut.  Prze- 
worski  (1993)  mengemukakan  menge- 
nai  pelbagai  kerumitan  yang  muncul 
manakala  demokratisasi  bergulir  pa- 
da  masyarakat  yang  awalnya  otoriter, 
khususnya  dalam  rangka  mengawal 


demokratisasi  tersebut  di  atas.  Peno- 
pangan  demokratisasi,  menurutnya, 
baru  dapat  berjalan  dengan  baik  apa- 
bila kepentingan-kepentingan  pelbagai 
elemen  dapat  diakomodir;  mulai  dari 
kepentingan  angkatan  bersenjata  yang 
hendak  menjaga  otonomi  konstitusi- 
nya,  kaum  pengusaha  yang  berupaya 
memelihara  hak  milik  dan  alat-alat 
produksinya,  para  birokrat  yang  ber- 
upaya mengamankan  posisinya  dari 
urusan  hukum,  sampai  kepentingan 
klas  pekerja  yang  berdaya  upaya  un- 
tuk memperbaiki  nasib,  dan  Iain-lain. 

Dalam  kajian,  politik  peralihan  dari 
rezim  yang  otoriter  menuju  rezim  de- 
mokratis dapat  muncul  melalui  tiga 
pendekatan.  Pertama,  bahwa  demokra- 
si dapat  muncul  karena  peran  elite 
(Rustow,  1970);  kedua,  demokrasi  mun- 
cul karena  peran  aktif  masyarakat  - 
termasuk  ornop,  kelompok  penekan, 
kelompok  kepentingan  -  untuk  meng- 
gugat  pemerintahan  yang  berkuasa 
(Keane,  1988;  Cohen  and  Arato,  1995); 
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ketiga,  kombinasi  dari  kedua  pende- 
katan  sebelumnya,  yakni  penggabung- 
an  antara  peran  aktif  dari  masyarakat 
dan  keinginan  dari  elite  yang  berkua- 
sa  (Share,  1987;  O'Donnell,  Schmitter, 
and  Whitehead,  1993;  Huntington,  1995). 

Transisi  menuju  demokrasi  di  Indo- 
nesia dari  pemerintahan  atau  rezim 
yang  otoriter  menuju  rezim  yang  (re- 
latif)  demokratis  menjadi  peristiwa  po- 
litik  paUng  dramatis  pada  akhir  abad 
ke-20.  Meski  kadang  menyakitkan,  pro- 
ses peralihan  menuju  demokrasi  ini 
telah  mengembaUkan  bangsa  kita  pa- 
da  kebebasan  yang  sudah  tak  berwujud 
sejak  eksperimen  demokrasi  yang  ber- 
usia  pendek  pada  1950-an  (Demokrasi 
Parlementer).  Era  reformasi  yang  di- 
mulai  pada  bulan  Mei  1998  sudah 
menghasilkan  prestasi  yang  luar  biasa, 
yakni  dengan  kembaUnya  kebebasan 
pers,  kebebasan  untuk  mengutarakan 
pendapat  (khususnya  pendapat-penda- 
pat  yang  berseberangan  dengan  pe- 
merintah),  kebebasan  berkumpul  dan 
berserikat  -  beringkali  dimakxiai  sebagai 
pembentukan  partai  politik  -  dan  ter- 
selenggaranya  pemiHhan  umum  yang 
secara  egaUter  diakui  sebagai  pemilu 
yang  lebih  demokratis  dibandingkan 
dengan  pemilu-pemilu  sebelumnya. 

Tetapi  setelah  hampir  lima  tahun 
transisi  menuju  demokrasi  berlangsung, 
banyak  orang  yang  kini  bertanya-tanya 
ke  mana  arah  reformasi  ini  bergerak? 
Bagaimana  kelanjutan  dari  transisi  ini 
manakala  rezim  yang  demokratis  te- 
lah berkuasa?  Bagaimanakah  kebera- 
daan  perempuan  dan  bagaimanakah 
hubungan  sipil  dan  militer  pasca-Orde 
Baru?  Dan,  masih  banyak  pertanyaan 


lainnya.  Sampai-sampai  beberapa  ka- 
langan  sangsi  bila  demokratisasi  ini 
bakal  terhenti  dan/atau  bahkan  ber- 
balik  ke  arah  yang  lebih  buruk  dari 
Orde  Baru.  Tulisan  ini  secara  singkat 
akan  membahas  mengenai  persoalan 
demokratisasi  yang  tengah  berlangsung 
di  Indonesia  saat  ini.  Kendati  demikian, 
tulisan  singkat  ini  tidak  berpretensi  un- 
tuk menjawab  semua  persoalan  yang 
tengah  berlangsung  dalam  aras  demo- 
kratisasi tersebut. 

Akar  pemikiran,  mengapa  tulisan 
ini  amat  penting  dibahas  karena  de- 
mokratisasi baru  dapat  berkelanjutan 
apabila  proses  reformasi  dan  perubah- 
an  itu  sendiri  dijalankan  dengan  cara 
yang  demokratis  pula.  Oleh  karenanya, 
tujuan  dan  prioritas  reformasi  tak  bo- 
leh  hanya  ditetapkan  secara  terbatas 
oleh  elite-elite  pembuat  kebijakan  saja, 
tetapi  juga  (bisa)  dibuat  melalui  dis- 
kusi  dan  konsultasi  yang  meliputi  se- 
luruh  warga  masyarakat,  di  mana  sa- 
lah  satu  jalannya  melalui  pertukaran 
wacana  yang  kelak  diharapkan  dapat 
merangsang  perdebatan.  Beberapa  te- 
ma  pokok  yang  coba  dibahas  dalam 
tulisan  ini  adalah  hubungan  sipil-mi- 
liter,  jender  dan  keterwakilan  perem- 
puan, membangun  civil  society  atau 
masyarakat  sipil,  dan  otonomi  daerah 
yang  berkait  dengan  pembangunan  so- 
sio-ekonomi. 

HUBUNGAN  SIPIL-MILITER 

Persoalan  pokok  demokratisasi,  khu- 
susnya dari  rezim  yang  otoriter  atau 
bahkan  totaliter  menuju  rezim  yang 
demokratis,  adalah  bagaimana  mem- 
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bangun  civilian  control  upon  military  ser- 
ta  seberapa  jauh  kontrol  sipil  tersebut 
terhadap  angkatan  bersenjata.  Perlu 
diingat  bahwa  angkatan  bersenjata/ 
militer  di  Indonesia  telah  memainkan 
peran  sentral  dalam  politik  semenjak 
kemerdekaan.  Hal  ini  terwujud  karena 
faktor  sejarah  yang  tidak  dapat  di- 
pungkiri  oleh  seluruh  warga  masyara- 
kat.  Tetapi,  dukungarmya  terhadap  re- 
zim  Soeharto  menjadikan  militer  tak 
populer  di  mata  masyarakat  sendiri. 

Dinamika  hubungan  sipil-militer 
yang  berkait  dengan  civilian  control 
secara  teoretis  dibahas  dengan  gam- 
blang  oleh  Huntington  (1956).  Menurut 
Huntington,  kekuasaan  militer  dapat 
dikontrol  atau  diredam  dengan  cara 
memperbesar  kekuasaan  pihak  sipil, 
seperti  mekanisme  zero-sum  game.  Bila 
kekuasaan  pihak  sipil  yang  besar  da- 
pat terwujud,  maka  yang  muncul  ke- 
mudian  adalah  dua  kemungkinan  kon- 
trol sipil  atas  militer  (dalam  perpolitik- 
an  negara).  Pertama,  subjective  civilian 
control,  dengan  asumsi  bahwa  pada 
situasi  di  mana  kelompok  sipil  berkuasa 
(yang  biasanya  terdiri  atas  banyak  go- 
longan  serta  faksi  yang  berbeda  sifat 
dan  kepentingan)  maka  apabila  ang- 
katan bersenjata/militer  diperintah 
oleh  banyak  mulut  (baca:  faksi)  akan 
menimbulkan  esprit  de  corps  atau  bah- 
kan  memperkuat  posisi  militer  (lagi), 
sehingga  akhirnya  diputuskan  bahwa 
kontrol  militer  hanya  dipegang  oleh 
satu  kelompok  sipil  saja.  Ini  artinya 
kelompok  lain  tidak  memiliki  kontrol 
terhadap  militer  karena  kontrol  telah 
dimonopoli  oleh  satu  kelompok  sipil 
lairmya.  Dengan  demikian  upaya  kon- 


trol sipil  terhadap  militer  secara  sub- 
jektif  membawa  implikasi  bahwa  ke- 
kuasaan berada  di  satu  golongan,  yang 
biasanya  dimanfaatkan  oleh  penguasa 
sipil  untuk  mematikan  gerak  kelom- 
pok-kelompok  sipil  lainnya,  sehingga 
dapat  melahirkan  rezim  otoriter  baru. 
Oleh  karena  itu,  kalau  ada  ucapan 
yang  selalu  mengatakan  bahwa  militer 
harus  tunduk  pada  kelompok  sipil, 
yang  perlu  dipertanyakan  lagi  adalah 
kelompok  sipil  yang  mana? 

Kedua,  objective  civilian  control.  Kon- 
trol sipil  terhadap  militer  secara  ob- 
jektif  bertujuan  untuk  memaksimalkan 
profesionalisme  militer  karena  pada 
konteks  ini  kelompok  sipil  saling  be- 
kerja  sama  untuk  mem-format  bentuk 
ideal  dari  sifat  dan  perilaku  kelompok 
militer.  Namun  perlu  diingat,  bahwa 
semakin  ketat  kontrol  sipil  terhadap 
militer,  maka  semakin  besar  pula  re- 
sis  tensi  kelompok  militer  terhadap  ke- 
lompok sipil.  Bila  demikian  halnya, 
maka  civilian  control  upon  military  tidak 
dapat  berwujud  dan  upaya  mende- 
mokrasikan  demokrasi  tidak  akan  per- 
nah  terjadi.  Alasannya,  karena  militer 
"merasa"  semakin  tidak  nyaman^atas 
kontrol  sipil  yang  terlalu  besar.  Kasus 
tahun  1960-an  hingga  tahun  1990-an 
di  banyak  negara,  antara  lain  Chile, 
Nigeria,  Guatemala,  dan  Sudan,  di 
mana  kudeta  militer  berhasil  menegak- 
kan  rezim  milternya  kembali  sehing- 
ga proses  demokratisasi  berbalik  180 
derajat  ke  arah  otoriterianisme  baru 
(Huntington,  1995). 

Untuk  itu,  dalam  mewujudkan  de- 
mokratisasi pada  negara  yang  awal- 
nya  bercorak  otoriter,  perlu  kiranya 
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membatasi  kekuatan  militer  dengan  ca- 
ra  meningkatkan  profesionalisme  ang- 
katan  bersenjata.  Beberapa  langkah  su- 
dah  dijalankan  oleh  pemerintah  sipil 
di  Indonesia  untuk  menempatkan  mili- 
ter dalam  kontrol  sipil,  antara  lain 
penunjukan  Menteri  Pertahanan  (Men- 
han)  dari  kelompok  sipil,  larangan  ba- 
gi  perwira  untuk  merangkap  jabatan  di 
pemerintahan,  mengganti  secara  berta- 
hap  kepala  daerah  dan  kepala  wilayah 
oleh  kelompok  sipil,  hingga  dilepas- 
nya  polisi  dari  kontrol  militer.  Tetapi 
menariknya,  laju  reformasi  militer  jus- 
tru  didorong  oleh  pihak  militer  sen- 
diri  (Mabes  ABRI,  1998),  dan  bukan 
oleh  pemerintahan  sipil.  Di  sini  terli- 
hat  bahwa  pihak  sipil  "sebenarnya" 
takut  untuk  melakukan  perombakan 
dalam  tubuh  angkatan  bersenjata,  mu- 
lai  dari  pencabutan  dwifungsi,  perom- 
bakan atau  bahkan  penghapusan  fung- 
si  teritorial  TNI,  restrukturisasi  dan 
redoktrinisasi,  serta  perubahan  kultur 
di  dalam  tubuh  militer. 

Oleh  sebab  itu,  sebenarnya  masih 
banyak  pekerjaan  rumah  yang  belum 
diselesaikan  oleh  pemerintah  sipil  yang 
berkuasa  saat  ini.  Perubahan-perubah- 
an  besar  lain  masih  perlu  digulirkan 
untuk  memastikan  agar  militer  men- 
jadi  kekuatan  profesional  dan  apolitis 
yang  tidak  berbaur  pada  kancah  so- 
sial-politik,  dengan  syarat  perubahan- 
perubahan  ini  harus  dilaksanakan  se- 
cara bertahap  dan  melalui  konsultasi 
yang  intensif  antara  eksekutif,  legisla- 
tif,  dan  militer  sendiri. 

Konsultasi  yang  intensif  amat  per- 
lu dilakukan  agar  tidak  muncul  kesa- 
lahpahaman  antara  pihak  sipil  dan  mi- 


liter. Tindakan  seperti  menyingkirkan 
dan  memensiunkan  perwira-perwira 
senior  secara  mendadak,  menghukum 
prajurit  dan  perwira  yang  melanggar 
Hak  Azasi  Manusia  (HAM)  pada  ma- 
sa  lalu  tanpa  toleran,  mengganti  se- 
cara tiba-tiba  kepala-kepala  daerah  dan 
kepala-kepala  wilayah  yang  awalnya 
dipegang  oleh  pihak  militer,  dikurangi- 
nya  anggaran  belanja  militer  dengan 
jumlah  besar,  dan  Iain-lain  dapat  me- 
nimbulkan  kesalahpahaman  yang  tidak 
perlu  bila  tidak  didialogkan  secara 
intensif.  Terlalu  banyaknya  tekanan  dari 
pihak  sipil  kepada  kelompok  militer 
bisa  berakibat  fatal  dengan  menguat- 
nya  kembali  posisi  perwira-perwira 
yang  tak  terlalu  bersimpati  pada  re- 
formasi (khususnya  pada  kelompok 
sipil). 

Menurut  Finer  (1962)  ada  beberapa 
faktor  yang  menyebabkan  kembalinya 
militer  pada  kancah  sosial-politik.  Per- 
tama,  melemahnya  pemerintahan  sipil. 
Ketika  pihak  militer  menganggap  bah- 
wa pemerintahan  sipil  telah  menga- 
lami  pembusukan  politik  (political  de- 
cay) yang  disebabkan  oleh  pertikaian 
elite,  pertentangan  kepentingan,  dan 
lain  sebagainya,  ketika  itulah  militer 
masuk  dalam  kancah  politik  dengan 
argumen  menjaga  persatuan,  kesatu- 
an,  dan  keutuhan  bangsa.  Hal  ini  di-' 
sebut  pula  dengan  istilah  push  factor 
{push  factor  theory)  atau  faktor  pendo- 
rong.  Kedua,  kebanggaan  atas  korps, 
etos  mengenai  diri  sendiri  sebagai  se- 
kelompok  orang  pilihan,  paling  pa- 
triotik,  paling  berdisiplin,  paling  berjasa 
untuk  mempersatukan  seluruh  wilayah 
kedaulatan,  dan  Iain-lain  sehingga  ma- 
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nakala  terjadi  ketidaksepahaman  pada 
elite  sipil,  maka  yang  terjadi  adalah  ke- 
luarnya  militer  dari  barak. 

Push  factor  ini  biasanya  dibarengi 
pula  oleh  kebiasaan  militer  yang  sela- 
lu  memandang  dan  menganggap  ren- 
dah  terhadap  kaum  sipU:  sipil  tidak  be- 
cus,  sipil  senangnya  bertikai  terus,  si- 
pil tidak  pemah  memikirkan  rakyat,  si- 
pil penuh  intrik  dan  kebohongan,  dan 
macam  sebagainya.  Dan,  hal  tersebut 
akan  didukung  oleh  situasi  objektif 
masyarakat  saat  itu  karena  tidak  akan 
ada  satu  pun  golongan  yang  menya- 
takan  bahwa  tindakan  militer  bukan 
suatu  tindakan  demi  kepentingan  mili- 
ter sendiri.  Masyarakat  akan  selalu  mem- 
percayai  landasan  militer  bergerak  pa- 
da tataran  "kepentingan  nasional".  Mili- 
ter punya  kedudukan  istimewa  dalam 
menggunakan  landasan  ini.  Mereka  di- 
percayai  berada  di  luar  politik  gabung- 
an.  Tugas  mereka  adalah  tugas  negara, 
dan  keberadaannya  memang  dimaksud- 
kan  khusus  imtuk  membela  negara.  Lem- 
baga  kem.iliteran  juga  disimbolkan  se- 
bagai  lembaga  nasional.  Setiap  latihan 
militer  menekankan  identitas  nasional 
dan  patriotisme.  Jadi  kalau  mereka  meng- 
intervensi  dengan  alasan  kepentingan 
nasional  -  bukan  per  kelompok  seperti 
yang  dipertontonkan  oleh  pihak  sipil 
-  masyarakat  luas  akan  lebih  mudah 
percaya.  Dan,  jika  demikian  terlegima- 
silah  peran  militer  di  ranah  sosial- 
politik. 

Motif  yang  ketiga  lebih  bersifat  egois- 
tik.  Finer  (1962)  percaya  bahwa  militer 
akan  selalu  menjaga  kepentingan  me- 
reka sebagai  lembaga  yang  otonom.  Bi- 
la  otonomi  itu  dirasa  terancam,  maka 


mereka  (seringkali)  akan  melakukan  in- 
tervensi.  Dalam  bentuk  defensif,  motif 
ini  menjurus  ke  semacam  sindikalisme 
militer:  sikap  bersikukuh  bahwa  mili- 
ter, dan  hanya  militer,  yang  berhak  me- 
nentukan  besar-kecilnya  angkatan  pe- 
rang,  kebutuhan  perlengkapan  militer 
(terkait  dengan  anggaran  belanja),  dan 
pendaftaran  calon  serdadu  (jumlah  ang- 
katan bersenjata).  Dalam  bentuk  yang 
lebih  agresif  kekhawatiran  tersebut  men- 
jurus pada  tuntutan  agar  militer  me- 
nentukan  semua  hal  yang  berdampak 
pada  konstitusi  angkatan  bersenjatanya, 
termasuk  penentuan  para  kepala  staf 
angkatan  dan  panglima  angkatan  ber- 
senjata. 

Yang  terakhir,  pull  factor  theory, 
yaitu  bahwa  militer  masuk  dalam  bi- 
dang  politik  karena  ajakan  kelompok- 
kelompok  sipil  yang  tengah  bersaing 
dalam  pemerintahan  atau  ajakan  pihak 
oipil  dalam  menanggulangi  krisis  yang 
bersifat  multidimensional.  Berkurang- 
nya  dukungan  masyarakat  terhadap  pe- 
marintahan  sipil  dan  bertambahnya  ha- 
rapan  pada  militer  dalam  memperbaiki 
keadaan  yang  carut-marut,  mencipta- 
kan  kesempatan  bagi  militer  imtuk  me- 
lakukan konsolidasi  dan  mendongkrak 
pengaruhnya.  Kelak,  bila  konsolidasi  te- 
lah  rampung,  bila  kuku  pengaruh  mi- 
liter sudah  tertancap,  pada  saatnya  be- 
ban  kesalahan  semua  kegagalan  akan 
diletakkan  di  pundak  sipil. 

Variabel  terpenting  dalam  menentu- 
kan  kemungkinan,  intensitas,  dan  me- 
tode  intervensi  militer  pada  tataran 
sosial-politik  adalah  tingkat  kultur  po- 
litik suatu  masyarakat.  Semakin  tinggi 
kultur  politik,  maka  kian  tipis  kemung- 
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kinan  intervensi  militer  ke  bidang  non- 
militer.  Penentuan  tinggi/sedang/ren- 
dahnya  kultur  politik  pada  suatu  ma- 
syarakat,  menurut  Finer  (1962),  terletak 
pada:  (a)  adanya  konsensus  mengenai 
suksesi  kekuasaan;  (b)  adanya  konsen- 
sus terhadap  pemerintahan  yang  le- 
gitimace;  serta  (c)  adanya  masyarakat 
yang  peduli  "politik"  (kelompok  kepen- 
tingan,  kelompok  penekan,  dan  juga  or- 
nop)  yang  cukup  aktif  dalam  mengon- 
trol  jalannya  pemerintahan. 

Oleh  karenanya,  prioritas  pertama 
reformasi,  dan  merupakan  langkah  te- 
pat  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerin- 
tah  sipil  Republik  Indonesia  adalah  de- 
ngan  mencabut  undang-undang  dan 
keputusan-keputusan  yang  berkait  de- 
ngan  persoalan  dwifungsi  militer.  Lang- 
kah taktis  berikutnya  adalah  melaku- 
kan  redoktrinisasi  militer  dengan  cara 
mengakui  secara  eksplisit  supremasi  si- 
pil dan  menyatakan  bahwa  per  an  ang- 
katan  bersenjata  adalah  untuk  melin- 
dungi  negara  dari  ancaman  eksternal, 
sedangkan  persoalan  yang  menyangkut 
tentang  ancaman  internal  adalah  meru- 
pakan tugas  dan  tanggimg  jawab  kepo- 
lisian. 

Bila  kelompok  militer  sudah  mau 
dan  konsekuen  menjalankan  langkah 
penting  demokratisasi  dengan  mela- 
rang  anggotanya  merangkap  jabatan 
di  pemerintahan,  maka  yang  perlu  di- 
pikirkan  oleh  pihak  sipil  kemudian  ada- 
lah bagaimana  memperlakukan  per- 
wira-perwira  yang  mendekati  masa  pen- 
siun.  Cara  tradisional  yang  kerap  kali 
dirujuk  adalah  memberikan  jabatan-ja- 
batan  sipil  pada  pensiunan  perwira  me- 
nengah  dan  perwira  tinggi  militer  se- 


bagai  imbalan  atas  jasa-jasa  mereka. 
Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari 
kekecewaan,  karena  selama  iiu  perwira- 
perwira  menengah  dan  perwira-per- 
wira  tinggi  yang  memasuki  masa  pen- 
siun  seringkali  diberi  "jatah"  untuk  du- 
duk  di  jabatan  sektor  publik  (entah  itu 
kepala  daerah,  kepala  wilayah,  Dirjen, 
Dirut,  atau  iainnya),  sedangkan  saat  ini 
justru  yang  hendak  dibangun  adalah 
profesionalisme  militer,  oleh  karena- 
nya, para  perwira  ini  harus  diberi  kom- 
pensasi  lain.  Merujuk  pada  negara-ne- 
gara  maju  biasanya  para  pensiunan 
militer  ini  kemudian  diberikan  kompen- 
sasi  atau  sokongan  total  pada  pemeli- 
haraan  kesehatan  gratis  hingga  mereka 
meninggal,  gaji  pensiun  yang  tinggi, 
hingga  status  serta  reputasi  dirinya  di 
kalangan  masyarakat  umum  sebagai- 
mana  yang  mereka  persepsikan. 

Langkah  Iainnya  yang  perlu  diga- 
rap  adalah  kemampuan  pihak  sipil  da- 
lam memberdayakan  dan  menguatkan 
(empowerment  and  strengthening)  penga- 
dilan  sipil:  Artinya,  pengadilan  sipil  ha- 
rus dapat  mengadili  anggota  militer 
yang  melanggar  hukum  sipil  dan  un- 
dang-undang. Karena  hingga  kini,  mili- 
ter menjalankan  sistem  hukumnya  sen- 
diri,  yang  kerap  dilihat  oleh  pihak  sipil 
sebagai  perlindungan  kejahatan  yang 
diperbuat/dilakukan  oleh  personel  mili- 
ter selama  ini. 

Selain  itu,  kaum  sipil  harus  bisa  me- 
ngontrol  badan-badan  usaha  milik  mi- 
liter dan  membuat  kebijakan-kebijakan 
yang  mengatur  akan  hal  tersebut.  Mili- 
ter Indonesia,  seperti  kita  ketahui,  su- 
dah terlibat  di  dalam  bisnis  sejak  pem- 
bentukannya.  Pada  mulanya  angkatan 
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bersenjata  menggunakan  pendapatan 
itu  untuk  mengatasi  masalah  kekurangan 
dana  yang  seharusnya  mereka  peroleh 
dari  pemerintah  sipil.  Sistem  seperti 
ini  terbuka  bagi  penyalahgunaan  dan 
menimbulkan  risiko  bahwa  pendapatan 
dari  kegiatan  bisnis  yang  tak  diumum- 
kan  bisa  digunakan  oleh  perwira-per- 
wira  untuk  tujuan  pribadi,  atau  yang 
lebih  buruk  lagi,  untuk  tujuan  politik 
mereka.  Hal  ini  kelihatannya  akan  te- 
rns berlanjut  hingga  beberapa  dekade 
ke  depan  sebab  sejauh  ini  pemerintah 
sipil  belum  mampu  menutup  kekurang- 
an dana  keperluan  militer  tersebut. 

JENDER  DAN  KETERWAKILAN 
PEREMPUAN 

Meski  lebih  dari  setengah  penduduk 
Indonesia  adalah  perempuan,  namun 
mereka  hanya  memiliki  pengaruh  kecil 
dalam  pembuatan  keputusan  aan  sering 
tidak  memiliki  akses  yang  sama  ke 
sumber  daya  -  bahkan  strategic  resources 
-  sebagaimana  kelompok  pria.  Ketim- 
pangan  ini  diperkuat  oleh  rezim  Orde 
Baru  yang  melihat  perempuan  semata- 
mata  di  bawah  pria,  sebagai  istri  atau 
ibu  yang  berfungsi  sebagai  pembantu 
pekerjaan  rumah  tangga.  Oleh  karena 
itu,  tidak  heran  bila  saat  ini  kata  wa- 
nita  yang  seringkali  melekat  pada  diri 
seorang  istri  atau  ibu  kemudian  di- 
gugat  oleh  kelompok-kelompok  gerakan 
perempuan  karena  konotasinya  yang 
negatif.  Wanita  diartikan  atau  dimak- 
nai  oleh  mereka  kebersediaan  imtuk  di- 
atur,  yakni  sebagai:  "wani  di  toto/tata", 
"berani  atau  bersedia  diatur",  oleh  se- 
bab itu,  kedudukan  perempuan  (selalu) 


tergambar  inferior.  Pemaknaan  itu  ti- 
dak berhenti  sampai  di  sana.  Manakala 
makna  tersebut  diejawantahkan  dalam 
bentuk  perbuatan  maka  yang  terjadi 
adalah  subordinasi  perempuan,  stereo- 
type (pencitraan  yang  buruk)  terhadap 
kaum  perempuan,  marginalisasi,  hing- 
ga kekerasan.  Oleh  sebab  itu,  kelompok- 
kelompok  gerakan  perempuan  berbon- 
dong-bondong  untuk  menggugat  kata- 
kata  "wanita"  dan  menggantinya  dengan 
kata  "perempuan"  yang  lebih  netral. 

Era  reformasi  ini  memungkinkan  pe- 
nyeimbangan  kembali  posisi  laki-laki 
dan  perempuan  dengan  tujuan  mengu- 
rangi  ketimpangan  yang  telah  terjadi 
selama  ini.  Tujuan  ini  tidak  hendak 
menggantikan  patriarki  dengan  ma- 
triarki,  tetapi  untuk  memastikan  bahwa 
masalah  perempuan  dan  laki-laki  harus 
diberi  perhatian  yang  sama  oleh  nega- 
ra  dan  di  dalam  masyarakat.  Upaya  iru 
sudah  pasti  menghadapi  rintangan  kul- 
tural  dan  agama  sekaligus  kepercaya- 
an  bahwa  demokrasi  yang  baru  tum- 
buh  seperti  di  Indonesia  punya  priori- 
tas  yang  lebih  penting  ketimbang  per- 
soalan  jender  belaka.  Bila  kita  cermati 
lebih  dalam,  maka  kepercayaan  seper- 
ti ini  amatlah  keliru,  sebab  ketimpang- 
an jender  berada  di  jantung  demokrasi 
yang  sejati.  Karena,  tidak  mungkin  ada 
demokrasi  tanpa  menyertakan  partisi- 
pasi  dan  peran  aktif  dari  kelompok 
perempuan.  Oleh  karena  itu,  konstitusi 
perlu  diamandemen  untuk  memuat  ja- 
minan  bagi  kesetaraan  dan  kesamaan 
jender,  termasuk  di  dalamnya  mengenai 
penentangan  terhadap  diskriminasi  Pro- 
ses amandemen  itu  juga  harus  melibat- 
kan  peran  aktif  dari  kelompok-kelompok 
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perempuan  yang  ada.  Kendati  Indone- 
sia saat  ini  memiliki  presiden  perem- 
puan tetapi  ini  saja  bukan  jaminan 
bahwa  masalah  perempuan  bakal  di- 
pertimbangkan  pada  saat  keputusan  di- 
ambil  oleh  pemerintah  dan  parlemen. 

Ada  banyak  langkah  kongkret  yang 
bisa  dijalankan  untuk  meningkatkan 
kesadaran  terhadap  persoalan  jender, 
misalnya:  peningkatan  jumlah  perem- 
puan di  parlemen  melalui  affirmative 
action,  partai-partai  politik  harus  meng- 
adopsi  kuota  minimum  kandidat  perem- 
puan dalam  pemilu,  dipopulerkannya 
dan  ditingkatkannya  peran  Kemente- 
rian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan 
sebagai  institusi  penerima  aspirasi  ke- 
lompok  perempuan,  dan  presiden  ha- 
rus mempunyai  penasihat  khusus  ma- 
salah jender.  Di  aras  internasional,  kita 
mengenal  wacana  Women  in  Develop- 
ment (WID)  yang  berupaya  membangun 
dan  menjalankan  proyek-proyek  dan 
program-program  unhik  atau  demi  "ke- 
pentingan  kaum  perempuan"  atau  Gen- 
der and  Development  (GAD)  yang  ber- 
upaya mengintegrasikan  kepentingan- 
kepentingan  kelompok  perempuan  da- 
lam proyek  pembangunan  nasional 
suatu  negara.  Dalam  diskursus  GAD 
pengikutsertaan  kelompok  perempuan 
dalam  proses  pembuatan  kebijakan 
{decision  making  process),  dibukanya  ak- 
ses  ekonomi  dan  politik  bagi  kaum  pe- 
rempuan, hingga  kebermanfaatan  pem- 
bangunan bagi  perempuan  merupakan 
suatu  hal  yang  disyaratkan. 

Berkait  dengan  persoalan  affirmative 
action  dan  sistem  kuota  minimum  yang 
disampaikan  di  atas  perlu  kiranya  di- 
bahas  mengapa  persoalan  jender  dan 


keterwakilan  perempuan  amat  penting 
khususnya  dalam  masyarakat  trar\sisio- 
nal.  Dalam  masyarakat  demokratis,  kom- 
petisi  yang  adil  (fairness  competition) 
amat  dijunjung  tinggi  termasuk  pula 
dengan  persoalan  gender.  Hal  ini  ber- 
implikasi  bahwa  tidak  perlu  ada  se- 
gregasi  keterwakilan  politik  perempuan 
di  lembaga  formal  maupun  informal. 
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  me- 
nunjukkan  bahwa  sensus  tahun  2000 
mengidentifikasi  terdapat  jumlah  pe- 
rempuan sebanyak  101.625.816  jiwa, 
atau  51  persen  dari  seluruh  populasi, 
kendati  demikian,  jumlah  yang  besar 
itu  tidak  tampak  dalam  jumlah  keter- 
wakilan perempuan  di  lembaga-lembaga 
formal  termasuk  di  lembaga-lembaga 
pembuat  atau  pengambil  keputusan  po- 
litik di  Indonesia,  sebagaimana  tampak 
dalam  Tabel  1  di  bawah  ini. 

Ada  beberapa  sebab  yang  dimun- 
culkan  oleh  "orang  atau  kelompok  ter- 
tentu"  agar  kaum  perempuan  ditelan- 
tarkan  dalam  parlemen  atau  dalam  de- 
cision-making process.  Ada  sejumlah  alas- 

Tabel  1 


JUMLAH  KETERWAKILAN  PEREMPUAN 
DI  LEMBAGA  FORMAL  NEGARA 


Lembaga 

Jumlah 

Jumlah 

Persentase 

Perem- 

Laki-laki 

Jumlah 

puan 

Perempuan 

MPR 

18 

177 

9,2 

DPR 

45 

455 

9,0 

MA 

7 

40 

14,8 

BPK 

0 

7 

0,0 

DPA 

2 

43 

4,4 

KPU 

2 

9 

18,1 

Gubernur 

0 

30 

0,0 

Bupati 

5 

331 

1,5 

Sumber.  Yayasan  API  (2001:  232). 
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an  yang  bila  tidak  kita  cermati  akan 
menimbulkan  persepsi  yang  sejalan 
dengan  "orang  atau  kelompok  terten- 
tu"  tersebut.  Pertama,  argumen  yang 
mengatakan  bahwa  perempuan  adalah 
mahluk  yang  lemah  dan  harus  dilin- 
dungi(?).  Oleh  karena  lemahnya  perem- 
puan maka  pekerjaan  yang  cocok  bagi 
mereka  adalah  di  daerah  domestik- 
rumah  tangga,  seperti  mengurus  anak, 
menyiapkan  makan,  membuat  air  panas, 
dan  macam  sebagainya.  Sedangkan  di 
sisi  lain,  pria  adalah  mahluk  yang  kuat, 
yang  pantas  bekerja  di  luar.  Implikasi 
dari  hal  tersebut  adalah  dikebelakang- 
kannya  kepentingan-kepentingan  perem- 
puan karena  mereka  sama  sekali  tidak 
akan  pernah  bersinggungan  dengan 
persoalan  kepemerintahan  dan  bahkan 
kenegaraan.  Inti  pendekatan  ini  adalah 
bahwa  lingkungan  dan  budayalah  yang 
menyebabkan  perempuan  "terlihat"  le- 
mah dibandingkan  dengan  pria.  Pende- 
katan ini  dikenal  dengan  istilah  nurture 
theory  (Budiman,  1981),  yang  berakar 
dari  teori  struktiiral-fungsional. 

Kedua,  karena  perempuan  adalah 
"mahluk  yang  tidak  lengkap"  -  Whit- 
back  (1976)  mengistilahkan  dengan  "jiwa 
yang  tak  lengkap"  -  sehingga  manakala 
mereka  diberi  pekerjaan  yang  sama  de- 
ngan kaum  pria,  maka  mereka  tidak  akan 
mampu  mengerjakannya.  Mulai  dari 
Aristoteles  hingga  Jacques  Lacan  -  pe- 
nerus  Sigmund  Freud  -  mengatakan  hal 
yang  sama  tentang  perempuan,  yaitu 
bahwa  mereka  memang  lebih  lemah 
dibandingkan  dengan  kaum  pria  oleh 
ka  rena  ketidaksempurnaan  instrumen 
fisiknya.  Oleh  sebab  itu,  perempuan  ha- 
nya  baik  dan  sukses  bila  menjalankan 


fungsinya  sebagai  pengembang  ketu- 
runan,  dan  bukan  di  level  kepemerin- 
tahan. Jadi,  mereka  sama  sekali  kurang 
atau  bahkan  tidak  baik  untuk  bekerja 
di  luar  domainnya,  sebagai  wadah  re- 
produksi.  Pendekatan  ini  dikenal  de- 
ngan istilah  the  nature  theory. 

Untuk  merevisi  kedua  mitos  tersebut 
di  atas  kelihatannya  hanya  ada  satu  ja- 
lan,  yakni  membongkar  ideologi  yang 
tersedia  tersebut.  Mengapa  kaum  pe- 
rempuan begitu  panting  untuk  turut 
serta  dalam  pembuatan  keputusan  po- 
litik?  Sebab,  perempuan  memiliki  ke- 
butuhan-kebutuhan  khusus  yang  hanya 
dapat  dipahami  (paling  baik)  oleh  pe- 
rempuan itu  sendiri.  Kebutuhan-kebu- 
tuhan  ini  meliputi:  (a)  isu-isu  kesehat- 
an  reproduksi,  seperti  cara  berkontra- 
sepsi  yang  aman,  karena  selama  ini 
yang  menjadi  objek  (penderita)  alat 
kontrasepsi  tersebut  -  mayoritas  -  ada- 
lah perempuan,  sedangkan  kelompok 
pria  (kelihatannya)  menjadi  "kelompok 
penggembira";  (b)  isu-isu  kesejahteraan 
keluarga,  seperti  harga  sembilan  ba- 
han  pokok  yang  semakin  tak  terjang- 
kau,  masalah  kesehatan,  dan  pendidikan 
anak;  (c)  isu-isu  kekerasan  seksual;  (d) 
pencitraan  ulang  atas  stereotype  yang 
ada  selama  ini,  dan  lain  sebagainya. 

Keikutsertaan  perempuan  sebagai 
pembuat  keputusan  poUtik  memiliki  dua 
sasaran  strategis.  Pertama,  memberi  dam- 
pak  atau  gambaran  positif  kepada  in- 
stitusi-institusi  agar  lebih  bisa  mema- 
hami  sekaligus  mengeliminasi  berbagai 
bentuk  rasisme  (termasuk  subordinasi 
dan  marginalisasi)  serta  seksisme  (sexual 
harassment)  di  manapun  perempuan 
berada.  Kedua,  agar  institusi-institusi  ter- 


182 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 


sebut  mampu  mencegah  terjadinya  pra- 
sangka  (bias)  jender  dan  sukuisme  (Soe- 
tjipto,  2001:  230).  Oleh  karena  itu,  agar 
ketimpangan  jender  dan  representasi 
perempuan  di  lembaga  politik  lebih  adil, 
maka  perlu  dilakukan  gerakan-gerakan 
demokratis  yang  lebih  nyata.  Salah 
satunya  adalah  dengan  menjalankan 
affirmative  action  secara  konsekuen  dan 
menerapkan  sistem  kuota  bagi  perem- 
puan. 

Affirmative  action  adalah  gerakan  pro- 
aktif  untuk  menghapus  diskriminasi 
yang  berbasis  jender.  Tidak  hanya  itu, 
gerakan  tersebut  juga  mengupayakan 
kemajuan  kelompok-kelompok  perem- 
puan dalam  hal  kesetaraan  kesempat- 
an,  yang  lebih  bersifat  subtantif  dan 
bukan  formalitas  (Clayton  and  Crosby, 
1994:  3).  Sedangkan  sistem  kuota  ada- 
lah suatu  mekanisme  yang  menetapkan 
suatu  persentase  keterwakilan  minimum 
bagi  pria  dan  perempuan  yang  bertuju- 
an  menjamin  tercapainya  keseimbang- 
an  keberadaan  pria  dan  perempuan  di 
pelbagai  bidang,  termasuk  juga  pada 
posisi  decision  making.  Alasan  menda- 
sar  penerapan  sistem  kuota  adalah  un- 
tuk mengatasi  masalah  ketidaksetaraan 
dan  ketidaksamaan  yang  disebabkan 
oleh  hukum  dan  kultur  {nurture  theory) 
di  dalam  masyarakat  (Soetjipto,  2001: 
230).  Sistem  kuota  ini  biasanya  dilaku- 
kan dengan  cara  mencantumkan  dan 
menyertakan  minimal  20  persen  calon 
legislatif  perempuan,  dan  nama  kandi- 
dat  perempuan  tersebut  dituliskan  ber- 
selang-seling  dengan  nama  kandidat 
laki-laki  serta  menetapkan  minimal  30 
persen  perempuan  sebagai  calon  pe- 
ngurus  partai  politik.  Hal  ini  amat 


mungkin  terjadi  apabila  paradigma 
yang  berkembang  selama  ini  dibongkar. 

Tetapi  pertanyaannya  selanjutnya 
adalah  bagaimana  melakukan  perom- 
bakan  atau  pembongkaran  paradigma 
(cara  pandang  atau  mitos)  yang  telah 
mengakar  kuat,  agar  sosialisasi  gerak- 
an ini  berhasil?  Sebelum  sampai  di 
Sana  perlu  diperhatikan  dulu  bahwa 
undang-undang  dan  peraturan  di  In- 
donesia seringkali  keliru  mengasumsi- 
kan  bahwa  semua  pencari  nafkah  dan 
kepala  rumah  tangga  adalah  pria.  Per- 
sepsi  tak  akurat  irti  perlu  direvisi.  Pe- 
rencanaan  masa  depan,  keuangan,  dan 
anggaran  harus  mengakui  peran  pe- 
rempuan di  dalam  sosio-ekonomi  for- 
mal maupun  informal.  Rintangan  bagi 
perempuan  bekerja  harus  dicabut,  mi- 
salnya  dengan  menerapkan  gaji  yang 
sama  untuk  pekerjaan  yang  sama  dan 
menyediakan  kredit  lunak  bagi  wira- 
swastawan  perempuan.  Tidak  itu  saja. 
Kekerasan  terhadap  perempuan  akibat 
konflik  domestik  juga  harus  diakui  se- 
bagai kejahatan,  meski  pendidikan 
publik  diperlukan  untuk  menangkis 
"faktor  aib"  yang  menghalangi  perem- 
puan dalam  melaporkan  kejahatan  se- 
macam  itu. 

Langkah-langkah  kongkret  lain  per- 
lu didukung  oleh  perubahan  cara  me- 
liliat  perempuan  di  media  massa,  yang 
saat  ini  kerap  bersifat  klise.  Salah  satu 
cara  untuk  melakukan  hal  tersebut  ada- 
lah bahwa  pemerintah  bersama-sama 
dengan  kalangan  bisnis  dan  ornop 
menjalankan  sistem  insentif  imbalan 
dan  penghargaan  terhadap  liputan  me- 
dia yang  peka  jender.  Jangan  jadikan 
perempuan  hanya  sebagai  objek  ke- 
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puasan!  Ada  beberapa  strategi  agar 
affirmative  action  dan  sistem  kuota  da- 
pat  berjalan  guna  proses  demokrasi  di 
Indonesia:  (a)  mensosialisasikan  pen- 
tingnya  keterwakilan  perempuan  dalam 
pembuatan  keputusan  politik  kepada 
media  massa,  lingkungan  masyarakat 
dan  ksluarga;  (b)  memberikan  nilai  atau 
pandangan  kepada  lingkungan  masya- 
rakat dan  keluarga  sejak  dini  tentang 
pentingnya  peran  perempuan  dalam  po- 
litik; (c)  mendorong  perempuan  untuk 
berani  mengisi  jab  a  tan-jab  a  tan  strategis 
dalam  politik;  (d)  mendukung  perem- 
puan yang  telah  duduk  dalam  posisi- 
posisi  strategis  pembuat  keputusan; 
(e)  membuat  jaringan  kerja  sama  antara 
kelompok-kelompok  perempuan  baik  di 
tingkat  lokal,  nasional,  maupun  inter- 
nasional;  (f)  mendesak  pemerintah  dan 
lembaga-lembaga  formal  negara  lain- 
nya  untuk  mendukung  angka  strategis 
untuk  perempuan;  (g)  mendesak  partai 
politik  dan  lembaga-lembaga/ormas 
lainnya  untuk  mendukung  dan  mene- 
rapkan  peningkatan  jumlah  perempuan 
dalam  lembaga-lembaga  politik;  dan 
(h)  memilih  kandidat  perempuan  dalam 
pemilu  mendatang  untuk  mewujudkan 
keterwakilan  perempuan  dalam  politik 
(International  IDEA,  2000:  173-199). 

MEMBANGUN  CIVIL  SOCIETY 

Istilah  civil  society  sering  diartikan 
dengan  masyarakat  sipil  atau  masya- 
rakat madani  (selanjutnya  digunakan 
istilah  masyarakat  sipil).  Masyarakat 
sipil  dalam  konteks  negara  yang  de- 
mokratis  meliputi  pelbagai  pranata,  se- 
perti  pers  yang  bebas  dan  bertanggung 


jawab,  berkembangnya  organisasi  non- 
pemerintah  (omop)  yang  beroposisi  se- 
cara  loyal  pada  pemerintah,  merdeka- 
nya  kelompok-kelompok  agama  dan 
adat,  dan  macam  sebagainya.  Dalam 
iklim  demokrasi  yang  sedang  tumbuh 
seperti  di  Indonesia,  kelompok-kelompok 
ini  dapat  memainkan  peran  vital  baik 
untuk  mengawasi  dan  mengimbangi 
(checks  and  balances)  kekuasaan  nega- 
ra, dan  ikut  bekerja  (sama)  mewujudkan 
perubahan  ke  arah  yang  lebih  demo- 
kratis.  Bahasan  pada  bagian  ini  juga 
mengangkat  mengenai  keberagaman 
(pluralisme)  sebagai  pemerkaya  demo- 
kratisasi  dalam  masyarakat  sipil,  kare- 
na  sering  pula  pluralisme  diartikan  se- 
bagai biang  dari  fragmented  society. 

Ketika  rezim  Soeharto  yang  otoriter 
berkuasa,  pemerintahannya  secara  eks- 
plisit  mengkooptasi  serta  melarang  ke- 
lompok-kelompok dalam  masyarakat  si- 
pil (civil  society)  untuk  berkembang.  Yang 
berkembang  saat  itu  adalah  masyara- 
kat satu  dimensi  atau  lembaga  masya- 
rakat tunggal.  Maksudnya,  rezim  Soe- 
harto ketika  itu,  hanya  mengakui  satu 
bentuk  keorganisasian,  seperti  satu  or- 
ganisasi pemuda  (KNPI),  satu  organi- 
sasi wanita  (Kowani),  satu  lembaga 
pers  (PWI),  dan  seterusnya.  Di  luar  or- 
ganisasi yang  ditetapkan  oleh  peme- 
rintah adalah  Organisasi  Tanpa  Ben- 
tuk (OTB)  yang  seringkali  diseleweng- 
kan  menjadi  organisasi  teroris  baru. 
Hasil  dari  kooptasi  ini  adalah  pemba- 
ngunan  negara  yang  kuat  dengan  ma- 
syarakat sipil  yang  lemah,  sehingga 
timbul  penyeragaman-penyeragaman, 
mulai  dari  sikap,  perilaku,  objek  fisik, 
hingga  cara  berpikir. 
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Tetapi  sejak  berakhirnya  rezim  Soe- 
harto,  masyarakat  sipil  kian  tumbuh  su- 
bur,  beragam,  dan  merdeka,  mulai  dari 
serikat  pekerja,  perkumpulan-perkum- 
pulan  masyarakat,  hingga  kelompok-ke- 
lompok  kampanye.  Kelompok-kelompok 
ini  kerapkali  didominasi  oleh  orang- 
orang  berpendidikan  di  perkotaan,  dan 
tak  selalu  mencapai  masyarakat  ba- 
wah  (grassroots).  Dalam  memajukan  dan 
mengawal  demokrasi  dalam  masa  re- 
formasi,  organisasi-organisasi  sipil  ter- 
sebut  perlu  dibantu  untuk  membangun 
pilar  dan  kerangka  negara  demokratis, 
dengan  mengikutsertakan  seluruh  war- 
ga  masyarakat  -  termasuk  di  dalamnya 
kelompok  masyarakat  bawah  tadi.  Gu- 
na  membangun  (saling)  hubungan  ter^ 
sebut  pemberdayaan  dan  penguatan 
antara  partai  politik  dan  konstituennya 
perlu  dikembangkan. 

Organisasi  masyarakat  sipil  bisa 
memainkan  peran  dalam  menjembatani 
jarak  ini.  Di  desa-desa  di  Indonesia, 
misalnya,  masih  ada  banyak  kelompok 
informal  seperti  masyarakat  banjar, 
masyarakat  lumbung  desa,  dan  macam 
sebagainya  yang  harus  dibantu  agar 
bisa  mewakili  kepentingan  rakyat  se- 
tempat.  Pada  saat  yang  sama,  organi- 
sasi masyarakat  sipil  harus  didorong 
agar  efektif  dan  transparan.  Mereka 
perlu  menjelaskan  kepada  publik  apa 
tujuan  mereka,  siapa  yang  menjalan- 
kan,  dan  di  mana  posisi  mereka  ber- 
ada.  Oleh  karenanya,  dalam  masyara- 
kat sipil  yang  berkembang,  peran  or- 
nop  amat  penting  artinya. 

Menurut  Hadiwinata  (2003),  ada  ti- 
ga  peran  atau  pendekatan  yang  da- 
pat  dilakukan  oleh  ornop  dalam  mem- 


bangun masyarakat  sipil  dalam  ke- 
rangka transisi  menuju  demokrasi.  Per- 
tama,  memfokuskan  pada  penyedia  la- 
yanan  dan  dana  pada  kelompok  ma- 
syarakat tertentu  (welfare  approach). 
Kedua,  memfokuskan  pada  peningkat- 
an  kapasitas  mayarakat  dalam  meme- 
nuhi  kebutuhan  dasar  mereka  (develop- 
menial  approach).  Ketiga,  pembangunan 
(community  development)  dan  pemberda- 
yaan masyarakat  (empowerment  approach). 
Intinya,  ornop  memberikan  dorongan, 
daya,  dan  pelatihan  bagi  masyarakat 
sipil  agar  mereka  tidak  terlampau  ter- 
gantung  pada  belas  kasihan  negara. 

Pemberdayaan  dan  penguatan  ma- 
syarakat sipil  nihil  adanya  tanpa  du- 
kungan  dari  seluruh  masyarakat  Indo- 
nesia. Dukungan  yang  relatif  mayoritas 
akan  dapat  menjamin  lahirnya  demo- 
krasi di  negara  ini.  Penjaminan  akan 
lahirnya  demokrasi  melalui  pember- 
dayaan dan  penguatan  masyarakat  akan 
lancar  bila  elemen-elemen  dalam  tubuh 
warga  memahami  arti  penting  plurali- 
tas.  Kebhinnekaan  masyarakat  di  Indo- 
nesia dapat  diatur  dan  diarahkan  me- 
nuju jalan  positif  melalui  dialog  dan  to- 
leransi  antarsuku,  etnis,  agama,  serta 
golongan.  Indonesia  pernah  menjadi 
surga  bagi  toleransi  suku,  etnis,  agama, 
dan  golongan,  namun  sejak  Soeharto 
lengser,  reputasi  itu  retak  oleh  persaing- 
an  komunal  yang  terpolitisir  dan  ka- 
dang-kadang  mengarah  ke  konflik  ber- 
darah,  khususnya  dalam  kasus  pertikai- 
an  agama. 

Pluralisme  pada  masa  Soeharto  di- 
ekspresikan  dalam  falsafah  negara  Pan- 
casila,  yang  mengakui  bhinneka  tung- 
gal  ika.  Sejumlah  orang  Indonesia  kini 
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bertanya-tanya  apakah  pluralisme  ini 
sebenarnya  hanya  konstruksi  artifisial 
yang  dipaksakan  terhadap  masyarakat 
oleh  rezim  yang  takut  akan  akar  seja- 
rah  bangsa  atau  sebenarnya  plural- 
isme merupakan  akar  dari  fragmented 
societyl 

Kebinnekaan  bagi  Orde  Baru  diang- 
gap  sebagai  mahluk  yang  sewaktu- 
waktu  dapat  menerkam  tuannya  sen- 
diri.  Oleh  karena  itu,  hegemoni  dan 
kooptasi  terhadap  keberagaman  perlu 
dikontrol  secara  keras.  Segala  bentuk 
manifestasi  politik  suku,  etnis,  agama, 
dan  golongan  dilenyapkan  dengan  ele- 
gan  oleh  penguasa  sehingga  manakala 
hegemoni  dan  kooptasi  tersebut  lenyap 
yang  lahir  kemudian  adalah  suasana 
kebebasan  yang  memungkinkan  kelom- 
pok-kelompok  militan,  fundamentalis, 
hingga  radikal  untuk  secara  terbuka 
berorganisasi,  dan  mengekspresikan 
dirinya.  Jadi  tidak  perlu  heran  bila  pa- 
da  saat  "besi  (demokrasi)  masih  panas" 
banyak  sekali  kelompok  masyarakat  - 
yang  plural  -  berupaya  menempa  besi 
itu  agar  sesuai  dengan  keinginan  suku, 
etnis,  agama,  dan  golongannya. 

Ada  sekelompok  orang  yang  ber- 
pendapat  bahwa  falsafah  Pancasila  ha- 
rus  ditinggalkan  -  khususnya  dalam  era 
otonomi  daerah  -  karena  penggunaan- 
nya  sebagai  alat  kontrol  terhadap  ke- 
bebasan sipil  dan  hak-hak  politik  ma- 
syarakat oleh  negara  justru  membu- 
sukkan  jalannya  demokratisasi.  Namun 
kelompok  lainnya  masih  menganggap 
Pancasila  sebagai  pedoman  hidup  yang 
masih  relevan  apalagi  dihubungkan  de- 
ngan lahirnya  ideologi  agama  pasca- 


reformasi.  Hal  tersebut  berimplikasi 
pada  benturan  antaragama  seperti 
yang  terjadi  di  Maluku.  Peran  negara 
dalam  membangun  pluralisme  agama 
dalam  konteks  pembangunan  politik 
adalah  mendukung  pluralisme  itu  sen- 
diri,  tetapi  tak  boleh  melibatkan  diri 
dalam  praktek-praktek  agama  (suku,  et- 
nis, golongan)  di  masyarakat  sebagai- 
mana  yang  kerap  dilakukan  oleh  rezim 
otoriter  Soeharto,  misalnya  lewat  un- 
dang-undang  perkawinan. 

Sikap  toleranisi  -  saat  transisi  seka- 
rang  ini  -  di  Indonesia  harus  diubah.  Tak 
boleh  lagi  ada  pandangan  yang  meng- 
angap  bahwa  suku,  etnis,  agama,  dan 
golongannyalah  yang  paling  dominan, 
karena  sikap  demikian  bisa  dimani- 
pulasi/dipolitisir  untuk  tujuan-tujuan 
(kepentingan-kepentingan)  politik.  Pada 
konteks  transisi  menuju  demokrasi  se- 
tiap  pranata  sosial,  baik  yang  berkait 
dengan  persoalan  suku,  etnis,  agama, 
dan  golongan,  harus  berusaha  me- 
ninggalkan  cengkeraman  pikiran  me- 
ngenai  kekuasaan  dan  patronase,  me- 
nuju penekanan  pada  pembangunan 
otoritas  moral  bersama.  Nilai  toleransi 
harus  dibina  ulang  melalui  debat  yang 
menjangkau  seluruh  lapisan  (akar  rum- 
put)  dan  tak  berlangsung  hanya  di  ka- 
langan  elite.  Ada  keharusan  untuk 
mengembangkan  pranata  lintas  suku, 
etnis,  agama,  dan  golongan  agar  supa- 
ya  sikap  dan  perilaku  hormat  meng- 
hormati,  saling  menyayangi  dan  mem- 
butuhkan,  serta  kesetiakawanan  tumbuh 
dengan  harmonis  dan  selaras.  Penga- 
laman  toleransi  yang  erat  itu  pernah 
berlangsung  saat  suku,  etnis,  agama, 
dan  golongan  berhimpun  dalam  ke- 
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lompok-kelompok  pemantau  Pemilu  ta- 
hun 1999,  bersatu  melawan  terorisme 
dan  membangun  citra  Bali  pasca-12 
November  lalu,  dan  Iain-lain  yang 
memperlihatkan  pada  khalayak  bahwa 
pranata-pranata  tersebut  lebih  mau  sa- 
ling  memahami  dan  menerima. 

Hal  terakhir  yang  perlu  dibangim  da- 
lam  masyarakat  sipil  {civil  society)  ada- 
lah  mendekonstruksi  pendidikan  melalui 
penitikberatan  pada  dimensi  etika  dan 
moral,  bukan  hanya  aspek-aspek  ritual 
dan  tekstualnya,  tetapi  pada  pengeja- 
wantahan  praksisnya.  Juga  yang  ter- 
penting  dalam  membentuk  pendidik- 
an yang  berkarakter  bagi  masyarakat 
luas  adalah  menebar  gagasan  bahwa 
pluralisme  dan  toleransi  adalah  bagian 
dari  wadah  mendemokrasikan  demo- 
krasi  pada  masyarakat  sipil  di  Indonesia. 

OTONOMI  DAERAH 

Sejak  zaman  penjajahan  terdapat  ke- 
tegangan  antara  kecenderungan  sen- 
tralisasi  pemerintahan  di  Jakarta  dan 
hasrat  daerah-daerah  di  Indonesia  un- 
tuk  menjalankan  sendiri  urusan  me- 
reka.  Rezim  yang  berkuasa  di  Indone- 
sia menanggapi  pemberontakan  dae- 
rah  pada  1950-an  dengan  mencipta- 
kan  sebuah  sistem  pemerintahan  ter- 
pusat  yang  ketat  (Legge,  1961).  Legge 
menganalisis  gejala  lahirnya  "daerah- 
isme"  sebagai  suatu  gumpalan  emosi 
dan  rasio  yang  sedikitnya  terdiri  atas 
tiga  unsur.  Pertama,  kebutuhan  mem- 
proyeksikan  identitas  etnis  daerahnya 
sebagai  manifestasi  dari  akar  pemer- 
dekaan  Indonesia  tahun  1945  sekaligus 
jalan  aktualisasi  kedaerahan  masing- 


masing.  Kedua,  adanya  kecemasan  akan 
"imperialisme  Jawa".  Penelitian  di  be- 
berapa  daerah  menunjukkan  adanya 
keluhan  bahwa  sejumlah  cabang  pe- 
merintah  pusat  didominasi  oleh  peja- 
bat-pejabat  yang  berasal  dari  suku  Ja- 
wa. Unsur  ketiga  bersifat  lebih  rasio- 
nal,  yakni  bahwa  beberapa  daerah 
pengekspor,  seperti  Sumatra,  Kaliman- 
tan, dan  Sulawesi  (sekarang  juga  Pa- 
pua) memberi  sumbangan  kepada  eko- 
nomi  Indonesia  yang  tidak  seimbang 
dengan  manfaat  yang  mereka  peroleh. 
Unsur  inilah  yang  mempunyai  dasar 
kokoh  guna  lahirnya  otonomi  atau  de- 
sentralisasi.  Dan  ketimpangan  ini  me- 
mang  perlu  dikoreksi.  Ada  kesepakatan 
umum  bahwa  sistem  yang  selama  ini 
(di)berlaku(kan)  harus  direformasi  me- 
lalui otonomi  daerah  yang  tidak  semu, 
yang  instrumennya  adalah  UU  No. 
22/1999  dan  No.  25/1999  berikut  pera- 
turan-peraturan  pelaksanaannya.  Desen- 
tralisasi  bakal  berdampak  sangat  be- 
sar  terhadap  sosial  ekonomi  masyara- 
kat lokal. 

Oleh  karena  itu,  readjusment  perlu 
dilakukan  di  segala  bidang  termasuk 
juga  bagaimana  pemerintah  pusat  mem- 
pertimbangkan  pengalihan  kekuasaan  ke 
pemerintah  daerah  secara  bertahap,  mu- 
lai  dengan  kekuasaan  dan  fungsi  yang 
-bisa  dengan  mudah  dilaksanakan  sen- 
diri oleh  pemerintah  daerah.  Di  masa 
lalu,  pemerintah  pusat  cenderung  mem- 
beri lebih  banyak  otonomi  kepada  dae- 
rah pada  saat  dirinya  lemah,  dan  men- 
cengkeramkan  kembali  kekuasaannya 
begitu  sudah  kuat.  Tidak  ada  artinya 
mengalihkan  wewenang  ke  daerah  jika 
hanya  menimbulkan  penyalahgunaan 
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kekuasaan  di  tingkat  daerah.  Saat  ini 
pemerintah  pusat  harus  sudah  mulai 
membina  aparatur  daerah  melalui  pen- 
didikan  berjenjang  bagi  orang-orang 
daerah  sehingga  yang  maju  dalam 
public  sevices  di  tingkat  lokal  bukan 
lagi  orang  Jawa  atau  dari  Jawa  tetapi 
aparatur  setempat.  Dalam  masyara- 
kat  yang  sedang  berubah,  aparatur  ne- 
gara  sejatinya  harus  mengubah  peri- 
laku  ke  arah  yang  lebih  kondusif  de- 
ngan  perkembangan  masyarakat  itu 
sendiri  (Osborne  and  Gaebler,  1996; 
Frederickson,  1997).  Artinya,  peram- 
pingan,  keluwesan,  sikap  tanggap,  dan 
mampu  bekerja  sama  dengan  semua 
pihak  menjadi  penting  adanya. 

Lebih  lanjut,  ada  sepuluh  hal  yang 
perlu  direvisi  dalam  menjalankan  biro- 
krasi  pada  abad  mendatang  (Osborne 
and  Gaebler,  1996;  Frederickson,  1997), 
yaitu:  (a)  aparatur  pemerintah  harus 
mengalihkan  caranya  kerja  dari  mela- 
yani  ke  mengarahkan,  steering  rather  than 
rowing.  Dominasi  pemerintah  dalam  pe- 
nyelenggaraan  pelayanan  publik  harus 
segera  diakhiri  atau  setidaknya  diku- 
rangi  dan  secara  bertahap  diserahkan 
pada  masyarakat  sipil.  Oleh  sebab  itu, 
pembahasan  mengenai  pembagian  we- 
wenang  dan  urusan  dalam  rangka  oto- 
nomi  saat  ini  seharusnya  tidak  hanya 
berlaku  dari  tingkat  pusat  ke  daerah 
tetapi  juga  mulai  memikirkan  pemba- 
gian wewenang  dari  pemerintah  dae- 
rah ke  masyarakatnya  sendiri;  (b)  pe- 
merintah memberikan  pemberdayaan 
dan  penguatan  pada  masyarakat  agar 
mereka  dapat  melayani  dan  menolong 
dirinya  sendiri,  bukan  sebaliknya,  ma- 
syarakat terus  diladeni  atau  dicekoki, 


empowering  rather  than  serving;  (c)  mem- 
bangun  suasana  kompetsi  dalam  pem- 
berian  layanan  dalam  tubuh  pemerintah 
agar  tercipta  iklim  kondusif  yang  terle- 
pas  dari  warna  kolusi  dan  nepotisme, 
injecting  competition  into  service  delivery; 
(d)  jalannya  pemerintahan  harus  lebih 
banyak  digerakkan  oleh  misi  ketimbang 
oleh  aturan,  transforming  rule-driven  or- 
ganizations; (e)  mengalihkan  orientasi  pe- 
merintah dari  input/masukan  kepada 
outcomes /hsLsil,  funding  outcomes  not  input; 
(f)  pemerintah  berupaya  memenuhi  ke- 
butuhan  masyarakat  luas  bukan  kebu- 
tuhannya  sendiri,  meeting  the  needs  of 
customer  not  the  bureaucracy;  (g)  biro- 
krasi  harus  mulai  mengubah  cara  pan- 
dangnya  dari  birokrasi  yang  mengham- 
burkan  anggaran  ke  arah  yang  meng- 
hasilkan  atau  bahkan  melakukan  in- 
vestasi,  earning  than  spending;  (h)  aparatur 
birokrasi  ke  depan  harus  bisa  meng- 
hindari  masalah  daripada  memecahkan 
masalah,  prevention  rather  than  cure;  (i) 
membangun  pemerintahan  yang  terde- 
sentralisasi,  artinya:  membangun  biro- 
krasi yang  berlandaskan  pada  kerja 
sama  dan  partisipasi  inklusif  bukan 
berlandaskan  pada  senioritas  atau  hi- 
rarki,  from  hierarchy  to  partisipation  and 
team  work;  dan  terakhir  (j)  pemerintah 
harus  diorientasikan  ke  arah  pasar 
yang  mendongkrak  perubahan  kepada 
pendekatan  insentif  daripada  pende- 
katan  program,  leveraging  change  through 
the  market. 

Jika  otonomi  diartikan  seperti  apa 
yang  dibayangkan  oleh  Osborne  and 
Gaebler  (1996)  serta  Frederickson  (1997) 
di  atas,  kelihatannya  persoalan  menga- 
wal  transisi  menuju  demokrasi  akan 
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lebih  mudah.  Tetapi  pada  saat  yang 
sama,  masalahnya  adalah  adanya  ce- 
lah-celah  kemungkinan  dalam  hukum 
yang  berlaku  yang  memungkinkan  ter- 
jadinya  korupsi  di  tingkat  daerah.  Ka- 
lau  pada  masa  Orde  Baru  masalah  ko- 
rupsi dapat  dikatakan  terpusat,  maka 
pada  era  sekarang  ini  kecenderungan 
menyebarnya  korupsi  tampaknya  men- 
jadi  kenyataan.  Celah-celah  ini  harus 
disumbat  karena  korupsi  adalah  ham- 
batan  besar  dalam  otonomi  daerah 
yang  bertujuan  mengembangkan  eko- 
nomi  lokal.  Mencegahnya  berarti  me- 
reformasi  birokrasi  yang  juga  meng- 
hadapi  masalah  kelebihan  staf  dan  ku- 
rangnya  motivasi.  Jalan  keluar  klise  da- 
ri  permasalahan  korupsi  adalah  setiap 
pegawai  negeri  harus  dipromosikan 
berdasarkan  prestasi,  diberi  gaji  yang 
lebih  baik,  dan  disediakan  jalur  karir 
yang  jelas  sehingga  ada  insentif  bagi 
staf  terbaik  untuk  tetap  bekerja  di  sek- 
tor  publik. 

Persoalan  lain  dalam  tataran  prak- 
sis  otonomi  daerah  adalah  masalah 
pengaturan  perpajakan  yang  ditetap- 
kan  dalam  UU  No.  22/1999  dan  No. 
25/1999,  yang  akan  menguntungkan 
daerah-daerah  kaya  sumber  daya  alam, 
meliputi  minyak  dan  gas,  mineral,  ka- 
yu,  dan  macam  sebagainya.  Daerah 
yang  kaya  sumber  daya  alam  akan 
menjadi  lebih  kaya  berdasarkan  oto- 
nomi daerah  tidak  seperti  pada  orde- 
orde  pemerintahan  sebelumnya  yang 
menelantarkan  daerah,  tetapi  ada  ri- 
siko  bahwa  daerah  yang  miskin  akan 
menjadi  lebih  miskin  karena  pemerin- 
tah  pusat  hanya  punya  lebih  sedikit 
uang  untuk  mensubsidi  mereka.  Peme- 


rintah  harus  mencoba  memastikan  bah- 
wa risiko  ini  diminimalkan. 

Asumsi  otonomi  daerah  adalah  (peng- 
harapan  atas)  perbaikan  kesejahtera- 
an  masyarakat  menjadi  kenyataan  me- 
lalui  pemrioritasan  pada  pertumbuhan 
demi  pertumbuhan  itu  sendiri.  Perbaik- 
an di  aras  lokal  ini  juga  harus  meli- 
puti kelompok-kelompok  perempuan 
dan  kelompok-kelompok  marginal  lain- 
nya.  Ekonomi  yang  didominasi  oleh 
elite  monopolistis  perlu  diubah  men- 
jadi ekonomi  yang  memperkuat  usaha 
kecil  dan  menengah  (UKM)  serta  mem- 
berikan  perhatian  lebih  banyak  kepa- 
da  sektor-sektor  pertanian,  perikanan, 
dan  sumber  penghidupan  lainnya  yang 
dibutuhkan  oleh  kebanyakan  rakyat  In- 
donesia. Di  sini  sekali  lagi  peran  or- 
nop/LSM  perlu  ditingkatkan. 

Bila  ornop/LSM  bergerak  secara 
massif  dan  berdiaspora  di  tingkat  lo- 
kal, maka  negara  perlu  juga  memain- 
kan  perannya  sebagai  penyeimbang 
di  daerah,  sekaligus  mengurangi  keter- 
libatannya  di  dalam  ekonomi  seraya 
melindungi  kesejahteraan  kelompok-ke- 
lompok rentan  dan  mempertahankan 
undang-undang  yang  melindungi  hak 
pekerja  dan  melarang  praktek-praktek 
bisnis  tak  adil.  Dalam  bahasa  Osborne 
and  Gaebler  (1996),  pemerintah  harus 
mampu  mendorong  dan  membangun 
jasa-jasa  yang  awalnya  dikelola  dan 
dilakukan  oleh  pemerintah,  kini  dapat 
dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh  masya- 
rakat sendiri.  Dengan  demikian  terjadi 
pemberdayaan  dan  penguatan  peran 
masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan 
dan  memecahkan  permasalahan  secara 
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lebih  efektif  dan  kreatif  di  tingkat  lokal 
melalui  eliminasi  ketergantungan  pada 
pemerintah  pusat. 

Lain  dari  itu  peninjauan  ulang  pra- 
nata  sosial-ekonomi  dan  sosial-politik 
lokal  perlu  dilakukan,  termasuk  melaku- 
kan  pembentukan  dewan  pengawas  un- 
tuk  memantau  pengangkatan  pejabat 
senior  di  daerah  lokal  dan  meninjau 
ulang  kontrak-kontrak  di  masa  lalu  yang 
ditandatangani  oleh  pemerintah  pusat. 
Demikian  pula  halnya  dengan  militer, 
yang  mesti  mengurangi  keterlibataruiya 
secara  langsung  dalam  bisnis  di  dae- 
rah. Bila  perlu  bisnis  militer  dikontrol 
oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Pe- 
mimgutan  pajak  dalam  konteks  kedae- 
rahan  harus  dilakukan  secara  efisien 
dan  jujur.  Jangan  sampai  oleh  karena 
terbius  euforia  otonomi  maka  semua 
hal  dijadikan  uang  oleh  pemerintah 
daerah! 

Dan  yang  perlu  diingat  pula  mana- 
kala  otonomi  diejawantahkan  adalah 
bahwa  daerah  harus  menghindarkan 
diri  menjadi  tergantung  pada  pinjaman 
asing  dalam  pembiayaan  pembangun- 
annya.  Percncanaan  ekonomi  harus 
menjadi  proses  yang  inklusif,  dengan 
perdebatan  terbuka  dan  mendengarkan 
pendapat  publik  (melibatkan  partisipasi 
masyarakat  luas).  Perencanaan  ekonomi 
harus  memperhitimgkan  biaya  riil  peng- 
gunaan  sumber  daya  alam,  yang  me- 
liputi  habisnya  sumber  daya  alam  dan 
polusi.  Oleh  karena  itu,  otonomi  juga 
harus  memperhatikan  bagaimana  pe- 
merintah lokal  mampu  membangun  ke- 
hidupan  ekologi  yang  ada  di  dearah- 
nya  {eco development),  termasuk  peme- 


liharaan  terhadap  tradisi  yang  ada 
(ethnodevelopment).  Karena  institusi  pa- 
sar  lemah  dalam  menilai  biaya-biaya 
ini  (baik  natural  cost,  social  cost,  hingga 
human  cost),  jadi  pemerintah  lokal  ber- 
sama  ornop  perlu  melakukannya,  mi- 
salnya  melalui  penetapan  pajak  polusi. 

Hal  lain  yang  perlu  disikapi  dalam 
mengawal  transisi  menuju  demokrasi 
adalah  bagaimana  pemerintah  lokal 
maupun  pusat  memperlakukan  peker- 
ja.  Selama  ini  pekerja  di  Indonesia 
mengalami  banyak  bentuk  eksploitasi, 
mulai  dari  upah  yang  rendah,  intimi- 
dasi  oleh  manajemen,  hingga  tekanan- 
tekaiian  yang  bersifat  consent.  Juga, 
sekali  lagi,  perlu  ada  pemberantasan 
atas  segala  bentuk  diskriminasi  terha- 
dap pekerja  perempuan.  Dan  yang  pa- 
ling urgent  adalah  bagaimana  pemerin- 
tah daerah  mengatur  para  pekerja  anak 
karena  pekerja  anak  seharusnya  hanya 
diperbolehkan  bekerja  setelah  jam  se- 
kolah  selesai  dan  hanya  untuk  bebe- 
rapa  jam  saja,  dengan  tingkat  upah 
yang  sama  dengan  pekerja  dewasa. 
Dan,  upah  (minimimi  kota)  harus  men- 
cerminkan  kondisi  hidup  riil  pekerja 
dan  tak  boleh  ditetapkan  secara  tidak 
transparan  serta  pada  tingkatan  yang 
tidak  realistis  oleh  pejabat  atau  pihak 
manajemen.  Ini  semua  sepenuhnya  me- 
rupakan  masalah  penegakan  hukum 
dan  pelanggar  undang-undang  perbu- 
ruhan  harus  ditrndak. 

PENUTUP 

Seperti  telah  diungkapkan  di  atas, 
mengawal  jalannya  transisi  deinokrasi 
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di  Indonesia,  bukanlah  hal  yang  mudah. 
Sejatinya  mengawal  proses  nnenuju  de- 
mokrasi  di  negara  kita  merupakan  tu- 
gas  seluruh  anak  bangsa,  mulai  dari 
militer  hingga  buruh,  dari  anak-anak 
hingga  orang  tua,  dan  oleh  perempuan 
maupun  pria.  Ada  beberapa  hal  yang 
perlu  dicermati  dalam  mendemokra- 
sikan  demokrasi  di  Indonesia.  Pertama, 
adanya  kesediaan  dari  semua  pihak 
untuk  melakukan  sharing,  termasuk  da- 
lam memerintah  secara  bersama-sama. 
Lupakan  dominasi  suku,  etnis,  agama, 
dan  golongan  tertentu  karena  apabila 
hal  ini  tetap  dipupuk,  maka  yang  ter- 
jadi  adalah  pencitraan  yang  baik  bagi 
suku,  etnis,  agama,  dan  golongannya 
tetapi  menggambarkan  hal-hal  buruk 
pada  suku,  etnis,  agama,  dan  golongan 
lain. 

Termasuk  juga  dalam  hal  ini  ada- 
lah agar  gejala  atau  kecenderungan 
yang  mengganjal  jalannya  transisi  me- 
nuju  demokrasi  dapat  diatasi,  seperti: 
(a)  faksionalisme,  perpecahan  atau  me- 
lemahnya  kesatuan,  baik  di  legisla- 
tif,  eksekutif,  ataupun  di  dalam  tubuh 
masyarakat  sipil  sendiri;  (b)  non-kom- 
promi,  kelompok  masyarakat  atau  to- 
koh  sering  tersingkir  bukan  akibat  kon- 
flik  ideologis,  tetapi  karena  saling  sikut 
dalam  perebutan  jabatan.  Konflik  antar- 
kelomp ok /golongan  ini  lalu  berkembang  " 
menjadi  tak  suka  dan  saling  menjatuh- 
kan,  sehingga  ide  awal  untuk  mende- 
mokrasikan  demokrasi  terlupakan  be- 
gitu  geist  non-kompromi  muncul;  (c) 
dominasi  tokoh,  di  mana  demokrasi 
tidak  mungkin  dapat  muncul  bila  se- 
mua orang  ingin  didengar  atau  ingin 
menjadi  tokoh  sementara  jiwa  demo- 


krasi adalah  menghormati  perbedaan 
(pluralitas)  dan  mengatur  pelbagai  per- 
bedaan serta  kepentingan  tersebut  me- 
lalui  mekanisme  yang  disepakati,  checks 
and  balances  misalnya;  dan  (d)  kedae- 
rahan  dan  kesukuan,  demokrasi  akan 
sulit  terbentuk  bila  paham  kedaerahan 
atau  kesukuan  menyeruak.  Kepentingan 
dan  sentimen  kedaerahan  atau  kesuku- 
an sering  sangat  mewarnai  dalam  ting- 
kat  otonomi  yang  negatif.  Oleh  kare- 
nanya,  empat  pengganjal  ttansisi  pa- 
da  era  reformasi  ini  perlu  disiasati  de- 
ngan  cerdas  dan  elegan,  dengan  lang- 
kah  yang  telah  diutarakan  di  atas. 

Kedua,  meningkatkan  peran  serta 
atau  partisipasi  masyarakat  dalam 
pengambilan  keputusan.  Partisipasi 
luas  dari  masyarakat  akan  tumbuh  bi- 
la mereka  sadar  akan  kebutuhan-kebu- 
tuhan  dasar  serta  kebutuhan  akan  ek- 
sistensi  diri  mereka.  Dan,  partisipasi 
akan  meningkat  bila  elemen  elemen  di 
dalam  mayarakat  telah  kuat.  Karena- 
nya,  penguatan  partai  politik,  kelom- 
pok kepentingan,  kelompok  penekan, 
dan  ornop  amat  diperlukan  dalam  me- 
ngawal pemerintahan  transisional  agar 
tidak  kembali  ke  arah  yang  lebih  buruk. 

Faktor  terakhir  yang  perlu  diperha- 
tikan  dalam  masa  transisi  demokrasi 
adalah  menapakinya  derT^STf  sabar. 
Mengawal  dan  mengarahkan  transisi 
menuju  demokrasi  saat  ini  tidak  perlu 
dengan  menggunakan  teori-teori  besar, 
yang  perlu  dilakukan  adalah  bagaimana 
kita  menjalankan  segala  mekanisme  eko- 
nomi,  politik,  dan  sosial  sebagaimana 
mestinya  dengan  keteraturan,  dan  ke- 
sabaran.  Tanpa  kesabaran  transisi  ini 
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bisa  berbalik  180  derajat  menjadi  le- 
bih  brutal.  Oleh  karena  itu,  good  urban 
governance  sebagai  miniatur  dari  good 
governance  bisa  dijadikan  landasan  ber- 
pijak  agar  setiap  warga  masyarakat 
mampu  bersabar  dalam  mengawal  tran- 
sisi  menuju  demokrasi  yang  sejati. 
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Pembangunan  Partisipasi 
Politik  Rakyat  dalam  Pemilu  2004: 
Studi  Perbandingan  UU  Pemilu 
1999  dan  UU  Pemilu  2004 

Gregorius  Sahdan 

Setiap  warga  negara  yang  berpartisipasi  dalam  proses  politik  terdorong  oleh 
keyakinan  hahwa  melalui  pemilu  mereka  terlibat  dan  dipilih  dalam  lembaga  politik 
yang  ada.  Selama  Orde  Baru  (Orba),  pemilu  sulit  dinilai  sebagai  arena  partisipasi  po- 
litik rakyat.  Rakyat  tidak  memiliki  hak  untuk  dipilih  dalam  pemilu.  Hak  dipilih  di- 
monopoli  oleh  tiga  partai  politik  saja,  yakni  Golkar,  PDI  dan  PPP.  Implikasinya  lem- 
baga politik  yang  ada  (legislatif  dan  eksekutif)  hanya  merepresentasikan  kepenting- 
an  partai  politik. 

Pemilu  2004,  dalam  semangatnya,  mencoba  menerobos  semua  keterbatasan 
dan  restriksi  politik  yang  terjadi  sebelumnya.  UU  No.  12/2003  tentang  Pemilu 
merupakan  salah  satu  produk  hukum  yang  memberikan  landasan  yuridis  bagi  per- 
luasan  partisipasi  politik  rakyat.  Dengan  pemberlakuan  sistem  pemilu  distrik  ber- 
wakil  banyak,  rakyat  sebagai  individu  (warga  negara)  yang  tidak  termasuk  dalam 
partai  politik  memiliki  peluang  untuk  dipilih  dalam  lembaga  politik  yang  ada,  khu- 
susnya  menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  UU  No.  12/2003  ini, 
dapat  dilihat  sebagai  terobosan  axval  bagi  perluasan  partisipasi  politik  rakyat,  me- 
lebihi  produk-produk  perundang-undangan  pemilu  sebelumnya. 


PENDAHULUAN 

PARTISIPASI  politik  rakyat  me- 
rupakan hak  politik  rakyat  yang 
berasal  dari  martabat  yang  me- 
lekat  dalam  diri  manusia.  Setiap  ang- 
gota masyarakat  yang  berpartisipasi 
dalam  proses  politik  melalui  pemi- 
lu, terdorong  oleh  keyakinan  bahwa 
dengan  pemilu,  kepentingan  mereka 
terakomodasi  dalam  lembaga  politik 
yang  ada  atau  sekurang-kurangnya  di- 
perhatikan.  Pemilu  merupakan  arena 


kompetisi  dan  tempat  tumbuhnya  per- 
saingan  politik  antara  individu  yang 
berkualitas,  memiliki  moralitas  yang 
tinggi  dan  didukung  oleh  kapabilitas 
leadership  yang  memadai.  Setiap  jabat- 
an  publik  ini  merupakan  arena  kom- 
petisi yang  diperebutkan  secara  wa- 
jar  dan  melibatkan  setiap  warga  nega- 
ra tanpa  diskriminasi  rasial,  suku,  aga- 
ma,  golongan  (bangsawan  dan  rakyat 
jelata)  dan  stereotype  lainnya.  Partisipa- 
si politik  rakyat  dalam  pemilu  dihar- 
gai  dan  diberikan  tempat  khusus  bagi 
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mereka  yang  memiliki  kapabilitas  d9.n 
kompetensi  menjadi  pemimpin.  Hak  di- 
pilih  dan  memilih  merupakan  hak  po- 
litik  yang  dimiliki  oleh  semua  warga 
negara  tanpa  kecuali. 

Selama  Orba,  partisipasi  politik  rak- 
yat  dalam  pemilu  sangat  terbatas  dan 
bahkan  dibatasi.  Rakyat  tidak  memiliki 
kebebasan  menggunakan  hak  poUtik- 
nya.  Hak  dipilih  dimonopoli  oleh  ke- 
lompok  aristokrat  partai  politik  mulai 
dari  pusat  hingga  ke  daerah.  Pemba- 
tasan"  hak  politik  ini  dilegalisasi  oleh 
berbagai  produk  perundang-undangan 
tentang  Pemilu  dan  Partai  Politik.  Di 
antara  produk  perundang-imdangan  itu 
yang  terpenting  adalah  UU  No.  15  Ta- 
hun  1969  tentang  Pemilu  dan  UU  No. 
16  tentang  Susunan  dan  Kedudukan 
MPR,  DPR  dan  DPRD,  serta  UU  No.  3 
Tahun  1975  tentang  Partai  Politik  dan 
Golkar  dan  UU  No.  5  Tahun  1985  ten- 
tang Partai  Politik,  Pemilu  dan  Susun- 
an Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD. 
Kehadiran  berbagai  produk  perundang- 
undangan  ini,  di  satu  sisi,  mencermin- 
kan  adanya  legalitas  yuridis  pemba- 
tasan  hak  politik  rakyat  dan  di  sisi 
lain  menjadi  alat  pengabsahan  akumu- 
lasi  kekuasaan  politik  oleh  sekelompok 
elite  partai  politik,  khususnya  Golkar. 

Transisi  demokrasi  20  Mei  1998  yang 
ditandai  oleh  turunnya  Soeharto  mem- 
buka  peluang  bagi  pembangunan  par- 
tisipasi politik  rakyat  yang  lebih  luas. 
Tingginya  tingkat  partisipasi  politik 
rakyat  ditandai  oleh  kehadiran  parpol 
yang  sangat  banyak.  Tetapi  sayang, 
UU  Pemilu  No.  3/1999,  masih  memba- 
tasi  hak  politik  rakyat.  Rakyat  yang  ti- 


dak terlibat  dalam  partai  politik  tidak 
memiliki  hak  untuk  dipilih  dalam  pe- 
milu, baik  untuk  jabatan  legislatif  mau- 
pun  eksekutif  (presiden).  Hak  untuk 
menduduki  kursi  legislatif  dan  ekseku- 
tif dimonopoli  oleh  tokoh-tokoh  elite 
parpol.  Implikasinya,  Pemilu  1999  yang 
dipandang  sangat  demokratis  sepan- 
jang  sejarah  Indonesia,  akhirnya  dicap 
juga  sebagai  arena  mengangkat  kemba- 
li  the  king  of  party,  yang  dibesarkan  oleh 
partai  dan  yang  masih  memiliki  keteri- 
katan  dengan  pemerintahan  masa  lalu 
(Orba). 

Pemilu  2004,  dalam  semangatnya, 
mencoba  menerobos  semua  keterbatas- 
an  dan  restriksi  politik  yang  terjadi 
sebelumnya.  UU  Pemilu  No.  12/2003 
mengandung  semangat  perluasan  par- 
tisipasi politik  rakyat.  Penerapan  sis- 
tem  distrik  berwakil  banyak  memberi- 
kan  ruang  bagi  rakyat  non-parpol  un- 
tuk dipilih  menjadi  anggota  Dewan 
Perwakilan  Daerah  (DPD).  Perluasan 
partisipasi  ini  sangat  bijak  jika  disu- 
sul  oleh  pembukaan  ruang  yang  luas 
bagi  rakyat  untuk  dapat  dipilih  men- 
jadi presiden.  RUU  Pemilihan  Presiden 
yang  sekarang  sedang  dibahas  oleh 
DPR  sebaiknya  mempertimbangkan  hak 
dipilih  itu.  Dengan  begitu,  semua  war- 
ga negara  mendapatkan  perlakuan  yang 
sama  secara  politik. 

Tulisan  ini  ingin  menyajikan  bebe- 
rapa  perubahan  mendasar  dalam  Pe- 
milu 2004  berdasarkan  UU  No.  12/ 
2003  tentang  Pemilu.  Penulis  juga  hen- 
dak  mengemukakan  argumentasi  kon- 
septual  dan  komparatif,  sejauh  mana 
UU  Pemilu  No.  12/2003  telah  meng- 
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akomodasi  kebutuhan  politik  rakyat  da- 
lam  menggunakan  hak  dipilih  dan 
memilihnya,  dibandingkan  dengan  UU 
No.  3/1999  yang  masih  membatasi  hak 
politik  rakyat  dalam  pemilu. 

PENTINGNYA  PARTISIPASI  PO- 
LITIK 

Partisipasi  politik  merupakan  hak 
istimewa  rakyat.  Setiap  orang  baik  pe- 
merintah,  legislatif,  yudikatif  maupun 
masyarakat  umum  tidak  diperkenankan 
untuk  membatasi  hak  istimewa  rakyat 
ini,  khususnya  hak  untuk  dipilih  dan 
memilih  di  dalam  pemilu.  Menurut  John 
Locke,  manusia  pada  dasarnya  memi- 
liki  empat  hak  utama  yang  diperoleh 
secara  alamiah,  yakni:  (1)  hak  untuk  hi- 
dup;  (2)  hak  untuk  menikmati  kebebas- 
an;  (3)  hak  untuk  memperoleh  atau  me- 
miliki  sesuatu;  dan  (4)  hak  untuk  aktif 
atau  terlibat  dalam  suatu  kegiatan  po- 
litik. Keempat  hak  dasar  itu  kemudian 
diatur  di  dalam  Preambul  Perjanjian 
Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik 
dari  PBB  yang  dirumuskan  sebagai: 
"These  rights  derive  from  the  inherent  dig- 
nity of  the  human  person"} 

Hak  untuk  aktif  atau  terlibat  dalam 
kegiatan  politik  sebagai  natural  rights 


John  Locke  (1632-1704)  merupakan  Bapak 
pembangiinan  hak  asasi  manusia.  Beliau  yang 
pertama  kali  merumuskan  natural  rights  seba- 
gai hak  alamiah  manusia  yang  tidak  boleh  di- 
langgar.  Pada  tahun  1946,  setelah  Perang  Du- 
nia  II,  dicanangkan  Universal  Declaration  of 
Human  Rights  (Deklarasi  Universal  Mengenai 
Hak-hak  Asasi  Manusia)  oleh  semua  negara 
yang  tergabung  dalam  PBB.  Lihat  Budiardjo 
(1991:  37-38). 


manusia,  didefinisikan  oleh  McClosky 
(1972:  252)  sebagai  kegiatan  sukarela 
warga  negara  untuk  mengambil  bagian 
dalam  proses  pemilihan  penguasa.  Sa- 
ma  dengan  McClosky,  Nie  and  Verba 
(n.d.:  1)  mengatakan  bahwa  partisipasi 
politik  merupakan  kegiatan  warga  ne- 
gara yang  legal  yang  sedikit  banyak 
langsung  mempengaruhi  seleksi  peja- 
bat-pejabat  negara  atau  tindakan-tin- 
dakan  yang  diambil  oleh  mereka.  Setiap 
anggota  masyarakat  yang  berpartisipa- 
si  dalam  proses  politik  melalui  pemilu 
terdorong  oleh  keyakinan  bahwa,  de- 
ngan pemilu,  kepentingan  mereka  tera- 
komodasi  dalam  lembaga  politik  yang 
ada  atau  sekurang-kurangnya  diperha- 
tikan. 

Karenanya,  pembangunan  partisipa- 
si merupakan  persyaratan  mutlak  bagi 
dipenuhinya  hak-hak  rakyat  dalam  bi- 
dang  politik,  terutama  bagaimana  su- 
paya  hak-hak  rakyat  ini  direalisasikan 
dalam  bentuk  kebijakan  publik  yang 
mengakomodasi  kebutuhan  rakyat.  Pem- 
bangunan partisipasi  diarahkan  pada 
penguatan  aspek:  (1)  melibatkan  rakyat 
dalam  proses  artikulasi  kepentingan, 
sehingga  keputusan  yang  diambil  se- 
bagai kebijakan  politik  dapat  mencer- 
minkan  hak-hak  politik  rakyat  dan  ter- 
utama kebutuhan  dan  kepentingan  me- 
reka sehari-hari;  (2)  dalam  hal  agrega- 
si  kepentingan,  rakyat  perlu  diberikan 
partisipasi  dan  keikutsertaan  yang  luas 
supaya  agregasi  kepentingan  didasar- 
kan  kepada  kebutuhan  mendesak  rak- 
yat dan  terhindar  dari  hidden  agenda 
penguasa;  (3)  begitupun  dalam  hubung- 
annya  dengan  rekrutmen  politik,  parti- 
sipasi rakyat  sangat  penting  mengi- 
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ngat  rekrutmen  merupakan  ruang  se- 
leksi  bagi  individu  yang  berbakat  untuk 
menjadi  pemimpin  (dalam  kaitannya 
dengan  rekrutmen  politik  ini,  setiap 
rakyat  perlu  diberikari  tempat  yang 
luas  untuk  ambil  bagian  dalam  lemba- 
ga  politik  yang  ada,  sekaligus  ikut  ser- 
ta  dalam  proses  seleksi  pemimpin); 
(4)  dalam  kaitanya  dengan  sosialisasi 
politik,  rakyat  perlu  dilibatkan  teruta- 
ma untuk  mengetahui  proses  dan  me- 
kanisme  sosialisasi  politik  yang  ber- 
guna  bagi  rakyat;  (5)  rakyat  juga  perlu 
dilibatkan  dalam  hal  komunikasi  poli- 
tik, terutama  dalam  menyampaikan  pe- 
san-pesan  penting  kepada  pemimpin 
yang  telah  menerima  mandatnya  dalam 
pemilu. 

Instrumen  utama  yang  digunakan 
oleh  setiap  negara  dalam  mewujudkan 
hak-hak  politik  rakyat  itu  adalah  pemi- 
lu yang  dijalankan  secara  demokratis. 
Pemiiu  sendiri  pada  dasarnya  merupa- 
kan arena  rekrutmen  individu  yang  ber- 
bakat untuk  menjadi  pemimpin.  Pemi- 
lu oleh  Samuel  Huntington  sering  dini- 
lai  sebagai  media  pembangunan  parti- 
sipasi  politik  rakyat  dalam  negara  mo- 
dem.^ Partisipasi  politik  menurut  Hun- 
tington merupakan  arena  seleksi  bagi 
rakyat  untuk  mendapatkan  jabatan-ja- 
batan  penting  dalam  pemerintahan. 
Bagi  Huntington  (1991:  87),  negara  mo- 
dern adalah  negara  demokratis  yang 
memberikan  ruang  khusus  bagi  keterli- 
batan  rakyat  dalam  jab  a  tan-jab  a  tan  pu- 
blik.  Setiap  jabatan  publik  ini  merupa- 
kan arena  kompetisi  yang  diperebut- 
kan  secara  wajar  dan  melibatkan  setiap 


warga  negara  tanpa  diskriminasi  rasial, 
suku,  agama,  golongan  (bangsawan  dan 
rakyat  jelata)  dan  stereotype  lainnya  yang 
meminimalkan  partisipasi  setiap  orang. 

William  Liddle  dalam  kajiannya  ten- 
tang  kepolitikan  heterogenitas  etnis  di 
Indonesia,  mengidentifikasi  dua  jenis  ha- 
langan  pembangunan  partisipasi  poli- 
tik rakyat  yang  dlhadapi  Indonesia:  Per- 
tama,  adanya  hambatan  pembelahan 
horisontal  yang  berakar  pada  perbeda- 
an suku,  ras,  agama  dan  geografi.  Ke- 
dua,  hambatan  yang  berasal  dari  pembe- 
lahan vertikal,  yakni  celah  perbedaan  an- 
tara  elite  dengan  massa;  latar  belakang 
pendidikan  kekotaan  menyebabkan  kaum 
elite  berbeda  dari  massa  yang  berpan- 
dangan  tradisional  dan  pedesaan.  Ke- 
dua  pembelahan  itu  turut  memperkecil 
ruang  partisipasi  politik  rakyat  dalam 
pemilu.  Pembelahan  horisontal  yang  pa- 
ling kental  dalam  perpolitikan  Indone- 
sia adalah  adanya  dominasi  etnis  dan 
agama  tertentu  dalam  lembaga-lemba- 
ga  politik  yang  ada. 

Tingginya  tingkat  perbedaan  repre- 
sentasi  politik  antara  etnis  Jawa  dengan 
Luar  Jawa,  masih  menjadi  corak  umum 
kelembagaan  politik  kita.  Dalam  segmen 
agama,  Islam  sebagai  mayoritas  harus 
diakui  memiliki  tingkat  perwakilan  po- 
litik yang  sangat  tinggi,  jika  dibanding- 
kan  dengan  agama  lainnya.  Pembelah- 
an vertikal  ditandai  dengan  kehadiran 
elite-elite  partai  dan  lingkaran  kekuasaan 
presiden  dari  istana  negara  hingga  ke 
daerah  yang  memonopoli  representasi 
politik  rakyat  dalam  lembaga  politik 


Sebagaimana  dikutip  dalam  Budiardjo 
(1998:  47). 


Sebagaimana  dikutip  dalam  Sjamsuddin 
(1990). 
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yang  ada  (eksekutif,  legislatif,  yudikatif 
dan  parpol)  baik  selama  Orde  Lama 
(Orla),  Orba,  maupun  di  masa  pemerin- 
tahan  Presiden  Megawati  saat  ini.  Ju- 
rang  perbedaan  antara  elite  dengan 
massa  rakyat  sangat  tinggi  dan  bahkan 
selama  pemilu-pemilu  Orba,  terjadi  mar- 
jinalisasi  hak  politik  rakyat  dengan 
tertutupnya  ruang  untuk  ikut  dipilih  di 
dalam  pemilu.  Pemilu-pemilu  Orba,  ha- 
nya  mengangkat  tokoh-tokoh  puncak 
dalam  parpol  menduduki  lembaga  po- 
litik yang  ada  dan  hanya  Presiden 
Soeharto  yang  memiliki  hak  untuk  dipi- 
lih menjadi  presiden. 

Pemilu  mendatang  diharapkan  mem- 
buka  lebar  ruang  partisipasi  politik  rak- 
yat dengan  membenahi  berbagai  produk 
perundang-undangan  pemilu  yang  ha- 
nya memberikan  ruang  partisipasi  bagi 
segelintir  orang.  Ruang  pembelahan  ho- 
risontal  perlu  dibuka  dengan  mempo- 
pulerkan  egalitarianisme  (kesetaraan), 
persamaan  hak  dan  keadilan  bagi  se- 
mua  warga  negara.  Strategi  ini  tidak 
bertujuan  unhik  menghilangkan  kesetia- 
an  primodialisme  massa  terhadap  ke- 
pentingan  atau  afiliasi  politik  mereka. 
Bagaimanapun,  kesetiaan  primodial  se- 
perti  yang  dikatakan  oleh  Coleman  and 
Rosberg  (1964:  8-9)  sangat  penting  unhik 
membangun  loyalitas  yang  tinggi  kepa- 
da  pemimpin,  tetapi  menjadi  masalah 
ketika  dimanipulasi  oleh  elite  parpol 
untuk  kepentingan  politik  yang  sempit, 
sehingga  ia  kadang-kadang  bertentang- 
an  dengan  kesetiaan  nasional  (loyalitas 
terhadap  negara),  tidak  produktif  dan 
menghasilkan  ketegangan-ketegangan 
{high  power)  dan  mengancam  keharmo- 
nisan  hidup  masyarakat.  Karenanya, 


perlu  diperbarui  dengan  pembangunan 
partisipasi  politik  yang  berdiri  di  atas 
prinsip  kesetaraan  dan  persamaan. 

Di  sisi  lain,  ruang  pembelahan  ver- 
tikal  dibuka  dengan  memberikan  ke- 
sempatan  yang  luas  bagi  semua  war- 
ga negara  untuk  masuk  ke  dalam  lem- 
baga-lembaga  politik  yang  ada.  Perbe- 
daan tingkat  pendidikan  perlu  diisi 
dengan  meningkatkan  akses  masyara- 
kat pedesaan  yang  lebih  luas  ke  dalam 
sistem  pendidikan  yang  ada.  Hal  ini 
berhijuan  unhik  membongkar  mitos  hak 
suci  raja  (penguasa)  atau  divine  of  right 
°f  ^^'«^/  sekaligus  menjawab  persoalan 
ambiguity  dalam  demokrasi  sendiri.  Me- 
nurut  Huntington,  masalah  utama  da- 
lam demokrasi  modern  adalah  bagai- 
mana  menjawab  pertanyaan  tentang  dari 
mana  sumber  kekuasaan  yang  dimiliki 
oleh  para  pemimpin,  untuk  tujuan  apa 
kekuasaan  itu  digunakan,  dan  bagaima- 
na  prosedur  menggunakan  kekuasaan 
politik. 

Pertama,  sumber  kekuasaan  dalam  ne- 
gara modem  (negara  demokrasi)  sangat 
berbeda  dengan  sumber  kekuasaan  yang 
diperoleh  dalam  negara  non-modern 
(non-demokratik).  Dalam  negara  non- 
demokratik,  sumber  kekuasaan  berasal 
dari  faktor-faktor  kekayaan,  kelahiran, 
keturunan/nasib,  penggunaan  kekeras- 
an,  kooptasi,  pembelajaran  dan  peng- 
angkatan  atau  penunjukan.  Dalam  ne- 
gara demokratik,  sumber  kekuasaan 
berasal  dari  kedaulatan  yang  diperoleh 
para  pemimpin  melalui  pemilu  yang 
dijalankan  secara  umum,  bebas,  raha- 
sia,  jujur,  adil  dan  demokratis  (Budiar- 
djo,  1991:  37-56). 
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Kedua,  tujuan  utama  kekuasaan  da- 
lam  negara  yang  demokratis  semata- 
mata  untuk  mencapai  kedaulatan  rakyat 
atau  untuk  mewujudkan  kesejahteraan 
rakyat.  Melalui  pemilu,  rakyat  menyerah- 
kan  tanggung  jawab  itu  kepada  peme- 
rintah.  Dalam  melaksanakan  kedaulatari 
rakyat,  pemerintah  biasanya  diberikan 
mandat  dan  tanggung  jawab  mengelola 
pemerintahan  dengan  baik  dan  menun- 
tut  pemerintah  menerapkan:  (1)  akunta- 
bilitas  publik,  yakni  bagaimana  mandat 
yang  diberikan  oleh  rakyat  dalam  pemi- 
lu dipertanggungjawabkan  kepada  pu- 
blik dan  sejauh  mana  hasilnya  telah  me- 
wujudkan kepentingan  rakyat;  (2)  trans- 
paransi  kebijakan,  yakni  bahwa  kekua- 
saan yang  digimakan  dalam  rangka  me- 
wujudkan kedaulanan  rakyat  harus  ter- 
buka  imtuk  dikoreksi  dan  diperbaiki  se- 
jauh mengaiami  penyimpangan  dan  pe- 
nyalahgimaan;  (3)  kepercayaan  atau  ke- 
daulatan rakyat  yang  diberikan  dalam 
pemilu  hendaknya  tidak  dimanipulasi 
untuk  kepentingan  penguasa  sendiri, 
sehingga  rakyat  tidak  menarik  kembali 
mandatnya  kepada  pemerintah;  (4)  rule 
of  law,  yakni  bagaimana  kekuasaan  yang 
diperoleh  pemerintah  itu  dapat  dijalan- 
kan  berdasarkan  hukum  atau  konstitusi 
yang  ada,  bukan  berdasarkan  rule  by 
law  yakni  pemimpin  menjadikan  diri- 
nya  sebagai  hukum  itu  sendiri;  (5)  da- 
ya  tanggap,  yakni  kemampuan  peme- 
rintah dalam  menanggapi  atau  meng- 
akomodasi  berbagai  kebutuhan  masya- 
rakat;  (6)  membangun  partisipasi  rak- 
yat. Dalam  negara  non-demokratik,  ke- 
kuasaan pemerintah  tidak  disertai  oleh 
good  governance  seperti  itu  sehingga  pe- 
merintahan yang  dijalankan  seringkali 
menyalahgunakan  kepercayaan  rakyat. 


Ketiga,  negara  yang  demokratis  men- 
jamin  procedures  of  authority  atau  tata 
cara  mendapatkan  dan  menggunakan 
kekuasaan  politik.  Kekuasaan  politik  pa- 
da  negara  demokratis  diperoleh  mela- 
lui prosedur  pemilu  yang  demokratis, 
yang  membuka  ruang  yang  lebar  bagi 
munculnya  partisipasi  rakyat  dalam  me- 
nentukan  dan  memilih  sendiri  para  pe- 
mimpinnya.  Dalam  hal  menggunakan 
kekuasaan  pun,  walaupun  negara  de- 
mokratis memiliki  kekuasaan  atau  oto- 
ritas  monopoli  yang  sah  untuk  meng- 
gunakan kekerasan  fisik,  koersi  dan 
opresif  militer,  tetapi  otoritas  itu  diatur 
secara  ketat  oleh  konstitusi  atau  perun- 
dang-undangan  yang  ada,  sehingga 
memperkecil  peluang  terjadinya  penya- 
lahgunaan  kekuasaan  atau  mengurangi 
penggunaan  kekuasaan  untuk  menca- 
pai tujuan  pribadi.  Kekuasaan  dijalan- 
kan di  atas  rel  kontrol  ketat  warga  ne- 
gara. Di  sini  partisipasi  politik  yang 
tinggi  sangat  penting  guna  menghin- 
dari  terjadinya  arogansi  pemerintah 
yang  berkuasa. 

SUMBER,  TUJUAN  DAN  PRO- 
SEDUR KEKUASAAN  ORBA 

Baik  sumber,  tujuan  m.aupun  pro- 
-sedur  kekuasaan  Orba  diperoleh  dengan 
cara  memanipulasi  prosedur-prosedur 
demokratis.  Lid  die  (1993),  misalnya,  per- 
nah  mengemukakan  bahwa  sumber  uta- 
ma kekuasaan  Soeharto  pada  awal  Orba 
diperoleh  melalui  kudeta  militer  yang 
dilejgalkan  oleh  "Supersemar".  Liddle 
mengakui  bahwa  setelah  Sidang  Isti- 
mewa  MPRS  yang  mengeluarkan  Kete- 
tapan  No.XXXIII/MPRS/1967  tentang 
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Pencabutan  Pemerintahan  Negara  dari 
Presiden  Soekarno,  sejak  saat  itu  pula, 
Soeharto  diberikan  mandat  oleh  MPRS 
(12  Maret  1967)  untuk  menjadi  Pejabat 
Presiden  dan  pada  Sidang  Umum  MPRS 
ke-V  27  Maret  1968  Soeharto  secara  res- 
mi  diangkat  menjadi  Presiden  Kedua  RI 
(Widiyanto,  1991:  35). 

Setelah  itu,  Soeharto  menggunakan 
pemilu  sebagai  instrumen  utama  bagi 
eksistensi  kekuasaannya.  Pemilu  yang 
sedianya  dijalankan  pada  tanggal  5  Juli 
1968,  terpaksa  ditunda  tanggal  5  Juli 
1971  karena  berbagai  perangkat  perim- 
dang-undangan  untuk  itu  belum  siap 
dan  disinyalir  disebabkan  oleh  belum 
mantapnya  konsolidasi  politik  Soeharto. 

Berbagai  alasan  itu  dapat  dikatakan 
bahwa:  Pertama,  Soeharto  selama  Orba 
diakui  mempunyai  sumber  kewenangan 
untuk  memerintah,  tetapi  sumber  kewe- 
nangan itu  diperoleh  dengan  cara  yang 
tidak  wajar.  Pemilu  yang  diselenggara- 
kan  selama  Orba  hanya  merupakan 
arena  pengesahan  kembali  kekuasaan 
Soeharto  dan  arena  pertunjukan  one  man 
show  (Soeharto)  yang  ingin  memperba- 
rui  kembali  kekuasaannya.  Pemilu  Orba 
sendiri  pun  bukannya  tidak  memberikan 
ruang  partisipasi  bagi  semua  warga  ne- 
gara, khususnya  dalam  menggunakan 
hak  pilih  mereka,  tetapi  partisipasi  itu 
terjadi  karena  diorganisir  atau  dikerah- 
kan  oleh  penguasa  yang  oleh  Liddle 
(1992)  disebut  sebagai  mobilized  participa- 
tion atau  partisipasi  yang  dimobilisasi 
melalui  mesin-mesin  penopang  Orba 
yaitu:  (1)  Golkar;  (2)  Birokrasi;  dan  (3) 
tentara.  Tiga  mesin  utama  ini  terkenal 
dengan  sebutan  jalur  politik  Soeharto, 
yakni  jalur  A  =  ABRI,  B  =  Birokrasi  dan 


G  =  Golkar.  Partisipasi  berdasarkan  ke- 
mandirian  atau  kesadaran  masyarakat 
sendiri,  kalaupun  ada,  sangat  jarang 
karena  ketakutan  terhadap  sistem  carrot 
and  stick  atau  reward  and  punishment  yang 
diberlakukan  selama  Orba  atas  dasar 
loyalis  dan  non-loyalis. 

Apabila  partisipasi  rakyat  di  dalam 
pemilu  terjadi  berdasarkan  kesadaran 
dan  kemandirian  untuk  tidak  memilih 
Golkar  (dengan  demikian  menolak  Soe- 
harto), maka  hukumannya  akan  dicap 
sebagai  anggota  Partai  Komxmis  Indone- 
sia (PKI)  atau  dipecat  dari  dinas  kemili- 
teran  untuk  ABRI,  dari  Pegawai  Negeri 
Sipil  untuk  aparatus  negara  dan  dije- 
bloskan  ke  penjara  imtuk  rakyat  biasa. 
Kasus-kasus  semacam  itu  merupakan 
sesuatu  yang  sangat  lazim  pada  era 
Orba.  Partispasi  rakyat  dalam  pemilu 
juga  tidak  disertai  oleh  terbukanya  ruang 
publik  untuk  menggunakan  hak  dipilih- 
nya  dalam  setiap  pemilu  Orba.  Untuk 
di  pusat,  hak  "dipilih"  merupakan  mo- 
nopoli  Soeharto,  sedangkan  di  tingkat 
bawahnya  sampai  ke. tingkat  Rukun 
Tetangga  (RT)  merupakan  hak  yang  ha- 
nya dimiliki  oleh  mereka  yang  loyal  ke- 
pada  Soeharto. 

Hubungan  dari  Ketua  RT  hingga  ke 
Soeharto  mengikuti  jalur  patronage  yang 
seluruh  perangkat  dan  infrastruktumya 
dimiliki  oleh  Golkar,  Birokrasi  Orba  dan 
ABRI  (sekarang  TNI  dan  POLRI).  Tidak 
heran  jika  Golkar  selalu  keluar  sebagai 
pemenang  mutlak  dalam  pemilu-pemilu 
Orba,  dibandingkan  dengan  kedua  par- 
tai lainnya  yakni  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan  (PPP)  dan  Partai  Demokrasi 
Indonesia  (PDI)  (lihat  Tabel  1). 
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Tabel  1 


JUMLAH  KURSI  HASIL  PEMILU  ORBA 


Partai 

1977 

1982 

1987 

1992 

1997 

Golkar 

232 

242 

299 

282 

325 

PPP 

99 

94 

61 

62 

89 

PDI 

29 

24 

40 

50 

11 

Total 

360 

360 

400 

400 

425 

Sumber:  Diolah  dari  berbagai  penerbitan. 


Kemenangan  mutlak  Golkar  terjadi 
karena:  (1)  kebijakan  strukturisasi  par- 
pol  tahun  1973  dan  penyederhanaan 
parpol  secara  paksa  ke  dalam  tiga  go- 
longan,  yakni  Golongan  Nasional,  Go- 
longan  Spiritual  dan  Golongan  Karya; 
(2)  kebijakan  menata  sistem  kepartaian 
dengan  memaksakan  berlakunya  Pan- 
casila  sebagai  asas  tunggal  yang  ber- 
tujuan  untuk  menghindari  persaingan 
dan  penyimpangan  yang  dilakukan 
oleh  setiap  parpol  karena  menonjolkan 
identitasnya  masing-masing;  (3)  inter- 
vensi  pemerintah  yang  berlebihan  me- 
lalui  birokrasi  negara  dan  ABRI. 

Kedua,  dilihat  dari  aspek  purposes  of 
authority,  dapat  dipastikan  bahwa  se- 
panjang  Soeharto  menjadi  Presiden  RI, 
tujuan  kekuasaannya  semata-mata  un- 
tuk "memupuk  keuntungan"  pribadi  dan 
kelompok-kelompok  yang  berada  di  se- 
kitamya.  Keuntungan  ini  dapat  bersifat 
material  seperti  harta  dan  kekayaan 
maupun  non-material  seperti  kekuasaan. 
Selama  Orba,  Soeharto  praktis  menjadi 
penguasa  yang  memiliki  segala-galanya. 
la  memiliki  sumber  daya  basis  material 
yang  besar  dan  sumber  daya  kekuasaan 
yang  sulit  tertandingi  oleh  siapa  pun 
di  Asia.  Soeharto  dapat  dikatakan  se- 
bagai powerful  man  yang  duduk  di  atas 


piramida  kekuasaan  membawahi  Golkar, 
Birokrasi,  ABRI  (TNI  dan  POLRI)  sekali- 
gus  rakyat  kebanyakan.  Dengan  begitu, 
Soeharto  dapat  melakukan  apa  saja,  ter- 
masuk  menghalalkan  tindakan  restriksi, 
koersi  dan  opresif  militer  untuk  meng- 
organisir  dan  memobilisasi  massa  da- 
lam pemilu. 

Pola  ini  turut  membendung  muncul- 
nya  autonomy  participation  yang  lahir  da- 
ri  sektor  rakyat.  Dalam  melakukan  pe- 
netrasi  ini,  berbagai  produk  penmdang- 
undangan  politik  dan  pemilu  dijadikan 
sebagai  legalisasi  terhadap  pengorga- 
nisasian  massa  ke  dalam  wilayah  "tu- 
juan kekuasaan  Soeharto".  Di  antara  pro- 
duk perundang-undangan  itu  yang  ter- 
penting  adalah  UU  No.  15  Tahun  1969 
tentang  Pemilu  dan  UU  No.  16  ten- 
tang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR, 
DPR  dan  DPRD  serta  UU  No.  3  Tahun 
1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golkar 
dan  UU  No.  5  Tahim  1985  tentang  Par- 
tai Politik,  Pemilu  dan  Susunan.  Kedu- 
dukan MPR,  DPR  dan  DPRD.  Dalam 
seluruh  UU  tersebut,  kekuasaan  negara, 
meminjam  istilah  Prof.  Ismail  Sunny 
bukan  lagi  mengacu  kepada  democracy 
by  law,  tetapi  democracy  by  decree.  Demo- 
krasi  ditentukan  oleh  Soeharto  sendiri 
dan  partisipasi  politik  dirancang  untuk 
memobilisasi  warga  negara  ke  dalam 
cengkeraman  kekuasaan  Soeharto.  Prak- 
tis setiap  kali  pemilu  Orba  selalu  meng- 
hasilkan  kemenangan  mutlak  bagi  Gol- 
kar. Golkar  menjadi  single  majority  atau 
mayoritas  tunggal  yang  selalu  meme- 
nangkan  pemilu  (lihat  Tabel  1).  Situasi 
ini  juga  memperlemah  civil  society,  ka- 
rena Soeharto  membendung  perluasan 

4 

Bandingkan  dengan  Liddle  (1992). 
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partisipasi  politik  civil  society  melalui 
strategi: 

1.  Eliminasi,  yakni  usaha  meminggir- 
kan  peran  serta  dan  keterlibatan  civil 
society  dalam  pemilu  dengan  mela- 
kukan  kooptasi  terhadap  berbagai 
segmen  penting  civil  society.  Kooptasi 
dilakukan  dengan  menggiring  masya- 
rakat  lewat  pengawasan-pengawas- 
an,  depolitisasi  serta  tekanan-tekanan 
yang  ditujukan  untuk  membendung 
perluasan  partisipasi  politik  rakyat. 
Dalam  bahasa  O'Donnel  (1973),  ko- 
optasi ini  bertujuan  untuk  melaku- 
kan  "penyaringan"  terhadap  massa 
yang  memiliki  kemungkinan  untuk 
menjadi  pembangkang.  Rezim  Orba 
menganggap  perluasan  partisipasi' 
politik  merupakan  ancaman  bagi  sta- 
bilitas  politik  nasional.  Kooptasi  di- 
lakukan dengan:  (1)  new  political  par- 
ties, yakni  usaha  Orba  untuk  melaku- 
kan  penyatuan  dan  peleburan  Orga- 
nisasi  Sosial  Politik  (Orsospol)  se- 
perti  partai  politik  dari  10  parpol  da- 
lam pemilu  1971  menjadi  hanya  3 
parpol  dalam  pemilu  1977  hingga 
pemilu  terakhir  Orba  1997.^  Elimina- 
si parpol  ini  dilegalisasi  berdasarkan 
UU  Politik  No.  3  Tahun  1975  tentang 
Partai  Politik  dan  Golkar;  (2)  more  la- 
bour union,  yakni  upaya  Orba  dalam 
menyatukan  Organisasi  Pekerja  Bu- 
ruh  ke  dalam  satu  wadah  tunggal; 


Dalam  Pemilu  Orba  yang  terjadi  secara 
reguler  setiap  lima  tahun,  praktis  hanya  di- 
ikud  oleh  tiga  parpol,  yakni  Golkar,  Partai  De- 
mokrasi  Indonesia  (PDI)  dan  Partai  Persatu- 
an  Pembangunan  (PPP).  Kedua  partai  terakhir 
hanya  sekadar  pendamping  Golkar  dalam  pe- 
milu; keduanya  tidak  pernah  memenangkan 
pemilu. 


(3)  restructured  professional  association 
and  business  societies,  yakni  usaha  aso- 
siasi  profesi  bisnis  dan  ekonomi  ke 
dalam  wadah  tunggal  seperti  Kamar 
Dagang  dan  Industri  (KADIN)  seba- 
gai  satu-satunya  organisasi  kelas 
borjuis  domestik  yang  diakui  peme- 
rintah;  (4)  academic  groups  and  think- 
tariks  ke  dalam  satu  wadah  tunggal 
yakni  Senat  Mahasiswa  Perguruan 
Tinggi  (SMPT);  (5)  press  and  media 
associations  melalui  Persatuan  War- 
tawan  Indonesia  (PWI);  (6)  new  ad- 
vocacy and  rights  group  disatukan  da- 
lam wadah  Komnas  HAM;  (7)  reli- 
gious organization  seperti  MUI,  KWI, 
dan  PGKI,  sebagai  satu-satunya  or- 
ganisasi keagamaan  yang  diakui  oleh 
pemerintah;  (8)  women  association; 
(9)  welfare  groups;  (10)  environment 
groups  (WALHI)  dan  (11)  recreational 
groups  (Feulner,  2001:  14).  Organisasi- 
organisasi  ini  dikontrol  dan  dikenda- 
likan  secara  ketat  oleh  Soeharto.  Me- 
lalui organisasi  tersebut,  rekrutmen 
politik  dilakukan  secara  terbatas  dan 
dilakukan  secara  selektif. 

2.  Partisipasi  politik  civil  society  juga  di- 
perlemah  dengan  strategi  Orba  mela- 
kukan  penetrasi  hingga  ke  tingkat 
desa.  Penetrasi  ini  dilakukan  dengan 
pola:  (a)  negara  masuk  desa  yakni 
suatu  strategi  di  mana  Orba  menco- 
ba  melakukan  ekstensifikasi  (perluas- 
an kekuasaan)  hingga  ke  tingkat  de- 
sa. Strategi  ini  dilegalisasi  oleh  UU 
No.  5/1979  tentang  Pemerintahan 
Desa  dan  UU  No.  5/1974  tentang  Pe- 
merintahan Daerah.  Kedua  produk 
UU  ini  mematikan  inisiatif  dan  pra- 
karsa  lokal  serta  partisipasi  politik 
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rakyat  di  tingkat  lokal;  (b)  strategi 
desa  masuk  negara  melalui  floating 
mass  atau  massa  mengambang  yang 
bertujuan  untuk  melakukan  depo- 
litisasi  atas  masyarakat,  menghasil- 
kan  mobilization  participacy  dalam  pe- 
milu  Orba.  Depolitisasi  ini  melahir- 
kan  rendahnya  kesadaran  kritis  war- 
ga  negara  terhadap  hak-hak  politik- 
nya  (Mas'oed,  1999).  Pemilu  Orba  men- 
jadi  arena  mobilisasi  partisipasi  bagi 
masyarakat.  Berdasarkan  data  resmi, 
tingkat  mobilisasi  rakyat  dalam  pe- 
milu Orba  sangat  tinggi.  Dalam  Pe- 
milu 1971,  tingkat  mobilisasi  rakyat 
mencapai  94  persen,  1977  mencapai 
90,9  persen,  1982  mencapai  91,5  per- 
sen, 1987  mencapai  91,3  persen,  1992 
mencapai  95  persen  dan  1997  men- 
capai 93  persen  (Santoso,  1999:  59). 
Tetapi  sayangnya,  tingkat  mobilisasi 
massa  yang  tinggi  tersebut  tidak  di- 
sertai  dengan  tingginya  tingkat  ke- 
sadaran politik  rakyat.  Gafar  (1997) 
mengatakan  bahwa  pemilu-pemilu 
Orba  hanya  menghasilkan  pecun- 
dang-pecundang  politik,  karena  ti- 
dak mampu  memberikan  pendidikan 
kritis  kepada  masyarakat  untuk  me- 
nyadari  hak-hak  politiknya  sebagai 
warga  negara.  Menurut  Gafar,  hak- 
hak  politik  rakyat  telah  dimanipulasi 
oleh  particular  interest  Orba  demi  se- 
mata-mata  untuk  mengakumulasi  ke- 
kuasaan  Soeharto. 

3.  Berkaitan  dengan  prosedur  kekuasa- 
an  Soeharto,  pemilu  sama  sekali  bu- 
kan  merupakan  instrumen  legitima- 
tif  yuridis  dan  konstitusional  bagi 
Soeharto  untuk  mendapatkan  kekua- 
saan.  Jauh  sebelum  pemilu  dilaksana- 


kan,  Soeharto  telah  ditetapkan  oleh 
Golkar  sebagai  satu-satunya  kandidat 
presiden.  Dengan  demikian,  prosedur 
kekuasaan  Soeharto  sebenamya  diper- 
oleh  dafi  performance  mesin-mesin  po- 
litiknya. Golkar  memproduksi  agenda 
pemilu,  ABRI  mengawasi  masyarakat 
dan  Birokrasi  menggalang  dukungan 
rakyat.  Karena  itulah,  bisa  dipahami 
mengapa  Soeharto  kemudian  mudah 
dilengserkan.  Demonstrasi  mahasiswa 
yang  meluas  dan  melemahnya  per- 
formance mesin-mesin  politik  Soehar- 
to, terutama  dalam  mengatasi  krisis 
ekonomi,  menyebabkan  Soeharto  meti- 
.  derita  distrust  dan  kehilangan  legiti-- 
masi  untuk  memerintah. 

INDIKATOR  UTAMA  PEMBA- 
NGUNAN PARTISIPASI  POLITIK 

Se  telah  rezim  otoriter  runtuh,  agen- 
da utama  yang  dilakukan  oleh  negara- 
negara  yang  mengalami  transisi  demo- 
krasi  ialah  melembagakan  partisipasi 
politik  rakyat  dalam  bentuk  membuka 
ruang  keterlibatan  dan  keterwakilan 
rakyat  secara  luas  dalam  lembaga  po- 
litik yang  ada.  Hak-hak  istimewa  rakyat 
seperti  hak  untuk  memilih  dan  dipilih 
di  dalam  lembaga-lembaga  politik  yang 
ada  (pemilu),  diberikan  ruang  yang  le- 
bar.  Indikator  utamanya  adalah:  (1) 
terbukanya  ruang  publik,  yang  dapat 
dilihat  dari  adanya  UU  Pemilu  baru 
yang  melegalisasi  keterbukaan  tersebut; 
(2)  rakyat  menjadi  kontestan  utama  da- 
lam pemilu,  di  mana  pemilu  memberi- 
kan kesempatan  kepada  semua  warga 
negara  untuk  menjadi  kontestan  tanpa 
direduksi  dengan  pembatasan-pemba- 
tasan  yang  dibuat  oleh  parpol;  (3)  kebe- 
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basan  rakyat  dihargai  dengan  membe- 
rikan  kesempatan  untuk  menggunakan 
atau  tidak  menggunakan  hak  politik- 
nya,  di  mana  alat  ukur  yang  diguna- 
kan  adalah  dua  macam  kebebasan  po- 
litik  rakyat,  yakni:  (a)  kebebasan  untuk 
menyatakan  pendapat  atau  pilihan  dan 
(b)  kebebasan  dari  rasa  takut;  (4)  me- 
nyangkut  equality  atau  kesamaan,  yakni 
sejauhmana  UU  Pemilu  memberikan  ke- 
sempatan yang  sama  kepada  semua 
warga  negara  untuk  menggunakan  hak 
politiknya;  (5)  menyangkut  keadilan, 
yakni  sejauhmana  UU  Pemilu  menjamin 
tidak  terjadinya  kecurangan  di  dalam 
pemilu;  (6)  menyangkut  egaliterianisme 
(kesetaraan),  yakni  sejauh  mana  UU  Pe- 
milu memberikan  kedudukan  yang  se- 
derajat  atau  setara  antara  mereka  yang 
berasal  dari.  parpol  dengan  yang  tidak 
memiliki  atiliasi  politik;  (7)  menyangkut 
fungsi  dan  peran  masing-masing  lem- 
baga  yang  terlibat  di  dalam  pemilu, 
yakni  bagaimana  Partai  Politik,  Komisi 
Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Komite  In- 
dependen  Pemantau  Pemilu  (KJPP)  atau 
Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu) 
bisa  bermain  secara  sehat  di  dalam  pe- 
milu tanpa  mengalami  tekanan,  intimi- 
dasi  dan  teror  dari  kelompok  kepen- 
tingan  politik  tertentu;  (8)  menyangkut 
netralitas  TNI  dan  PNS,  Polisi,  Lembaga 
Kehakiman;  (9)  menyangkut  check  and 
balances  dari  media  massa. 

Pemilu  yang  dijalankan  secara  de- 
mokratis  dapat  menjadi  rujukan  sum- 
ber  kekuasaan  bagi  mereka  yang  terpi- 
lih  menjadi  pemimpin  untuk  memben- 
tuk  sebuah  pemerintahan  yang  baik, 
sehingga  mereka  dapat  bekerja  mela- 
yani  kepentingan  masyarakat  dengan 


baik  pula.  Dalam  masyarakat  transisi 
yang  sedang  melakukan  konsolidasi  de- 
mokrasi,  pemilu  menyangkut  tiga  tema 
penting: 

1.  Pemilu  sebagai  instrumeri  untuk 
mengakhiri  pemerintahan  non-demo- 
kratik  menuju  ke  pemerintahan  demo- 
kratis.  Pemilu  dalam  fase  ini  harus 
dibedakan  dari  pemilu  yang  diseleng- 
garakan  dalam  pemerintahan  non- 
demokratik.  Pada  fase  ini,  perailu  me- 
rupakan  jawaban  terhadap  perluasan 
(pembangunan)  partisipasi  politik  rak- 
yat yang  selama  pemerintahan  oto- 
riter  dijalankan  dengan  partisipasi 
yang  terbatas.  Pemilu  juga  dipahami 
sebagai  liberalisasi  politik  tahap  awal 
dan  pengenalan  sistem  yang  demo- 
kratis. 

2.  Pemilu  sebagai  pelantikan  rezim  de- 
mokratik.  Pada  fase  ini,  pemilu  me- 
rupakan  instrumen  legitimatif  yang 
memberikan  mandat  penuh  kepada 
pemerintah  yang  baru  terpilih  untuk 
melaksanakan  agenda  demokratisasi. 

3.  Pemilu  sebagai  ruang  konsolidasi 
demokrasi  yang  belum  mapan.  Pada 
fase  ini,  pemilu  dilaksanakan  dalam 
situasi  yang  sedikit  lebih  baik  diban- 
dingkan  dengan  situasi  sebelumnya. 
Jika  pada  situasi  sebelumnya  pemi- 
lu berhadapan  dengan  kekuatan  non- 
demokratik  atau  status  quo  yang  cen- 
derung  mempertahank_an  kemapan- 
an  pemerintah  masa  lalu,  maka  pe- 
milu dalam  tahap  konsolidasi  demo- 
krasi mengalami  sedikit  tantangan 
dari  sisa-sisa  rezim  non-demokratik. 

Fase  pemilu  dalam  masyarakat  tran- 
sisi dapat  digambarkan  sebagai  berikut 
(lihat  Gambar  1): 
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Gambar  1 


FASE  PEMILU  DALAM  MASYARAKAT  TRANSISI 


Meiigakhiri 
pemerintahan 
non-demo^ra  tik 


Melantik 

pemerintahan 

demokratik 


Konsolidasi 
demokrasi 


if 


Gambar  1  meriunjukkan  bahwa,  da- 
lam  masyarakat  transisi,  dibutuhkan 
tiga  fase  pemilu  imtuk  mencapai  tahap- 
an  demokrasi  yang  mapan.  Dalam  fase 
pertama,  demokrasi  berjalan  secara  lam- 
ban  karena  berhadapan  dengan  tiga 
persoalan  penting:  (a)  masalah  sistemik, 
yakni  keseluruhan  sistem  yang  diba- 
ngun  oleh  rezim  otoriter  dan  telah 
mengalami  pembusukan.  Pemerintah- 
an hasil  pemilu  fase  I  berhadapan  de- 
ngan persoalan  bagaimana  memba- 
ngun  sebuah  sistem  politik  dan  lem- 
baga  politik  yang  demokratis  di  tengah 
buruknya  sistem  warisan  rezim  sebe- 
lumnya;  (b)  masalah  konsensual,  yakni 
apakah  pemerintahan  hasil  pemilu  fa- 
se I  memiliki  konsensus  dengan  peme- 
rintahan masa  lalu,  terutama  dalam  hal 
menjamin  jalannya  transisi  menuju  de- 
mokrasi; (c)  masalah  transisional,  yakni 
hasil  transisi  yang  menimbulkan  ke- 
gamangan  bagi  masyarakat,  bangkitnya 
etnosentrisme  dan  munculnya  anarkis- 
me  massa  di  tengah  sistem  dan  lemba- 
ga  politik  yang  rapuh.  Pemerintahan 
hasil  pemilu  fase  I  menghadapi  per- 


soalan akut  ini,  sehingga  agak  sulit  me- 
realisasikan  agenda  demokratisasi  da- 
lam waktu  yang  relatif  singkat.  Dalam 
fase  I  juga  terjadi  pembangunan  parti- 
sipasi  politik  secara  luas,  tetapi  tidak 
terlembagakan,  sehingga  menimbulkan 
anarki  dan  kekacauan. 

Dalam  pemilu  fase  II,  terjadi  pelan- 
tikan  atau  pengukuhan  pemerintahan 
baru  yang  dipilih  secara  demokratis. 
Namun  pemerintahan  hasil  pemilu  fa- 
se II  sama  seperti  fase  I,  masih  memi- 
liki beban  keterikatan  hubimgan  dengan 
rezim  masa  lalu,  sehingga  agak  sulit 
dalam  menuntaskan  agenda  reformasi. 
la  berhadapan  dengan  persoalan  masih 
bercokolnya  elite  status  quo  dalam  berba- 
gai  lembaga  politik  yang  ada,  sehing- 
ga relatif  sulit  mengatasi  persoalan 
membawa  agenda  demokratisasi  poli- 
tik. Pemerintahan  hasil  pemilu  fase  II, 
menghadapi  penderitaan  pesimisme 
massa,  terutama  ketidakpercayaan  me- 
reka  akan  kemampuan  pemimpin  dalam 
menghadapi  berbagai  persoalan  eko- 
nomi,  politik,  sosial  dan  keamanan.  Di 
tengah  trust  yang  semakin  menurun, 
muncul  kebijakan  pelembagaan  parti- 
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sipasi  politik  rakyat  dengan  membuka 
lebar  ruang  partisipasi  politik  rakyat 
dalam  lembaga  politik  yang  ada  (White- 
head and  Schmitter,  1986). 

Pemilu  fase  III  dijalankan  di  tengah 
situasi  politik  yang  sedikit  membaik, 
pelembagaan  partisipasi  sudah  terjadi, 
dan  berkurangnya  anarkisme  massa. 
Tuntutan  demokratisasi  semakin  menu- 
ruri  dan  tema  pentingnya  adalah  "kon- 
solidasi  demokrasi".  Dalam  fase  ini,  ber- 
bagai  produk  perundang-undangan  di- 
buat  untuk  mengamankan  jalannya 
proses  demokratisasi.  Keterikatan  peme- 
rintah  dengan  masa  lalu  sedikit  berku- 
rang  dan  selanjutnya  agenda  demo- 
kratisasi dapat  berjalan  sesuai  dengan 
rencana. 

PERBANDINGAN  PEMBANGUN- 
AN  PARTISIPASI  POLITIK  BER- 
DASARKAN  UU  NO.  3/1999  DAN 
UU  NO.  12/2004 

Bagi  Indonesia,  pemilu  1999  meru- 
pakan  pemilu  fase  I  yang  berlangsung 
di  tengah  maraknya  persoalan  sistemik, 
konsensual  dan  masalah  transisi  teru- 
tama  perluasan  partisipasi  politik  ma- 
syarakat  yang  belum  terlembagakan.  Ma- 
salah sistemik  yang  paling  akut  adalah 
transisi  demokrasi  yang  tidak  disertai 
oleh  pelembagaan  sistem  politik.  Ber- 
bagai  lembaga  politik  yang  ada  masih 
merupakan  warisan  Soeharto.  Lembaga- 
lembaga  politik  itu  dan  berbagai  kom- 
ponen  di  dalamnya  mulai  dari  biro- 
krasi  sipil,  militer,  legislatif  (MPR/DPR- 
DPRD)  dan  yudikatif  yang  telah  meng- 
alami  pembusukan  dan  menderita  dis- 
trust dari  masyarakat,  masih  dikuasai 


oleh  orang-orang  peninggalan  Orba. 
Oleh  karena  itu,  Pemilu  1999  merupa- 
kan fase  awal  transisi  demokrasi  yang 
mencoba  memperbaiki  sistem  yang  ru- 
sak  dengan  menjalankan  pola  rekrut- 
men  politik  baru. 

Transisi  yang  tidak  disertai  oleh 
konsensus  dan  pakta  juga  rawan  de- 
ngan konflik  kepentingan.  Dalam  tran- 
sisi 1998,  tidak  ada  pakta  antara  rezim 
status  quo  dengan  kelompok  pro-demo- 
krasi  untuk  menyepakati  agenda  peru- 
bahan  menuju  demokrasi.  Implikasinya, 
agenda  demokratisasi  berjalan  tersen- 
dat-sendat  dan  tidak  terarah  karena  se- 
lalu  dihadang  oleh  tarik-menarik  kepen- 
tingan antara  kelompok  status  quo  de- 
ngan kelompok  pro-demokrasi.  Pemilu 
1999  merupakan  ruang  untuk  meng- 
akhiri  ketidakpastian  politik  dan  men- 
coba melembagakan  berbagai  agenda 
demokratisasi.  Di  sisi  lain,  masalah 
transisional  seperti  chaos  yang  disebab- 
kan  oleh  perluasan  partisipasi  politik 
dan  liberalisasi  politik  secara  menda- 
dak  di  bawah  pemerintahan  Habibie 
dengan  pembebasan  para  Tapol  dan 
Napol,  ternyata  membawa  masalah  se- 
rius  bagi  stabilitas  keamanan  pasca 
kejatuhan  Soeharto.  Karenanya,  Pemi- 
lu 1999  mencoba  menjawab  dan  mau 
mengakhiri  semuanya  itu  dengan  me- 
milih  pemimpin  dan  wakil  rakyat  yang 
baru.  Melalui  Pemilu  1999,  kran  keter- 
bukaan  dan  kebebasan  politik  mulai  di- 
jalankan dan  partisipasi  politik  masya- 
rakat diberikan  ruang  yang  luas. 

Tahun  2004  merupakan  tahun  pe- 
lantikan  demokrasi  bagi  Indonesia.  Pe- 
milu 2004  ini  berhadapan  dengan  ting- 
ginya  pesimisme  massa,  terutama  ka- 
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rena  rendahnya  kemampuan  Presiden 
Megawati  dalam  mengatasi  berbagai 
persoalan  ekonomi  dan  politik.  Mega- 
wati juga  gagal  dalam  membersihkan 
birokrasi  negara  dan  TNI  dari  sisa- 
sisa  rezim  Orba  yang  masih  bercokol. 
Di  tingkatan  lembaga  politik  yang  di- 
bangun  kembali  berdasarkan  Pemilu 
1999,  Megawati  tetap  berhadapan  de- 
ngan  persoalan  klasik  yakni  berkuasa- 
nya  kembali  sisa-sisa  pendukung  Orba 
yang  tidak  berkepentingan  dengan  de- 
mokrasi.  Di  luar  parlemen,  muncul  ber- 
bagai gerakan  ekstra-parlementer  yang 
membawa  tuntutan  demokratisasi,  te- 
tapi  sebenamya  ditunggangi  oleh  rezim 
masa  lalu  yang  merasa  terancam.  Teta- 
pi  yang  paling  kita  puji  adalah  pemba- 
ngunan  partisipasi  politik  tetap  berlan- 
jut  bahkan  dalam  Pemilu  2004  ini  akan 
diikuti  oleh  200-an  parpol.  Sebagian  be- 
sar  dari  parpol  itu  muncul  pasca  Pe- 
milu 1999  sebagai  bagian ,  dari  perluas- 
an  partisipasi  politik  rakyat  dan  per- 
tanda  banyaknya  kepentingan  dalam 
masyarakat  kita  yang  perlu  diakomoda- 
si  dailam  lembaga  politik  yang  ada.  Se- 
bagaimana  Pemilu  1999  menghasilkan 
pelantikan  pemerintahan  yang  demo- 
kratis,  Pemilu  2004  diyakini  akan  men- 
jadi tahap  awal  konsoHdasi  demokrasi 
di  Indonesia.  la  tidak  menghasilkan  pe- 
merintahan yang  berwajah  baru  sama 
sekali,  tetapi  memberikan  andil  besar 
dalam  "konsolidasi  demokrasi"  beri- 
kutnya. 

Pemilu  tahun  2009,  akan  menjadi 
pemilu  pertama  dalam  fase  konsolida- 
si demokrasi  di  Indonesia  menuju  de- 
mokrasi yang  matang.  Pemilu  itu  berja- 
lan  di  atas  rel  agenda  demokrasi  ka- 


rena  pembangunan  partisipasi  politik 
rakyat  mulai  menampakkan  hasil.  Sisa- 
sisa  rezim  masa  lalu  mulai  berkurang 
di  lembaga  politik  yang  ada,  dan  re- 
zim baru  yang  terbentuk  melalui  pe- 
milu itu  diperkirakan  tidak  memiliki  hu- 
bungan  sama  sekali  dengan  pemerin- 
tahan rezim  Orba  lagi.  TNI  dan  POLRI 
akan  hengkang  dengan  sendirinya,  ka- 
rena  di  samping  MPR  sudah  dibubarkan 
berdasarkan  amandemen  ketiga  UUD 
1945,  juga  haknya  dalam  lembaga  po- 
litik tidak  disinggung  lagi  atau  dengan 
kata  lain  sudah  dicabut.^ 

Perbandingan  tingkat  pembangunan 
partisipasi  politik  rakyat  berdasarkan 
UU  No.  3  tahun  1999  dan  UU  No.  12/ 
2003  dapat  dilihat  dalam  Tabel  Lam- 
piran.  Dari  kedua  UU  itu,  tampak  ada 
perbedaan  sangat  menonjol:  Pertama, 
dari  segi  ruang  partisipasi  politik  rak- 
yat, UU  No.  12/2003  memiliki  tingkat 
keterbukaan  yang  sangat  tinggi  bagi 
partisipasi  politik  rakyat.  Jika  dalam 
UU  No.  3/1999  ruang  itu  hanya  terbu- 
ka  bagi  rakyat  dalam  memilih  anggota 
DPR/MPR,  DPRD  tingkat  I  dan  II, 
maka  dalam  UU  No.  12/2003  ruang  itu 
terbuka  lebar  bagi  rakyat,  tidak  hanya 
dalam  memilih  DPR,  DPRD  Provinsi 
dan  Kabupaten/Kota,  tetapi  juga  dalam 
memilih  anggota  DPD.  Rakyat  pun  di- 
hargai  hak  politiknya  untuk  dipilih 
menjadi  anggota  DPD.  Tetapi  untuk  di- 


Sebelumnya  pernah  diatur  bahwa  TNI/ 
Polri  akan  mengundurkan  diri  dari  keanggota- 
annya  di  DPR  dan  MPR  secara  bertahap  dan 
pada  2009  keanggotaannya  di  MPR  akan  ber- 
akhir.  Tetapi  dengan  dibuatnya  amandemen 
ketiga  UUD  1945  yang  mengatur  tentang  per- 
ubahan  MPR,  maka  dengan  sendirinya  kesepa- 
katan  itu  tidak  berlaku  lagi. 


206 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 


pilih  menjadi  anggota  DPR/DPRD,  ma- 
sih  dimonopoli  oleh  parpol. 

Kedua,  mengenai  kontestan  atau  pe- 
serta  pemilu,  tampak  perkembangan 
yang  luar  biasa.  Jika  dalam  Pemilu 
1999,  peserta  yang  terdaftar  di  Depar- 
temen  Kehakiman  dan  HAM  sebanyak 
141  parpol  dan  yang  lolos  seleksi  dan 
berhasil  mengikuti  Pemilu  ada  sekitar 
48  parpol,  maka  sejauh  ini  sudah  ada 
sekitar  237  parpol  yang  terdaftar  di  De- 
partemen  Kehakiman  dan  HAM.  Diper- 
kirakan  peserta  yang  akan  mengikuti 
Pemilu  2004  akan  lebih  dari  48  Parpol 
karena  UU  No.  12/2003  memberikan  ke- 
longgaran  terhadap  parpol  untuk  meng- 
ikuti pemilu.  Peserta  Pemilu  2004  tidak 
hanya  monopoli  parpol,  sebagaimana 
yang  terjadi  sebelumnya,  tetapi  ditam- 
bah  dengan  anggota  perseorangan,  khu- 
susnya  dalam  pemilihan  DPD. 

Ketiga,  berkaitan  dengan  hak  untuk 
memilih  dan  dipilih,  dalam  kedua  UU 
ini  hanya  diatur  tentang  hak  memi- 
lih sementara  hak  untuk  dipilih  belum 
diatur  secara  tegas.^  Hak  untuk  dipilih 
dalam  lembaga-lembaga  politik  yang 
ada  masih  monopoli  anggota  parpol. 
Walaupun  pasal  11  UU  No.  12/2003 
mengatur  tentang  peserta  pemilihan 
umum  dari  perseorangan  menjadi  ang- 
gota DPD,  tetapi  pasal  ini  hanya  meng- 
akomodasi  partisipasi  politik  (hak  po- 
litik) warga  negara  secara  terbatas.  Se- 
baliknya  hak  untuk  dipilih  diberikan 
secara  luas  kepada  anggota  parpol.  Hal 
ini  tentu  saja  berdampak  pad^  proses 

^Lihat,  Pasal  7  UU  No.  12/2003  tentang  Pe- 
nnilihan  Umum. 

^Lihat  pasal  13  UU  No.  12/2003. 


rekrutmen  pemimpin  nasional  yang 
akan  didominasi  oleh  parpol.  Padahal 
kita  tahu  bahwa  parpol-parpol  yang 
ada  saat  ini  hampir  semuanya  tidak 
memihki  sosok  calon  pemiippin  nasio^ 
nal  yang  berkualitas,  bermoral  dan  me- 
miliki  kemampuan  rnemimpin  yang  me- 
madai. 

Keempat,  hiitiv  ketiga  di  atas  berdam- 
pak pada  persoalan  kesetaraan  (egali- 
tarianjsme)  dan  persamaan  dalam  pe- 
milu. Pemilu  pada  dasarnya  n^erupar 
kan  suatu  arena  di  mana  semua  orang 
diperlakukan  secara  sama  dan  setara. 
Terjadinya  pembatasan  hak  "dipilih" 
yang  dimonopoli  oleh  parpol  dan  hak 
untuk  memilih  oleh  non-parpol  menu- 
tup  peluang  adanya  kandidat  pemim- 
pin yang  datang  dari  sektor  masyara- 
kat  non-partai,  seperti  dari  kelompok 
akademisi,  alim  ulama  dan  sebagainya. 
Tertutupnya  peluang  itu  mencerminkan 
pelantikan  demokrasi  dalam  Pemilu 
2003  menjadi  setengah  matang. 

Kelima,  baik  UU  No.  3/1999  mau- 
pun  UU  No.  12/1999  menjamin  adanya 
keadilan  dalam  pemilu.  Tetapi  penga- 
laman  dalam  Pemilu  1999  yang  lalu 
menunjukkan  bahwa  masih  terdapat 
kecurangan  yang  dilakukan  oleh  bebe- 
rapa  parpol  peserta  pemilu.^  Karena- 
nya,  UU  No.  12/2003  yang  dalam  se- 
mangatnya  memberikan  jaminan  ke- 
adilan bagi  semua  individu  yang  ter- 
libat  di  dalam  pemilu  belum  tentu  da- 
lam implementasinya  tidak  menimbul- 
kan  kecurangan.  Apalagi,  KPU  sebagai 
pehyelenggara  pemilu  telah  terbukti 


Mengenai  hal  ini,  lihat  hasil  laporan  Pe- 
milu 1999  yang  diterbitkan  oleh  KPU. 
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melakukan  pelanggaran  aturan  main 
yang  ditetapkan  oleh  KPU  sendiri.  Ke- 
luarnya  Radiogram  KPU  pusat  kepada 
KPU  daerah  beberapa  waktu  yang  lalu, 
yang  membolehkan  pejabat  struktural 
dan  fungsional  menjadi  anggota  KPU, 
mencerminkan  pelanggaran  Pasal  18  UU 
No.  12/2003  khususnya  huruf  (k)  bah- 
wa  anggota  KPU  "tidak  sedang  men- 
duduki  jabatan  politik,  jabatan  struk- 
tural, dan  jabatan  fungsional  dalam  ja- 
batan negeri"/°  KPU  sebagai  penyeleng- 
gara  sebenarnya  harus  mampu  men- 
jamin  netralitas  dan  menghindari  ter- 
jadinya  kecurangan.  Pernyataan  pe- 
ngunduran  diri  Riswanda  Imawan  dari 
posisinya  sebagai  salah  satu  anggota 
KPU  Daerah,  menandakan  protes  atas 
inkorisistensi  KPU  pusat  dalam  menja- 
lankan  tugasnya. 

Keenam,  dalam  hal  penyelenggara- 
an  pemilu,  UU  No.  12/2003  lebih  men- 
jamin  penyelenggaraan  pemilu  yang 
demokratis  dibandingkan  dengan  UU 
No.  3/1999.  Dalam  UU  No.  3/1999,  pe- 
merintah  melalui  lima  orang  wakilnya 
di  KPU  masih  memiliki  peluang  untuk 
mengintervensi  penyelenggaraan  pemi- 
lu dan  hasil-hasilnya.  Bukti  dari  inter- 
vensi  itu  nampak  dalam  penyelengga- 
raan Pemilu  1999,  di  mana  pemerintah 
melalui  birokrasi  sipil  tetap  memobili- 
sasi  massa  untuk  memilih  Golkar."  Me- 
mang  dampaknya  sangat  kecil  dan  ha- 
nya  terjadi  di  daerah-daerah  tertentu 


Selengkapnya,  lihat  Kompas,  28  April  2003. 
Menurut  Riswanda  Imawan,  radiogram  itu 
akan  menyebabkan  KPU  Daerah  hanya  seba- 
gai tempat  untuk  mencari  jabatan  bagi  peja- 
bat struktural  dan  pegawai  negeri. 

^Lihat  Laporan  KPU  1999. 


seperti  Papua  dan  Bengkulu,  tetapi  itu 
menunjukkan  bahwa  Pemilu  1999  masih 
belum  dilaksanakan  secara  demokratis. 
Kecenderungan  yang  sama  ditunjukkan 
juga  oleh  adanya  anggota  parpol  yang 
menjadi  anggota  KPU,  sehingga  KPU 
rentan  dengan  konflik  kepentingan  par- 
pol.^^  Dalam  UU  No.12/2003,  pemerin- 
tah tidak  lagi  memiliki  wakil  di  KPU  ka- 
rena keanggotaan  KPU  sudah  menga- 
lami  perubahan  total,  dan  hanya  terdiri 
dari  11  orang  yang  berasal  dari  sektor 
non-pemerintah  dan  non-parpol.  Tidak 
adanya  keanggotaan  pemerintah  di  KPU 
sedikit  menjamin  tidak  adanya  inter- 
vensi  dari  pemerintah  terhadap  KPU 
dalam  Pemilu  2004.  Begitu  juga  dengan 
konflik  kepentingan  politik  antarparpol. 

Ketujuh,  pada  tahapan  pemilu,  kedua 
UU  Pemilu  ini  menjamin  berlangsung- 
nya  penyelenggaraan  tahapan  pemilu 
dengan  baik.  Namim  berbagai  kendala 
teknis  di  lapangan  telah  menyebabkan 
pengunduran  waktu  pelaksanaan.  Da- 
lam tahapan  pendaftaran  pemilih  misal- 
nya,  dalam  Pemilu  1999,  terjadi  pengun- 
duran waktu  pendaftaran  yang  cukup 
panjang  antara  1-2  bulan  dan  bahkan 
ada  kasus  di  mana  suatu  daerah  seper- 
ti Bengkulu  dan  Papua  baru  mendapat 
formulir  pendaftaran  pemilih  satu  bu- 
lan sebelum  pemilu  diselenggarakan. 
Pendaftaran  Pemilih  (P4B)  berdasarkan 
UU  No.  12/2003  juga  diyakini  akan 
mengalami  persoalan  teknis  yang  cukup 
mengganggu.  Masa  jeda  pendaftaran 
dari  tanggal  1-30  April  2003  hingga 


Ada  sekitar  27  parpol  yang  ikut  Pemilu 
1999  dan  menyatakan  penolakan  terhadap 
hasil  pemilu  itu,  karena  dianggap  belum  jur- 
dil  dan  tidak  demokratis. 
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tanggal  28  April  2003  petugas  pendaf- 
taran  temyata  masih  belum  selesai  men- 
daftar  pemilih  {Kompas,  28  April  2003). 

Kedelapan,  mer\yangkut  mekanisme 
pendaftaran  pemilih,  dalam  Pemilu  1999 
pendaftaran  pemilih  dilakukan  oleh  Pa- 
nitia  Pendaf^a^an  Pemilih  (Pantarlih) 
yang  nota  bene  adalah  anggota  parpol 
dan  wakil  pemerintah,  sehingga  memi- 
liki  peluang  untuk  mempengaruhi  pe- 
milih. Dalam  UU  Pemilu  2003,  peluang 
itu  sangat  kecil  karena  pendaftaran  pe- 
milih dilakukan  oleh  KPU  sendiri  be- 
kerja  sama  dengan  BPS  yang  keanggo- 
taannya  sangat  netral  dari  kcpentingan 
politik  dan  intervensi  pemerintah.  De- 
ngan begitu,  peluang  terjadinya  intimi- 
dasi  dan  pemilih  dipengaruhi  oleh  par- 
pol tertentu  sangat  kecil. 

Kesembilan,  menyangkut  sistem  pe- 
milu, Pemilu  2004  akan  dijalankan  se- 
cara  berueda  sekali  dengan  Pemilu  1999. 
Hal  ini  terjudi  karena  UU  No.  12/2003 
memiliki  sistem  yang  berbeda  dengan 
UU  No.  3/1999.  Jika  dalam  UU  No.3/ 
1999  sistem  pemilu  menggunakan  sis- 
tem proporsional  stelsel  terdaftar,  ma- 
ka  dalam  UU  No.  12/2003  digunakan 
sistem  proporsional  daftar  terbuka  dan 
sistem  distrik  berwakil  banyak.  Perbeda- 
annya  adalah  bahwa  dalam  sistem  pro- 
porsional stelsel  terdaftar,  kewenang- 
an  untuk  menentukan  caleg  DPR  dan 
DPRD  ada  pada  pemimpin  parpol  dan 
daftar  caleg  jadi  ditetapkan  berdasar- 
kan  nomor  urutan  yang  dibuat  dan 
ditetapkan  oleh  Dewan  Pengurus  Pusat 
Parpol.  Dalam  sistem  proporsional  daf- 
tar terbuka,  daftar  caleg  jadi  tidak  di- 
tentukan  oleh  parpol,  tetapi  diseleksi 
sendiri  oleh  pemilih.  Contohnya  jika 


dalam  daftar  urutan  caleg  parpol  si  Po- 
lan  di  urutan  60,  tetapi  dia  memenang- 
kan  suatu  daerah  pemilihan,  maka  se- 
cara  otomatis  si  Polan  akan  menjadi 
caleg  jadi.  Sedangkan  dalam  sistem  dis- 
trik berwakil  banyak,  peluang  bagi  ang- 
gota perseorangan  untuk  menjadi  ang- 
gota DPD  sangat  tergantung  dari  pe- 
milihan pemilih  yang  dilakukan  secara 
langsung.  Perubahan  sistem  ini  meng- 
ubah  pradigma  pemilih  yang  selama 
ini  "memilih  kucing  dalam  karung".  Me- 
reka  sama  sekali  tidak  mengenal  wakil- 
nya  berkualitas  atau  tidak,  karena  yang 
mengangkat  caleg  adalah  parpol,  dan 
dalam  pemilu  pemilih  disuruh  memi- 
lih parpol,  bukan  orangnya. 

Kesepuluh,  jika  dalam  UU  No.  3/1999 
tidak  diatur  tentang  kontrol  dan  kese- 
imbangan  pemberitaan  media  massa, 
maka  dalam  UU  No.  12/2003,  khusus- 
nya  dalam  pasal  73,  fungsi  dan  peran 
media  cetak  dan  elektornik  diatur  se- 
cara tegas.  Media  cetak  dan  elektronik 
merupakan  ruang  yang  bisa  digunakan 
oleh  parpol  untuk  menyampaikan  tema 
dan  materi  kampanye  mereka.  Jika  di 
masa  lalu,  terutama  dalam  Pemilu  7 
Juni  1999,  RRI  dan  TVRI  merupakan 
instrumen  utama  Partai  Golkar  dalam 
menyampaikan  program  dan  materi 
kampanye  pemilu,  maka  dalam  Pemilu 
2004  semua  parpol  diberikan  kesempat- 
an  yang  sama  dan  seimbang.  Namun 
tidak  tertutup  kemungkinan  terjadinya 
kecurangan  dan  penyalahgtmaan  kekua- 
saan  oleh  pemerintah  untuk  menginter- 
vensi  media  massa  tersebut  demi  kepen- 
tingan  parpol  tertentu. 

Kesebelas,  berkaitan  dengan  netrali- 
tas  TNI,  Polri  dan  PNS,  UU  No.  12/ 
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2003  sedikit  menjamin  netralitas  keti- 
ganya,  sama  halnya  dengan  UU  No.  3/ 
1999.  Kedua  UU  ini  mengatur  tentang 
hak  yang  terbatas  yang  dimiliki  oleh 
perangkat  negara  tersebut.  Pasal  30 
UU  No.  3/1999  mengatur  tentang  hak 
tidak  memilih  bagi  ABRI  (TNI/Polri). 
Dalam  UU  12/2003  pun  diatur  ten- 
tang hal  yang  sama.  Pasal  145  UU 
No.  12/2003  mengatakan  bahwa  TNI/ 
Polri  tidak  memiliki  hak  untuk  memi- 
Uh,  sementara  PNS  memiUki  hak  un- 
tuk memilih  tetapi  tidak  memiliki  hak 
untuk  dipilih.  Dengan  begitu,  Pemilu 

2004  dapat  dikatakan  akan  berjalan 
secara  demokratis,  jujur,  dan  berlang- 
sung  secara  transparan.  Jika  dibanding- 
kan  dengan  tiga  jalur  utama  yang  di- 
gunakan  oleh  Orba  dalam  pemilu-pe- 
milu  yang  lalu,  dapat  dikatakan  bah- 
wa hubungan  klientelis  dan  patronase 
yang  digunakan  untuk  mempengaruhi 
pemilih  dalam  pemilu  mendatang  tidak 
banyak  berfungsi.  Tetapi  pengaiaman 
dalam  Pemilu  1999,  Partai  Golkar  te- 
tap  memanfaatkan  pola  seperti  ini,  se- 
hingga  mergurangi  netralitas  TNI, 
Polri  dan  PNS  (Kadir,  1999:  189). 

Keduabelas,  berkaitan  dengan  penga- 
wasan  pemilu,  pemilu  baru  dikatakan 
dilaksanakan  secara  jujur  dan  adil  apa- 
bila  dipantau  dan  diawasi  secara  ke- 
tat  oleh  badan  pengawas  pemilu  yang 
independen.  Dalam  rangka  mengawasi 
penyelenggaraan  pemilu,  UU  No.  3/ 
1999  mengatur  tentang  pembentukan 
panitia  pengawas  yang  keanggotaannya 
ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung 
untuk  tingkat  pusat,  ketua  pengadilan 
tinggi  untuk  tingkat  provinsi  dan  ketua 
pengadilan  negeri  untuk  tingkat  kabu- 


paten/kota  dan  kecamatan.  Tugas  uta- 
ma panitia  pengawas  pemilu  adalah 
mengawasi  semua  tahapan  penyeleng- 
garaan pemilu,  menyelsaikan  sengke- 
ta  atau  perselisihan  yang  timbul  dalam 
penyelenggaraan  pemilu,  menindak- 
lanjuti  temuan,  sengketa,  dan  perseli- 
sihan yang  tidak  dapat  diselesaikan 
untuk  dilaporkan  kepada  instansi  pe- 
negak  hukum  (pasal,  24,  25  dan  26). 
Sementara  dalam  UU  No.  12/2003  juga 
diatur  tentang  badan  pengawas  pemi- 
lu dan  badan  ini  bertanggung  jawab  ke- 
pada KPU  untuk  tingkat  nasional,  de- 
ngan tugas  mengawasi  semua  tahapan 
penyelenggaraan  pemilu,  menerima  la- 
poran  pelanggaran  peraturan  perun- 
dang-undangan  pemilu,  menyelesaikan 
sengketa  yang  timbul  dalam  penye- 
lenggaraan pemilu,  meneruskan  temuan 
dan  laporan  yang  tidak  dapat  disele- 
saikan oleh  instansi  yang  berwenang 
(Pasal,  120,  121,  122)  dengan  keanggo- 
taan  sebanyak-banyaknya  sembilan 
orang  yang  berasal  dari  unsur  kepo- 
lisian  negara,  kejaksaan,  perguruan 
tinggi,  tokoh  masyarakat  dan  pers.  De- 
ngan adanya  badan  pengawas  pemilu 
ini,  maka  diharapkan  bahwa  dalam  Pe- 
milu 2004,  kecurangan  dan  manipula- 
si  yang  dilakukan  oleh  parpol  sedikit 
berkurang.  Pengaiaman  dalam  Pemilu 
1999,  pengawas  pemilu  masih  mene- 
mukan  tindakan  kecurangan  yang  di- 
lakukan oleh  parpol,  tetapi  karena  me- 
reka  tidak  memiliki  kewenangan  un- 
tuk menindak  parpol  yang  curang,  ma- 
ka proses  hukum  atas  kecurangan  ter- 
sebut tidak  berjalan  dengan  baik  dan 
bahkan  beberapa  parpol  seperti  PRD 
menyatakan  penolakan  mereka  terha- 
dap  hasil  pemilu  itu. 
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TEROBOSAN  SEJARAH  PEMILU 

UU  No.  3/1999  maupun  UU  No.  12/ 
2003  dapat  dikatakan  sebagai  lompat- 
an  sejarah  awal  konsolidasi  demokrasi 
di  Indonesia  secara  legal  formal  atau 
konstitusional  pasca  Orba.  Jika  diban- 
dingkan  dengan  UU  No.  3/1999  yang 
masih  mengalami  banyak  keterbatasan 
dan  kekurangan,  UU  No.  12/2003  su- 
dah  sedikit  menjamin  pelaksanaan  Pe- 
milu  2004  yang  demokratis.  UU  ini 
mampu  menjamin  fase  pelantikan  de- 
mokrasi setelah  kita  melalui  fase  transi- 
sional  yang  penuh  dengan  ketidakpas- 
tian  politik.  Pemilu  pasca  2004  diha- 
rapkan  akan  menjadi  momentum  fase 
konsolidasi  demokrasi,  terutama  bagai- 
mana  negeri  ini  akan  bergerak  terus  ke 
demokrasi  yang  mapan.  Tentu  saja  hal 
itu  dapat  dilakukan  dengan  secara  se- 
rius  membuat  UU  Pemilu  baru  yang 
memberikan  ruang  yang  lebar  bagi 
pembangunan  partisipasi  politik  rakyat. 
Hanya  dengan  itu,  pemilu  dapat  di- 
maknai  sebagai  arena  kompetisi  indi- 
vidu  yang  berbakat  menjadi  pemimpin. 

Berikut  ini  merupakan  rangkuman 
pembangunan  partisipasi  politik  yang 
terlembaga  (diatur  oleh  UU  No. 12/ 
2003):  (1)  rakyat  tetap  memiliki  hak  un- 
tuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Pre- 
siden  dan  Wakil  Presiden  dan  DPRD 
Kabupaten/Kota,  ditambah  dengan  hak 
untuk  memilih  anggota  DPD;  (2)  rakyat 
yang  tidak  termasuk  anggota  parpol 
memiliki  hak  untuk  dipilih  menjadi  ang- 
gota DPD,  sesuatu  yang  sifatnya  sa- 
ngat  baru  dalam  pemilu  di  Indone- 
sia; (3)  telah  terjadi  perubahan  sistem 
pemilu  dari  sebelumnya  yang  hanya 
menggunakan  sistem  proporsional  stel- 
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sel  terdaftar  menjadi  sistem  kombi- 
nasi  proporsional  daftar  terbuka  de- 
ngan sistem  distrik  berwakil  banyak; 
(4)  media  cetak  dan  elektronik  sudah  di- 
berikan  ruang  yang  luas  untuk  mem- 
berikan berita  dan  menyampaikan  ma- 
teri  kampanye  bagi  parpol;  (5)  netrali- 
tas  TNI,  Polri  dan  PNS  dijamin,  tetapi 
implementasinya  di  lapangan  masih 
perlu  dikritisi,  mengingat  selama  ini  ke- 
tiga  organ  negara  itu  telah  mengguna- 
kan kepentingan  politik  mereka  semata- 
mata  untuk  kepentingan  politik  Golkar; 
(6)  pemantau  pemilu  dari  sektor  Lem- 
baga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan 
Perguruan  Tinggi,  sudah  diberikan  ruang 
yang  lebar  dengan  harapan  bahwa  ke- 
dua  institusi  independen  ini  dapat 
menjalankan  perannya  secara  maksi- 
mal;  (7)  baru  kali  ini  dibentuk  Panitia  Pe- 
ngawas  Pemilu  (Panwaslu)  yang  ber- 
tanggung  jawab  kepada  KPU,  sehing- 
ga  dengan  demikian  kecurangan  dan 
perlakuan  tidak  adil  di  dalam  Pemilu 
2004  bisa  dikontrol  dan  dikendalikan 
dengan  baik. 

Ke  depan,  perubahan  tersebut  ha- 
rus  disertai  oleh  kebijakan  politik  untuk 
mengakomodasi  hak  poHtik  rakyat  se- 
cara luas  terutama  dalam: 

1.  Membuat  kebijakan  politik  yang  mem- 
berikan hak  yang  sama  kepada  rak- 
yat yang  tidak  termasuk  dalam  par- 
pol untuk  dipilih  menjadi  anggota 
DPR/DPRD.  Selama  ini,  hak  ini  di- 
monopoli  oleh  partai  politik. 

2.  Diperlukan  adanya  lembaga  pengon- 
trol  baru,  terutama  terhadap  kiner- 
ja  KPU  yang  selama  ini  cenderung 
bertindak  seenaknya.  Dalam  hal  re- 
krutmen  anggota  KPU,  KPU  yang 
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sekarang  cenderung  mengabaikan 
ketentuan  legal  formal  sebagaimana 
yang  diatur  oleh  UU  Kfo.  12/2003. 
KPU  juga  perlu  dikontrol  dalam  hal 
penggunaan  anggaran  pemilu  yang 
membengkak,  untuk  apa  saja  ang- 
garan itu  digunakan  dan  dari  mana 
.  saja  sumber-sumbemya. 

3.  KPU  harus  konsisten  dengan  batas 
waktu  pendaftaran  pemilih  yang  te- 
lah  mereka  tentukan.  Jika  tidak,  ma- 
ka  yang  terjadi  adalah  proses  kom- 
promi  dan  tarik  ulur  waktu  pendaf- 
taran pemilih. 

4.  Dalam  pembuatan  UU  Pemilu,  diper- 
lukan  keterlibatan  rakyat  yang  le- 
bih  luas,  khususnya  dalam  hal  arfi- 
kulasi,  agregasi  dan  sosialisasi  UU 
Pemilu,  s6hingga  UU  Pemilu  ydng 
ada  tidak  didomit\asi  oleh  kepert- 
tingan  parpol.  Selama  in  produk 
UU  Pemilu  lebih  mewarnai  kepen- 
tingan  parpol  ketimbang  mengako- 
modasi  kepentingan  rakyat.  Harap- 
an  kita,  setelah  Pemilu  2004,  terjadi 
pefubahan  mendasar  atau  yang  di- 
sebut  sebagiai  "piramida  terbalik" 
di  mana  hak-hak  politik  rakyat  men- 
dominasi  kebijakan  politik  dan  pro- 
duk-produk  perundang-undangan  pe- 
milu, ketimbang  hak-hak  politik  par- 
pol yang  selanta  ini  sangat  menonjol. 
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LAMPIRAN 


PERBANDINGAN  TINGKAT  PARTISIPASI  POLITIK  RAKYAT 
BERDASARKAN  UU  NO.  3/1999  DAN  UU  NO.  12/2003 


No. 

Butir-butir 
Partisipasi 
Politik 

UU  No.  3/1999 

UU  No.  12/2003 

1. 

Ruang  Partisipasi 

Memilih  anggota  DPR/MPR, 
DPRD  tingkat  I  dan  DPRD 
tingkatll  (pasal  1). 

Memilih  anggota  DPR,  DPD, 
presiden  dan  wakil  presiden 

dan  DPRD  Kabupaten/Kota 
(pasal  3). 

2. 

Kontes  tan  /  Peserta 

Ada  48  parpol  yang  dinyata- 
kan  berhak  mengikuti  pemilu. 
Parpol  peserta  pemilu  ini  me- 
rupakanhasil  saringan  dari 
141  parpol  yang  terdaftar  di 
Departemen  Kehakiman 
(pasal  39  dan  41  ayat  2). 

•  Ada  sekitar  237  Parpol  yang 

men  Kehakiman  dan  HAM. 
Dari  jumlah  itu,  belum  ada 
parpol  yang  sudah  dinyata- 
kan  lolos  hasil  verifikasi 
(pasal  7, 8,  9  dan  10). 

•  Anggota  perseorangan 
unhik  DPD  (pasal  3  dari  11). 

3. 

Hak  Politik  Warga 
Negara  (hak  untuk 
memilih  dan  dipilih) 

Warga  negara  yang  tidak  ter- 
masuk  menjadi  anggota  par- 
pol hanya  memiliki  hak  untuk 
memilih  anggota  DPR/MPR 
yang  dicalonkan  oleh  parpol 
iiicidiui  oisiem  proporsionai 
stelsel  terdaftar  dan  tidak 
i    memiliki  hak  untuk  dipilih 
(pasal  28  dan  29). 
Pemilihan  presiden  dilakukan 
oleh  DPR/MPR  yang  nota 
bene  merupakan  kewenang- 
an  parpol. 

Warga  negara  yang  tidak  men- 
jadi anggota  parpol  memilikj 
hak  untuk  dipilih  melalui  DP'D. 
Hak  untuk  dipilih  menjadi 
anggota  DPR,  DPRD  Provinsi 
dan  Kabupaten/Kota  merupa- 
kan kewenangan  parpol  mela- 
lui sistem  proporsionai  calon 
terbuka  (pasal  3, 13  dan  14). 

4. 

Persamaan  Hak 
(antara  parpol  dan 
non-parpol) 

Anggota  parpol  memiliki  hak 
istimewa  untuk  dicalonkan 
dan  dipilih  di  dalam  pemilu. 
Hak  untuk  dipilih  menjadi 
presiden  menjadi  monopoli    ■  • 
anggota  parpol  (pasal  40  dan 
41). 

Anggota  parpol  memiliki  hak 
istimewa  yang  terbatas.  Pe- 
luang  anggota  parpol  untuk 
dipilih  menjadi  anggota  DPR, 
DPRD  Provinsi  dan  Kabu- 
paten/Kota masih  sangat  be- 
sar  dan  sedikit  oeluane  untuk 
menjadi  anggota  DPD  karena 
harus  bersaing  dengan  calon 
perseorangan  dari  non-parpol 
(pasal  7,  8, 9, 10  dan  11).  Hak 
untuk  dipilih  menjadi  presiden 
masih  menunggu  RUU 
tentang  pemilihan  presiden. 
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5. 

Keadilan 

m 

Pemilu  diselenggarakan  secara 
demokratis  dan  transparan, 
jujur  dan  adil  dengan  menga- 
dakan  pemungutan  suara  se- 
cara langsung,  umum  dan 
rahasia  (pasal  1). 

Pemilu  dilaksanakan  berdasar- 
asas  langsung,  umum,  bebas, 
rahasia,  jujur  dan  adil  (pasal  2). 

6. 

Kesetaraan 

Tidak  ada  kesetaraan  antara 
anggota  parpol  dan  non- 
parpol.  Hanya  anggota  parpol 
yang  memiliki  hak  untuk  dipi- 

XIXL  lIltrilJctLXX  cHl^^ULo.  L/1  IN./ 

MPR,  DPRD  Provinsi  dan 
Kabupaten/Kota  serta  pemi- 
lihan  presiden  (pasal  41). 

Masih  tidak  terdapat  kesetara- 
an, khususnya  dalam  pemilih- 
an anggota  DPR,  DPRD 
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota 

^ti3qa1  7i  Ppirhai  ■nnlii'iK  mprni- 

liki  kekuasaan  dan  kewenang- 
an  mutlak  untuk  menetapkan 
calon  anggota  legislatifnya. 

7. 

Penyelenggara 

Komisi  Pemilihan  Umum 
(KPU)  yang  dibentuk  dengan 
Keppres  No.  77/M/1999.  Ke- 
anggotaannya  terdiri  dari  lima 
wakil  pemerintah  dan  48  wakil 
parpol  peserta  pemilu  yang 
ditunjuk  oleh  masing-masing 
parpol  (pasal  8,  9, 10  dan  11). 

Komisi  Pemilihan  Umum 
(KPU)  yang  dibentuk  dengan 
Keppres  No.  70/2001.  Keang- 
gotaannya  terdiri  dari  11  orang 
non-pemerintah  dan  non- 
parpol  (kebanyakan  akademi- 
si).  Perekrutan  anggota  mele- 
wati/z/-  and  proper  test  oleh  DPR 
(pasal  15, 16, 17, 18  dan  19). 

8. 

Tahapan  Pemilu 

Ada  tujuh  tahapan  pemilu 
yang  ditetapkan,  antara  lain: 

(1)  pendaftaran  dan  penelitian 
parpol  peserta  pemilu  serta 
penentuan  nomor  urutnya; 

(2)  pendaftaran  pemilih; 

(3)  pencalonan  anggota  DPR, 
DPRD  I  dan  DPRD  II;  (4)  kam- 
panye  pemilu;  (5)  pemungutan 
suara  dan  penghitungan  suara 
di  tempat  pemungutan  suara 
(TPS);  (6)  penetapan  hasil  pe- 
miiu  anggota  DPR,  DPRD  I /II; 
dan  (7)  pengucapan  sumpah 
atau  janji  anggota. 

Ada  tujuh  tahap  yang  ditetap- 
kan, antara  lain:  (1)  pendaftar- 
an pemilih  dan  pendaftaran 
penduduk  berkelanjutan  (P4B) 
yang  dimulai  1  April  2003; 
(2)  pemetaan  daerah  pemilihan 
dan  penetapan  jvmilah  kursi 
DPR  dan  DPRD;  (3)  pencalonan 
anggota  Dewan  Perwakilan 
Daerah  (DPD);  (4)  pendaftaran, 
verifikasi  dan  penetapan  par- 
pol peserta  pemilu;  (5)  pengu- 

1                           I      1        •  1 

muman  calon  anggota  legisla- 
tif;  (6)  kampanye  parpol; 
(7)  pemungutan  suara  pada 
5  April  2004. 

9. 

Mekanisme 
Pendaftaran 
Pemilih 

Pendaftaran  dilakukan  oleh 
panitia  pendaftaran  pemilih 
(Pantarlih)  dan  dibantu  oleh 
petugas  Pantarlih  (biasanya 
melibatkan  ketua  RT). 

Pendaftaran  dilakukan  oleh  pe- 
tugas yang  dikoordinasi  oleh 
KPU  bekerja  sama  dengan 
Badan  Pusat  Statistik  (BPS), 
Departemen  Dalam  Negeri, 
dan  pemerintah  daerah  dalam 
paket  pendaftaran  pemilih  dan 

214 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 


pendataan  penduduk  berke- 
lanjutan  (P4B).  Pelaksanaan 
pengambilan  data  dilakukan 
oleh  pencatat  yang  direkrut 
oleh  BPS. 

10. 

Waktu 

Pendaftaran 

Pemilih 

Secara  formal,  KPU  menetap- 
kan  waktu  pendaftaran  selama 
sebulan.  Dalam  kenyataannya, 
masih  ada  daerah  yang  belum 
menerima  formulir  pendaftar- 
an meskipun  waktu  pendaftar- 
an telah  habis.  KPU  memutus- 
kan  untuk  memperpanjang 
waktu  pendaftaran  di  Timtim, 
Aceh,  Maluku  dan  Papua. 

Secara  formal,  KPU  menetap- 
kan  waktu  pendaftaran  pemilih 
dari  1  April  hingga  30  April 
2003.  Tetapi  sampai  dengan 
minggu  ketiga  pelaksanaan 
P4B,  ternyata  penduduk  yang 
iciLAdiiai  udiu.  iriericapai  ou~ou 
persen.  KPU  akhimya  mem- 
perpanjang masa  pendaftaran 
hingga  akhir  Mei  2003. 

11. 

Sistem  Pemilu 

Proporsional  dengan  stelsel 
terdaftar  (pasal  1  ayat  7). 

Proporsional  dengan  daftar 
calon  terbuka  dan  distrik  ber- 
wakil  banyak  (pasal  6). 

12. 

Kontrol  dan 
1  emDeritaan  yang 
Seimbang  dari 
Media  Massa 

Tidak  dijamin,  karfina  tidak 
uiatur  ai  aalam  U  u  mi. 

Media  cetak  dan  elektronik 
membenkan  kesempatan  ke- 
pada  peserta  pemilu  untuk 
memberikan  materi  dan  tema 
pemilu  (pasal  73). 

13. 

NetralitasTNI, 
PolridanPNS 

Anggota  Angkatan  Bersenjata 
Republik  Indonesia  (ABRI)  ti- 
dak memiliki  hak  memilih  dan 
aipum  ^pasai  ov  aan4/^.  iino 
memiliki  hak  untuk  memilih 
dan  dipilih  (tidak  diatur  secara 
rinci  dalam  UU  ini). 

Baik  TNI,  Polri  maupun  PNS 
bersifat  netral.  TNI  dan  Polri 
tidak  memiliki  hak  memilih 
(pasal  i4o;.  riNb  mermliKi  nak 
untuk  memilih,  tetapi  tidak 
memiliki  hak  untuk  dipilih 
(tidak  diatur  di  dalam  UU  ini). 

14. 

Pemantau  Pemilu 

Lembaga  pemantauan  dari 
luar  negeri  dapat  melakukan 
pemantauan  pemilu  dengan 
mendaftarkan  diri  ke  KPU  dan 
tata  cara  pemantauannya  di- 
tentukan  oleh  KPU  (pasal  27). 

Pemantau  pemilu  terdiri  dari 
lembaga  swadaya  masyarakat, 
badan  hukum  dan  perwakilan 
pemerintah  luar  negeri.  Pe- 
mantau dari  dalam  dan  luar 
negeri  harus  mendaftarkan 
diri  ke  KPU.  Pemantau  ditun- 
tut  bersifat  independen,  me- 
miliki sumber  dana  yang  jelas, 
dan  memperoleh  akreditasi 
dari  KPU  (pasal  135  dan  136). 

PEMBANGUNAN  PARTISIPASI  POLITIK  RAKYAT  DALAM  PEMILU  2004  21  5 


15. 

Pengawasan 
Pemilu 

Dalam  rangka  mehgawasi  pe- 
penyelenggaraan  pemilu,  di- 
bentuk  panitia  pengawas  yang 
keanggotaannya  ditetapkan 
oleh  Ketua  Mahkamah  Agung 
untuk  tingkat  pusat,  ketua 
pengadilan  tinggi  untuk  ting- 
^      kat  provinsi  dan  ketua  penga- 
■      dilan  negeri  imtuk  tingkat  ka- 
p      bupaten/kota  dan  kecamatan. 
Tugas  utama  panitia  pengawas 
pemilu  adalah  mengawasi  se- 
mua  taliapan  penyelenggara- 
an  pemilu,  menyelesaikan 
sengketa  atas  perselisihan 
yang  timbul  dalam  penye- 
lenggaraan  pemilu,  menindak- 
^      lanjuti  temuan,  sengketa  dan 
perselisihan  yang  tidak  dapat 
diselesaikan  untuk  dilaporkan 
kepada  instansi  penegak 
hukum  (pasal  24, 25  dan  26). 

Untuk  melakukan  pengawasan 
pemilu,  dibentuk  panitia  penga- 
was pemilu  yang  bertanggung 
jawab  kepada  KPU  untuk  ting- 
kat nasional,  dengan  tugas 
mengawasi  semua  tahapan 
penyelenggaraan  pemilu,  me- 
nerima  laporan  pelanggaran 
peraturan  perundang-undang- 
an  pemilu,  menyelesaikan 
sengketa  yang  timbul  dalam 
penyelenggaraan  pemilu,  me- 
neruskan  temuan  dan  laporan 
yang  tidak  dapat  diselesaikan 
oleh  instansi  yang  berwenang 
(pasal  120, 121, 122)  dengan  ke- 
anggotaan  sebanyak-banyak- 
nya  9  orang  yang  berasal  dari 
unsur  kepolisian  negara,  ke- 
jaksaan,  perguruan  tinggi, 
tokoh  masyarakat  dan  pers. 

m 

16. 

Penanggung 
Jawab  Pemilu 

Presiden  merupakan  penang- 
gung jawab  utama  jalannya 
pemilu  di  tingkat  nasional 
(pasal  8). 

KPU  merupakan  penanggung 
jawab  pemilu  (pasal  15). 

Sumber:  Diolah  dari  berbagai  penerbitan. 


Kelembagaan  Kependudukan 
Era  Otonomi  Daerah* 

Prifono  Tjiptoheri junto 

Krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  memberikan  pelajaran  bahwa  pem- 
bangunan  yang  mengejar  pertumbuhan  dan  dilakukan  tanpa  melihat  kondisi  dan 
potensi  penduduk  tidak  akan  bisa  berkesinambungan.  Ketidakpedulian  terhadap 
isu  pembangunan  berwawasan  kependudukan  akan  menyebabkan  Indonesia  kem- 
bali  menghadapi  situasi  krisis  yang  sama  pada  beberapa  tahun  mendatang.  Perhatian 
terhadap  masalah  kependudukan  harus  dilakukan  dengan  mengutamakan  pengem- 
bangan  pembangunan  berwawasan  kependudukan.  Oleh  karena  itu  di  era  otonomi 
daerah,  dengan  mengintegrasikan  ke  dalam  berbagai  sektor,  terutama  yang  berkaitan 
dengan  sektor  EKUIN  dan  didukung  pengendalian  pertumbuhan  penduduk,  penge- 
rahan  persebaran  dan  mobilitas  penduduk  serta  peningkatan  kualitas  penduduk  de- 
ngan sistem  administrasi  dan  informasi  kependudukan,  niscaya  pembangunan  ke- 
pendudukan akan  lebih  berhasil. 


PENDAHULUAN 

ADA  beberapa  prinsip  yang 
harus  diingat  untuk  mengem- 
bangkan  kelembagaan  dalam 
sistem  birokrasi  yang  baik.  Pertama, 
kelembagaan  harus  dibentuk  mengi- 
kuti  kewenangan  yang  ada  dan  bukan 
sebaliknya,  kewenangan  dikembangkan 
berdasarkan  kelembagaan  yang  terse- 
dia.  Kedua,  kewenangan  yang  ada  bu- 
kan berarti  harus  diikuti  dengan  pem- 
bentukan  suatu  kelembagaan  yang  uhih, 
namun  perlu  dikaji  dengan  saksama 
bentuk  kelembagaan  yang  sesuai  un- 
tuk melaksanakan  kewenangan  terse- 
but.  Ketiga,  dalam  birokrasi  modern 


Revisi  dari  makalah  yang  disampaikan 
pada  Seminar  Sehari  dengan  tema;  "Pengem- 
bangan  Kebijakan  Kependudukan  Era  Otono- 
mi Daerah  Propinsi  DKI  Jakarta",  Jakarta,  6 
Juru  2002. 


berlaku  prinsip  efisiensi  yaitu  jumlah 
lembaga.  Pemerintah  diupayakan  "se- 
ramping"  mungkin.  Prinsip  efisiensi  ini 
didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa 
tidak  seluruh  masalah  harus  diurus 
oleh  pemerintah  serta  pemerintah  le- 
bih berperan  sebagai  "pengarah"  dari- 
pada  "pelaksana".  Oleh  karena  itu,  pem- 
bahasan  kelembagaan  kependudukan 
dalam  era  otonomi  harus  selalu  berada 
dalam  konteks  ketiga  prir\sip  di  atas. 

Pembahasan  ini  akan  dibagi  dalam 
beberapa  bagian.  Pertama,  peran  vke- 
pendudukan  dalam  pembangunan  na- 
sional.  Pada  bagian  ini  ditelaah  sebe- 
rapa  jauh  sebenarnya  pembangunan 
berwawasan  kependudukan  berpenga- 
ruh  pada  pembangunan  nasional,  serta 
apa  yang  perlu  diperhatikan  dalam  me- 
laksanakan pembangunan  berwawasan 
kependudukan.  Bagian  kedua  adalah 
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kilas  balik  untuk  melihat  bagaimana 
pandangan  pemerintah  Indonesia  sela- 
ma  ini  dalam  melihat  pembangunan 
kependudukan  dalam  konteks  pemba- 
ngunan nasional.  Pada  bagian  ini  juga 
akan  dibahas  berbagai  perubahan  ke- 
lembagaan  kependudukan  di  Indonesia 
dan  latar  belakangnya.  Bagian  ketiga 
adalah  pembahasan  tentang  ke  mana 
arah  pembangunan  nasional  ke  depan 
dan  bagaimana  kaitannya  dengan  pem- 
bangunan kependudukan.  Pada  bagian 
ini  juga  dibahas  bagaimana  kiranya 
bentuk  kelembagaan  kependudukan  pa- 
da masa  mendatang  dikaitkan  dengan 
arah  pembangunan  nasional. 

DIMENSI  KEPENDUDUKAN  DA- 
LAM PEMBANGUNAN  NASIO- 
NAL 

Dimensi  kependudukan  dalam  pem- 
bangunan nasional  dapat  dilihat  dalam 
dua  sisi,  yaitu:  (1)  bagaimana  mengin- 
tegrasikan  aspek  kependudukan  dalam 
perencanaan  pembangunan  nasional; 
dan  (2)  pembangunan  kependudukan  itu 
sendiri.  Sisi  pertama  merupakan  pen- 
jabaran  dari  pembangiman  berwawasan 
kependudukan.  Secara  sederhana  pem- 
bangunan berwawasan  kependudukan 
merujuk  pada  konsep  agar  perencanaan 
pembangunan  (baca:  pembangunan  eko- 
nomi)  memperhatikan  dinamika  kepen- 
dudukan yang  ada.  Sisi  kedua  merujuk 
pada  bagaimana  membangun  penduduk 
itu  sendiri  agar  dapat  menjadi  pelaku-pe- 
laku  pembangiman  yang  handal.  Dalam 
hal  ini  bagaimana  mengendalikan  per- 
tumbuhan  penduduk,  mengarahkan  mo- 
bilitas  penduduk,  meningkatkan  kualitas 
penduduk  dan  didukung  dengan  sistem 


informasi  kependudukan  yang  menun- 
jang  tujuan  pembangunan  tersebut. 

Ada  beberapa  alasan  yang  melan- 
dasi  pemikiran  bahwa  kependudukan 
merupakan  isu  yang  sangat  strategis 
dalam  kerangka  pembangunan  nasional, 
antara  lain  adalah: 

•  Kependudukan,  atau  dalam  hal  ini 
adalah  penduduk,  merupakan  pusat 
dari  seluruh  kebijakan  dan  program 
pembangunan  yang  dilakukan.  Da- 
lam GBHN  dengan  jelas  dikemuka- 
kan  bahwa  penduduk  adalah  subjek 
dan  objek  pembangunan.  Sebagai 
subjek  pembangunan  maka  pendu- 
duk harus  dibina  dan  dikembang- 
kan  sehingga  mampu  menjadi  peng- 
gerak  pembangiman.  Sebaliknya,  pem- 
bangunan juga  harus  dapat  dinik- 
mati  oleh  penduduk  yang  bersang- 
kutan.  Dengan  demikian  jelas  bahwa 
pembangunan  harus  dikembangkan 
dengan  memperhitimgkan  kemampu- 
an  penduduk,  agar  seluruh  pendu- 
duk dapat  berpartisipasi  aktif  dalam 
dinamika  pembangunan  tersebut.  Se- 
baliknya, pembangunan  tersebut  bam 
dapat  dikatakan  berhasil  jika  mam- 
pu meningkatkan  kesejahteraan  pen- 
duduk dalam  arti  yang  luas. 

•  Keadaan  atau  kondisi  kependudukan 
yang  ada  sangat  mempengaruhi  di- 
namika pembangunan  yang  sedang 
dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Jum- 
lah  penduduk  yang  besar  jika  di- 
ikuti  dengan  kualitas  penduduk  yang 
memadai,  akan  merupakan  pendo- 
rong  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Se- 
baliknya jumlah  penduduk  yang  be- 
sar jika  diikuti  dengan  tingkat  kuali- 
tas yang  rendah,  menjadikan  pen- 
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duduk  tersebut  hanya  sebagai  be- 
ban  bagi  pembangunan  nasional. 
Iskandar  (1974)  memperkirakan  bah- 
wa  tanpa  adanya  program  pengen- 
dalian  pertumbuhan  penduduk,  ma- 
ka  jumlah  penduduk  Indonesia  pada 
tahun  1995  akan  berjumlah  237  juta 
jiwa.  Kenyataannya  jumlah  pendu- 
duk pada  tahun  tersebut  adalah  se- 
kitar  194  juta  jiwa.  Dengan  demikian 
program  pengendalian  pertumbuh- 
an penduduk  telah  berhasil  melaku- 
kan  saving  untuk  berbagai  penge- 
luaran  bagi  sekitar  43  juta  jiwa  pen- 
duduk Indonesia.  Pengeluaran  terse- 
but dialihkan  kepada  program  lain 
yang  bermanfaat  untuk  peningkat- 
an  kualitas  penduduk  seperti  kese- 
hatan  atau  pendidikan. 

•   Dampak  perubahan  dinamika  ke- 
pendudukan  baru  akan  terasa  dalam 
jangka  yang  panjang.  Oleh  karena 
itu,  seringkali  peran  penting  pendu- 
duk dalam  pembangunan  terabai- 
kan.  Sebagai  contoh,  beberapa  ahli 
kesehatan  memperkirakan  bahwa  kri- 
sis  ekonomi  dewasa  ini  akan  mem- 
berikan  dampak  negatif  terhadap  ke- 
sehatan seseorang  pada  25  tahun  ke 
depan  atau  satu  generasi.  Dengan 
demikian,  dapat  dibayangkan  bagai- 
mana  kondisi  sumber  daya  manu- 
sia  Indonesia  pada  generasi  menda- 
tang,  yaitu  25  tahun  setelah  tahun 
2003.  Demikian  pula,  hasil  program 
keluarga  berencana  yang  dikembang- 
kan  selama  30  tahun  yang  lalu 
(1968),  baru  dapat  dinikmati  dalam 
beberapa  tahun  terakhir  ini.  Dengan 
demikian,  tidak  diindahkannya  di- 
mensi  kependudukan  dalam  kerang- 


ka  pembangunan  nasional  sama  arti- 
nya  dengan  "menyengsarakan"  ge- 
nerasi berikutnya. 

Bagaimana  dengan  kondisi  di  Indo- 
nesia? Slogan  pembangunan  berwa- 
wasan  kependudukan  sudah  lama  di- 
dengar  dalam  bentuk  atau  format  lain. 
Sudah  lama  didengung-dengungkan 
mengenai  penduduk  sebagai  subjek  dan 
objek  pembangunan;  atau  slogan  menge- 
nai pembangunan  manusia  Indonesia 
seutuhnya;  atau  pembangunan  bagi  se- 
tiap  rakyat.  Konsep  pembangunan  ma- 
nusia seutuhnya,  yang  tidak  lain  adalah 
konsep  pembangunan  kependudukan,  mu- 
lai  diterapkan  dalam  perencanaan  pem- 
bangunan Indonesia  yang  sistematis 
dan  terarah  sejak  Repehta  I  pada  ta- 
hun 1968.  Namun  sedemikian  jauh,  wa- 
laupun  pada  tataran  kebijakan  telah  se- 
cara  sungguh-sungguh  mengembang- 
kan  konsep  pembangunan  yang  berwa- 
wasan  kependudukan,  pemerintah  nam- 
paknya  belum  dapat  secara  optimal 
mengimplementasikan  dan  menginte- 
grasikan  kebijakan  tersebut  dalam  ber- 
bagai program  sektoral.^  Banyak  sekali 
hambatan  dalam  mengimplementasi- 
kan pembangunan  berwawasan  kepen- 
dudukan. 


Sejauh  ini  walaupun  disebutkan  dalam 
GBHN  bahwa  pembangunan  nasional  ada- 
lah pembangunan  sumber  daya  manusia  se- 
iring  dengan  pembangunan  ekonomi,  namun 
dalam  kenyataannya  pembangunan  nasional 
masih  terlalu  terfokus  pada  pembangunan 
ekonomi.  Di  samping  itu,  nampak  jelas  bah- 
wa pennilihan  sasaran  pembangunan  ekononoi, 
khususnya  pengembangan  industri,  dalam  ba- 
nyak kasus  tidak  memperhatikan  dan  mem- 
perhitungkan  kondisi  kependudukan  yang 
ada. 
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Mengapa  selama  ini  Indonesia  ku- 
rang  serius  dalam  menangani  pemba- 
ngunan  berwawasan  kependudukan? 
Hal  ini  tidak  lain  karena  keinginan  pe- 
merintah  untuk  mempertahankan  laju 
pertumbuhan  ekpnomi  yang  harus  se- 
nantiasa  tiriggi-  Pertumbuhan  ekonomi 
menjadi  satu-satunya  ukuran  keberha- 
silan  pembangunan  nasional.  Walau- 
pun  Indonesia  memilik,i  wawasan  tri- 
logi  pembangunan,  yaitu  pertumbuh- 
an, pemerataan,  dan  stabilitas,  namun 
pada  kenyataannya  pertumbuhan  se- 
nantiasa  mendominasi  strategi  pemba- 
ng\man  nasional. 

Strategi  pembangunan  yang  bertum- 
pu  pada  pertumbuhan  tanpa  melihat 
potensi  penduduk  yang  ada  nyatanya 
tidak  berlangsung  secara  berkesinam- 
bungan.  Jika  dikaitkan  dengan  krisis 
ekonoiTii  dewasa  ini,  terjadinya  krisis 
tersebut  tidak  lepas  dari  kebijakan  eko- 
nomi yang  kurang  mengindahkan  di- 
mensi  kependudukan.  Strategi  ekonomi 
makro  yang  tidak  dilandasi  pada  si- 
tuasi/kondisi  ataupun  potensi  kepen- 
dudukan yang  ada  menyebabkan  pem- 
bangiman  ekonomi  tersebut  menjadi  sa- 
ngat  rentan  terhadap  perubahan.  Sela- 
ma ini,  belum  ada  strategi  pembangim- 
an  yang  berorientasi  serius  pada  aspek 
kependudukan. 

BEBERAPA  PERSYARATAN  DA- 
LAM IMPLEMENTASI  PEMBA- 
NGUNAN BERWAWASAN  KE- 
PENDUDUKAN 

Pembangunan  berwawasan  kepen- 
dudukan menuntut  pada  strategi  pem- 
bangunan yang  bersifat  bottom-up  plann- 


ing. Melalui  pendekatan  ini,  tujuan  uta- 
ma  seluruh  proses  pembangunan  ada- 
lah  lebih  memeratakan  kesejahteraan 
penduduk  daripada  mementingkan  la- 
ju pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena 
itu,  pendekatan  bottom-up  berupaya 
mengoptimalkan  penyebaran  sumber 
daya  yang  dimiliki  dan  potensial  ke 
seluruh  wilayah  serta  membangun 
sesuai  dengan  potensi  dan  masalah 
khusus  yang  dihadapi  oleh  daerah 
masing-masing. 

Ketimpangan  tingkat  pembangunan 
antardaerah  menyebabkan  penduduk 
terdorong  atau  tertarik  untuk  melaku- 
kan  pergerakan  dari  satu  daerah  ke 
daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pem- 
bangunan daerah  perlu  diarahkan  un- 
tuk lebih  mengejnbangkan  dan  me- 
nyerasikan  laju  pertumbuhan  antar- 
daerah, antara  daerah  perkotaan  dan 
daerah  perdesaan,  serta  mampu  mem- 
buka  daerah  terisolasi  dan  memper- 
cepat  pembangunan  kawasan  yang  ter- 
tinggal  seperti  Kawasan  Timur  Indo- 
nesia (KTI).  Sebagai  contoh,  adanya 
mobilitas  penduduk  dari  daerah  pede- 
saan  ke  daerah  perkotaan  mencermin- 
kan  perbedaan  pertumbuhan  dan  ke- 
tidakmerataan  fasilitas  pembangunan 
antara  daerah  perdesaan  dan  daerah 
perkotaari.  Selama  masih  terdapat  per- 
bedaan tersebut,  mobilitas  penduduk 
akan  terus  berlangsung.  Apalagi  te- 
lah  menjadi  kenyataan  yang  secara 
umum  diketahui  bahwa  pada  bebe- 
rapa  negara  berkembang,  konsentrasi 
investasi  dan  sumber  daya  pada  umum- 
nya  berada  di  daerah  perkotaan. 

Kenyataan  tersebut  semakin  diper- 
buruk  karena  perencanaan  pembanguh- 
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an  di  negara-negara  berkembang  lebih 
didominasi  oleh  pendekatan  "dari  atas". 
Strategi  pembangunan  semacam  ini 
didasarkan  pada  tujuan  utama  dari 
pemerintah  untuk  meningkatkan  per- 
tumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, 
proses  pembangunan  terutama  dipu- 
satkan  pada  sektor  industri  di  daerah 
perkotaan,  menekankan  pada  kegiatan 
ekonomi  padat  modal  dan  teknologi 
tinggi.  Perluasaii  industri  cenderung  di- 
ikuti  dengan  kebijakan  substitusi  im- 
por  dalam  rangka  meningkatkan,  ke- 
mandirian  ekonomi  nasional. 

Saat  ini  banyak  pemerintah  di  ne- 
gara-negara berkembang  merigikuti  alir- 
an  bottom-up  planning  dengan  maksud  le- 
bih menyeimbangkan  pelaksanaan  pem- 
bangunan, dalam  arti  memanfaatkan 
ruang  dan  sumber  daya  secara  lebih 
efisien.  Pendekatan  bottom-up  meng- 
isyaratkan  kebebasan  daerah  atau  wi- 
layah  imtuk  merencanakan  pembangim- 
an  sehdiri  sesuai  dengan  keperluan 
dan  keadaan  daerah  masing-masing. 
Oleh  karena  itu,  otonomi  yang  seluas- 
luasnya  perlu  diberikan  kepada  masing- 
masing  daerah  agar  mampu  mengatur 
dan  menjalankan  berbagai  kebijakan 
yang  dirumuskan  sendiri  guna  pening- 
katan  kesejahteraan  inasyarakat  di  dae- 
rah atau  kawasan  yang  bersangkutan. 
Melalui  otonomi  daerah,_.yang  berarti 
adalah  desentralisasi  pembangunan, 
maka  laju  pertumbuhan  antardaerah 
akan  semakin  seimbang  dan  serasi,  se- 
hingga  pelaksanaan  pembangunan  na- 
sional serta  pembagian  hasil-hasilnya 
semakin  merata  di  seluruh  Indonesia. 

Beberapa  kata  kunci  yang  perlu  di- 
berikan penekanan  pada  pembangun- 


an daerah  adalah:  (1)  pembangunan  dae- 
rah disesuaikan  dengan  prioritas  dan 
potensi  masing-masing  daerah;  dan  (2) 
adanya  keseimbangan  pembangunan 
antardaerah.  Kata  kunci  pertama  me- 
ngandung  makna  pada  kesadaran  pe- 
merintah untuk  melakukan  desentrali- 
sasi pembangunan  terutama  berkait- 
an  dengan  beberapa  sektor  pemba- 
ngunan yang  dipandang  sudah  mam- 
pu dilaksanakan  di  daerah  masing-ma- 
sing. Berarti  pengambilan  keputusan 
pembangunan  berada  pada  tingkat 
daerah. 

Kata  kunci  kedua  mengandung  mak- 
na adanya  kehyataan  bahwa  masing- 
masing  daerah  memiliki  potensi  baik 
alam,  sumber  daya  manusia,  maupun 
kondisi  geografis  yang  berbeda-beda, 
yang  menyebabkan  ada  daerah  yang 
memiiliki  potensi  untuk  berkembang 
secara  cepat  dan  sebaliknya  ada  daerah 
yang  kurang  dapat  berkemoang  karena 
berbagai  keterbatasan  yang  dimiliki- 
nya.  Adanya  perbedaan  potensi  antar- 
daerah ini  menyebabkan  peran  peme- 
rintah'pusat  sebagai  "pengatur  kebijak- 
an pembangunan  nasional"  tetap  di- 
perlukan  agar  timbul  keselarasan,  ke- 
seimbangan dan  keserasian  perkem- 
bangan  semua  daerah,  baik  yang  me- 
miliki potensi  yang  berlebihan  mau- 
pun yang  kurang  memiliki  potensi. 
Dengan  demikian,  melalui  otonomi  da- 
lam pengaturan  pendapatan,  sistem 
pajak,  keamanan  warga,  sistem  per- 
bankan  dan  berbagai  pengaturan  lain 
yang  diputuskan  daerah  sendiri,  pem- 
bangunan setempat  dapat  dijalaiikan. 

Demikian  pula  diupayakan  tersedia- 
nya  data  kependudukan  yang  mema- 
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dai  untuk  keperluan  perencanaan,  pe- 
mantauan,  dan  evaluasi  pembangunan. 
Data  ini  diperlukan  baik  untuk  pemba- 
ngunan kependudukan  maupun  pem- 
bangunan nasional  pada  umumnya  me- 
lalui  administrasi,  pencatatan,  dan  sta- 
tistik  penduduk  dalam  rangka  penyem- 
purnaan  sistem  informasi  kependuduk- 
an. Penyempurnaan  sistem  informasi 
kependudukan  diupayakan  melalui:  (a) 
peningkatan  kesamaan  persepsi  antar- 
sektor  terkait  dalam  penggunaan  stan- 
dar  data  dan  informasi  yang  menjadi 
acuan  dalam  perencanaan  pembangun- 
an yang  berwawasan  kependudukan 
dan  keluarga;  (b)  peningkatan  pema- 
syarakatan  kesepakatan  istilah-istilah 
dalam  bidang  kependudukan  dan  ke- 
luarga, baik  yang  menyangkut  pengen- 
dalian  kuantitas,  peningkatan  kualitas, 
dan  pengarahan  mobilitasnya;  dan  (c) 
peningkatan  pengembangan  kerja  sama 
kelembagaan  dan  pembinaan  pusat- 
pusat  penelitian  dan  pengkajian  ke- 
pendudukan yang  dikelola  oleh  pergu- 
ruan  tinggi,  maupun  lembaga  swada- 
ya  dan  organisasi  masyarakat,  seba- 
gai  penganalisis  data  kependudukan.  - 

Nampaknya  ketidakberhasilan  Indo- 
nesia dalam  mengimplementasikan  pem- 
bangunan berwawasan  kependudukan 
di  samping  disebabkan  oleh  beberapa 
faktor  yang  telah  disebutkan  terdahu- 
lu  (strategi  pembangunan  yang  lebih 
menekankan  pada  aspek  pertumbuhan 
ekonomi),  juga  terkait  dengan  sistem 
pemerintahan  yang  sentralistis  sela- 
ma  ini.  Hampir  seluruh  kebijakan  "di- 
kendalikan"  dari  pusat  dengan  sedikit 
sekali  perhatian  terhadap  perbedaan 
kondisi  pada  masing-masing  wilayah. 


KILAS  BALIK  PEMBANGUNAN  KE- 
PENDUDUKAN DI  INDONESIA 

Sebagaimana  dikemukakan  terda- 
hulu,  keterkaitan  antara  kependudukan 
dan  pembangunan  harus  dilihat  dalam 
dua  dimensi,  yaitu:  (1)  bagaimana  mem- 
bangun  penduduk  agar  menjadi  sum- 
ber  daya  manusia  yang  handal,  atau 
dikenal  dengan  istilah  pembangunan 
kependudukan;  dan  (2)  bagaimana  meng- 
integrasikan  isu  kependudukan  ke  da- 
lam mainstream  pembangunan  nasio- 
nal atau  mengembangkan  pembangim- 
an  berwawasan  kependudukan. 

Keterkaitan  tersebut  juga  harus  di- 
lihat pada  tataran  kebijakan  dan  imple- 
mentasi.  Pada  tataran  kebijakan,  analisis 
diarahkan  untuk  melihat  sampai  sebe- 
rapa  jauh  political  will  pemerintah  un- 
tuk mengintegrasikan  isu-isu  kepen- 
dudukan dalam  kebijakan  pembangun- 
an nasional.  Selanjutnya  pada  tataran 
implementasi,  dapat  dilihat  seberapa 
jauh  kebijakan  tersebut  diimplemen- 
tasikan  dalam  program-program  sek- 
toral. 


TDengan  demikian  nampak  jelas  bahwa  pa- 
da tataran  kebijakan,  pembangunan  kependu- 
dukan dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya 
untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  program 
yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  kependu- 
dukan. Program  keluarga  berencana  adalah 
contoh  yang  paling  jelas,  di  mana  melalui 
program  tersebut  diupayakan  pengendalian 
kelahiran  penduduk  menuju  kondisi  yang  di- 
ingtnkan.  Sedangkan  pada  tataran  implemen- 
tasi dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  un- 
tuk mengintegrasikan  isu-isu  kependuduk- 
an ke  dalam  program  pembangunan  sektoral 
atau  yang  lebih  dikenal  di  kalangan  peren- 
cana  pembangunaii  atau  para  ahli  kependu- 
dukan sebagai  "pembangunan  berwawasan 
kependudukan"  {population/people  oriented/centered 
development). 
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Pemerintah  sejak  awal  kemerdeka- 
an  sudah  mulai  memperhatikan  as- 
pek  kependudukan  dalam  perencana- 
an  pembangunan.  Tentu  saja  imple- 
mentasi  dari  perhatian  ini  disesuai- 
kan  dengan  kondisi  pada  masa  itu. 
Program  pemindahan  penduduk  dari 
daerah  padat  ke  daerah  kurang  padat, 
misalnya,  sudah  dimulai  bahkari  sejak 
sebelum  kemerdekaan.  Program  trans- 
migrasi  yang  pertama  kali  dilakukan 
oleh  Pemerintah  Indonesia  tercatat  pada 
tahun  1951  (Tjiptoherijanto,  1997:  102). 

Program  transmigrasi  pada  awal- 
nya  lebih  dilihat  oleh  pemerintah  se- 
bagai  upaya  untuk  mengatasi  keku- 
rangan  tenaga  kerja  pada  daerah-dae- 
rah  yang  jarang  penduduknya.  Dalam 
terminologi  ilmu  kependudukan,  mo- 
del seperti  ini  sering  disebut  sebagai 
kebijakan  perpindahan  penduduk  yang 
bersifat  langsung  (direct  policy).  Kare- 
na  jumlah  penduduk  yang  dipindah- 
kan  makin  lama  makin  banyak,  maka 
pemerintah  kemudian  memandang  perlu 
mengembangkan  suatu  institusi  yang 
khusus  menangani  masalah  pemindah- 
an penduduk  tersebut.  Kemudian  mun- 
culah  kelembagaan  Transmigrasi.  Kelem- 
bagaan  yang  mengurusi  transmigrasi 
ini  mengalami  beberapa  kali  perubah- 
an  sesuai  dengan  konsep  transmigra- 
si yang  dianut  pada  kurun  waktu 
tertentu.  Pada  awalnya  program  trans- 
migrasi dikaitkan  dengan  isu  kete- 
nagakerjaan  dan  upaya  membina  para 
transmigran  agar  menjadi  pelaku-pe- 
laku  ekonomi  di  daerah  tujuan  dan 
oleh  karenanya.dibentuklah  kelemba- 
gaan Transkopemada  dan  kemudian 
menjadi  Nakertranskop.  Namun  seba- 


gaimana  dikemukakan  terdahulu  ka- 
rena  jumlah  penduduk/keluarga  yang 
perlu  dipindahkan  makin  lama  makin 
besar,  maka  dirasakan  perlu  adanya 
suatu  kelembagaan  khusus  yang  me- 
nangani masalah  pemindahan  ini  se- 
hingga  munculah  institusi  Departe- 
men  Transmigrasi  yang  sebelumriya 
berbentuk  Kantor  Menteri  Muda  Trans- 
migrasi. Pada  saat  ini  kembali  lagi 
menjadi  Departemen  Tenaga  Kerja  dan 
Transmigrasi  (Naker trans). 

Dalam  perjalanannya,  program  trans- 
migrasi kemudian  banyak  menimbul- 
kan  pro  dan  kontra.  Tidak  sedikit 
analisis  memperlihatkan  bahwa  pro- 
gram ini  sangat  tidak  efisien  dan  kurang 
berdampak  positif  pada  peningkatan 
kesejahteraan  penduduk.  Banyak  pihak 
menyimpulkan  bahwa  program  peng- 
arahan  persebaran  penduduk  lebih 
baik  dilakukan  secara  tidak  langsung 
melalui  pengaturan  pusat-pusat  per- 
tumbuhan  ekonomi  daripada  mengem- 
bangkan kebijakan  langsung.  Di  da- 
lam institusi  transmigrasi  sendiri  ber- 
kembang  kerangka  pikir  tentang  bagai- 
mana  mengaitkan  program  ini  dengan 
pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu- 
lah,  institusi  transmigrasi  kembali  di- 
kaitkan dengan  pembangunan  kete- 
nagakerjaan. 

Di  samping  aspek  persebaran  pen- 
duduk, pemerintah  sejak  awal  Orde 
Baru  mulai  memperhatikan  aspek  per- 
tumbuhan  penduduk.  Jika  pada  masa 
sebelumnya  pemerintah  beranggapan 
bahwa  jumlah  penduduk  yang  besar 
justru  berdampak  positif  pada  pem- 
bangunan bangsa,  maka  pemerintah 
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Orde  Baru  melihat  bahwa  dengan  kon- 
disi  kualitas  yang  rendah  jumlah  pen- 
duduk  yang  besar  justru  menjadi  be- 
ban  pembangunan  dan  karenanya  ha- 
rus  dikendalikan.  Oleh  karena  itulah, 
pemerintah  kemudian  mengembangkan 
institusi  Lembaga  Keluarga  Berencana 
Nasional  (LKBN)  dan  kemudian  menja- 
di Badan  Koordinasi  Keluarga  Beren- 
cana Nasional  (BKKBN).  Perhatian  ter- 
hadap  aspek  pengendalian  pertumbuh- 
an  penduduk  secara  konsisiten  terus 
diberikan  sampai  saat  iiu: 

Dari  uraian  di  atas,  jelas  terlihat 
bahwa  pemerintah  secara  konsisten 
telah  berupaya  membangun  penduduk 
agar  menjadi  sumber  daya  manusia 
atau  pelaku  pembangunan  yang  han- 
dal.  Secara  konsisten  pemerintah  ber- 
upaya untuk  mengendalikan  pertum- 
buhan  penduduk  dan  mengarahkan 
persebaran  penduduk. 

Dimensi  kedua  dari  keterkaitan  an- 
tara  kependudukan  dan  pembangunan 
mulai  mendapatkan  perhatian  sejak  Ka- 
binet  Pembangunan  IV  (1988).  Berba- 
gai  analisis  dan  pemikiran  dari  me- 
reka  yang  banyak  menggeluti  studi 
pembangunan  mendorong  pemerintah 
untuk  mulai  memperhatikan  dimensi 
kependudukan  dalam  arti  yang  lebih 
luas  (tidak  hanya  pembangunan  kepen- 
dudukan  itu  sendiri)  ke  dalam  main- 
stream pembangunan  nasional.  Pada 
Kabinet  Pembangunan  IV  tersebut  mu- 
lai dibentuk  institusi  kependudukan 
yang  tugas  dan  fungsinya  anta'ra.  lain 
mengembangkan  kebijakan  kependuduk- 
an dan  mengintegrasikan,  kebijakan  ter- 
sebut ke  dalam  kebijakan  pembangun- 
an nasional.  Oleh  karena  bidang  ke- 


pendudukan bersifat  lintas  sektor,  ma- 
ka  bentuk  institusi  yang  dirasakan  te- 
pat  untuk  itu  adalah  Menteri  Negara. 
Jika  dilihat  dalam  perspektif  kilas  balik 
maka  format  Menteri  Negara  nampak- 
nya  memang  merupakan  format  yang 
paling  tepat  untuk  bidang  kependu- 
dukan. 

Pada  masa  itu,  institusi  Menteri  Ne- 
gara yang  membidangi  kependudukan 
(Kantor  Menteri  Negara  Kependuduk- 
an dan  Lingkungan  Hidup)  mengem- 
bangkan format  pembangunan  kepen- 
dudukan di  Indonesia  melalui  berbagai 
kebijakan  serta  berupaya  merangkul 
berbagai  pihak  untuk  menyebarluaskan 
konsep    pembangunan  berwawasan 
kependudukan.  Pada  waktu  itu  dikem- 
bangkan  segitiga  "Emil  Salim",  yaitu 
Kantor  Menteri  Negara  Kependudukan 
dan  Lingkungan  Hidup  —  Pusat  Studi 
Kependudukan  —  Pemerintah  Daerah 
(BKLH).  Kantor  Menteri  Negara  KLH 
lebih  berfungsi  sebagai  pengembang 
kebijakan  makro  didukung  oleh  lemba- 
ga universitas  (PSK)  untuk  kemudian 
diterjemahkan  ke  dalam  program  oleh 
pemerintah  daerah  (BKLH). 

Format  institusi  kemudian  menga- 
lami  perubahan  pada  Kabinet  Pemba- 
ngunan VI  (1993-1998)  di  mana  kepen- 
dudukan kemudian  bergabung  dengan 
salah  satu  institusi  implementasi  pem- 
bangunan kependudukan,  yaitu  BKKBN. 
Di  sini  kemudian  mulai  timbul  keran- 
cuan  di  mana  kebijakan  kependuduk- 
an yang  bersifat  lintas  sektor  yang 
dihasilkan  oleh  Kantor  Menteri  Ne- 
gara Kependudukan  seringkali  kemu- 
dian langsung  diimplementasikan  oleh 
BKKBN.  Pada  masa  itu  BKKBN  yang 
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pada  awalnya  berperan  sebagai  insti- 
tusi  pengendalian  perturabuhan  pen- 
duduk  dan  peningkatan  kesejahteraan 
keluarga  mulai  masuk  dalam  bidang 
persebaran  penduduk  (ingat  program 
Banggasukadesa) . 

Dalam  Kabinet  Reformasi  di  bawah 
Presiden  K.H.  Abdurrahman  Wahid,  in- 
stitusi  kependudukan  kemudian  sempat 
digabung  dengan  transmigrasi  (Men- 
neg.  Transkep)  dan  malah  untuk  bebe- 
rapa  waktu  muncul  sebagai  suatu  ba- 
dan  yang  bersifat  implementasi  (Bak- 
nas).  Penggabungan  institusi  kepen- 
dudukan dengan  institusi  implementasi 
dan  bahkan  membentuk  kependudukan 
sebagai  institusi  implementasi  sebenar- 
nya  mempersempit  arti  kependuduk- 
an itu  sendiri.  Pada  Kabinet  Gotong 
Royong  saat  ini  institusi  kependuduk- 
an malah  tidak  mendapat  tempat  sa- 
ma  sekali,  bahkan  kelembagaannya  di- 
hapuskan,  tanpa  menyadari  bahwa  In- 
donesia merupakan  negara  keempat 
dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di 
dunia,  serta  berpeluang  menjadi  tuan 
rumah  Konferensi  Kependudukan  se- 
Dunia  pada  tahun  2004. 

BAGAIMANA  KE  DEPAN? 

Krisis  ekonomi  saat  ini  memberikan 
pelajaran  bahwa  pembangunan  yang 
mengejar  pertumbuhan  dan  dilakukan 
tanpa  melihat  kondisi  dan  potensi 
penduduk  tidak  akan  berkesinambung- 
an.  Pada  masa  dan  pasca  krisis  eko- 
nomi, perhatian  terhadap  masalah  ke- 
pendudukan harus  tetap  dilakukan, 
terutama  menyangkut  upaya  mengem- 
bangkan  pembangunan  berwawasan 


kependudukan  (people-centered-develop- 
ment).  Ketidakpedulian  terhadap  isu 
pembangunan  berwawasan  kependuduk- 
an akan  menyebabkan  Indonesia  kem- 
bali  menghadapi  situasi  krisis  yang 
sama  pada  beberapa  tahun  menda- 
tang.  Justru  perkembangan  ini  perlu 
diwaspadai,  bahkan  harus  dihindarkan 
semampu  mungkin.  Pembangunan  ke- 
pendudukan (pembangunan  sumber 
daya  manusia)  dan  pembangunan  ber- 
wawasan kependudukan  harus  tetap 
terus  dilanjutkan  dan  bahkan  diting- 
katkan  integrasinya  ke  dalam  berbagai 
sektor  pembangunan  terutama  yang 
berkaitan  dengan  sektor  ekonomi.  Jika 
selama  ini  kependudukan  lebih  dititik- 
beratkan  pada  sektor  sosial  dalam  ke- 
rangka  pembangunan  nasional,  saat  ini 
perlu  dipikirkan  untuk  mengintegrasi- 
kan  pembangunan  kependudukan  ke 
dalam  sektor  EKUIN. 

Oieh  karena  itu,  kewenangan  pem- 
bangunan kependudukan  seperti  pe- 
ngendalian pertumbuhan  penduduk, 
pengarahan  persebaran  dan  mobilitas 
penduduk  serta  peningkatan  kualitas 
penduduk  dan  didukung  dengan  sis- 
tem  administrasi  dan  informasi  ke- 
pendudukan yang  handal  harus  tetap 
dipertahankan.  Dalam  era  otonomi,  pe- 
merintah  pusat  dan  daerah  harus  te- 
tap memperhatikan  isu-isu  diatas.  Oleh 
karenanya,  lembaga  yang  khusus  me- 
nangani  kebijakan  kependudukan  harus 
tetap  ada,  terutama  pada  lingkat  peme- 
rintah  pusat. 

Dalam  hal  pembangunan  kependu- 
dukan, penelapan  kewenangan  perlu 
diikuH  dengan  kelembagaan  operasio- 
nal  yang  disesuaikan  dengan  kondisi 
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daerah  masing-masing.  Dinas  Kepen- 
dudukan  yang  menangani  masalah  ad- 
ministrasi  kependudukan  merupakan 
salah  satunya.  Demikian  pula  dapat 
saja  dibentuk  Dinas  Keluarga  Beren- 
cana  yang  khusus  menangani  masalah 
pengendalian,  pertumbuhan  penduduk. 
Namun  sekali  lagi  bentuk  kelembaga- 
an  tersebut  perlu  disesuaikan  dengan 
kondisi  dan  kemampuan  daerah  ma- 
sing-masing. 

Di  samping  kelembagaan  yang  sifat- 
nya  operasional,  dalam  hal  pemba- 
ngunan  kependudukan  perlu  pula  di- 
kembangkan  kelembagaan  yang  bersifat 
kebijakan.  Kelembagaan  ini  dimaksud- 
kan  untuk  mengembangkan  serta  me- 
mantau  pelaksanaan  kebijakan  makro 
kependudukan  serta  bagaimana  meng- 
integrasikan  kebijakan  tersebut  ke  da- 
lam berbagai  sektor  yang  ada.  Pada 
tingkat  daerah  kelembagaan  ini  dapat 
saja  berupa  Biro  Kependudukan  seba- 
gaimana  pemah  ada  pada  Kabinet  Pem- 
bangunan  IV  sampai  dengan  VI  dulu. 
Secara  garis  besar  kelembagaan  terse- 
but diharapkan  berhmgsi  imtuk: 

1.  Memberikan  masukan  kepada  peme- 
rintah  pusat  dalam  menyusun  pe- 
rencanaan  makro  mengenai  strategi 
pengembangan  sumber  daya  manu- 
sia  (kependudukan)  di  daerahnya.  Pe- 
merintah  daerah  dengan  berbagai 
jajarannya  merupakan  institusi  yang 
sangat  mengetahui  masalah  yang 
dihadapi  oleh  daerah  masing-masing. 

2.  Membuat  perencanaan  yang  baik 
untuk  daerah  masing-masing  (yang 
akan  dituangkan  dalam  Repelita 
Daerah  dan  APBD)  mengenai  strategi 


peningkatan  sumber  daya  manusia 
berdasarkan  pada  analisis  SWOT. 
Ini  diperlukan  untuk  mengetahui  kon- 
disi, kekuatan  serta  kelemahan  yang 
ada. 

3.  Mengimplementasikan  perencanaan 
makro  yang  telah  disusun  secara 
nasional  dengan  melakukan  modifi- 
kasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan 
timtutan  lokal. 

4.  Menggalang  hubungan  dan  koordi- 
nasi  yang  baik  dengan  pihak  swas- 
ta  dan  masyarakat  dalam  upaya 
peningkatan  sumber  daya  manusia. 
Dengan  keterbatasan  dana  yang  di- 
miliki  oleh  pemerintah,  maka  parti- 
sipasi  swasta  dan  masyarakat  mut- 
lak  diperlukan  untuk  melanjutkan 
proses  pembangunan. 

5.  Mengembangkan  sistem  pemantau- 
an,  pengawasan  dan  evaluasi  pro- 
gram peningkatan  sumber  daya  ma- 
nusia yang  sistematis  dan  teren- 
cana.  Perlu  dicatat  di  sini  bahwa 
sistem  pemantauan  dan  evaluasi  da- 
lam suatu  siklus  organisasi  meru- 
pakan hal  yang  sering  dilupakan, 
padahal  sangat  penting.  Tanpa  ada- 
nya  pemantauan,  pengawasan  dan 
evaluasi  yang  baik,  kemajuan,  ke- 
mimduran,  atau  penyimpangan  pro- 
gram sukar  untuk  diketahui.  Di  sam- 
ping itu,  tanpa  adanya  evaluasi  yang 
baik,  perencanaan  berikutnya  akan 
sulit  untuk  dirumuskan  dengan  baik. 

Pada  tingkat  pusat  jika  memang 
pembangunan  kependudukan  dipandang 
penting  (seharusnya  memang  demi- 
kian), maka  perlu  dikembangkan  kelem- 
bagaan non-operasional  untuk  mena- 
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ngani  hal  tersebut.  Kelembagaan  itu 
dapat  saja  berbentuk  Menteri  Negara 
atau  suatu  Komisi  atau  Dewan  yang 
langsung  berada  di  bawah  Presiden 
atau  Wakil  Presiden.  Tugas  kelembaga- 
an ini  adalah  memberikan  saran  kebi- 
jakan  kepada  pemerintah  dalam  hal 
pembangunan  kependudukan,  serta  upa- 
ya  sinkronisasi  kebijakan  pembangunan 
(terutama  ekonomi)  yang  berwawasan 
kependudukan.  Lebih  baik  lagi  kalau 
dalam  perbaikan  struktur  pemerintah- 
ain  segera  dibentuk  kembali  Kantor 
Menteri  Negara  Kependudukan  atau 
Badan  Kependudukan  setingkat  LPND 
lagi.  Kalaupun  sulit,  BKKBN  yang  se- 
karang  ada,  diubah  menjadi  Badan 
Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana 
Nasional  dan  bukan  lagi  badan  Koor- 
dinasi  Keluarga  Berencana  Nasional. 

PENUTLfP 

Pada  masa  pasca  krisis  ekonomi 
dan  otonomi  daerah;  perhatian  terha- 
dap  masalah  kependudukan  harus  te- 
tap  dilakukan,  terutama  menyangkut 
upaya  mengembangkan  pembangun- 
an berwawasan  kependudukan  {people 
centered  development).  Ketidakpedulian 
terhadap  isu  pembangunan  berwawasan 
kependudukan  akan  menyebabkan  In- 
donesia kembali  menghadapi  situasi 
krisis  yang  sama  pada  beberapa  ta- 
hun mendatang.  Justru  perkembangan 
ini  perlu  diwaspadai,  bahkan  harus  di- 
hindarkan  semampu  mungkin. 

Dalam  kondisi  keuangan  negara 
yang  semakin  terbatas  dan  tuntutan 
politik  dalam  dan  luar  negeri,  peren- 
canaan  pembangunan  yang  bersifat 


bottom-up  menjadi  sangat  penting.  Da- 
lam hal  ini,  masing-masing  daerah  di- 
tuntut  harus  dapat  memanfaatkan  ke- 
uangan negara  yang  semakin  terbatas 
untuk  mencapai  tujuan  pembangunan, 
yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  ma- 
syarakat di  daerahnya.  Kuncinya  adalah 
bagaimana  para  perencana  pembangun- 
an di.  daerah  dapat  mengalokasikan 
dana  tersebut  secara  tepat  sesuai  de- 
ngan  prioritas  kebutuhan  yang  ada. 

Salah  satu  aspek  yang  harus  di- 
telaah  dan  dijadikan  patokan  dalam 
melihat  dan  menentukan  skala  priori- 
tas pembangunan  adalah  bagaimana 
kondisi  perkembangan  kependudukan 
yang  ada  di  daerah  tersebut.  Tanpa 
melihat  faktor  kependudukan  tersebut 
maka  penibangunan  yang  ada  tidak 
akan  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat 
setempat.  Pembangunan  yang  hanya 
mengejar  pertumbuhan  terbukti  tidak' 
berlangsung  secara  berkesinambung- 
an  dan  tidak  dinikmati  oleh  seluruh 
masyarakat,  sehingga  filosofi  pendu- 
duk  sebagai  subjek  dan  objek  pemba- 
ngunan tidak  tercapai.  Pembangunan 
tidak  dirasakan  sebagai  milik  rakyat, 
sehingga  tidak  mengakar.  Apa  yang 
terjadi  kemud  ian  adalah  jika  terjadi 
sedikit  gejolak  (seperti  apa  yang  se- 
dang  dialami  saat  ini),  maka  gejolak 
tersebut  menjadi  sulit  untuk  diatasi 
dan  masyarakat  menjadi  kurang  ber- 
partisipasi  dalam  mengatasi  gejolak 
yang  ada.  Hal  ini  karena  mereka  tidak 
merasa  memiliki. 

Oleh  karena  itu,  apa  yang  terjadi 
saat  ini  kiranya  menjadi  pelajaran 
yang  sangat  berharga,  terutama  bagi 
perencana  dan  pelaksana  pembangun- 
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an  di  kabupaten  dan  kotamadya,  seba- 
gai  ujung  tombak  pembangunan  na- 
sional  di  masa  mendatang.  Dalam  me- 
rencanakan  dan  melaksanakan  pemba- 
ngunan, kiranya  mereka  melihat  pada 
kondisi  dan  kebutuhan  nyata  yang  ada 
pada  masyarakat  di  daerah  masing- 
masing.  Tidak  perlu  selalu  berpatokan 
dari  apa  yang  terjadi  di  daerah  lain, 
atau  bahkan  menunggu  arahan  dari 
pusat. 

Bagaimana  bentuk  kelembagaan  yang 
menangani  masalah  kependudukan  di 
daerah,  yaitu  aspek  pembangunan  ke- 
pendudukan itu  sendiri  serta  pemba- 
ngunan berwawasan  kependudukan, 
sangat  tergantung  pada  kondisi  dan 
kemampuan  masing-masing  daerah.  Na- 
mun  yang  pasti  adalah  ketidakpeduli- 
an  kita  pada  aspek  ini  akan  berdampak 
buruk  pada  pembangunan  nasional  di 
masa  mendatang  dan  pada  kehidupan 
generasi  mendatang. 
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Migrasi  Internasional  Pekerja 
Perempuan:  Konteks  Politik  dan 
Perebutan  Ruang  Publik* 

Riwanto  Tivtosiidarmo 

Meskipun  buruh  migran  telah  ada  sejak  zaman  kolonial,  namun  sampai  saat  ini  ti- 
dak  pernah  mendapatkan  perhatian  yang  memadai  dalam  agenda  kebijakan  negara.  Per- 
sepsi  negara  -  yang  direpresentasikan  oleh  elite  yang  berkuasa  -  terhadap  fenomena 
mobilitus  penduduk  bersifat  inward  looking  di  mana  perhatian  terutama  diberikan 
pada  kebijakan  pemindahan  penduduk  di  dalam  negeri  karena  alasan  strategis.  Sete- 
lah  kemerdekaan,  persepsi  yang  bersifat  inward  looking  terhadap  migrasi  berpenga- 
ruh  terhadap  sikap  ignorance  negara  terhadap  buruh  atau  pekerja  migran-  yang  bekerja 
di  luar  negeri.  Besarnya  jumlah  buruh  migran  perempuan  sama  sekali  tidak  mem- 
peroleh  perhatian  dari  negara.  Kebijakan  dan  politik  migrasi  di  Indonesia  sama  sekali 
tidak  menyentuh  kepentingan  buruh  migran  perempuan 

Dalam  kaitan  inilah,  munculnya  LSM/ORNOP  yang  memfokuskan  perjuangan 
mereka  untuk  membela  nasib  buruh  migran  menjadi  penting.  Meskipun  sampai  saat  ini 
upaya  yang  dilakukan  belum  cukup  membawa  perubahan  yang  berarti,  terutama  dalam 
mempengaruhi  arah  kebijakan  negara  yang  lebih  pro-buruh  migran  dan  pro-buruh  perem- 
puan, namun  kesadaran  di  kalangan  buruh  migran  untuk  mengorganisir  diri  dan  meng- 
artikulasikan  kepentingan  politiknya  sudah  semakin  nampak.  -  '  " 

"Seperti  diketahui,  saat  ini  sejuta  penduduk  Indonesia  bekerja  di  Asia  Tenggara, 
Asia  Timur,  dan  Timur  Tengah.  Sebagian  besar,  yaitu  700.000  adalah  perempuan. 
Mereka  umumnya  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  sektor  yang  tidak 
terlindungi  hukum.  Di  negara  tempat  bekerja,  biasanya  mereka  dianggap 
sebagai  orang  asing  yang  direndahkan,  hanya  sebagai  budak". 

(Suara  Pembaruan,  1  September  2001) 

"Three  men  have-  been  charged  with  forcing  Indonesian  women  into  prostitution  in 
New  York  and  Connecticut  and  threathening  to  hurt  them  if  they  did  not  cooperate". 

{The  Jakarta  Post,  March  23,  2002) 


PENDAHULUAN 

SENGAJA  tulisan  ini  diawali  de- 
ngan  kutipan  dari  berita  koran 
yang  dikhawatirkan  merupakan 
satu-satunya  sumber  informasi  tenlang 
nasib  yang  diderita  oleh  para  pekerja 


migran  kita  di  luar  negeri  yang  mayori- 
tas  adalah  perempuan.  Berita  koran 


Semula  merupakan  makalah  untuk  Loka- 
karya  Sehari  "Migrasi  Lintas  Batas  Negara 
dan  Seksualitas  di  Kawasan  Asia  Tenggara 
dan  Sekitarnya",  PPKUGM,  Yogyakarta,  27 
Maret  2002. 
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yang  pertama  mungkin  sudah  agak 
biasa  di  telinga  kita,  tetapi  yang  ke- 
dua,  perempuan  Indonesia  yang  men- 
jadi  korban  human  trafficking  di  New 
York  dan  Connecticut  dan  dipaksa  untuk 
menjadi  pelacur,  masih  terasa  jarang 
kita  dengar.  Namun  hampir  dapat  di- 
pastikan  bahwa  jumlah  trafficking  in 
women  semakin  meningkat  jumlahnya 
di  dunia,  juga  di  Asia  Tenggara,  dan 
berasal  dari  Indonesia. 

Kesenjangan  ekonomi  dan  semakin 
terbukanya  lalu-lihtas  antarnegara  me- 
rupakan  dua  pendorong  utama  sema- 
kin meningkatnya  trafficking  in  women 
yang  tidak  jarang  berujung  pada  pe- 
maksaan  perempuan  untuk  bekerja  se- 
bagai  pelacur  dalam  sebuah  jaringan 
perdagangan  yang  sering  merupakan 
bagian  dari  sebuah  sindikat  atau  organ- 
ized crime.  Karena  sifatnya  yang  secretive 
dan  operasinya  yang  clandestine,  infoi- 
masi  tentang  tenaga  kerja  perempuan 
yang  bekerja  sebagai  pekerja  seks  ko- 
mersial  (PSK)  di  luar  negeri  nyaris  tidak 
mimgkia  ditemukan. 

Dalam  statistik  resmi,.  kategori  jenis 
pekerjaan  yang  lazim  dipakai  adalah 
entertainment  dan  sejauh  ini  sangat 
kecil  jumlah  pekerja  migran  Indonesia 
yang  tergolong  bekerja  di  sana.  Dalam 
statistik  resmi,  pekerja  migran  yang  ter- 
besar  bekerja  di  sektor  ini  untuk  Asia 
Tenggara  adalah  yang  berasal  dari 
Thailand  dan  Filipina,  meskipun  Indo- 
nesia juga  mulai  memasok  terutama  ke 
■Malaysia  dan  Singapura.  Insiden  yang 
terjadi  di  New  York  dan  Connecticut 
memperlihatkan  bahwa  diam-diam  pe- 


masokan  sudah  merambah  ke  tempat 
yang  jauh  seperti  Amerika  Serikat. 

Tulisan  iru  akan  memberikan  papar- 
an  tentang  pola  migrasi  lintas  negara  di 
Asia  Tenggara  serta  bagaimana  kira- 
kira  posisi  Indonesia.  Setelah  itu  akan 
dikemukakan  pula  persoalan  yang  tidak 
kalah  pentingnya  dalam  kaitan  dengan 
migrasi  pekerja  migran  perempuan, 
yaitu  yang  menyangkut  persoalan  po- 
litik  migrasi  dan  kebijakan  pengiriman 
tenaga  kerja  ke  luar  negeri.  Pada  bagian 
akhir,  akan  dibuat  catatan  penutup  ten- 
tang migrasi  perempuan,  seksualitas 
dan  trafficking  di  Indonesia. 

MIGRASI  LINTAS  BATAS  NE- 
GARA: POSISI  INDONESIA  DI 
ASIA  TENGGARA  DAN  SE- 
KITARNYA 

Kawasan  Asia  Tenggara  merupa- 
kan kawasan  yang  sangat  dinamis,  baik 
karena  interaksi  antara  penduduk  di 
kawasan  itu  sendiri  maupun  interaksi- 
nya  dengan  kawasan-kawasan  besar 
lain  di  luar  Asia  Tenggara,  seperti  Ero- 
pa,  Timur  Tengah,  India,  Cina  dan  Je- 
pang.  Dengan  semakin  berkembangnya 
negara-negara  di  kawasan  Pasifik  Se- 
latan  terutama  Australia  dan  New 
Zealand,  kawasan  Asia  Tenggara  ikut 
berkembang  sebagai  "jembatan"  antara 


Nursyahbani  Katjasungkana,  dalam  wa- 
wancara  di  Media  Indonesia  (24  Maret  2002) 
mengatakan  bahwa  Indonesia  berada  di  pe- 
ringkat  ketiga  dunia  sebagai  pemasok  perem- 
puan dalam  perdagangan  perempuan  interna- 
sional,  setelah  India  dan  Afrika.  Sayang,  Nur- 
syahbani tidak  menyebutkan  sumber  infor- 
masinya  tersebut. 
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berbagai  kawasan  besar  di  luar  Asia 
Tenggara  itu.  Dalam  konteks  dinami- 
ka  politik  maupun  ekonomi  global  ini- 
lah  migrasi  internasional  atau  migrasi 
lintas  batas  negara  di  Asia  Tenggara 
mengalami  perubahan  pola  maupun  ka- 
rakteristiknya  dan  masa  ke  masa  se- 
iring  dengan  transformasi  politik  global 
yang  mempengaruhinya. 

Secara  umum  proses  kolonisasi  dan 
dekolonisasi  merupakan  dua  transfor- 
masi politik  yang  memiliki  implikasi 
sosial  besar  yang  sangat  berpengaruh 
terhadap  pola  dan  kecenderungan  mi- 
grasi internasional  yang  berlangsung 
di  Asia  Tenggara.  Sebagai  akibat  kolo- 
nialisme,  umpamanya,  ribuan  orang 
India  dikirim  sebagai  buruh  ke  Asia 
Tenggara,  Pasifik,  Afrika  Timur  mau- 
pun Karibia;  sementara  orang  Cina  ke 
Asia  Tenggara  dan  Amerika.  Migrasi 
internasional  pada  masa  kolonial  yang 
terkenal  sebagai  coolie  trade  pada  pa- 
ruh  kedua  abad  ke-19  dan  awal  abad 
ke-20,  menyangkut  nasib  ribuan  manu- 
sia  dan  secara  teoretis  bisa  dikatakan 
bersifat  non-permanen  (circulair)  dan 
cenderung  didominasi  oleh  buruh  laki- 
laki. 

Pada  tahun  1930-an,  mobilitas  pen- 
duduk  semacam  ini  mulai  berkurang, 
dan  hampir-hampir  terhenti  pada  ta- 
hun 1960-an  seiring  dengan  proses  de- 
kolonisasi negara-negara  di  Asia  dan 
Afrika,  Sejak  itu,  pola  migrasi  interna- 
sional di  kawasan  ini  berubah  dari 
forced  ke  voluntary,  antara  lain,  karena 
alasan  melanjutkan  pendidikan,  untuk 
menetap  sebagai  imigran,  migrasi  un- 
tuk bekerja  sebagai  buruh  kontrak  mau- 


pun sebagai  buruh  terampil.  Kecuali 
para  migran  yang  pindah  untuk  tuju- 
an  menetap  (sebagai  imigran  atau  set- 
tlers) yang  tidak  jarang  juga  merupa- 
kan migran  yang  terampil,  pola  migrasi 
lainnya  pada  umumnya  bersifat  non- 
permanen  (Skeldon,  1998).  Sejak  tahun 
1970-an  sampai  dengan  1980-an,  se- 
iring dengan  jatuhnya  Vietnam  Selatan 
ke  tangan  Vietnam  Utara,  maka  selain 
keempat  bentuk  migrasi  yang  bersifat 
voluntary  tadi  bisa  ditambahkan  feno- 
mena  boat  people  yang  menyebar  ke  ber- 
bagai negara  di  kawasan  Asia  Tengga- 
ra, sebelum  kemudian  menetap  Ame- 
rika, Australia,  Kanada  dan  Francis. 

Dalam  lima  tahun  terakhir,  kawasan 
Asia  Tenggara  telah  menjadi  kawasan 
transito  bagi  para  pencari  suaka  yang 
berasal  dari  negara-negara  Timur  Te- 
ngah,  Asia  Tengah  dan  Asia  Selatan, 
terutama  dari  Afganistan,  Iran  dan 
Irak,  yang  bermaksud  masuk  ke  Aus- 
tralia. Para  pencari  suaka  ini,  meskipim 
masuk  secara  legal,  namun  kemudian 
secara  ilegal  berusaha  menyeberang 
dan  masuk  ke  kawasan  Australia  dan 
melakukan  klaim  sebagai  pengungsi 
yang  membutuhkan  suaka  politik. 

Di  Asia  Tenggara,  Malaysia  dan  In- 
donesia merupakan  batu  loncatan  akhir 
sebelum  memasuki  wilayah  Australia 
secara  ilegal.  Dalam  tahun  2001,  bebe- 
rapa  insiden  yang  cukup  dramatis  ter- 
jadi  karena  kapal  yang  disewa  untuk 
membawa  para  imigran  gelap  ini  teng- 
gelam  di  perairan  Samudra  Hindia, 
atau  terpaksa  kembali  karena  pihak 
Australia  dengan  keras  menolak  mereka 
memasuki  wilayah  Australia.  Salah  sa- 
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tu  kapal  yang  ditolak  hampir  karam 
dan  penumpangnya  diselamatkan  oleh 
kapal  kargo  dari  Norwegia  yang  saat 
itu  berada  di  dekat  tempat  kejadian.  Di 
Indonesia  saat  ini  tercatat  sekitar  lima 
ribu  pencari  suaka,  terutama  dari  Af- 
ghanistan, Iran  dan  Irak,  yang  secara 
institusional  mendapatkan  pelayanan 
dari  lOM  {International  Organisation  for 
Migration). 

Proses  dekolonisasi,  di  samping  mem- 
bebaskan  penduduk  negara-negara  ja- 
jahan  dari  para  penjajahnya,  dalam 
konteks  migrasi  temyata  menghasilkan 
kekangan-kekangan  baru.  Kekangan-ke- 
kangan  tersebut  antara  lain  akibat  di- 
akuinya  batas-batas  negara  yang  meng- 
haruskan  negara  melakukan  kontrol 
terhadap  lalu-lintas  manusia  yang  bu- 
kan  warga  negaranya.  Sejak  itulah,  in- 
stitusi  imigrasi  yang  berwenang  untuk 
meloloskan  atau  menolal;  keluar  masuk- 
nya  manusia  ke  sebuah  negara  menja- 
di  semakin  penting,  juga  di  bekas  nega- 
ra-nagara  jajahan  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara.  Untuk  masuk  ke  negara  lain  diper- 
lukan  dokumen  imigrasi  yang  lengkap, 
apalagi  untuk  tujuan  yang  berkaitan 
dengan  pekerjaan,  diperlukan  berba- 
gai  dokumen  lain  selain  dokumen  ke- 
imigrasian. 

Di  Asia  Tenggara,  migrasi  lintas  ba- 
tas  negara  yang  bersifat  ilegal  merupa- 
kan  fenomena  yang  mulai  menggejala 
sejak  awal  tahun  1980-an  seiring  de- 
ngan perubahan  tingkat  perkembangan 
ekonomi  yang  mencolok  antarnegara  di 
kawasan  ini.  Negara-negara  yang  kemu- 
dian  menyedot  banyak  buruh  migran 
dari  negara  tetangganya  yang  miskin 


di  Asia  Tenggara  daratan  adalah  Thai- 
land yang  menarik  pekerja  migran  dari 
Burma,  Vietnam  dan  negara-negara  di 
delta  Sungai  Mekong  lainnya;  semen- 
tara  di  Asia  Tenggara  kepulauan,  Ma- 
laysia dan  Singapura  menjadi  magnet 
bagi  buruh  migran  yang  berasal  dari 
negara-negara  di  sekitarnya,  terutama 
Indonesia  dan  Filipina.  Migran  ilegal, 
yang  lebih  tepat  disebut  sebagai  migran 
tak  ber dokumen,  terjadi  karena  bebera- 
pa  alasan:  migran  masuk  ke  negara  tan- 
pa  melalui  pos  imigrasi  {clandestine  way); 
migran  masuk  secara  sah,  namim  tetap 
tinggal  di  negara  tujuan  melewati  ijin 
batas  waktu  tinggal  yang  diberikan 
{overstay);  dan  migran  masuk  ke  negara 
tujuan  secara  sah  tetapi  kemudian  be- 
kerja  tanpa  dokumen  izin  kerja  di  negara 
tujuan. 

Dilihat  dari  sudut  geografi  dan  de- 
mografi,  Indonesia  memiliki  potensi 
geopolitik  yang  besar  di  kawasan  Asia 
Tenggara  dan  Pasifik.  Potensi  geografis 
yang  sangat  strategis  dan  jumlah  pen- 
duduk yang  besar  ini  tampaknya  ma- 
sih  menjadi  beban  daripada  sebagai 
modal  untuk  berkembang  dan  berperan 
pada  percaturan  politik  ekonomi  regio- 
nal maupun  global.  Ketertinggalan  In- 
donesia dalam  perkembangan  ekonomi 
dibandingkan  dengan  negara  tetangga 
terdekatnya,  yaitu  Malaysia  dan  Singa- 
pura, merupakan  daya  dorong  yang 
sangat  besar  bagi  mengalirnya  buruh 
migran  Indonesia  ke  negara  jiran  ter- 
sebut. Sejak  pertengahan  tahun  1980- 
an,  salah  satu  fenomena  yang  sangat 


Tentang  migran  tak  berdokumen,  lihat 
Hugo  (1998). 
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menarik  dalam  perkembangan  mobilli- 
tas  penduduk  di  Indonesia  adalah  me- 
ningkatnya  migrasi  tenaga  kerja  (TKI) 
ke  luar  negeri. 

Arus  migrasi  tenaga  kerja  Indone- 
sia yang  terbesar  adalah  ke  negara  te- 
tangga  terdekat,  yaitu  Malaysia,  di 
samping  sebagian  kecil  ke  Singapura. 
Selanjutnya,  arus  migrasi  TKI  yang  ju- 
ga  semakin  besar  adalah  menuju  ne- 
gara-negara  Timur  Tengah.  Jika  arus 
.  migrasi  ke  Malaysia  terutama  didomi- 
nasi  oleh  TKI  laki-laki  yang  umumnya 
dipekerjakan  di  sektor  perkebunan  dan 
konstruksi,  arus  migrasi  ke  Timur  Te- 
ngah didominasi  oleh  TKW  yang  seba- 
gian besar  bekerja  sebagai  pembant.u 
rumah  tangga  (PRT).  Dari  statistik  TKI 
sejak  pertengahan  tahun  1980-an  terli- 
hat  dengan  jelas  bahwa  TKW  semakin 
mendominasi  arus  TKI  ke  luar  negeri, 
yang  merefleksikan  berlangsungnya  se- 
buah  proses  "feminisasi"  TKI.  Proses 
feminisasi  juga  berlangsung  di  Filipina, 
yang  juga  merupakan  sumber  TKW 
yang  banyak  dipekerjakan  sebagai  PRT. 
Proses  feminisasi  TKI  terutama  dipe- 
ngaruhi  oleh  tingginya  permintaan  ter- 
hadap  TKW,  baik  yang  berasal  dari  In- 
donesia maupun  Filipina,  dari  negara- 
negara  yang  membutuhkan  mereka  se- 
bagai PRT.  Di  pihak  lain,  baik  di  Indo- 
nesia maupun  Filipina,  supply  tenaga 
kerja  untuk  pekerjaan-pekerjaan  yang  ti- 
dak  memerlukan  keahlian  apa-apa  (baik 
laki-laki  maupun  perempuan)  sangat 
melimpah. 

Publikasi  hasil  studi  tentang  pe- 
kerja  migran  yang  bersifat  internasio- 
nal  belum  banyak  yang  secara  men- 


dalam  mengupas  isu  kebijakan  dan  po- 
litik  di  sebuah  negara.  Shidi-studi  yang 
ada  masih  didominasi  oleh  isu-isu  so- 
sial  maupun  ekonomi  yang  merupakan 
dampak  dari  sebuah  kebijakan  negara, 
tetapi  belum  menganalisis  secara  men- 
dalam  kebijakan  maupun  kontestasi 
politik  yang  melingkupi  kebijakan  ne- 
gara tersebut.   Pada  tingkat  global,  shi- 
di-studi  tentang  jender  yang  telah  men- 
jadi  tren  yang  sangat  kuat  dalam  ham- 
pir  20  tahun  terakhir  ini  juga  sedikit 
sekali  yang  secara  khusus  membahas 
aspek  kebijakan  negara  terhadap  buruh 
migran. 

Asia  Pacific  Migration  Journal  (APMJ) 
sebuah  jurnal  akademis  yang  memfo- 
kuskan  pada  isu-isu  migrasi  di  Asia  Pa- 
sifik,  dalam  beberapa  nomomya  memfo- 

3 

Sebuah  upaya  untuk  merintis  pengkajian 
tentang  kebijakan  negara  terhadap  migrasi 
telah  dilakukan  oleh  ISEAS  di  Singapura,  Ja- 
nuari  1998  berupa  sebuah  lokakarya  yang 
makalah-makalahnya  kemudian  diterbitkan 
dalam  Soujourn,  edisi  Desember  1999  dalam 
sebuah  tema  "The  State  Response  to  Migra- 
tion". Negara-negara  yang  dikupas  adalah 
Malaysia,  Thailand,  Singapura,  Indonesia  dan 
Filipina.  Penulis  saat  itu  menulis  tentang  ka- 
sus  Indonesia  (lihat  Tirtosudarmo,1999).  Pa- 
da tahun  1998,  APMNR  (Asia  Pacific  Migra- 
tion Research  Network)  menerbitkan  working 
papers  yang  berjudul  "Migration  and  Citizen- 
ship in  the  Asia  Pacific:  Legal  Issues"  yang 
merupakan  kumpulan  makalah  dari  sebuah 
lokakarya  yang  dilakukan  di  Hongkong,  Fe- 
bruari  1998,  yang  bertujuan  untuk  men- 
dokumentasikan  berbagai  aspek  legal  yang 
terkait  dengan  migrasi  dan  citizenship  di 
negara-negara  Asia  Pasifik,  termasuk  Indo- 
nesia. 

4 

Sebagai  contoh,  lihat  Prugl  and  Meyer 
(1999),  di  mana  terdapat  sebuah  bab  yang 
mengupas  tentang  trafficking  in  women,  tetapi 
pada  proses  yang  terjadi  dan  bukan  pada 
kebijakan  yang  ada. 
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kuskan  pada  bunih  migran  perempuan 
(antara  lain.  Vol.  5/1996  dan  Vol.  6/1997) 
namun  juga  terutama  mengekspose  di- 
mensi sosial-demografis  dan  ekonomis 
di  samping  pelanggaran  HAM  yang 
dialami  migran  perempuan.  Oxfam, 
sebuah  LSM  internasional,  menerbitkan 
serial  Focus  on  Gender,  di  mana  dalam 
satu  nomornya  tentang  Gender  and  Mi- 
gration (1988).  Salah  satu  artikel  dalam 
buku  ini  adalah  tentang  kisah  TKW 
Filipina  yang  menjadi  PRT  di  Kanada 
(Grandea  and  Kerr,  1998:  7-12).  Hugo 
(2000)  antara  lain  mengemukakan  lang- 
kanya  studi  tentang  masalah  ini  mes- 
kipun  migrasi  perempuan  telah  ber- 
langsung dengan  sangat  pesat  dalam 
dua  dekade  terakhir.  Di  Indonesia  sen- 
diri  kajian  jender  juga  sedang  marak. 
Namim  demikian  kajian  yang  melihat 
TKW  secara  khusus  masih  sangat 
sedikit.^ 


MIGRASI  DALAM  AGENDA 
POLITIK  NEGARA 

Di  Indonesia,  migrasi  atau  mobili- 
tas  penduduk  merupakan  sebuah  isu 
penting  dalam  agenda  politik  negara. 
Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  per- 
sepsi  yang  kuat  dari  penguasa  negara, 
baik  pada  masa  kolonial  maupun  se- 
telah  kemerdekaan,  bahwa  berbagai 
kepentingan  negara  dapat  dicapai  me- 


Sebagai  contoh,  Oey-Gardiner  dkk.  (1996) 
merupakan  sebuah  kumpulan  tulisan  tentang 
berbagai  aspek  dan  dimensi  perempuan  di 
Indonesia,  namun  tidak  ada  yang  berbicara 
tentang  TKW.  Kisah  tentang  TKW  sejauh  ini 
hanya  dapat  dijumpai  dalam  Utomo  (1990) 
dan  Bethan  (1993). 


lalui  kebijakan  migrasi.  Kebijakan  ten- 
tang migrasi  telah  dimulai  bersama- 
an  dengan  diperkenalkannya  politik 
etis  pada  awal  abad  ke-20  oleh  peme- 
rintah  kolonial  Belanda.  Politik  etis 
dicetuskan  untuk  memperbaiki  tingkat 
kesejahteraan  penduduk  pribumi  yang 
sangat  merosot  bersamaan  dengan 
berakhirnya  politik  eksploitasi  kolonial 
yang  dikenal  sebagai  cu/fuur  stelsel  atau 
sistem  tanam  paksa. 

Secara  lebih  khusus,  politik  etis 
yang  terkenal  dengan  triloginya,  yaitu 
irigasi,  edukasi  dan  emigrasi,  secara 
umum  bertujuan  untuk  meningkatkan 
produktivitas  pertanian  rakyat,  dan  sa- 
ma  sekali  tidak  bermaksud  untuk  meng- 
ubah  secara  drastis  struktur  ekonomi, 
misalnya  melalui  industrialisasi.  Legge 
(1964),  misalnya,  berpendapat  bahwa: 
"...  the  measures  taken  by  'ethical'  colonial 
governments  to  improve  the  living  standarts 
were  in  the  nature  of  mere  palliatives;  they 
provided  some  alleviation  of  particular  areas 
of  hardship,  hut  they  did  not  achieve  -  and  did 
not  attempt  to  achieve  -  any  thoroughgoing 
technological  changes". 

Dari  perspektif  yang  lain,  Karto- 
dirdjo  (1973)  melihat  bahwa  sejarah 
pedesaan  Jawa  abad  ke-19  dan  awal 
abad  ke-20  sangat  dipenuhi  oleh  berba- 
gai gerakan  para  petani  yang  menga- 
lami  keresahan.  Meluasnya  keresahan 
para  petani  di  pedesaan  Jawa  antara 
lain  ditandai  oleh  meletusnya  konflik 
kekerasan  antara  petani  dan  penguasa 
kolonial.  Gerakan  protes  petani  dan 
keresahan  sosial  berlangsung  antara 
1900-1920  di  berbagai  tempat  di  Jawa, 
antara  lain  di  Taiigerang,  Pamanukan, 
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Sukabumi,  Ciasem,  Kuningan,  Peka- 
longan,  Gombong,  Semarang,  Mojoker- 
to,  Sidoardjo,  Kediri  dan  Jember.^  Mes- 
kipun  sukar  untuk  menarik  hubungan 
langsung  yang  bersifat  kausal  antara 
keresahan  petani  yang  meluas  di  Jawa 
dengan  diintroduksinya  kebijakan  pe- 
mindahan  penduduk  dari  Jawa  ke  luar 
Jawa  (emigrasi)  sebagai  salah  satu 
program  politik  etis,  juga  sangat  sulit 
untuk  membantah  kemungkinan  ada- 
nya  hubungan  yang  kuat  (yang  bersi- 
fat sebab-akibat)  antara  keduanya. 

Kartodirjo  (1973)  berpendapat  bah- 
wa  gerakan  protes  petani  terkait  erat 
dengan  penetrasi  sisterri  ekonomi  ko- 
lonial  yang  dampa.knya  mencapai  pun- 
cak  dalam  abad  ke-19.  Menurut  Kar- 
todirjo (1973):  "The  colonial  rulers  intro- 
duced a  new  legal  and  social,  relationship 
covering  agrarian  and  labor  matters.  Exces- 
sive demands  for  compulsory  services  from 
the  population  and  the  levying  of  new  taxes 
exacerbated  popular  discontent.  Turning  over 
some  land  to  sugar  cultivation  and  the  exac- 
tion of  a  compulsory  contribution  of  paddy 
rice  had  a  direct  bearing  on  some  of  the  in- 
stances of  social  unrest". 

Sebagai  salah  satu  program  dalam 
politik  etis,  kebijakan  emigrasi  dari 
pemerintah  kolonial  Belanda  telah  di- 
formulasikan  dan  dike'mbangkan  seba- 
gai konsekuensi  dari  kombinasi  tiga 
faktor  kunci.  Pertama,  adanya  peru- 
bahan  politik  di  Belanda  di  mana 
koalisi  Calvinis-Katholik  berhasil  me- 
raih  kekuasaan  pada   1991.  Koalisi 


Lihat  dokumentasi  Arsip  Nasional  RI 
(1981). 


ini  memiliki  misi,  antara  lain,  untuk 
menghapus  kebijakan  kolonial  di  In- 
donesia yang  bersifat  eksploitatif  ter- 
hadap  penduduk  pribumi.  Kedua,  ter- 
bukanya  kesempatan  ekonomi,  terutama 
sebagaimana  terlihat  oleh  para  kapi- 
talis/pengusaha  Belanda,  setelah  se- 
luruh  kepulauan  Indonesia  berhasil 
ditaklukkan  oleh  tentara  kolonial  Be- 
landa. Para  kapitalis/pengusaha  ini  iiiu- 
lai  menyadari  akan  adanya  peluang 
yang  sangat  besar  untuk  membuka 
perkebunan  di  lUar  Jawa.  Problem  yang 
mereka  hadapi  adalah  kurangnya  tena- 
ga  kerja  untuk  menjadi  buruh  (kuli)  da- 
lam perkebunan  yang  mereka  pikirkan. 
Di  sinilah  kebijakan  pengiriman  pendu- 
duk dari  Jawa  menjadi  jawaban  dari 
persoalan  yang  dihadapi  oleh  para  pe- 
ngusaha  perkebunan.  Ketiga,  faktor  yang 
berkaitan  dengan  apa  yang  telah  di- 
kemukakan  oleh  Kartodirjo  (1973),  yaitu 
perlunya  meredam  meluasnya  gerakan 
protes  petani  di  Jawa  dengan  cara 
memindahkan  penduduk  dari  kantong- 
kantong  penduduk  yang  dianggap  pa- 
dat  ke  luar  Jawa. 

Kebijakan  migrasi,  dalam  hal  ini 
pemindahan  penduduk  dari  Jawa  ke 
luar  Jawa  (emigrasi)  sebagaimana  yang 
dikembangkan  oleh  pemerintah  kolo- 
nial Belanda,  dapat  disimpulkan  seba- 
gai sebuah  kebijakan  yang  sekaligus 
dapat  memenuhi  berbagai  tujuan  dan 
kepentingan  negara  dan  elite  yang  ber- 
kuasa.  Pemindahan  penduduk  untuk 
meredakan  ketegangan  sosial  dan  po- 
litik sejak  saat  ini  telah  merupakan 
suatu  rekayasa  demografis  untuk  me- 
menuhi tujuan  ekonomi,  politik  dan 
keamanan  negara. 
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Kurang  lebih  sepuluh  tahun  setelah 
Indonesia  merdeka,  pemerintah,  untuk 
pertama  kalinya,  menyusun  Rencana 
Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita), 
yaitu  antara  1956-1960,  di  mana  pe- 
mindahan  penduduk  (disebut  transmi- 
grasi)  dikemukakan  sebagai  kebijakan 
vintuk  mengurangi  tekanan  penduduk  di 
Jawa,  menyediakan  tenaga  kerja  di  luar 
Jawa,  mendukung  strategi  militer,  dan 
mempercepat  proses  asimilasi  (Hardjo- 
sudarmo,  1965:128-129).  Sangatlah  m- 
enarik  bahwa  tujuan  untuk  mendu- 
kung strategi  militer  telah  dikemukakan 
secara  eksplisit  dalam  Repelita  ini.  Kon- 
disi  politik  yang  saat  itu  diwamai  oleh 
meningkatnya  pemberontakan  daerah 
terhadap  pusat,  seperti  PRRI/PER- 
MESTA  di  Sumatera  dan  Sulawesi, 
DI/TII  di  Jawa  Barat,  telah  ikut  mendo- 
rong  dicantumkannya  tujuan-tujuan 
militer-keamanan-strategis  dalam  ke- 
bijakan migrasi  di  Indonesia. 

Widjojo  Nitisastro,  seorang  ahli  eko- 
nomi-demografi,  mengemukakan  pen- 
tingnya  asimilasi  antara  penduduk  luar 
Jawa  dan  Jawa  melalui  kebijakan  mi- 
grasi sebagai  bagian  untuk  mempersa- 
tukan  dan  membangun  bangsa  Indo- 
nesia (Heeren,  1979).  Sekaligus  melaku- 
kan  kritik  terhadap  kebijakan  migrasi 
pemerintah  kolonial  Belanda  yang  di- 
anggapnya  mendorong  enclave  politics 
karena  pemukiman  penduduk  yang  di- 
pindahkan  dari  Jawa  dipisahkan  dari 
penduduk  setempat,  kebijakan  migrasi 
pemerintah  Indonesia  justru  dimaksud- 
kan  untuk  membaurkan  penduduk  Jawa 
dan  luar  Jawa. 

Apa  yang  dikatakan  oleh  Nitisastro, 
yaitu  terjadinya  asimilasi  atau  pem- 


bauran  antara  penduduk  yang  berasal 
dari  Jawa  dan  penduduk  setempat, 
dibuktikan  oleh  Wertheim  (1959)  seba- 
gai tidak  menjadi  kenyataan.  Wertheim, 
seorang  sosiolog,  mengemukakan  ba- 
sil penelitian  yang  dilakukannya  pada 
tahun  1956  di  Lampung,  Sumatera  ba- 
gian selatan.  Menurut  Wertheim  apa 
yang  ditemukarmya  di  Lampung  mem- 
perlihatkan  bahwa  proses  asimilasi  ti- 
dak terjadi,  bahkan  terjadi  resistensi 
dari  penduduk  setempat  terhadap  keha- 
diran  penduduk  pendatang  dari  Jawa. 
Wertheim  (1959)  menggambarkan  si- 
tuasi  masyarakat  di  Lampung  seba- 
gai berikut:  "the  situation,  led  to  the  in- 
creasing resistance  of  Sumatrans  to  resettle- 
ment policies.  Such  resistance  could  seriously 
hamper  further  transmigration  efforts,  since 
the  absorptive  capacity  of  the  outer  islands 
is  not  only  restricted  by  spatial  and  tech- 
nical factors,  but  by  social  ones  as  well" J 

Pada  awal  Orde  Baru,  motivasi  Soe- 
harto  untuk  meneruskan  kebijakan 
transmigrasi  yang  telah  dikembangkan 
oleh  pemerintahan  Soekarno  tidaklah 
sulit  untuk  dipahami.  Penjelasannya, 
sebagaimana  dikemukakan  oleh  Koen- 
tjaraningrat  (Visser,  1998)  terletak  pada 
kuatnya  paham  "harmoni"  di  kalangan 
orang  Jawa,  yang  dalam  konteks  poli- 
tik Indonesia  dapat  diterjemahkan  se- 
bagai "kesatuan  nasional"  atau  "inte- 
grasi  nasional".  Selain  itu,  terdapat  pan- 
dangan  yang  kuat  di  kalangan  elite 
Orde  Baru  bahwa  pemindahan  pen- 


Apa  yang  dikhawatirkan  oleh  Wertheim 
untuk  sebagian  tampaknya  menjadi  kenya- 
taan dengan  pecahnya  konflik  antara  pen- 
duduk setempat  dan  pendatang  dalam  "pe- 
ristiwa  Lampung"  pada  bulan  Februari  1989. 
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duduk  dari  Jawa  ke  luar  Jawa  bisa  di- 
pakai  sebagai  pengganti  land  reform. 
Seperti  diketahui,  land  reform  diang- 
gap  berbau  komunis  dan  oleh  kare- 
na  itu  harus  dihilangkan.^ 

Bertahan  dan  terus  dilanjutkannya 
kebijakan  pemindahan  penduduk  dari 
Jawa  ke  luar  Jawa  (transmigrasi)  oleh 
pemerintah  Orde  Baru  sesungguhnya 
sedikit  aneh  karena  para  ekonom  tek- 
nokrat  pada  umumnya  lebih  percaya 
bahwa  yang  diperlukan  oleh  Indone- 
sia adalah  kebijakan  pengendaUan  laju 
pertumbuhan  penduduk  melalui  pro- 
gram KB  (Keluarga  Berencana)  yang 
sebelunmya  diharamkan  oleh  Soekarno 
dan  program  penciptaan  lapangan  ker- 
ja.  Tetapi,  anehnya,  program  transmi- 
grasi tetap  dipertahankan,  dan  bah- 
kan  mendapatkan  proritas  yang  tinggi 
dalam  pemerintahan  Soeharto. 

Kenyataan  di  atas  memperlihatkan 
kuatnya  obsesi  terhadap  pentingnya 
kebijakan  migrasi  internal  (suatu  wa- 
risan  dari  zaman  kolonial)  yang  mem- 
buktikan  kuatnya  karakter  inward  look- 
ing dari  kebijakan  negara  terhadap  mi- 
grasi. Selain  bersifat  inward  looking,  ke- 
bijakan migrasi  juga  bersifat  gender 
blind  dengan  menitikberatkan  kebijak- 
an pada  "kepala  rumah  tangga"  yang 
hampir  selalu  adalah  laki-laki.  Karak- 
ter inward  looking  dan  gender  blind  yang 
melekat  secara  kuat  pada  persepsi 
elite  penguasa  terhadap  kebijakan  mi- 
grasi inilah  yang  selanjutnya  ikut 
mempengaruhi  kebijakan  dan  politik 


Uraian  tentang  hal  ini  bisa  dibaca  di 
Tjondronegoro  (1972). 


yang  berkait  dengan  pengiriman  TKI/ 

new. 


POLA  DAN  KARAKTERISTIK  TKI 

Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan 
pola  dan  karakteristik  TKI  sejak  awal 
tahun  .1970-an  hingga  sekarang.  Telah 
terjadi  peningkatan  jumlah  TKI  yang 
cukup  drastis  sejak  PeUta  II,  dari  ha- 
nya  17  ribu  menjadi  lebih  dari  800  ri- 
bu,  yang  mencakup  seluruh  negara 
tujuan.  Jika  kita  lihat  secara  khusus  ter- 
hadap dua  negara  tujuan  yang  pa- 
ling banyak  menyedot  TKI,  yaitu  Saudi 
Arabia  dan  Malaysia /Brunei,  maka  ter- 
lihat  bahwa  peningkatan  yang  sig- 
nifikan  untuk  Saudi  Arabia  terjadi  da- 
ri Pelita  III  hingga  Pelita  IV,  dan  kemu^ 
dian  stabil;  sementara  Malaysia/Bru- 
nei dari  Pelita  IV  sampai  Pelita  V  dan 
juga  dari  Pelita  V  hingga  Pelita  VI. 
Ada  dugaan  bahwa  lapangan  kerja 
yang  mulai  terbuka  di  negara-negara 
East  Asian  Tigers  (Hongkong,  Taiwan, 
Singapura,  Korea,  dan  Jepang)  pada 
awal  Pelita  VI  ikut  berpengaruh  ter- 
hadap relatif  stabilnya  jumlah  TKI  ke 
Saudi  Arabia. 

Meskipun  TKI  ke  Malaysia  umum- 
nya diserap  oleh  lapangan  kerja  di  sek- 
tor  perkebunan  dan  industri  konstruksi 
(bangunan),  dan  pada  umumnya  adalah 
laki-laki,  namun  dari  penelitian  yang 
dilakukan  oleh  Raharto  (1997)  di  Flores 
Timur  yang  merupakan  daerah  pengi- 
rim  TKI  litama  ke  Malaysia,  terdapat 
kecenderungan  meningkatnya  migrasi 
TKW  untuk  menjadi  PRT  di  Malaysia. 
Secara  umum,  dalam  Pelita  VI,  TKW 
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mencapai  lebih  dari  60  persen.  Dari 
keseluruhan  TKW  yang  tercatat  oleh 
Depnaker  dalam  Pelita  VI,  hampir  se- 
tengahnya  (49  persen)  menuju  ke  Arab 
Saudi,  dan  kemudian  disusul  oleh  Ma- 
laysia, Sementara  sisanya  pada  umum- 
nya  menuju  ke  negara-negara  Asia  lain- 
nya.  Jika  dilihat  TKI  yang  bekerja  di 
Arab  Saudi,  perbandingan  antara  pe- 
rempuan  dan  laki-laki  adalah  12  diban- 
ding  1.  Diduga,  perbandingan  ini  akan 
semakin  tinggi  jika  mereka  yang  ilegal 
atau  undocumented  ikut  diperhitungkan. 
Sebagaimana  banyak  diketahui,  cukup 
besar  jumlah  TKW  yang  menuju  ke 
Arab  Saudi  dengan  memakai  alasan 
untuk  melakukan  "umroh"  atau  "ibadah 
haji",  tetapi  kemudian  "lari"  dan  men- 
cari  pekerjaan  (umumnya  sebagai  PRT 
tak  berdokumen). 

TKW  yang  bekerja  ke  luar  negeri, 
termasuk  ke  Saudi  Arabia,  umumnya 
berusia  muda.  Sebuah  penelitian  yang 
dilakukan  di  Jawa  Barat  memperlihat- 
kan  bahwa  usia  TKW  jauh  lebih  ren- 
dah  daripada  usia  TKI  laki-laki  (Adi, 
1996).  Meskipun  batas  minimum  yang 
ditetapkan  oleh  Depnaker  untuk  calon 
TKW  yang  hendak  bekerja  sebagai 
TKW  di  luar  negeri  adalah  20  tahun, 
bukanlah  rahasia  lagi  bahwa  umur  pa- 
ra calon  TKW  umumnya  belum  men- 
capai 20  tahim. 

Sebuah  survei  yang  dilakukan  di 
Jawa  Barat  memperlihatkan  bahwa  ma- 
yoritas  TKI  bekerja  untuk  pekerjaan- 
pekerjaan  yang  bersifat  unskilled  atau 
semi-skilled,  seperti  PRT,  sopir  dan  bu- 
ruh  bangunan.  Data  menunjukkan  bah- 
wa lebih  dari  80  persen  TKI  yang  per- 


nah  bekerja  di  Timur  Tengah  adalah 
bekerja  sebagai  PRT.  Sementara  di  ne- 
gara  Asia  lainnya,  mereka  yang  be- 
kerja sebagai  PRT  mencapai  lebih  dari 
50  persen.  Dari  keadaan  ini  bisa  di- 
duga bahwa  jenis  pekerjaan  yang  ba- 
nyak dilakukan  oleh  para  TKW  adalah 
pekerjaan  yang  memiliki  risiko  tinggi 
untuk  dieksploitasi  karena  jenis  peker- 
jaan semacam  ini  boleh  dikatakan  ti- 
dak  memiliki  perlindungan  hukum  ka- 
rena berada  di  luar  hukum  perburuh- 
an  yang  berlaku.  Berbagai  studi  dan 
pengamatan  telah  membuktikan  bahwa 
para  PRT  merupakan  kelompok  buruh 
migran  yang  paling  rentan  terhadap 
berbagai  bentuk  penyiksaan  dan  ma- 
cam-macam  kekerasan  yang  sangat 
bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia. 

Menurut  Dirjen  Pembinaan  dan  Pe- 
nempatan  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri 
(P2TKLN)  Depnakertrans,  selama  ta- 
hun 1999  sampai  dengan  Juni  2001 
jumlah  penempatan  TKI  tercatat  se- 
besar  968.260  orang  dengan  rata-rata 
penempatan  TKI  mencapai  387.304 
orang  setiap  tahunnya.'  Dari  jumlah 
penempatan  TKI  tersebut,  47,16  per- 
sen berada  di  kawasan  ASEAN,  34,50 
persen  di  Timur  Tengah,  17,52  persen  di 
Asia  Pasifik,  0,7  persen  di  Eropa  dan 
Amerika  serta  0,06  persen  di  berbagai 
negara  lainnya.  Sementara  itu,  dari  jum- 
lah TKI  yang  ditempatkan,  mayoritas 
adalah  TKW  yaitu  71,39  persen  dan 
sisanya  28,61  persen  adalah  TKI  laki- 
laki.  Dari  jumlah  penempatan  TKI  ter- 
sebut, tercatat  56,45  persen  bekerja  di 
sektor  formal  dan  43,55  persen  di  sek- 
tor  ir\formal. 
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KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DA- 
LAM  PENGIRIMAN  TKI 

Sebagaimana  telah  diuraikan  sebe- 
lumnya,  baik  pada  masa  kolonial  mau- 
pun  pasca-kolonial,  persepsi  negara 
terhadap  migrasi  dan  mobilitas  pendu- 
duk  sangat  bersifat  inward  looking,  dan 
sangat  menekankan  tujuan-tujuan  yang 
bersifat  strategis  seperti  misalnya  un- 
tuk  mendukung  tercapainya  "integrasi 
nasional"  dalam  kebijakan  migrasinya. 
Dari  berbagai  studi  yang  dilakukan, 
kita  ketahui  bahwa  migrasi  tenaga  ker- 
ja  yang  bersifat  internasional  sudah 

9 

terjadi  sejak  zaman  kolonial.  Pene- 
kanan  yang  berlebihan  terhadap  fung- 
si  strategis  dari  kebijakan  migrasi  in- 
ternal melalui  program  emigrasi  (kolo- 
nial) dan  transmigrasi  (pasca-kolonial) 
membuat  kurang  dan  terlambatnya  per- 
hatian  negara,  terutama  setelah  kemer- 
dekaan,  terhadap  mulai  merebaknya  mi- 
grasi tenaga  kerja  yang  bersifat  interna- 
sional, yang  gejalanya  sudah  terlihat 
sejak  awal  tahun  1970-an. 

Pada  tahun  1981,  pemerintah  (dalam 
hal  ini  Depnaker)  membentuk  Asosia- 
si  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indo- 
nesia (APJATI)  setelah  dirasakan  perlu 
adanya  pengorganisasian  dan  penge- 
lolaan  arus  migrasi  TKI  ke  negara- 
negara  Timur  Tengah.  APJATI  adalah 
sebuah  konsorsium  dari  perusahaan- 
perusahaan  yang  melakukan  penge- 
an  tenaga  kerja,  yang  ijin  usahanya 
dikeluarkan  oleh  Depnaker.  Dalam  me- 
lakukan bisnisnya,  perusahaan  penge- 


Lihat,  misalnya,  Thompson  (1947);  Vreden- 
breght  (1964);  Suparlan  (1995);  Adam  (1994: 
1-6);  Breman  (1997);  dan  Miyazaki  (1998). 


rah  tenaga  kerja  ini  bekerja  sama  de- 
ngan  perusahaan  mitra  mereka  di  ne- 
gara-negara  penerima  TKI. 

Barulah  setelah  pertengahan  tahun 
1980-an,  pemerintah  mulai  menaruh 
perhatian  terhadap  masalah  TKI  yang 
ke  luar  negeri,  terutama  yang  ke  Ma- 
laysia dan  Saudi  Arabia.  Pemerintah 
mulai  memberi  perhatian  terhadap  TKI 
oleh  karena  dianggap  bisa  menjadi 
jalan  keluar  dari  berbagai  persoalan  aki- 
bat  semakin  membengkaknya  pengang- 
guran  di  dalam  negeri.  Di  sini  sekali 
lagi  terlihat  sifat  inward  looking  dari 
negara  terhadap  persoalan  TKI  yang 
terutama  dipertimbangkan  sebagai  ja- 
waban  terhadap  masalah  domestik,  se- 
perti misalnya  untuk  mengurangi  me- 
ningkatnya  social  unrest  akibat  pengang- 
guran,  dan  bukan  sebagai  sebuah  stra- 
tegi  pemasaran  tenaga  kerja  ke  luar 
negeri  yang  bersifat  outward  looking. 
Kebijakan  pengiriman  TKI  ke  luar  ne- 
geri oleh  karena  itu  sangat  bersifat 
ad  hoc  dan  reaktif,  dan  ditempatkan  se- 
bagai bagian  dari  strategi  penciptaan 
keamanan  politik  di  dalam  negeri.  Untuk 
pertama  kalinya,  tujuan  mengurangi 
dampak  pengangguran  dicantumkan  se- 
cara  eksplisit  dalam  Repelita  IV  (1984/ 
85-1988/89).  Dalam  Repelita  IV  peme- 
rintah menargetkan  untuk  mengirim  se- 
banyak  225  ribu  TKI  ke  luar  negeri. 

Sekitar  tahun  1980-an,  bersamaan 
dengan  mulai  terlihatnya  perhatian  pe- 
merintah terhadap  manfaat  pengiriman 
TKI  ke  luar  negeri,  pers  Indonesia  juga 
mulai  terlibat  dalam  pemberitaan  ten- 
tang  berbagai  pengalaman  buruk  yang 
menimpa  para  TKI  terutama  TKW  yang 
bekerja  sebagai  PRT  di  negara-negara 
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Timur  Tengah.  Yang  menarik  adalah 
respons  pemerintah  terhadap  pemberi- 
taan  pers  yang  berusaha  mengungkap- 
kan  adanya  berbagai  tindak  kekerasan 
yang  dialami  oleh  para  TKW  di  Timur 
Tengah.  Sudomo,  sebagai  Menaker  pada 
waktu  itu,  justru  membuat  instruksi 
yang  melarang  para  TKW  berbicara 
kepada  pers.  Sudomo,  yang  mantan 
panglima  KOPKAMTIB,  beralasan  bah- 
wa  adanya  berbagai  laporan  pers  ten- 
tang  nasib  buruk  yang  menimpa  TKW 
akan  menimbulkan  persoalan  hubung- 
an  antara  Indonesia  dengan  negara- 
negara  di  Timur  Tengah. 

Dibandingkan  dengan  apa  yang  ter- 
jadi  Saudi  Arabia,  perhatian  publik,  ter- 
masuk  pers,  terhadap  apa  yang  dialami 
oleh  para  TKI  di  Malaysia  relatif  se- 
dikit.  Padahal,  dampak  mengalirnya 
TKI  ke  Malaysia  telah  menjadi  perde- 
batan  publik  yang  cukup  penting  ter- 
utama  karena  adanya  implikasi  politik 
bagi  keseimbangan  rasial  antara  Me- 
layu  dan  non-Melayu  (terutama  Cina) 
di  Malaysia;  maupun  adanya  sinyale- 
men  berupa  peningkatan  angka  krimi- 
nalitas  akibat  banyaknya  TKI.  Pemerin- 
tah Malaysia  sendiri  sudah  sejak  awal 
tahun  1980-an  mengambil  langkah-lang- 
kah  yang  cukup  serius  untuk  meres- 
pons  mengalirnya  TKI  yang  sebagian 
tidak  memiliki  dokumen  resmi  (di  Ma- 
laysia diistilahkan  sebagai  "pendatang 
haram").  Pada  tahun  1984,  misalnya, 
pemerintah  Malaysia  mengambil  inisia- 
tif  untuk  membuat  kesepakatan  dengan 
pemerintah  Indonesia  (yang  dikenal  se- 
bagai Medan  Agreement)  untuk  meng- 
atur  TKI,  terutama  yang  bekerja  seba- 
gai buruh  perkebunan  dan  PRT,  dua 


lapangan  pekerjaan  yang  paling  ba- 
nyak  menyerap  pekerja  migran  dari 
Indonesia.  Implementasi  dari  Medan 
Agreement  ini  boleh  dikatakan  gagal  ka- 
rena adanya  resistensi  dari  para  pe- 
ngusaha  perkebunan  maupun  para 
majikan  yang  mempekerjakan  PRT  un- 
tuk menaati  peraturan  yang  berlaku. 
Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  para 
pengusaha  dan  majikan  inilah  yang  pa- 
ling diuntungkan  dengan  adanya  TKI 
ilegal  yang  tidak  akan  menuntut  jika  di- 
bayar  dengan  upah  rendah. 

Arus  pekerja  migran  ke  Malaysia, 
baik  yang  mencari  pekerjaan  ke  Seme- 
nanjung  maupun  ke  Serawak  dan  Sa- 
bah,  sesungguhnya  telah  berlangsung 
sejak  zaman  kolonial.  Pertumbuhan  eko- 
nomi  yang  cepat  yang  dialami  Malay- 
sia sejak  awal  tahun  1970-an,  sehingga 
meningkatkan  kesejahteraan  masyara- 
katnya,  menyebabkan  enggannya  warga 
Malaysia  bekerja  di  berbagai  jenis  pe- 
kerjaan kasar  yang  bergaji  rendah.  Di 
sinilah  kemudian  arti  penting  hadirnya 
para  buruh  migran,  yaitu  untuk  mengisi 
lowongan  pekerjaan  yang  tidak  mau 
lagi  dikerjakan  oleh  penduduk  setempat. 
Selain  dari  Indonesia,  pekerja  migran 
datang  dari  Bangladesh,  Thailand  dan 
Filipina  yang  justru  mengalami  kele- 
bihan  tenaga  kerja.  Yang  menarik,  ter- 
lihat  adanya  semacam  proses  "pengi- 
sian"  kekosongan  lapangan  kerja  yang 
ditinggalkan  oleh  pekerja-pekerja  setem- 
pat yang  ternyata  tidak  sedikit  yang 
bermigrasi  ke  negara  lain,  seperti  Singa- 
pura,  Taiwan  dan  Jepang,  yang  mem- 
berikan  gaji  jauh  lebih  tinggi  diban- 
dingkan kalau  mereka  tetap  bekerja  di 
dalam  negeri. 
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Pada  awal  Repelita  V  (1988/89- 
1993/94),  tepatnya  pada  tahun  1988, 
sebuah  langkah  yang  cukup  penting 
dibuat  oleh  Cosmas  Batubara,  penggan- 
ti  Sudomo,  sebagai  Menaker.  Langkah 
tersebut  dilakukan  melalui  Keputusan 
Menteri  No.  5  tahun  1988  untuk  meng- 
atur  proses  pengiriman  TKI  ke  luar 
negeri.  Pada  saat  yang  sama,  sebuah  pe- 
ngaturan  khusus  (Keputusan  Menteri 
No.  1307)  juga  dikeluarkan  yang  meng- 
atur  tentang  Pedoman  Teknis  untuk 
Pengerahan  TKI  ke  Saudi  Arabia.  Awal 
Repelita  VI  (1993/94-1998/99)  ditandai 
bleh  dicantumkannya  target  untuk  me- 
ngirim  TKI  sebanyak  1,25  juta  TKI  ke 
luar  negeri.  Menteri  yang  baru,  Abdul 
Latief,  seorang  pengusaha  swasta  yang 
sukses,  juga  mengawali  kebijakannya 
dengan  melantik  Direktur  Pengiriman 
TKI  ke  luar  negeri,  menggantikan  Biro 
Tenaga  Kerja  Luar  Negeri.  Menaker  Ab- 
dul Latief  juga  membentuk  sebuah  lem- 
baga  semi-pemerintah  (BUMN),  yaitu 
PT  BIJAK,  untuk  mengkoordinasikan 
kegiatan  merekrut  tenaga  kerja  ke  luar 
negeri.  Selain  itu,  di  lingkungan  Dep- 
naker  didirikan  Yayasan  Sumber  Daya 
Manusia  yang  bertugas  melakukan 
pengumpulan  dana  dari  TKI  untuk  ke- 
perluan  asuransi  TKI.  Sejauh  yang  da- 
pat  diamati,  kinerja  yayasan  ini  naasih 
belum  terlihat  hasilnya  terutama  dalam 
meningkatkan  kesejahteraan  TKI,  seba- 
gaimana  terlihat  masih  banyak  terjadi- 
nya  eksploitasi  dan  berbagai  tindak  ke- 
kerasan  terhadap  para  buruh  yang  be- 
kerja  di  luar  negeri. 

Prestasi  Menaker  Abdul  Latief  lain- 
nya  adalah  dalam  menggolkan  RUU 
Tenaga  Kerja  yang  ternyata  dinilai  sa- 


ngat  kontroversial  baik  dari  segi  pro- 
sesnya  yang  dianggap  mengandung 
unsur  money  politics  maupun  dari  segi 
produknya  yang  dinilai  jauh  dari  as- 
pirasi  buruh.  Buruh  migran,  misalnya, 
sama  sekali  tidak  disinggung  dalam 
RUU  Tenaga  Kerja  yang  diusulkan  oleh 
Menaker  Abdul  Latief  iru.  RUU  Tenaga 
Kerja  yang  kemudian  dibekukan  ini 
mencerminkan  kuatnya  dominasi  negara 
dan  pengusaha  dalam  masalah  perbu- 
ruhan  di  Indonesia.  Di  pihak  lain,  RUU 
ini  juga,  sekali  lagi,  merefleksikan  pan- 
dangan  yang  selama  ini  hidup  di  ka- 
langan  elite  yang  berkuasa,  yaitu  sifat 
atau  karaker  inward  looking  dan  gender 
blind  terhadap  persoalan  buruh  khusus- 
nya  buruh  migran  di  Indonesia. 

Pada  bulan  Agustus  1997,  Indone- 
sia mulai  terkena  dampak  krisis  mone- 
ter  yang  sebelunmya  menyerang  Thai- 
land. Krisis  moneter  ini  ditandai  oleh 
melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terha- 
dap dollar  Amerika.  Pada  saat  itu  di- 
prediksikan  sebanyak  satu  juta  tenaga 
kerja  akan  menganggur  pada  tahun 
1998  akibat  dampak  krisis  moneter  di 
Indonesia.  Krisis  moneter  yang  kemu- 
dian melanda  negara-negara  Asia  Teng- 
gara  dan  Asia  Timur  mendorong  terja- 
dinya  deportasi  buruh  migran  Indone- 
sia dari  negara-negara  yang  terkena 
dampak  krisis,  seperti  Malaysia,  Singa- 
pura  dan  Korea  Selatan.  Pada  saat  itu, 
misalnya,  pemerintah  Malaysia  menya- 
takan  akan  mendeportasi  satu  juta  pe- 
kerja  migran  yang  ada  di  negara  itu  di 
mana  mayoritas  berasal  dari  Indone- 
sia. Presiden  Soeharto  menginstruksi- 
kan  pada  Menaker  untuk  menampung 
ribuan  pekerja  yang  terpaksa  mengang- 
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gur  untuk  dipekerjakan  pada  berbagai 
program  padat  karya.  Pada  saat  yang 
hampir  bersamaan,  terutama  diakibat- 
kan  oleh  tidak  dimilikinya  ijin  kerja, 
pada  bulan  November  1997  lebih  dari 
35  ribu  TKW  juga  dipulangkan  dari 
Saudi  Arabia  sehingga  membuat  dae- 
rah  pedesaan  di  mana  para  buruh  mi- 
gran  ini  berasal  menjadi  semakin  mem- 
buruk  tingkat  sosial  dan  ekonomi  ma- 
syarakatnya. 

Meskipun  cukup  banyak  kasus  ke- 
kerasan  yang  dialami  oleh  para  TKW 
di  negara-negara  Timur  Tengah,  seba- 
gaimana  yang  banyak  diberitakan  oleh 
pers  dan  media  massa,  tampaknya  pe- 
merintah  Indonesia  tidak  memiliki  ke- 
beranian  untuk  melakukan  gugatan  ter- 
hadap  pemerintah  negara-negara  Arab 
di  mana  tidak  sedikit  TKW  yang  me- 
ngalami  tindak  kekerasan  dan  peleceh- 
an  seksual,  Menurut  Smith  Alhadar, 
peneliti  dari  Society  for  Middle  East  Stu- 
dies, yang  pernah  bekerja  selama  lima 
tahun  di  bidang  pembangunan  kon- 
struksi  di  Jedah,  lemahnya  posisi  peme- 
rintah Indonesia  dalam  berhadapan  de- 
ngan  negara-negara  Arab,  antara  lain 
karena  besarnya  bantuan  yang  diberi- 
kan  negara-negara  Arab  terhadap  organi- 
sasi-organisasi  Islam  di  samping  sangat 
berpengaruhnya  mereka  dalam  OKI  ka- 
rena kontrol  yang  dimiliki  terhadap  pa- 
sokan  minyak  dunia. 


Di  samping  itu,  kontrol  yang  dimiliki 
Arab  Saudi  terhadap  dua  kota  suci  Is- 
lam, Mekah  dan  Madinah  yang  menja- 
di tujuan  dari  ibadah  haji  umat  Mus- 
lim seluruh  dunia,  memberikan  kesem- 
patan  bagi  pemerintah  Arab  Saudi  un- 
tuk menetapkan  semacam  kuota  bagi 
negara-negara  yang  akan  mengirimkan 
jemaah  hajinya.  Ini  merupakan  sebuah 
isu  yang  sangat  penting  bagi  Indonesia 
karena  Indonesia  merupakan  negara 
Muslim  yang  besar  di  dunia.  Tampak- 
nya, hubungan  antara  Indonesia  dan 
Arab  Saudi  yang  khusus  semacam  ini 
telah  membuat  Indonesia  memiliki  po- 
sisi yang  bersifat  subordinatif  dalam 
hubungan  dengan  Saudi  Arabia.  Posisi 
atau  kedudukan  yang  bersifat  subordi- 
natif semacam  inilah  yang  secara 
umum  melemahkan  posisi  tawar  Indo- 
nesia dalam  persoalan  yang  menyang- 
kut  nasib  TKW.^^ 

Krisic.  ekonomi  dan  kembalinya  ri- 
buan  TKI  dari  Timur  Tengah  dan  Ma- 
laysia berpengaruh  terhadap  upaya- 
upaya  untuk  meningkatkan  kualitas 
kebijakan  pengiriman  TKI  ke  luar  ne- 
geri  karena  pemerintah  kemudian  terse- 
dot  energinya  untuk  menangani  mem- 
bengkaknya  jumlah  penganggur  yang 
jika  dibiarkan  akan  berdampak  pada 
kestabilan  sosial  dan  politik.  Krisis  eko- 
nomi yang  berkepanjangan  rupanya  ju- 
ga telah  mendorong  bangkitnya  ma- 


Perihal  memburuknya  keadaan  masya- 
rakat  akibat  krisis  ekonomi,  antara  lain  bisa 
dilihat  tulisan  Chuzaifah  (1999)  tentang  pe- 
ngalaman  buruh  migran;  dan  Ananta  et  al. 
(1998)  tentang  danipak  krisis  terhadap  migrasi 
secara  umum. 


Saparinah  Sadli,  Ketua  Komisi  Nasio- 
nal  Hak-hak  Asasi  Nasional  Perempuan  (KOM- 
NAS  Perempuan),  dalam  ceramah  yang  dibe- 
rikan  di  Leiden-Belanda,  Desember  2000,  di 
depan  International  Women  Group  menyinggung 
persoalan  jatah  (kuota)  haji  bagi  Indonesia 
dengan  masalah  TKW  kita  di  Saudi  Arabia. 
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hasiwa  untuk  melakukan  demonstrasi 
terhadap  pemerintah,  yang  berujung 
pada  tumbangnya  pemerintahan  Soe- 
harto.  Pada  tanggal  21  Mei  1998  Soe- 
harto  menyerahkan  tampuk  pimpinan 
negara  kepada  wakilnya  B.J.  Habibie 
yang  dalam  masa  kepemimpinannya 
yang  singkat  (kurang  lebih  satu  setengah 
tahun)  berusaha  menampung  berbagai 
tuntutan  masyarakat,  antara  lain  dalam 
permasalahan  buruh. 

Dalam  zaman  pemerintahan  Habi- 
bie, buruh  memperoleh  kemerdekaan 
untuk  mendirikan  organisasi  secara  le- 
luasa,  tidak  seperti  era  Soeharto  yang 
hanya  membolehkan  adanya  satu  or- 
ganisasi buruh  (SPSI).  Dalam  masa  re- 
formasi  ini,  puluhan  organisasi  buruh 
baru  didirikan,  bahkan  ada  organisasi 
buruh  yang  kemudian  membentuk  par- 
tai  politik  dan  mencoba  ikut  dalam  pe- 
milihan  umum  yang  diselenggarakan 
pada  bulan  Juni  1999.  Yang  juga  mena- 
rik  adalah  keputusan  pemerintahan  Ha- 
bibie untuk  meninjau  ulang  UU  Kete- 
nagakerjaan  yang  baru  yang  oleh  ber- 
bagai kalangan,  terutama  LSM  dan  bu- 
ruh, dianggap  tidak  mencerminkan  as- 
pirasi  dan  kepentingan  kaum  buruh. 

Antusiasme  masyarakat  atau  dapat 
dikatakan  sebagai  public  euphoria  me- 
nyusul  kejatuhan  Soeharto  tampaknya 
sedikit  sekali  pengaruhnya  terhadap 
upaya  perbaikan  nasib  buruh  migran 
atau  TKI.  Isu  atau  permasalahan  buruh 
migran  tampaknya  tidak  memperoleh 
perhatian  yang  memadai,  bahkan  cen- 
derung  dilupakan  dalam  percaturan 
politik  nasional  yang  lebih  tersedot 
oleh  berbagai  isu  politik  yang  lebih  ber- 


sifat  nasional,  Upaya  untuk  mengang- 
kat  persoalan  buruh  migran,  terutama 
TKW,  yang  dilakukan  oleh  Solidaritas 
Perempuan,  misalnya,  dengan  menemui 
Menaker  yang  baru  Theo  Sambuaga  (sa- 
lah  satu  pengurus  teras  Golkar)  tidak 
membawa  dampak  yang  berarti.  Fahmi 
Idris  (juga  dari  Golkar)  yang  kemudian 
menggantikan  Theo  Sambuaga  sebagai 
Menaker  terlihat  lebih  pro-aktif  dalam 
menangani  persoalan-persoalan  buruh, 
antara  lain  upayanya  untuk  merangkul 
Muchtar  Pakpahan,  Ketua  Umum  Se- 
rikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia  (SBSI), 
sebuah  organisasi  buruh  yang  diang- 
gap terlarang  pada  masa  Soeharto. 

Berbagai  konvensi  internasional  per- 
buruhan  juga  diratifikasi  oleh  pemerin- 
tah  Indonesia  semasa  Fahmi  Idris  men- 
jabat  sebagai  Menaker.  Meskipim  demi- 
kian,  persoalan  TKI  belum  juga  mem- 
peroleh perhatian  secara  memadai  dari 
pemerintah.  Sedikit  perubahan  nampak 
terjadi  pada  saat  itu  karena  adanya  per- 
hatian dari  Din  Sjamsuddin,  yang  men- 
jabat  sebagai  Dirjen  Binapenta,  yang 
berupaya  memberikan  perhatian  pada 
kasus-kasus  TKW  di  Timur  Tengah.  Din 
Sjamsuddin  sebagai  seorang  yang  me- 
miliki  latar  belakang  pendidikan  Islam 
dan  juga  merupakan  pimpinan  Mu- 
hamadiyah  terlihat  agak  serius  dalam 
merespons  tuntutan  akan  adanya  per- 
hatian pemerintah  terhadap  masalah 
TKW  di  Timur  Tengah.  Dia  juga  terke- 
san  berpihak  pada  LSM  dan  organisasi 
buruh  migran  dalam  berhadapan  de- 
ngan pihak  PJTKI. 

Pada  masa  Fahmi  Idris  menjabat  se- 
bagai Menaker,  diputuskan  untuk  mem- 
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buat  terminal  tersendiri  bagi  TKI  yang 
akan  berangkat  atau  pulang  ke  dan  dari 
luar  negeri  di  bandara  Soekarno-Hatta, 
Cengkareng.  Upacara  pembukaan  ter- 
minal baru  khusus  TKI  yang  dilakukan 
pada  bulan  September  1999  diisi  oleh 
pidato  Presiden  Habibie  yang  antara 
lain  mengemukakan  perlunya  melaku- 
kan  upaya  perbaikan  kebijakan  pengi- 
riman  TKI  di  masa  depan.  Menaker 
menyebutkan  dalam  sambutarmya,  bah- 
wa  setiap  hari  rata-rata  terdapat  600 
TKI  yang  diberangkatkan  dan  400  TKI 
yang  pulang  melalui  bandara  Ceng- 
kareng. 

Pada  bulan  Desember  1999,  Abdur- 
rahman Wahid  terpilih  sebagai  presi- 
den menggantikan  Habibie  yang  tidak 
mendapatkan  dukimgan  di  DPR  untuk 
dicalonkan  lagi  sebagai  presiden.  Wa- 
hid dalam  pemilihan  itu  berhasil  me- 
ngalahkan  Megawati  yang  sebetulnya 
didukung  oleh  faksi  terbesar  di  DPR/ 
MPR,  yaitu  PDI  Perjuangan.  Bomer  Pa- 
saribu,  seorang  tokoh  Golkar  dan  ketua 
SPSI  zaman  Soeharto,  diangkat  oleh  Wa- 
hid sebagai  Menaker.  Pada  bulan  Agus- 
tus  2000  kabinet  Wahid  temyata  menga- 
lami  reshuffle  di  mana  Pasaribu  diganti- 
kan  oleh  Alhilal  Hamdi  yang  juga  me- 
rangkap  sebagai  Menteri  Transmigrasi 
dan  Kependudukan.  Di  masa  itu,  Ke- 
menterian  Tenaga  Kerja  digabung  dengan 
Kementerian  Transmigrasi  dan  Kependu- 
dukan. Soeramsihono,  seorang  pejabat 
karir  dari  dalam  kementerian  tenaga 
kerja  diangkat  menggantikan  Din  Sjam- 
suddin,  antara  lain,  dalam  menangani 
pengiriman  TKI  ke  luar  negeri. 

Penggantian  Din  Sjamsuddin  oleh 
Soeramsihono  bisa  ditafsirkan  sebagai 


kembalinya  kekuatan  birokrasi  dalam  pe- 
ngurusan  TKI  dari  tangan  politisi.  Per- 
ubahan  ini  diduga  akan  memiUki  pe- 
ngaruh  terhadap  kembali  melemahnya 
upaya  perbaikan  kebijakan  pengiriman 
TKI  ke  luar  negeri  yang  sedikit  mem- 
peroleh  perhatian  pada  masa  kepemim- 
pinan  Din  Sjamsuddin.  Bersamaan  de- 
ngan itu,  di  masyarakat  sedang  ramai 
dikampanyekan,  terutama  oleh  kalangan 
aktivis  perempuan  yang  mendapat  du- 
kungan  dari  Menteri  Pemberdayaan  Pe- 
rempu?ja  Khofifah  Indar  Parawansa,  un- 
tuk menghentikan  pengiriman  TKW  ke 
luar  negeri  terutama  Timur  Tengah. 

Kontroversi  seputar  isu  diteruskan 
atau  dihentikannya  pengiriman  TKW 
ke  Timur  Tengah  mendapatkan  respons 
dari  Menaker  Alhilal  Hamdi  setelah 
sebelumnya  bertemu  dengan  Presiden 
Abdurrahman  Wahid.  Menaker  Alhilal 
Hamdi  menyatakan  bahwa  pengiriman 
TKW  tidak  mungkin  dihentikan  karena 
akan  berdampak  pada  meningkatnya 
pengangguran  di  dalam  negeri,  di  sam- 
ping  akan  mendorong  membesarnya 
pengiriman  TKW  secara  ilegal  di  luar 
kewenangan  pemerintah.  Menaker  juga 
mengatakan  bahwa  selama  ini  pengi- 
riman TKW  telah  menghasilkan  devisa 
yang  cukup  besar  bagi  negara  melalui 
uang  yang  mereka  kirimkan  dan  bawa 
pulang  ke  Indonesia. 

Di  tengah  kontroversi  antara  pro 
dan  kontra  penyetopan  pengiriman 
TKW  ke  Arab  Saudi,  Profesor  Baha- 
ruddin  Lopa,  duta  besar  Indonesia  di 
Arab  Saudi  yang  saat  itu  sedang  ber- 
ada  di  Indonesia  karena  hendak  di- 
lantik  menjadi  Jaksa  Agung  oleh  Ab- 
durraliman  Wahid  memberikan  pernya- 
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taan  yang  cukup  keras  tentang  nasib 
yang  diderita  oleh  para  TKW  di  nega- 
ra-negara  Timur  Tengah.  Lopa  setuju 
pengiriman  TKW  ke  Arab  Saudi  dihen- 
tikan  karena  masalah  yang  ada  cukup 
serius  dan  tingginya  pelanggaran  hak 
asasi  manusia  yang  terjadi.  Menurut 
Lopa,  pengiriman  TKW  ke  Arab  Saudi 
lebih  banyak  menimbulkan  masalah 
daripada  keuntungan,  karena  itu  sebaik- 
nya  dihentikan  saja  (Kompas,  17  Maret 
2001). 

Ribuan  perempuan  yang  datang  ke 
Arab  Saudi  dengan  alasan  untuk  men- 
jalankan  umrah  kemudian  ternyata  ti- 
dak  kembali  ke  Indonesia  dan  bekerja 
sebagai  PRT  secara  ilegal.  Permasa- 
lahan  yang  ada  di  seputar  TKW  di- 
Arab  Saudi  menjadi  semakin  berat 
karena  jumlah  mereka  yang  mening- 
kat  dengan  cepat.  Pada  tanggal  23  No- 
vember 1999  terjadi  sebuah  insiden 
yang  melibatkan  TKI  ilegal  yang  saat 
itu  sedang  ditampung  di  kantor  konsu- 
lat  RI  di  Jeddah,  dengan  pihak  polisi 
setempat  (Republika,  26  November  1999). 
Dalam  insiden  yang  dilaporkan  meli- 
batkan ribuan  TKI  ini,  sekitar  50  TKI 
kemudian  ditahan  oleh  polisi  Arab 
Saudi.  Para  TKI  yang  sedang  berada 
di  penampungan  di  kantor  konsulat 
RI  ini  adalah  orang-orang  yang  sedang 
menunggu  unhik  dipulangkan  ke  Indo- 
nesia karena  sudah  tidak  memiliki  do- 
kumen  yang  sah  sebagai  imigran  di 
Arab  Saudi.  Persoalan  TKI  ilegal  yang 
sering  menimbulkan  masalah  ini  se- 
sungguhnya  telah  menimbulkan  masa- 
lah diplomatik  antara  pemerintah  In- 
donesia dan  Arab  Saudi,  namun  tam- 
paknya  tidak  terlihat  upaya  yang  kong- 


kret  untuk  menyelesaikan  masalah  ini 
secara  mendasar. 

Rentannya  posisi  buruh  migran  kita 
di  luar  negeri  terlihat  dengan  jelas 
ketika  pemerintah  Malaysia  secara  se- 
pihak  melakukan  deportasi  terhadap 
ribuan  buruh  migran,  terutama  pria 
dan  yang  tidak  berdokumen,  yang  ber- 
asal  dari  Indonesia.  Pemerintah  In- 
donesia terlihat  tidak  berdaya,  dan 
sama  sekali  tidak  memiliki  keberanian 
untuk  menentang  tindakan  sepihak 
dari  Malaysia.  Menteri  Tenaga  Kerja 
yang  baru,  Jacob  Nuwa  Wea  (tokoh 
PDIP),  terlihat  belum  memiliki  arah 
kebijakan  yang  jelas  dalam  mengha- 
dapi  persoalan  buruh  migran  yang 
semakin  kompleks  setelah  Malaysia 
melakukan  deportasi  besar-besaran  be- 
lum lama  ini. 

Sejauh  yang  dapat  dilihat  dari  la- 
poran  pers,  Jacob  Nuwa  Wea  menge- 
sanxan  pemihakarmya  terhadap  nasib 
buruh  migran,  antara  lain  melalui 
pernyataan-pernyataannya  yang  cukup 
keras  terhadap  pihak  PJTKI  maupun 
aparat  departernennya  sendiri  yang 
dinilai  melakukan  praktek  pemerasan 
terhadap  buruh  migran.  Sebagian  ka- 
langan  DPR  pun  tampaknya  memper- 
lihatkan  adanya  tanggapan  yang  po- 
sitif  terhadap  ajakan  KOPBUMI  untuk 
membicarakan  naskah  RUU  Buruh  Mi- 
gran dan  Anggota  Keluarganya.^^  Ber- 


Beberapa  anggota  DPR  dalam  sebuah 
kesempatan  diskusi  dengan  pihak  KOPBUMI, 
yang  juga  dihadiri  oleh  Soeramsihono  dari 
Depnaker,  menjanjikan  untuk  membicarakan 
masalah  RUU  Buruh  Migran  dan  Anggota 
Keluarganya  setelah  bulan  Juli  2002  (Info 
KOPBUMI). 
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bagai  upaya  yang  dilakukan  kalangan 
LSM,  terutama  KOPBUMI,  untuk  me- 
nekan  pemerintah  dan  DPR,  untuk  se- 
cara  serius  memikirkan  kebijakan  dan 
pengaturan  buruh  migran  di  luar  ne- 
geri,  tampaknya  mulai  memperlihat- 
kan  tanda-tanda  yang  positif. 

MEMPEREBUTKAN  RUANG 
PUBLIK:  BURUH  MIGRAN  DI 
ERA  PASCA-SOEHARTO 

Permasalahan  buruh  migran  yang 
bekerja  di  luar  negeri,  meskipun  men- 
dapatkan  perhatian  bersamaan  dengan 
merebaknya  reformasi  politik,  namun 
masih  merupakan  isu  pinggiran  da- 
lam  keseluruhan  perubahan  politik  di 
Indonesia.  Terpinggirkannya  isu  TKI 
dapat  dimengerti  karena  secara  ke- 
seluruhan pun  isu  perburuhan  masih 
berada  di  luar  arus  utama  perkem- 
bangan  politik  di  Indonesia.  Berbagai 
upaya  dari  beberapa  aktivis  dan  pim- 
pinan  organisasi  buruh  yang  menga- 
lami  represi  di  masa  pemerintahan 
Soeharto  untuk  memasuki  gelanggang 
politik  pasca  Soeharto,  antara  lain  de- 
ngan membentuk  partai  buruh,  ter- 
bentur  pada  kenyataan  bahwa  basis 
politik  kaum  buruh  umumnya  sudah 
mengalami  destruksi  pada  zaman  Orde 
Baru,^^ 

Propaganda  Orde  Baru  bahwa  ge- 
rakan  buruh  selalu  berasosiasi  dengan 
partai  komunis  dan  represi  yang  kuat 
terhadap  setiap  upaya  untuk  mehg- 


Analisis  yang  komprehensif  tentang  hal 
ini  dapat  dilihat  dalam  Hadiz  (1997). 


organisir  buruh  di  luar  jalur  resmi 
cukup  efektif  untuk  mendepolitisasi 
aktivitas  buruh  di  Indonesia.  Seiain  itu, 
relatif  tipisnya  basis  industrialisasi  di 
Indonesia  sangat  berpengaruh  terha- 
dap kecilnya  proporsi  buruh  dalam 
populasi  tenaga  kerja  di  Indonesia, 
sehingga  menjadi  rintangan  bagi  ge- 
rakan  buruh  untuk  melakukan  mo- 
bilisasi  massa  politik  untuk  melahir- 
kan  representasi  politik  yang  bermak- 
na  dalam  percaturan  politik  di  Indone- 
sia. Lebih  lanjut,  ideologi  pembangun- 
an  yang  diadopsi  oleh  kaum  ekonom- 
teknokrat  memberikan  legitimasi  kuasi- 
ilmiah  bagi  rezim  Orde  Baru  untuk 
melakukan  represi  terhadap  hak-hak 
buruh  untuk  membangun  organisasi 
mereka  secara  demokratis. 

Melihat  berbagai  hal  yang  telah  di- 
sebutkan  di  atas,  tidaklah  mengheran- 
kan  jika  diskursus  mengenai  buruh  di 
Indonesia  pada  zaman  Orde  Baru  yang 
dilakukan  oleh  para  akademisi  dan 
pengamat  berkembang  dalam  kerangka 
sumber  daya  manusia  yang  menjadi 
wilayah  kajian  ekonomi  pembangunan 
yang  bersifat  prakmatis-teknokratis.  Da- 
lam kaitan  ini,  upaya  penguasa  Orde 
Baru  mengubah  kata  "buruh"  menja- 
di "pekerja"  atau  "karyawan"  mencer- 
minkan  upaya  sistematis  untuk  mema- 
tikan  diskursus  tentang  perburuhan 
yang  berdimensi  politik  dan  menekan 
kemungkinan  munculnya  semacam  ke- 


Terdapat  kesamaan  pengalaman  antara 
Orde  Baru  dan  zaman  kolonial  Belanda  da- 
lam. memandang  buruh,  yang  keduanya  oleh 
Breman  (1990:  144)  dikatakan  sebagai  berikut: 
"...  from  the  start  had  proven  more  interested  in 
cheap  than  free  labor". 
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sadaran  kelas  di  kalangan  buruh  di  In- 
donesia. 

Tumbangnya  rezim  Orde  Baru  te- 
lah  melepaskan  kekangan  yang  selama 
ini  membelenggu  kemungkinan  ber- 
kembangnya  gerakan  buruh  memasuki 
wilayah  politik.  Seperti  telah  dikemu- 
kakan,  menjelang  Pemilu  1999  mun- 
cul  beberapa  partai  politik  yang  meng- 
atasnamakan  kepentingan  kaum  buruh. 
Sejauh  yang  dapat  dilihat  dari  hasil 
Pemilu  1999,  dampak  politik  dari  par- 
tai-partai  yang  memakai  lambang  bu- 
ruh ini  sangatlah  kecil. 

Sejak  awal  tahun  1980,  dibanding- 
kan  dengan  isu  perburuhan  yang  ada 
di  dalam  negeri  sendiri,  isu  buruh  mi- 
gran  yang  bekerja  di  luar  negeri  atau 
TKI  tampaknya  sedikit  lebih  banyak 
mendapat  perhatian  publik  terutama 
sejauh  dapat  dibaca  dari  laporan  pers 
dan  media  massa  audio-visual.  Mung- 
kin,  sifat  apolitik  dari  persoalan  TKI 
memunculkan  persepsi  di  kalangan 
penguasa  bahwa  persoalan  TKI  bukan 
merupakan  sesuatu  yang  dapat  meng- 
ganggu  kestabilan  politik  nasional 
yang  sangat  dijaga  ketat  oleh  Orde 
Baru.  Hanya  pada  1985  waktu  Sudomp 
menjadi  Menaker  TKI  dilarang  berbi- 
cara  dengan  pers  tentang  pengalaman 


Tentang  hal  ini,  lihat  Tirtosudarmo  (1998). 

16 

Beberapa  partai  buruh  yang  baru  di- 
bentuk  antara  lain  adalah  PBN  (Partai  Bu- 
ruh Nasional)  yang  dipimpin  oleh  Muchtar 
Pakpahan,  Ketua  SBSI;  dan  PRD  (Partai  Rak- 
yat  Demokratik)  yang  dipimpin  oleh  Budiman 
Sudjatmiko,  seorang  aktivis  yang  bersama 
Muchtar  Pakpahan  juga  mengalami  pemenja- 
raan  di  zaman  Soeharto  berkuasa. 


dan  penderitaan  mereka  selaku  TKI  di 
Timur  Tengah. 

Dalam  perkembangan  selanjutnya, 
melalui  pemberitaan  pers  dan  media 
massa  kemudian  isu-isu  TKI  berhasil 
mendapatkan  perhatian  yang  lebih  be- 
sar  dari  publik  terutama  yang  me- 
nyangkut  berbagai  pelanggaran  hak- 
hak  asasi  manusia  yang  mereka  alami 
ketika  bekerja  di  luar  negeri.  Pemberita- 
an pers  yang  cukup  gencar  tentang 
nasib  yang  dialami  TKI,  terutama  dari 
mereka  yang  bekerja  di  Timur  Tengah 
dan  Malaysia,  berhasil  mengangkat  ma- 
salah  TKI  menjadi  isu  nasional.  Ten- 
tang TKI  yang  bekerja  di  Timur  Tengah, 
isu  yang  banyak  dilaporkan  pers  ada- 
lah tentang  pelanggaran  HAM,  semen- 
tara  tentang  TKI  di  Malaysia,  selain 
soal  pelanggaran  HAM,  berbagai  mu- 
sibah  dan  kecelakaan  yang  dialami  oleh 
para  TKI  dalam  menyeberang  ke  Ma- 
laysia maupun  pengalaman  mereka 
dideportasi  oleh  pihak  imigrasi  Malay- 
sia Gukup  banyak  dilaporkan  oleh  pers. 
Peran  LSM  dalam  merebut  ruang  pu- 
blik dan  arena  politik  yang  lebih  besar, 
terutama  dalam  advokasi  buruh  mi- 
gran  perempuan  yang  mengalami  ber- 
bagai pelanggaran  HAM,  sangatlah 
besar. 

Artikulasi  kepentingan  TKI  melalui 
LSM  bisa  dipahami  karena  atmosfer 
politik  di  masa  Orde  Baru  sangat  di- 
penuhi  oleh  berbagai  kekangan  yang 
tidak  memungkinkan  adanya  saluran 
politik  resmi  yang  bisa  menampung 
aspirasi  para  TKI.  Pada  awalnya  pe- 
ran LSM  lebih  dititikberatkan  pada 
pelayanan  hukum  bagi  para  TKI  yang 
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hendak  menuntut  diberikannya  kom- 
pensasi  bagi  perlakuan  tidak  adil  yang 
mereka  alami  dari  para  agen  tenaga 
kerja  (PJTKI)  yang  mengurus  kepergi- 
an  dan  kontrak  kerja  mereka.  Pelayan- 
an  dan  uluran  tangan  para  aktivis 
LSM  berhasil  mengambil  hati  para  TKI 
dan  keluarganya  yang  selanjutnya  ber- 
kembang  sebagai  bentuk  mutual  trust 
di  antara  keduanya.  Dalam  perkem- 
bangan  selanjutnya,  LSM  mengupaya- 
kan  adanya  semacam  forum  bagi  para 
TKI  untuk  membangun  komunitas-ko- 
munitas  jaringan  yang  tidak  saja  me- 
nyediakan  bantuan  hukum  namun  ju- 
ga  berbagai  bentuk  pelatihan  dalam 
hal-hal  yang  berkaitan  dengan  upaya- 
upaya  sosial  maupun  ekonomi.  Mela- 
lui  forum  kekeluargaan  yang  diba- 
ngun  bersama  inilah  selanjutnya  ber- 
kembang  berbagai  inisiatif  untuk  meng- 
organisir  diri  dan  memperkuat  jaring- 
an di  antara  TKI  dan  keluarganya  ser- 
ta  para  aktivis  LSM. 

Sejumlab  organisasi  buruh  migran 
kemudian  berhasil  dibentuk  di  beba- 
rapa  kabupaten  di  Jawa  Barat,  Jawa 
Tengah,  Jawa  Timur  dan  Nusa  Teng- 
gara,  yang  merupakan  daerah-daerah 
kantong  pengirim  TKI  ke  Timur  Te- 
ngah dan  Malaysia.  Berbagai  bentuk 
program  pelatihan  disediakan  oleh  pi- 
hak  LSM,  tidak  saja  tentang  hal-hal 
yang  menjadi  kebutuhan  sehari-hari 
para  TKI  dan  keluarganya,  tetapi  juga 
berbagai  bentuk  pelatihan  yang  ber- 
tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran 
sosial  maupun  politik  buruh  migran, 
khususnya  dalam  hubungan  TKI  de- 
ngan pemerintah,  PJTKI  maupun  ca- 
lon  majikan  mereka  di  luar  negeri. 


Proses  pelatihan  dan  penyadaran 
yang  berlangsung  secara  teratur  da- 
lam waktu  yang  relatif  cukup  lama 
memberikan  dampak  yang  cukup  sig- 
nifikan  terhadap  pemberdayaan  buruh 
migran,  yang  antara  lain  tercermin  da- 
lam kemampuan  mengartikulasikan  as- 
pirasi  politik  buruh  migran  dalam  ber- 
bagai bentuk  "demo"  dan  protes  kepa- 
da  pihak  pemerintah,  khususnya  Dep- 
naker.  Para  aktivis  TKI  ini  juga  mulai 
menyadari  akan  pentingnya  peran  pers 
dan  media  massa  yang  akan  membe- 
ritakan  aksi  "demo"  maupun  protes 
yang  mereka  lakukan.  Dengan  adanya 
pemberitaan  pers  dan  media  massa, 
permasalahan  yang  mereka  tuntut 
biasanya  memperoleh  perhatian  dari 
pemerintah. 

Dalam  perkembangan  yang  berlang- 
sung secara  bersamaan,  para  aktivis 
LSM  yang  memilih  kegiatan  untuk  mem- 
bela  TKI  meningkatkan  pengorgartisasi- 
an  diri  mereka  dengan  membangun 
sebuah  organisasi  payung  yang  dapat 
mengkoordinasikan  berbagai  LSM  yang 
memiliki  daerah  operasi  yang  berbeda- 
beda.  Pada  tahun  1997,  terbentuklah 
KOPBUMI  (Konsorsium  Pembela  Buruh 
Migran  Indonesia)  yang  menjadi  forum 
untuk  menyatukan  berbagai  aspirasi 
yang  berkembang  di  kalangan  LSM 
yang  menjadikan  buruh  migran  se- 
bagai wilayah  garapannya.  Lahirnya 
KOPBUMI  juga  didorong  oleh  marak- 
nya  tuntutan  dari  kalangan  para  aktivis 
LSM  dan  para  intelektual  terhadap 
pemerintah  dan  DPR  yang  saat  itu  ber- 
usaha  untuk  membuat  UU  yang  baru 
tentang  perburuhan. 
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Tuntutan  dan  protes  terhadap  RUU 
yang  diajukan  oleh  Menaker  Abdul 
Latief  bersumber  dari  adanya  penilai- 
an  bahwa  RUU  itu  sama  sekali  tidak 
mencerminkan  aspirasi  kaum  buruh, 
dan  bahkan  tidak  dicantumkan  sama 
sekali  pasal-pasal  yang  mengatur  ten- 
tang  hak-hak  buruh  migran  dan  ke- 
luarganya. Dalam  suasana  protes  ter- 
hadap UU  yang  diusulkan  pemerintah 
inilah  KOPBUMI  terbentuk  dengan  sa- 
lah  satu  misi  yang  kemudian  diemban- 
nya,  yaitu  merancang  sebuah  UU  yang 
secara  khusus  mengatur  hak  dan  ke- 
wajiban  buruh  migran  dan  keluarga- 
nya. Selama  itu,  hal-hal  yang  meng- 
atur hak-hak  dan  kewajiban  buruh 
migran  hanyalah  berbagai  Keputusan 
Menteri  yang  dalam  banyak  hal  bersi- 
fat  ad  hoc. 

Perkembangan  penting  lainnya  yang 
ikut  berperan  dalam  meningkatkan  per- 
hatian  publik  terhadap  persoalan  bu- 
ruh migran  adalah  mulai  maraknya 
diskursus  tentang  globalisasi  yang  te- 
lah  dimulai  sejak  awal  1999-an.  Mes- 
kipun  pusat  dari  perbincangan  sepu- 
tar  globalisasi  masih  didominasi  oleh 
isu-isu  yang  berkaitan  dengan  masa- 
lah  pengaturan  perdagangan  dan  ke- 
uangan,  namun  secara  perlahan-lahan 
sudah  mulai  menyentuh  isu  pekerja 
migran.  Lagi-lagi  dalam  kaitan  ini,  isu 
pekerja  migran  yang  mayoritasnya  ada- 
lah para  pekerja  tanpa  keahlian  dan 
tak  berdokumen  meskipun  jelas  meru- 
pakan  bagian  penting  dari  proses  glo- 
balisasi, cenderung  terpinggirkan  da- 
lam pecaturan  yang  akhirnya  toh  di- 
tentukan  oleh  the  big  and  the  strong 
player.  Lembaga-lembaga  internasional 


seperti  ILO  (International  Labor  Organiza- 
tion), lOM  maupun  berbagai  LSM  yang 
memiliki  kaitan  dengan  pekerja  migran, 
meskipun  melalui  berbagai  saluran  dan 
cara  selalu  berupaya  untuk  mendorong 
diratifikasinya  berbagai  peraturan,  pro- 
tokol  dan  konvensi  internasional  oleh 
negara-negara  yang  belimi  melakukan- 
nya,  namun  belum  memiliki  arti  yang 
signifikan  bagi  peningkatan  nasib  para 
pekerja  migran. 

Di  Indonesia,  pemerintah  memiliki 
kecenderungan  untuk  tidak  memandang 
penting  upaya  meratifikasi  berbagai 
konvensi  internasional  yang  memberi- 
kan  proteksi  hukum  bagi  buruh  mi- 
gran dan  keluarganya.  Alasan  keenggan- 
an  pemerintah,  di  samping  isu  buruh 
migran  dan  keluarganya  menempati 
prioritas  yang  rendah  dalam  agenda 
politik  pemerintah,  diduga  juga  kare- 
na  kuatnya  kepentingan  bercokol  dari 
pihak-pihak  yang  selama  ini  sangat 
diuntungkan  oleh  praktek  bisnis  dan 
Indus  tri  TKI  yang  berkembang  dengan 
sangat  pesat.  Kolusi  antara  aparatus 
pemerintah  yang  menangani  pengirim- 
an  TKI  ke  luar  negeri  dengan  para  pe- 
ngusaha  dan  pengerah  TKI  adalah  se- 
buah kenyataan  yang  memiliki  penga- 
ruh  sangat  kuat  terhadap  kemungkin- 
an  terwujudnya  mekanisme  pengatur- 
an yang  adil  terhadap  pekerja  migran 
dan  keluarganya. 

Oleh  karena  itu,  aktor  penting  da- 
lam permasalahan  pekerja  migran,  se- 
bagaimana  telah  sedikit  diungkapkan, 
adalah  para  pengusaha  dan  pedagang 
yang  beroperasi  baik  secara  legal  mau- 
pun ilegal  dalam  berbagai  praktek  ja- 
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sa  pengerahan  TKI,  baik  yang  besar 
maupun  yang  kecil,  di  pusat  maupun 
di  daerah-daerah  yang  merupakan  kan- 
tong-kantong  calon  TKI.  Secara  resmi 
para  pengusaha  ini  memiliki  izin  usa- 
ha  untuk  membentuk  PJTKI  yang  me- 
rupakan institusi  resmi  untuk  berge- 
rak  dalam  usaha  rekrutmen  dan  pengi- 
riman  TKI  ke  luar  negeri.  Izin  usaha 
PJTKI  sepenuhnya  dikontrol  oleh  pe- 
merintah,  dalam  hal  ini  Depnaker, 
yang  berimplikasi  pada  munculnya 
kolusi  antara  PJTKI  dan  pemerintah 
sehingga  yang  mendorong  keberpihak- 
an  pemerintah  dalam  berbagai  bentuk 
pemberian  keleluasaan  bagi  PJTKI  un- 
tuk melakukan  operasinya  yang  tentu 
saja  sangat  merugikan  TKI. 

Besarnya  keuntungan  yang  bisa  di- 
raup  oleh  pengusaha  pengerah  jasa 
TKI  mendorong  terjadinya  persaingan 
di  antara  PJTKI  untuk  mendekati  pi- 
hak  penguasa.  Adalah  sangat  mena- 
rik  bahwa  kebanyakan  pengusaha  yang 
bergerak  di  bidang  pengerahan  TKI  ke 
Timur  Tengah  adalah  pengusaha  ketu- 
runan  Arab.  Tampaknya  terdapat  kait- 
an  yang  erat  antara  para  pengusaha 
Arab  ini  dengan  network  yang  terdapat 
di  negara-negara  Timur  Tengah  yang 
sangat  menentukan  dalam  usaha  dan 
perdagangan  jasa  TKI.  Pengelolaan  per- 
usahaan  jasa  pengerah  TKI  y^ng  sa- 
ngat diwarnai  oleh  faktor  jaringan  ke- 
dekatan  etnis  yang  bersifat  primordial 
ini  berpengaruh  terhadap  sifat  keter- 
tutupan  dari  bisnis  TKI. 

Penulis  mengalami  kesulitan  ketika 
berusaha  untuk  bertemu  dengan  pim- 
pinan  PJTKI  untuk  sebuah  wawancara 
dalam  sebuah  penelitian  tentang  TKI 


pada  tahun  1997.  Selain  sifatnya  yang 
tertutup,  persaingan  antara  kelompok- 
kelompok  PJTKI  juga  cukup  keras,  ter- 
utama  pada  saat  memilih  pengurus 
asosiasi  pengusaha  jasa  TKI  atau 
APJATI  (Asosiasi  Pengusaha  Jasa  Te- 
naga  Kerja  Indonesia).  Di  sinilah  po- 
sisi  pemerintah,  yang  dalam  hal  ini 
diwakili  oleh  Menaker,  menjadi  sangat 
penting  dalam  menentukan  siapa  dan 
kelompok  mana  yang  akan  "direstui" 
untuk  memegang  pimpinan  APJATI. 
Pentingnya  mendapatkan  "restu"  dari 
Menaker  untuk  menjadi  pimpinan 
APJATI  mendorong  para  pengusaha 
ini  untuk  melakukan  berbagai  upaya 
untuk  melobi  Menaker.  Dalam  kon- 
teks  semacam  inilah  kolusi  menjadi 
kemungkinan  yang  sangat  terbuka  un- 
tuk terjadi  antara  penguasa  dan  pe- 
ngusaha dalam  soal  pengiriman  TKI 
ke  luar  negeri.  Selain  daripada  itu, 
izin  usaha  untuk  mendirikan  PJTKI 
yang  dimonopoli  oleh  Depnaker  juga 
merupakan  sumber  terjadinya  kolusi 
antara  pejabat  yang  mengatur  bisnis 
TKI  dengan  para  pengusaha  yang 
akan  menggunakan  berbagai  cara  un- 
tuk memperoleh  izin  tersebut. 

Di  luar  para  pengusaha  yang  me- 
miliki izin  berusaha  yang  resmi,  ra- 
tusan  pengusaha  TKI  beroperasi  tan- 
pa  surat  izin  sama  sekali.  Mereka  me- 
rupakan calo  atau  agen  yang  berusaha 
merekrut  para  TKI  dari  daerah  asalnya. 


17 

Sesudah  era  reformasi  selain  APJATI  pa- 
ra perigusaha  yang  memiliki  aspirasi  berbe- 
da  berusaha  membuat  organisasi  tandingan 
yang  diberi  nama  HIMSATAKI  (Himpunan 
Pengusaha  TKI),  yang  oleh  APJATI  tidak  di- 
akui  legalitasnya. 
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Bukan  rahasia  lagi  bahwa  dalam  ke- 
nyataan,  para  pengusaha  yang  memi- 
liki  izin  bekerja  sama  dengan  para 
calo  dan  agen  yang  langsung  melaku- 
kan  perekrutan  calon-calon  TKI.  Atau, 
para  pengusaha  ilegal  ini  secara 
langsung  melakukan  operasi  pengi- 
riman  ke  luar  negeri  dengan  bekerja 
sama  dengan  aparat  birokrasi  yang 
memiliki  kewenangan  dalam  alur  atau 
rangkaian  prosedur  pengiriman  ca- 
lon  TKI  ke  luar  negeri. 

Para  TKI  yang  mayoritasnya  ada- 
lah  perempuan  yang  tidak  memiliki 
keterampilan  kerja  merupakan  sasar- 
an  empuk  bagi  para  calo  dan  agen 
pencari  TKI  yang  bersedia  keluar  ma- 
suk  kampung  untuk  mencari  calon 
TKI  yang  bersedia  membayar  sejum- 
lah  uang  tertentu  agar  dapat  dibe- 
rangkatkan  untuk  berja  sebagai  PRT 
di  luar  negeri.  Kategori  sebagai  pe- 
kejijd  taiipa  keahlian  yang  melekat 
pada  para  TKW  ini  secara  langsung 
membedakannya  dengan  TKI  berke- 
ahlian  yang  dengan  sendirinya  me- 
miliki berbagai  previlese,  antara  lain 
adanya    kontrak   kerja    dan  perlin- 
dungan  hukum  yang  relatif  jelas.  Para 
TKW  yang  tidak  memiliki  keahlian 
seolah-olah  dengan  sendirinya  men- 
jadi  pihak  yang  sudah  pada  tempat- 
nya  tidak  memperoleh  perlindungan 
hukum,  dan  dengan  demikian  sangat 
rentan  terhadap  berbagai  pelanggar- 
an  atas  hak-haknya  sebagai  pekerja 
migran  dan  sebagai  manusia. 

Proses  rekrutmen  TKW  yang  akan 
dipekerjakan  sebagai  PRT  di  luar  ne- 
geri seringkali  langsung  dilakukan 
oleh  para  calo  di  desa  asal  para  ca- 


lon TKW.  Keadaan  ini  umumnya  mem- 
buat  rekrutmen  berlangsung  di  luar 
jangkauan  birokrasi,  meskipun  seha- 
rusnya  Kepala  Desa  yang  melakukan 
penyaringan  pertama  tentang  apakah 
calon  TKW  yang  bersangkutan  me- 
menuhi  syarat  minimal  sebagai  TKW, 
yaitu  batas  usia.  Dalam  praktek,  batas 
usia  yang  semestinya  menjadi  sya- 
rat pertama  dari  calon  TKW  telah  ba- 
nyak  dilanggar  karena  kebanyakan 
calon  TKW  memiliki  umur  di  bawah 
batas  terendah  persyaratan  menjadi 
TKW.  Usia  TKW  yang  tertera  dalam 
surat  pengantar  yang  dikeluarkan  oleh 
Kepala  Desa  bahwa  calon  TKW  yang 
bersangkutan  telah  memenuhi  persya- 
ratan merupakan  pemalsuan  keterang- 
an  yang  pertama  dilakukan  oleh  para 
calon  TKW  yang  seringkali  sudah 
"diijon"  oleh  para  calo  atau  agen  TKW. 

Bukankah  kenyataan  semacam  ini 
merupakan  praktek  trafficking  in  women? 
Dalam  kondisi  semacam  itu,  maka 
perjuangan  untuk  menghilangkan  prak- 
tek human  trafficking  atau  perdagang- 
an  manusia  di  Indonesia  harus  bersa- 
maan  dengan  perjuangan  membela 
hak-hak  buruh  migran.  Nursyahbani 
Katjasungkana  sebagai  aktivis  yang 
saat  ini  sedang  menggalang  berbagai 
upaya  penghapusan  perdagangan  wa- 
nita  mengatakan  bahwa  soal  pengha- 
pusan perdagangan  wanita  dan  anak- 
anak  sudah  disebutkan  dalam  salah 
satu  keputusan  Kongres  Wanita  Indo- 
nesia tahun  1928.^^  Saat  ini  Nursyah- 
bani berusaha  untuk  menyusun  RUU 


Lihat  wawancara  Harian  Media  Indo- 
nesia dengan  Nursyahbani  Katjasungkana 
(Minggu,  24  Maret  2002). 


MIGRASI  INTERNASIONAL  PEKERJA  PEREMPUAN 


251 


tentang  pelarangan  perdagangan  wa- 
nita  dan  anak-anak,  antara  lain  me- 
lalui  diskusi  reguler  dengan  Depar- 
temen  Dalam  Negeri,  Imigrasi,  Kejak- 
gung,  Mabes  POLRI,  Depnaker  dan 
Iain-lain.  Sejauh  ini  hasil  yang  telah 
dicapai,  menurut  Nursyahbani,  ada- 
lah  mendorong  Departemen  Dalam  Ne- 
geri mengeluarkan  edaran  untuk  Gu- 
bernur  dan  Bupati  agar  di  wilayah- 
nya  masing-masing  membuat  sistem 
pencegahan  dan  penanggulangan  per- 
dagangan perempuan. 

Kebutuhan  yang  sangat  tinggi  akan 
tenaga  kerja  yang  tidak  berkeahlian, 
khususnya  PRT,  terutama  di  Arab 
Saudi  dan  Malaysia  di  satu  sisi,  dan 
melimpahnya  jumlah  calon  TKW  di 
dalam  negeri  di  sisi  lain  merupakan 
sebuah  stuktur  sosio-demografis  yang 
bersifat  makro  yang  dalam  jangka 
panjang  masih  akan  mendikte  aliran 
TKW  ke  luar  negeri.  Dilihat  dari  per- 
spektif  sosio-demografis  semacam  ini, 
aliran  TKW  melewati  batas-batas  ne- 
gara  tidak  lain  merupakan  "lanjutan" 
atau  "perpanjangan"  situasi  di  dalam 
negeri   Indonesia   sendiri   di  mana 
PRT  merupakan  sebuah  profesi  yang 
telah  lama  mengakar  di  dalam  ma- 
syarakat  Indonesia,  terutama  di  dae- 
rah  perkotaan.  Para  calon  PRT,  baik 
melalui  jalur-jalur  yang  bersifat  in- 
formal, misalnya  jalur  keluarga  atau 
teman  sekampung,  maupun  melalui 
"agen-agen  penyalur  PRT"  yang  ter- 
kesan  formal  (yang  semakin  marak 
di  kota-kota  besar)  mengalir  dari  ru- 
mah-rumah  mereka  di  daerah  pede- 
saan  ke  rumah-rumah  majikan  me- 
reka di  kota.  Dengan  demikian,  alir- 


an calon  PRT  ke  luar  negeri,  baik  me- 
lalui jalur  formal  maupun  informal, 
merupakan  bagian  dari  sebuah  con- 
tinuum mobililitas  perempuan  yang 
sesungguhnya  telah  berlangsung  se- 
jak  lama. 

Posisi  PRT,  baik  yang  bekerja  di 
dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri, 
sebetulnya  tidaklah  jauh  berbeda  ka- 
rena  keduanya  tidak  memiliki  per- 
lindungan  hukum  mengingat  status- 
nya  yang  tergolong  sebagai  "sektor 
informal".  Gerakan  untuk  membela  na- 
sib  para  pekerja  migran  oleh  LSM- 
LSM  yang  tergabung  dalam  KOPBUMI 
melalui  upaya  untuk  membuat  RUU 
tentang  Perlindungan  Buruh  Migran 
Indonesia  dan  Anggota  Keluarganya, 
dalam  konteks  ini  bisa  dilihat  seba- 
gai sebuah  langkah  terobosan  yang 
bersifat  strategis  untuk  mendobrak 
praktek  penindasan  terhadap  perem- 
puan yang  telah  cukup  lama  diang- 
gap  sebagai  sebuah  kewajaran  dalam 
masyarakat  Indonesia.  Pilihan  LSM, 
terutama  yang  bergerak  dalam  upaya 
pembelaan  dan  advokasi  perempuan, 
menjadikan  isu  buruh  migran  sebagai 
entry  point  untuk  mendobrak  ketidak- 
adilan  jender,  sekaligus  memiliki  im- 
plikasi  terhadap  penghapusan  perda- 
gangan manusia,  penegakan  HAM, 
yang  pada  akhirnya  akan  bermuara 
pada  penguatan  civil  society  dan  de- 
mokrasi. 


PENUTUP 

Migrasi  internasional,  atau  migrasi 
lintas  batas  negara,  merupakan  bagi- 
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an  penting  dari  sejarah  perkembangan 
masyarakat  dan  negara-bangsa  di  Asia 
Tenggara.  Proses  kolonisasi  dan  deko- 
lonisasi  memiliki  implikasi  yang  sa- 
ngat  besar  terhadap  pola,  karakteris- 
tik  dan  kecenderungan  migrasi  lintas 
batas  negara  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara dan  sekitarnya.  Dalam  periode 
pasca-kolonial,  terutama  setelah  tahun 
1970-an,  arus  migrasi  internasional 
di  kawasan  Asia  Tenggara  mulai  me- 
ningkat  sejalan  dengan  meningkat- 
nya  kesenjangan  pertumbuhan  eko- 
nomi  antarnegara  di  kawasan  ini.  Pe- 
ningkatan  arus  migrasi  yang  terjadi 
rupanya  tidak  diimbangi  oleh  kesiap- 
an  negara  dalam  mengatur  lalu  lintas 
manusia  yang  melewati-  batas-batas 
negara  secara  memadai.  Lemahnya 
pengawasan  negara  di  daerah  perba- 
tasan  antarnegara  di  Asia  Tenggara, 
di  samping  telah  terbangunnya  ja- 
ringan-jaringan  perdagangan  melalui 
hubungan-hubungan  kekerabatan  mau- 
pun  penyelundupan,  mengakibatkan 
semakin  tingginya  migrasi  lintas  ba- 
tas negara  yang  bersifat  ilegal.  Ting- 
ginya proporsi  migran  tanpa  doku- 
men  merupakan  fenomena  yang  men- 
jadi  salah  satu  karakteristik  migrasi 
internasional  di  Asia  Tenggara. 

Di  Indonesia,  meskipun  fenomena 
buruh  migran  telah  ada  sejak  zaman 
kolonial,  namun  tidak  pernah  men- 
dapatkan  perhatian  yang  memadai  da- 
lam agenda  kebijakan  negara.  Persep- 
si  negara,  yang  direpresentasikan  oleh 
elite  yang  berkuasa,  terhadap  feno- 
mena mobilitas  penduduk  sangat  ber- 
sifat inward  looking  di  mana  perha- 
tian terutama  diberikan  pada  kebijak- 


an pemindahan  penduduk  di  dalam 
negeri  karena  alasan-alasan  yang  ber- 
sifat strategis.  Setelah  kemerdekaan, 
persepsi  yang  bersifat  inward  look- 
ing terhadap  migrasi  ini  memiliki  pe- 
ngaruh  yang  kuat  terhadap  sikap 
ignorance  (masa  bodoh)  negara  terha- 
dap buruh  atau  pekerja  migran  yang 
bekerja  di  luar  negeri.  Kebijakan  ne- 
gara terhadap  pengiriman  TKI  ke 
luar  negeri  sangat  bersifat  ad  hoc  dan 
jauh  dari  memadai,  terutama  yang 
menyangkut  upaya  perlindungan  yang 
semestinya  menjadi  perhatian  negara. 

Meskipun  pengkajian  tentang  jen- 
der  telah  menjadi  kecenderungan  yang 
sangat  kuat  dalam  dua  dekade  terakhir 
di  kalangan  ilmu-ilmu  sosial  dan  hu- 
maniora,  namun  relatif  sedikit  yang 
secara  khusus  mempelajari  tentang 
buruh  migran  perempuan  atau  TKW. 
Barulah  dalam  dekade  yang  terakhir 
isu  TKW  muncul  ke  permukaan  ber- 
samaan  dengan  meningkatnya  frekuen- 
si  pengalaman  buruk  yang  dialami 
oleh  para  TKW  di  negara  mereka  be- 
kerja. Isu  hak  asasi  manusia  memang 
semakin  mencuat  ke  permukaan  ber- 
samaan  dengan  lajunya  interaksi  dan 
interdependensi  antarnegara,  yang  po- 
puler  dengan  sebutan  globalisasi.  Bu- 
ruh migran  adalah  salah  satu  aktor 
dalam  globalisasi  yang  memerankan 
diri  sebagai  sang  korban.  TKW  seba- 
gai  buruh  migran  mendapatkan  dis- 
kriminasi  ganda:  sebagai  buruh  dan 
sekaligus  sebagai  perempuan.  Baik  se- 
bagai buruh  maupun  sebagai  perem- 
puan, keduanya  merupakan  pihak-pi- 
hak  yang  selalu  terpinggirkan  dalam 
dinamika  sosial  maupun  politik. 
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Kebijakan  dan  politik  migrasi  di  In- 
donesia sama  sekali  tidak  menyentuh 
kepentingan  buruh  migran  perempuan. 
Kebijakan  dan  politik  negara  yang  ber- 
sifat  gender  blind  terlihat  dengan  jelas 
dalam  UU  Ketenagakerjaan  yang  dike- 
luarkan  pada  tahun  1997  yang  sama 
sekali  tidak  memperlihatkan  kepeduli- 
an  terhadap  nasib  buruh  migran,  apa- 
lagi  yang  perempuan.  Dalam  kaitan 
inilah,  munculnya  LSM  yang  memfo- 
kuskan  perjuangan  mereka  untuk  mem- 
bela  nasib  buruh  migran  menjadi  pen- 
ting  artinya.  Meskipun  sampai  saat  ini 
upaya  yang  dilakukan  belum  cukup 
membawa  perubahan  yang  berarti,  ter- 
utama  dalam  mempengaruhi  arah  ke- 
bijakan negara  yang  lebih  pro-buruh 
migran  dan  pro-perempuan,  namun 
sudah  semakin  nyata  munculnya  ke- 
sadaran  di  kalangan  buruh  migran 
untuk  mengorganisir  diri  dan  lebih 
berani  dalamt  mengartikulasikan  kepen- 
tingan-kepentingannya.  Upaya  pengha- 
pusan  perdagangan  perempuan  atau 
women  trafficking  niscaya  akan  sema- 
kin kuat  dengan  meningkatnya  kesa- 
daran  politik  di  kalangan  buruh  migran 
pada  umumnya,  dan  kaum  perempuan 
pada  khususnya. 
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Kebijakan  Moneter  dan 
Kaitannya  dalam  Mendorong 
Perdagangan  Luar  Negeri 

Miranda  S.  Goeltom 

Kebijakan  moneter  yang  ditempuh  oleh  Bank  Indonesia  diarahkan  pada  terken- 
dalinya  laju  inflasi  dan  stabilnya  nilai  tukar  rupiah.  Kestabilan  dua  indikator  makro- 
ekonomi  tersebut  pada  akhirnya  ditujukan  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang 
berkesinanibungan  dalam  jangka  panjang.  Dengan  demikian,  meskipun  kebijakan  mo- 
neter tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  terhadap  perdagangan  internasional,  na- 
mnn  hasilnya  akan  menjadi  dasar  bagi  para  eksportir/importir  dalam  merencanakan  ke- 
giatannya.  Selain  itu,  kerja  sama  antarbank  sentral  dapat  menjembatani  ketidak- 
lancaran  hubungan  dagang  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  hubungan  perbankan  se- 
cara langsung. 


PENDAHULUAN 

SETELAH  dilanda  krisis  ekonomi 
pada  tahun  1997,  perkembangan 
perekonomian  mulai  menunjuk- 
kan  proses  pemulihan.  Walaupun  de- 
mikian, proses  pemulihan  tersebut  ti- 
dak secepat  proses  pemulihan  yang 
dialami  negara-negara  tetangga,  se- 
perti  Malaysia  dan  Thailand,  yang  juga 
mengalami  krisis  serupa.  Lambatnya 
proses  pemulihan  tersebut  terutama 
disebabkan  oleh  masih  adanya  berba- 
gai  permasalahan  struktural  dalam  per- 
ekonomian domestik,  di  samping  juga 
kondisi  perekonomian  dunia  yang  ku- 
rang  kondusif  terhadap  perkembangan 
perekonomian  nasional. 


Disampaikan  dalam  Seminar  Setengah  Hari 
yang  diselenggarakan  oleh  Trade  and  Manage- 
ment Development  Institute,  Jakarta,  29  Januari 
2003. 


Sepanjang  tahun  2002,  meskipun 
kondisi  moneter  cenderung  stabil  dan 
membaik,  namun  kegiatan  ekonomi  di 
sektor  riil  belum  tumbuh  secepat  yang 
diharapkan.  Kestabilan  kondisi  mone- 
ter -  yang  di  antaranya  tercermin  dari 
menguatnya  nilai  tukar  rupiah  dan 
penurunan  laju  inflasi  yang  pada  gilir- 
annya  memberikan  ruang  gerak  bagi 
otoritas  moneter  imtuk  memberikan  si- 
nyal  penurunan  suku  bunga  -  belum 
mampu  mendorong  pertumbuhan  eko- 
nomi ke  tingkat  yang  diharapkan  pada 
awal  tahim. 

Pertumbuhan  ekonomi  2002,  yang 
diperkirakan  tumbuh  sebesar  3,5  per- 
sen,  masih  menunjukkan  adanya  ke- 
rentanan  dalam  perekonomian.  Berda- 
sarkan  komponen  permintaan  agregat- 
nya,  pertumbuhan  ekonomi  masih  di- 
dorong  oleh  konsumsi,  sementara  in- 
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vestasi  dan  ekspor  menunjukkan  kiner- 
ja  yang  lebih  buruk  dibandingkan  de- 
ngan  tahiin  sebelumnya.  Perkembangan 
tersebut  menunjukkan  kinerja  ekonomi 
yang  tidak  sehat  mengingat  pertum- 
buhan  pengeluaran  konsumsi  belum 
sepenuhnya  direspons  oleh  kegiatan 
produksi.  Sementara  itu,  kenaikan  eks- 
por netto  terjadi  karena  kontraksi  im- 
por  yang  lebih  besar  daripada  kon- 
traksi ekspor.  Kondisi  tersebut  berpo- 
tensi  mengancam  kesinambungan  per- 
tumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  seba- 
gai  akibat  dari  pertumbuhan  ekonomi 
yang  moderat  tersebut  mengakibatkan 
rendahnya  penyerapan  jumlah  tenaga 
kerja  dibandingkan  dengan  pertam- 
bahan  tenaga  kerja  dalam  tahun  2002, 
yaitu  hanya  sebesar  1,2  juta  dari  pe- 
nambahan  tenaga  kerja  sebesar  2,5  juta. 

Semakin  memburuknya  kinerja  di 
sektor  rill  tersebut  di  antaranya  dise- 
babkan  oleh  berbagai  permasalahan 
yang  sifatnya  struktural,  di  samping 
juga  kondisi  perekonomian  dunia  yang 
kurang  kondusif.  Masalah  penegakan 
hukum,  otonomi  daerah,  dan  ketenaga- 
kerjaan  masih  menghambat  business 
confidence  pelaku  bisnis,  baik  domes- 
tik  maupun  asing,  yang  pada  akhir- 
nya  membatasi  kegiatan  investasi  dan 
ekspor.  Selain  itu,  masalah  sumber 
pendanaan,  khususnya  yang  berasal 
dari  perbankan,  masih  menjadi  kenda- 
la  bagi  dunia  usaha.  Meskipun  fungsi 
intermediasi  perbankan  mulai  berjalan 
kembali,  namun  belum  mencapai  per- 
kembangan yang  optimal. 

Dalam  upaya  mempercepat  pemu- 
lihan  perekonomian  nasional,  berba- 


gai kebijakan  telah  ditempuh.  Di  sisi 
moneter.  Bank  Indonesia  berupaya  un- 
tuk  menjaga  kestabilan  tingkat  harga 
dan  kestabilan  nilai  tukar  rupiah.  Da- 
lam kaitannya  dengan  upaya  mendo- 
rong  perdagangan  internasional,  kebi- 
jakan moneter  yang  ditempuh  nam- 
paknya  tidak  secara  langsung  berdam- 
pak  terhadap  perbaikan  perdagangan 
internasional.  Namun,  dampak  dari  ke- 
bijakan tersebut,  yaitu  terciptanya  ke- 
stabilan di  bidang  harga  dan  nilai  tu- 
kar, akan  membantu  dunia  usaha  da- 
lam mengkalkulasikan  perencanaan 
bisnisnya. 

Tulisan  ini  akan  sedikit  memberi- 
kan  gambaran  mengenai  kerangka  ke- 
bijakan moneter  BI  dan  bagaimana 
mekanisme  transmisi  kebijakan  mone- 
ter" terhadap  perekonomian.  Selanjut- 
nya  akan  diberikan  gambaran  menge- 
nai evaluasi  makroekonomi  dan  mone- 
ter sepaujang  tahun  2002  serta  berba- 
gai permasalahan  yang  masih  diha- 
dapi.  Kemudian  akan  dibahas  pros- 
pek  perekonomian  2003  dan  arah  ke- 
bijakan moneter  dan  posisi  perbankan 
dalam  mendorong  perdagangan  luar 
negeri. 

KERANGKA  KERJA  KEBIJAKAN 
MONETER  BANK  INDONESIA 

Sesuai  dengan  amanat  UU  No.  23 
tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia, 
tugas  Bank  Indonesia  adalah  menca- 
pai dan  memelihara  kestabilan  nilai 
rupiah.  Dalam  UU  yang  baru  terse- 
but tugas  Bank  Indonesia  dalam  pe- 
ngelolaan  moneter  menjadi  lebih  fo- 
kus  dibandingkan  dengan  UU  sebe- 
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lumnya.  Hal  ini  didasarkan  pada  pe- 
mikiran  bahwa  kestabilan  harga  me- 
lalui  upaya  menjaga  inflasi  pada  ting- 
kat  yang  rendah  merupakan  dasar  me- 
nuju  kesinambungan  pertumbuhan  eko- 
nomi  dalam  jangka  panjang. 

Terpeliharanya  kestabilan  harga  da- 
lam jangka  panjang  akan  sangat  ber- 
manfaat  bagi  berbagai  pihak.  Bagi  ma- 
syarakat berpenghasilan  tetap,  inflasi 
yang  tinggi  dapat  menggerogoti  daya 
belinya.  Sedangkan  bagi  pelaku  bis- 
nis,  inflasi  akan  sangat  menyulitkan 
perencanaan  bisnisnya,  sehingga  ber- 
dampak  buruk  bagi  aktivitas  pereko- 
nomian  jangka  panjang.  Bagi  bank  sen- 
tral  sendiri,  penetapan  sasaran  tung- 
gal  berupa  kestabilan  harga  lebih  di- 
dasarkan pada  relevansi  sasaran  terse- 
but  sebagai  tujuan  kebijakan  moneter. 

Dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir, 
terdapat  kecenderungan  bank  sentral 
untuk  memilih  sasaran  tunggal  inflasi 
Sebagai  target  kebijakan  monetemya.  Sa- 
saran inflasi  tersebut  diumumkan  ke- 
pada  publik  sebagai  sasaran  yang  ha- 
rus  dicapai  oleh  kebijakan  moneter.  Ke- 
rangka  kerja  kebijakan  yang  mendasar- 
kan  kepada  pencapaian  suatu  target 
inflasi  yang  diumumkan  kepada  publik 
secara  eksplisit  tersebut  dikenal  seba- 
gai inflation  targeting  framework.  Penggu- 
naan  inflasi  sebagai  target  kebijakan 
moneter  memberikan  berbagai  manfaat, 
di  antaranya:  (i)  mudah  dipahami  oleh 
masyarakat,  karena  masyarakat  hanya 
akan  melihat  ukuran  keberhasilannya 
pada  pencapaian  laju  inflasi;  (ii)  da- 
pat  menciptakan  ekspektasi  yang  ren- 
dah terhadap  inflasi  sehingga  pada 


akhirnya  dapat  menghasilkan  tingkat 
inflasi  sesuai  yang  diinginkan;  (iii)  da- 
pat menghindari  kemungkinan  mun- 
culnya  kebijakan-kebijakan  yang  ber- 
tentangan  terhadap  pencapaian  target 
inflasi. 

Mekanisme  Transmisi  Kebijakan 
Moneter 

Dari  sisi  teoretis,  transmisi  kebijak- 
an moneter  kepada  perekonomian  da- 
pat melalui  beberapa  altematif  jalur 
mekanisme,  seperti  jalur  suku  bunga, 
lulai  tukar,  harga  aset,  ekspektasi,  dan 
kredit. 

Jalur  suku  bunga  berpendapat  bah- 
wa pengetatan  moneter  akan  mengu- 
rangi  jumlah  uang  beredar  dan  men- 
dorong  peningkatan  suku  bunga  jang- 
ka pendek.  Apabila  bank  sentral  telah 
memiliki  kredibilitas,  akan  timbul  eks- 
pektasi masyarakat  bahwa  inflasi  akan 
turun  atau  suku  bunga  riil  jangka  pan- 
jang akan  meningkat.  Kondisi  demikian 
akan  menurunkan  permintaan  domes- 
tik  untuk  investasi  dan  konsumsi,  ka- 
rena kenaikan  biaya  modal  sehingga 
pertumbuhan  ekonomi  akan  menurun, 
demikian  sebaliknya  bila  dilakukan  pe- 
longgaran  moneter. 

Jalur  nilai  tukar  berpendapat  bah- 
wa pengetatan  moneter  yang  mendo- 
rong  peningkatan  suku  bunga  akan 
mengakibatkan  apresiasi  nilai  tukar 
rupiah  karena  pemasukan  aliran  mo- 
dal dari  luar  negeri.  Nilai  tukar  akan 
cenderung  terapresiasi  sehingga  eks- 
por  menurun,  sedangkan  impor  me- 
ningkat. Kondisi  demikian  akan  meng- 
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akibatkan  transaksi  berjalan  (demikian 
pula  neraca  pembayaran)  menjadi  mem- 
buruk.  Akibatnya,  permintaan  agregat, 
laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  tekan- 
an  inflasi  akan  menurun. 

Jalur  harga  aset  {monetarist)  berpen- 
dapat  bahwa  pengetatan  moneter  akan 
mengubah  komposisi  portofolio  para 
pelaku  ekonomi  {wealth  effect)  sesuai 
dengan  ekspektasi  balas  jasa  dan  risi- 
ko  masing-masing  aset.  Peningkatan 
suku  bunga  akan  mendorong  pelaku 
ekonomi  untuk  memegang  aset  dalam 
bentuk  obligasi  dan  deposito  lebih  ba- 
nyak  dan  mengurangi  saham. 

Sementara  jalur  kredit  berpenda- 
pat  bahwa  kebijakan  moneter  akan 
mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  me- 
lalui  perubahan  perilaku  perubahan 
dalam  pemberian  kredit  kepada  na- 
sabah.  Pengetatan  moneter  akan  me- 
nurunkan  net  worth  pengusaha.  Menu- 
runnya  net  worth  akan  mendorong  na- 
sabah  untuk  mengusulkan  proyek  yang 
menjanjikan  tingkat  hasil  tinggi  teta- 
pi  dengan  risiko  yang  tinggi  pula  {mo- 
ral hazard)  sehingga  risiko  kredit  ma- 
cet  meningkat.  Akibatnya,  bank-bank 
menghadapi  adverse  selection  dan  me- 
ngurangi pemberian  kreditnya  sehing- 
ga laju  pertumbuhan  ekonomi  melambat. 

Dari  keempat  jalur  tersebut,  jalur- 
jalur  transmisi  dari  mulai  instrumen 
sampai  kepada  sasaran  akhir  kebijak- 
an moneter  bersifat  sangat  kompieks 
dan  memiliki  hubungan  yang  kurang 
stabil.  Penelitian  terhadap  keeratan 
dan  kestabilan  keempat  jalur  transmi- 
si tersebut  telah  dilakukan  di  Bank  In- 
donesia. Hasil  sementara  dari  studi 


tersebut  mengindikasikan  bahwa  me- 
kanisme  transmisi  moneter  yang  re- 
levan  di  dalam  kerangka  inflation  tar- 
geting adalah  transmisi  moneter  me- 
lalui  suku  bunga  yang  bekerja  cukup 
efektif  dalam  mempengaruhi  permin- 
taan agregat  dan  laju  inflasi.  Hasil  ter- 
sebut menjadi  salah  satu  dasar  bagi 
pengembangan  kebijakan  moneter  de- 
ngan suku  bunga  jangka  pendek  se- 
bagai  sasaran  operasional. 

EVALUASI  KEBIJAKAN  DAN 
PERKEMBANGAN  EKONOMI 
2002 

Secara  umum,  kondisi  ekonomi  dan 
moneter  Indonesia  selama  tahun  2002 
menunjukkan  perkembangan  yang  meng- 
gembirakan,  walaupun  perekonomian 
tidak  tumbuh  setinggi  yang  diperkira- 
kan  semula.  Perkembangan  positif  di 
bidang  moneter  tersebut  tercapai  ber- 
kat  kebijakan  moneter  dan  flskal  yang 
konsisten  serta  didukung  oleh  bebe- 
rapa  kemajuan  yang  dicapai  dalam 
restrukturisasi  ekonomi  selama  tahun 
2002. 

Pertumbuhan  Ekonomi 

Pertumbuhan  ekonomi  dalam  tahun 
2002  diperkirakan  hanya  tumbuh  3,5 
persen.  Meskipun  sedikit  lebih  tinggi 
daripada  tahun  sebelumnya,  angka 
pertumbuhan  ini  berada  pada  batas 
bawah  kisaran  perkiraan  Bank  Indo- 
nesia di  awal  tahun  sebesar  3,5  -  4,0 
persen.  Dari  sisi  permintaan  agregat, 
secara  umum  pertumbuhan  ekonomi 
yang  terjadi  masih  rentan  dan  be- 
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lum  seimbang  karena  lebih  banyak  di- 
topang  oleh  kegiatan  konsumsi.  Laju 
pertumbuhan  konsumsi  masih  mam- 
pu  bertahan  pada  tingkat  yang  cukup 
tinggi  terutama  karena  didukung  oleh 
menurunnya  laju  inflasi  dan  suku  bu- 
nga,  kenaikan  upah  minimum,  dan  ke- 
naikan  pengeluaran  konsumsi  peme- 
rintah.  Kegiatan  investasi  dan  ekspor 
yang  semula  diperkirakan  mulai  pu- 
lih  pada  paruh  kedua  tahun  2002  jus- 
tru  menunjukkan  kinerja  yang  lebih 
buruk  dibandingkan  dengan  tahun  se- 
belumnya.  Indikasi  terjadinya  penu- 
runan  pada  kegiatan  investasi  antara 
lain  dapat  dilihat  pada  melemahnya 
aktivitas  konstruksi,  menurunnya  per- 
tumbuhan kredit  investasi,  dan  berku- 
rangnya  impor  barang-barang  modal, 
seperti  mesin  dan  peralatan.  Minat 
berinvestasi,  baik  dalam  bentuk  PMA 
maupun  PMDN,  juga  mengalami  ke- 
lesuan.  Bahkan,  beberapa  perusahaan 
PMA  telah  menyatakan  akan  memin- 
dahkan  lokasi  usahanya  ke  negara-ne- 
gara  lain. 

Nilai  Tukar 

Secara  keseluruhan  nilai  tukar  ru- 
piah  dalam  tahun  2002  cenderung  sta- 
bil  dan  menguat.  Nilai  tukar  rupiah 
secara  rata-rata  mengalami  apresiasi 
,  sebesar  10,1  persen  dan  secara  point- 
to-point  mengalami  apresiasi  sebesar 
16,2  persen,  yaitu  dari  Rp.  10.400,00 
per  dolar  menjadi  Rp.  8.950,00  per 
dolar  AS.  Perkembangan  positif  nilai 
tukar  rupiah  tersebut  berkaitan  de- 
ngan membaiknya  faktor  fundamental 
sebagaimana  tercermin  pada  surplus 
neraca  pembayaran,  berbagai  faktor 


sentimen  positif,  penguatan  mata  uang 
regional  dan  kebijakan  Bank  Indonesia 
untuk  menstabilkan  nilai  tukar. 

Inflasi 

Perkembangan  inflasi  di  tahun  2002 
menunjukkan  kecenderungan  penurun- 
an  hingga  mencapai  sebesar  10,03 
persen.  Laju  inflasi  tersebut  dapat  di- 
katakan  masih  sesuai  dengan  sasaran 
yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia 
sebesar  9-10  persen.  Penurunan  terse- 
but terutama  disebabkan  oleh  mem- 
baiknya kinerja  nilai  tukar  dan  me- 
nurunnya ekspektasi  inflasi  masyara- 
kat,  serta  masih  rendahnya  tekanan 
dari  sisi  permintaan.  Sementara  itu 
kebijakan  pemerintah  di  bidang  harga 
dan  pendapatan  selama  tahun  2002, 
seperti  kenaikan  harga  BBM,  TDL  dan 
UMR,  telah  memberikan  dampak  ke- 
pada  inflasi  sekitar  3,31  persen,  lebih 
rendah  dibandingkan  dengan  tahun 
sebelumnya,  namun  lebih  tinggi  dari 
perkiraan  di  awal  tahun. 

Uang  Primer 

Dalam  upaya  untuk  menjaga  ke- 
stabilan  harga  dan  nilai  tukar  rupiah. 
Bank  Indonesia  berupaya  secara  kon- 
sisten  untuk  mengendalikan  jumlah 
uang  primer  melalui  penyerapan  ek-  - 
ses  likuiditas  di  perbankan  melalui 
penggunaan  berbagai  instrumen  mo- 
neter,  seperti  lelang  SBI,  sterilisasi  di 
pasar  valas,  dan  penetapan  suku  bu- 
nga  intervensi  rupiah  (FASBI).  Sebagai 
hasilnya,  perkembangan  uang  primer 
selama  tahun  2002  cukup  terkendali 
dan  berada  di  bawah  target  indika- 
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tifnya.  Rata-rata  pertumbuhan  uang 
primer  {test  date)  selama  tahun  2002 
mencapai  9,3  persen.  Hal  tersebut  di- 
sebabkan  oleh  menurunnya  permm- 
taan  uang  kartal  untuk  berjaga-jaga, 
seiring  dengan  membaiknya  kondisi 
makroekonomi  dan  moneter,  serta  kon- 
disi sosial-politik. 

Suku  Bunga 

Terkendalinya  laju  inflasi  dan  nilai 
tukar  dalam  tahun  2002  telah  membe- 
rikan  ruang  gerak  bagi  kebijakan  mo- 
neter untuk  secara  bertahap  menurun- 
kan  suku  bunga  dalam  rangka  membe- 
rikan  sinyal  yang  positif  bagi  proses 
pemulihan  ekonomi.  Secara  keseluruh- 
an,  dalam  tahun  2002  suku  bunga  SBI  1 
dan  3  bulan  mengalami  penurunan 
masing-masing  sebesar  469  bps  dan 
451  bps  sehingga  posisinya  pada  akhir 
tahun  masing-masing  tercatat  sebe- 
sar 12,93  persen  dan  13,12  persen.  Si- 
nyal penurunan  suku  bunga  instru- 
men  moneter  tersebut  diikuti  juga  oleh 
penurunan  suku  bunga  simpanan  per- 
bankan  secara  signifikan,  meskipun 
belum  sepenuhnya  diikuti  oleh  pe- 
nurunan suku  bunga  kredit  perbank- 
an.  Rigiditas  penurunan  suku  bunga 
kredit  perbankan  disebabkan  oleh  fak- 
tor  internal  perbankan  dan  masih  ting- 
ginya  risiko  di  sektor  riil. 

Perkembangan  Perbankan 

Secara  umum,  perkembangan  ke- 
sehatan  perbankan  selama  tahun  2002 
cenderung  membaik  sebagaimana  ter- 
cermin  dari  menguatnya  struktur  per- 


modalan,  menurunnya  jumlah  kredit 
bermasalah,  dan  meningkatnya  profita- 
bilitas.  Perbaikan  kondisi  perbankan 
yang  dibarengi  dengan  suku  bunga 
yang  menurun  mendorong  perbankan 
untuk  mulai  menyalurkan  kreditnya. 
Walaupun  demikian,  kinerja  fungsi  in- 
termediasi  perbankan  masih  mengha- 
dapi  berbagai  kendala,  terutama  ber- 
kaitan  dengan  masih  tingginya  risiko 
dan  ketidakpastian  di  sektor  riil.  Ken- 
dala tersebut  di  satu  sisi  mengakibat- 
kan  belum  optimalnya  daya  serap  du- 
nia  usaha  terhadap  kredit  yang  telah 
disediakan  oleh  perbankan.  Sementara 
di  sisi  lain,  kendala  tersebut  menye- 
babkan  bank  sangat  berhati-hati  da- 
lam menyalurkan  kredit,  terutama  ke- 
pada  sektor  korporasi  dan  kredit  yang 
berjangka  waktu  panjang. 

Terkait  dengan  kegiatan  perdagang- 
an  luar  negeri,  peran  perbankan  na- 
sional  di  antaranya  tercermin  dari  per- 
kembangan penyaluran  kredit  ekspor. 
Sejalan  dengan  fungsi  intermediasi 
perbankan  yang  masih  belum  sepe- 
nuhnya optimal,  penyaluran  kredit  eks- 
por oleh  perbankan  nasional  sepan- 
jang  tahun  2002  menunjukkan  perkem- 
bangan yang  tidak  sebaik  tahun  se- 
belumnya.  Sikap  perbankan  yang  sa- 
ngat berhati-hati  dalam  menyalurkan 
kredit,  terutama  kepada  sektor  korpo- 
rasi dan  kredit  yang  berjangka  waktu 
panjang,  tercermin  juga  dalam  penya- 
luran kredit  ekspor  tersebut.  Kredit 
ekspor  dalam  bentuk  kredit  investasi 
mengalami  penurunan  yang  lebih  ta- 
jam  dibandingkan  dengan  turunnya 
kredit  ekspor  untuk  penggunaan  mo- 
dal kerja. 
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PROSPEK  EKONOMI  -  MONETER 
2003  DAN  ARAH  KEBIJAKAN 

Faktor  Risiko  dan  Ketidakpastian 

Perkembangan  yang  terjadi  selama 
tahun  2002  menunjukkan  masih  ada- 
nya  sejumlah  permasalahan  struktural 
sehingga  menyebabkan  sektor  riil  men- 
jadi  kurang  responsif  terhadap  per- 
baikan  indikator  moneter  yang  terjadi 
dan  menyebabkan  proses  pemulihan 
menjadi  terhambat.  Unluk  menjamin 
prospek  pemulihan  perekonomian  yang 
lebih  baik  di  tahun  mendatang  berba- 
gai  upaya  dipcrlukan  untuk  mengatasi 
berbagai  faktor  risiko  dan  ketidakpastian. 

Faktor  risiko  dan  ketidakpastian  Icr- 
sebut  muncul  baik  dari  sisi  eksternal 
maupun  internal.  Dari  sisi  eksternal, 
pertumbuhan  perekonomian  dunia  di- 
perkirakan  akan  membaik  dibandingkan 
dengan  tahun  lalu.  Perbaikan  perekono- 
mian dunia  tersebut  lebih  banyak  me- 
rupakan  kontribusi  kinerja  ekonomi  ne- 
gara-negara  di  kawasan  Asia,  seperti 
Cina  dan  Korea  Selatan.  Sementara  itu, 
perekonomian  negara  maju,  seperti  Ame- 
rika  Serikat  dan  Jepang,  diperkirakan 
belum  akan  tumbuh  secara  berarti. 

Dari  sisi  internal,  berbagai  perma- 
salahan struktural,  khususnya  yang  ter- 
kait  dengan  penegakan  hukum,  otono- 
mi  daerah,  dan  ketenagakerjaan,  yang 
tahun  lalu  telah  menyebabkan  sektor 
riil  kurang  responsif  terhadap  perbaik- 
an kondisi  makroekonomi  dan  mone- 
ter, tahun  ini  diperkirakan  masih  akan 
membatasi  pertumbuhan  investasi  dan 
ekspor.  Suasana  tenang  yang  telah  ber- 
hasil  dibangun  pada  tahun  lalu,  ta- 


hun ini  dikhawatirkan  akan  terganggu 
apabila  berbagai  aksi  unjuk  rasa  dan 
penggalangan  opini  menentang  kebi- 
jakan  pemerintah  menaikkan  harga 
BBM,  tarif  listrik  dan  telepon  berkem- 
bang  semakin  luas.  Selain  itu,  tensi  so- 
sial-politik  menentang  Sidang  Tahunan 
MPR  2003  dan  Pemilu  2004  diperkira- 
kan akan  meningkat.  Semua  permasa- 
lahan ini  dapat  semakin  menurunkan 
kepercayaan  dunia  usaha  terhadap  iklim 
usaha  domestik. 

Tantangan  yang  juga  akan  menen- 
lukan  prospek  ekonomi  ke  depan  ada- 
lah  bagaimana  mengoplimalkan  fungsi 
intermediasi  perbankan.  Ekspansi  kre- 
dil  di  tahun  2002  memang  relatif  mem- 
baik namun  peningkatannya  dirasa- 
kan  masih  jauh  dari  yang  dibutuhkan 
oleh  sektor  riil.  Selain  bcrdampak  ne- 
gatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, 
keengganan  bank  untuk  menyalurkan 
kredit  juga  akan  mempengaruhi  efek- 
tivitas  kebijakan  moneter  akibat  tidak 
optimalnya  mekanisme  transmisi  kebi- 
jakan moneter.  Dunia  perbankan  juga 
perlu  bersiap  diri  dan  berperan  serta 
dalam  upaya  pencegahan  tindak  pi- 
dana  pencucian  uang,  rencana  penga- 
lihan  fungsi  pengawasan  perbankan 
dari  Bank  Indonesia  kepada  lembaga 
baru  yang  kemungkinan  akan  bernama 
otoritas  jasa  keuangan  (OJK),  upaya 
pencapaian  target  maksimum  NPL  netto 
5  persen,  persiapan  menuju  penerap- 
an  Basel  Accord  II,  penyusunan  land- 
scape atau  Arsitektur  Perbankan  Indo- 
nesia, dan  rencana  penggantian  se- 
cara bertahap  kebijakan  blanket  guar- 
antee melalui  pembentukan  Lembaga 
Penjamin  Simpanan  (LPS). 
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Prospek  Ekonomi  dan  Moneter  2003 

Meskipun  proses  pemulihan  eko- 
nomi masih  dihadapkan  dengan  berba- 
gai  tantangan,  prospek  pertumbuhan 
ekonomi  tahun  2003  secara  umum 
akan  lebih  baik  dibandingkan  dengan 
tahun  lalu.  Kestabilan  kondisi  makro- 
ekonomi  diperkirakan  akan  terus  ber- 
langsung  dan  mendorong  terciptanya 
ekspektasi  positif  di  kalangan  dunia 
usaha  yang  pada  gilirannya  akan  men- 
dorong pemulihan  fungsi  intermediasi 
perbankan.  Di  sisi  lain,  adanya  stimu- 
lus fiskal  dan  mulai  dilanjutkannya 
proyek-proyek  besar  yang  sempat  ter- 
tunda  diharapkan  dapat  memberikan 
nilai  tambah  bagi  berbagai  sektor  per- 
ekonomian. 

Pertumbuhan  ekonomi  diprakirakan 
akan  tumbuh  pada  kisaran  3,5-4,0  per- 
sen.  Meskipun  agak  membaik  diban- 
dingkan dengan  pertumbuhan  tahun 

2002,  namun  pertumbuhan  tersebut  di- 
prakirakan juga  terbatas  mengingat  di 
satu  sisi  konsumsi  tetap  menjadi  mo- 
tor penggerak  pertumbuhan  dan  di 
sisi  lain  pertumbuhan  investasi  dan 
ekspor  diprakirakan  masih  tetap  ter- 
batas. 

Neraca  pembayaran  diperkirakan 
akan  mengalami  surplus  pada  tahun 

2003,  meskipun  dengan  nilai  surplus 
yang  lebih  kecil  dibandingkan  tahun 
sebelumnya.  Meningkatnya  pembayar- 
an bunga  pinjaman  luar  negeri  swasta 
dan  menurunnya  penerimaan  dari  sek- 
tor pariwisata  menyebabkan  turunnya 
surplus  neraca  pembayaran. 

Nilai  tukar  rupiah  diprakirakan 
bergerak  stabil  pada  kisaran  rata-rata 


Rp.  8.800,00  -  Rp.  9.200,00  per  dolar  AS. 
Kestabilan  nilai  tukar  tersebut  didu- 
kung  oleh  peningkatan  pasokan  valas, 
terutama  yang  bersumber  dari  pero- 
lehan  devisa  hasil  ekspor,  penarikan 
pinjaman  luar  negeri,  investasi  lang- 
sung,  hasil  divestasi  aset-aset  peme- 
rintah,  serta  aliran  modal  masuk  me- 
lalui  pasar  modal.  Sementara  itu,  tekan- 
an  permintaan  valas  diperkirakan  akan 
berkurang  sebagai  akibat  dari  keberha- 
silan  restrukturisasi  utang  luar  negeri 
swasta.  Walaupun  penguatan  rupiah 
didukung  secara  fundamental,  namun 
perlu  diwaspadai  berbagai  risiko  yang 
diperkirakan  akan  mempengaruhi  ke- 
stabilan nilai  tukar,  yaitu  meningkatnya 
suhu  politik  menjelang  Sidang  Umum 
MPR  2003  dan  Pemilu  2004,  serta  ke- 
mungkinan  melemahnya  mata  uang 
regional  akibat  fight  to  safety  sehu- 
bungan  dengan  serangan  AS  ke  Irak. 

Sementara  itu,  tekanan  inflasi  di  ta- 
hun 2003  diprakirakan  akan  lebih  ren- 
dah  dibandingkan  dengan  tahun  sebe- 
lumnya. Melemahnya  tekanan  inflasi 
tersebut  di  antaranya  sejalan  dengan 
relatif  tidak  terlalu  kuatnya  tekanan  per- 
mintaan sisi  permintaan  yang  pada 
tahun  2003  diperkirakan  tumbuh  cu- 
kup  moderat.  Selain  itu,  relatif  menguat- 
nya  nilai  tukar  rupiah  dan  turunnya 
ekspektasi  inflasi  di  kalangan  masyara- 
kat  juga  mendukung  terhadap  lemah- 
nya  tekanan  inflasi.  Sumber  utama  te- 
kanan inflasi  diprakirakan  berasal  da- 
ri dampak  kebijakan  pemerintah  di  bi- 
dang  harga  dan  pendapatan  yang  ma- 
sih cukup  tinggi,  seperti  kenaikan  TDL, 
BBM,  tarif  telepon,  dan  upah  minimum 
regional. 
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Arah  Kebijakan  Moneter  dan 
Kaitannya  dengan  Perdagangan 
Internasional 

Dalam  rangka  mewujudkan  pros- 
pek  ekonomi  yang  lebih  balk.  Bank  In- 
donesia mengupayakan  terjaganya  ke- 
stabilan  moneter  melalui  pencapaian 
sasaran  inflasi  jangka  menengah  sebe- 
sar  6-7  persen  pada  tahun  2006  secara 
konsisten.  Komitmen  terhadap  penca- 
paian sasaran  inflasi  tersebut  sangat  di- 
perlukan  guna  mendukung  penurunan 
ekspektasi  inflasi  masyarakat. 

Dengan  mempertimbangkan  pros- 
pek  pertumbuhan  ekonomi  dan  nilai 
tukar  serta  dampak  kebijakan  pemerin- 
tah  di  bidang  harga  dan  pendapatan,- 
maka  sasaran  inflasi  tahun  2003  dite- 
tapkan  sebesar  9  persen  dengan  devia- 
si  ±  1  persen.  Untuk  mencapai  sasaran 
inflasi  tersebut.  Bank  Indonesia  me- 
netapkan  pertumbuhan  uang  primer 
rata-rata  sekitar  13  persen.  Dengan  pros- 
pek  perkembangan  tersebut,  Bank  In- 
donesia memandang  masih  terdapat 
peluang  untuk  membawa  suku  bunga 
ke  arah  yang  lebih  rendah.  Penurunan 
suku  bunga  akan  dilakukan  secara  ber- 
hati-hati  dengan  memperhatikan  per- 
kembangan nilai  tukar  rupiah  dan  pros- 
pek  inflasi  ke  depan. 

Terkait  dengan  upaya  mendorong 
perdagangan  internasional,  penurun- 
an suku  bunga  diharapkan  dapat  mem- 
bantu  para  eksportir  dan  importir  un- 
tuk mengakses  kredit  perbankan  baik 
dalam  bentuk  kredit  investasi  maupun 
kredit  modal  kerja.  Peningkatan  kredit 
diharapkan  dapat  membantu  eksportir 
untuk  meningkatkan  kegiatan  investa- 


sinya  baik  dalam  rangka  perluasan  ka- 
pasitas  produksinya  maupun  penggan- 
tian  mesin-mesin  yang  sudah  usang. 
Semen tara  ihi,  kegiatan  produksi  diha- 
rapkan akan  berkesinambungan  dengan 
ketersediaan  kredit  modal  kerja  yang 
dapat  dipergunakan  untuk  pembelian 
bahan  baku  dan  bahan  penolong. 

Sementara  itu  kebijakan  untuk  men- 
jaga  kestabilan  nilai  tukar  di  antara- 
nya  diharapkan  dapat  mendorong  ke- 
giatan perdagangan  internasional.  De- 
ngan nilai  tukar  yang  stabil,  baik  eks- 
portir maupun  importir  dapat  memper- 
kirakan  tingkat  keuntungan  yang  me- 
reka  peroleh  serta  memudahkan  mereka 
dalam  membuat  perencanaan  usaha. 
Berdasarkan  perkiraan  nilai  tukar  pada 
kisaran  Rp.  8.800,00  -  Rp.  9.200,00  pa- 
da tahun  2003,  daya  saing  harga  yang 
diukur  dari  nilai  tukar  riil  berdasar- 
kan Bilateral  Real  Effective  Exchange 
Rate  (BRER),  nilai  tukar  Indonesia  men- 
jadi  kurang  kompetitif  untuk  bersaing 
dengan  Thailand,  namun  masih  lebih 
kompetitif  dibandingkan  dengan  Ma- 
laysia. 

POSISI  PERBANKAN  NASIONAL 
DALAM  MENDANAI  KEGIATAN 
PERDAGANGAN  LUAR  NEGERI 

Sebelum  diberlakukannya  UU  BI  No. 
23  tahun  1999  dan  dalam  rangka  meng- 
atasi  krisis  ekonomi  yang  berakibat  pa- 
da ketidakpercayaan  perbankan  asing 
terhadap  perbankan  dalam  negeri.  Bank 
Indonesia  menyediakan  berbagai  fasili- 
tas  penjaminan  dan  pembiayaan  pen- 
dorong  ekspor  yang  dapat  dimanfaat- 
kan  oleh  pelaku  dunia  usaha,  antara 


KEBIJAKAN  MONETER  DALAM  MENDORONG  PERDAGANGAN  LUAR  NEGERI 


265 


lain  fasilitas  penjaminan  dan  pembia- 
yaan  BI  (B7  cash  collateral  scheme),  fasili- 
tas penjaminan  dan  pembiayaan  Jexim 
(kerja  sama  BI  dengan  Jexim  Jepang), 
Rediskonto  Wesel  Ekspor  Berjangka,  fa- 
silitas Swap  &  Forward  BI,  Trade  Main- 
tenance Facility  (TMF)  dan  skim-skim 
lainnya  hasil  kerja  sama  BI  dengan 
lembaga  intemasional  seperti  skim  EFIC 
(Australia),  GSM  (AS),  dan  Iain-lain. 

Namun,  dengan  diberlakukannya 
UU  BI  No.  23  tahun  1999,  Bank  Indo- 
nesia menghentikan  seluruh  fasilitas 
penjaminan  dan  pembiayaan  kecuali 
Trade  Maintenance  Facility  (TMF)  yang 
mendapat  counter  guarantee  dari  peme- 
rintah  (Departemen  Keuangan).  Fasili- 
tas TMF  tersebut  dihentikan  pada  akhir 
Juni  2001   seiring  dengan  semakin 
membaiknya  kondisi  perekonomian  In- 
donesia. Dengan  berakhirnya  seluruh 
fasilitas  penjaminan  dan  pembiayaan, 
keterlibatan  BI  dalam  upaya  mendo- 
rong  ekspor  pasca  UU  No.  23  tahun 
1999  lebih  diarahkan  pada  kerja  sama 
antarbank  sentral  yang  dimaksudkan 
untuk  mendorong  kerja  sama  perbank- 
an komersial. 

Kerja  sama  antarbank  sentral  ter- 
sebut dituangkan  dalam  Memorandum 
of  Understanding  (MoU).  MoU  tersebut 
menekankan  kerja  sama  yang  bersifat 
institusional  pada  bidang-bidang  yang 
menjadi  tugas  pokok  kebanksentralan 
yaitu  kebijakan  moneter,  pengaturan 
dan  pengawasan  perbankan,  serta  sis- 
tem  pembayaran.  Namun  demikian, 
dalam  MoU  masih  dimasukkan  upaya 
bank  sentral  kedua  negara  untuk  men- 
dorong perdagangan  bilateral.  Sebagai- 


mana  diketahui  selama  ini  tidak  lan- 
carnya  hubungan  dagang  lebih  banyak 
disebabkan  oleh  tidak  adanya  hubungan 
perbankan  secara  langsung  sehingga 
perdagangan  dilakukan  dengan  meng- 
gimakan  jasa  perbankan  di  negara  ke- 
tiga.  Oleh  karena  itu  melalu?  MoU  diha- 
rapkan  dapat  terjalin  koordinasi  dalam 
hal  peningkatan  hubungan  kerja  sama 
perbankan  komersial  antara  kedua  ne- 
gara bark  dalam  rangka  mendukung  pa- 
meran  misi  dagang  dan  temu  usaha 
yang  dilakukan  pemerintah  peperindag) 
ataupun  dalam  membantu  memfasili- 
tasi  apabila  terjadi  perselisihan  antar- 
bank komersial  di  kedua  negara.  Se- 
lama kurun  waktu  Mei  1999-2002,  BI 
telah  menandatangani  beberapa  MoU 
dengan  Irak,  Iran,  Vietnam,  Malaysia, 
Cina,  Thailand,  Turki,  Tunisia,  Kroasia, 
dan  Bulgaria. 

Selain  langkah-langkah  untuk  men- 
dorong perdagangan  luar  negeri  dari 
sisi  moneter.  Bank  Indonesia  saat  ini 
juga  melakukan  pengkajian  terhadap  be- 
berapa aturan  perbankan  yang  ditenga- 
rai  bersifat  kontraproduktif  khususnya 
yang  terkait  dengan  kemampuan  bank 
dalam  memberikan  kr  edit /financing. 
Pengkajian  tersebut  dilakukan  dengan 
tetap  berpegang  pada  prinsip-prinsip 
prudential  banking.  Beberapa  peraturan 
tersebut  di  antaranya  adalah:  (i)  Keten- 
tuan  tentang  Surat  Kredit  Berdokumen 
Dalam  Negeri  (SKBDN)  dalam  Valuta 
Asing   yang   membatasi  penerbitan 
SKBDN  hanya  dalam  valuta  rupiah;  (ii) 
Ketentuan  tentang  Pelaksanaan  Pemba- 
yaran Transaksi  Impor  yang  memba- 
tasi jangka  waktu  penundaan  pemba- 
yaran impor  berjangka  (usance)  mak- 
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simal  sampai  dengan  360  hari;  dan 
(iii)  Ketentuan  tentang  Batas  Maksimum 
Pemberian  Kredit  (BMPK),  karena  pem- 
bukaan  L/C  dalam  rangka  impor  dan 
SKBDN  masuk  dalam  perhitungan  BMPK. 

Mengingat  pentingnya  peran  infor- 
masi  dalam  meningkatkan  kemampuan 
para  industriawan  dan  pedagang  untuk 
memanfaatkan  potensi  pasar  yang  ada, 
maka  Bank  Indonesia  terus  mengaktifkan 
pengumpulan  data  melalui  survei  yakni 
Base  Line  Survey,  pengkinian  (updating) 
database  potensi  ekonomi  di  suatu  dae- 
rah  melalui  kerja  sama  dengan  berba- 
gai  universitas.  Demikian  pula  halnya 
dengan  berbagai  data  dan  informasi 
yang  secara  lengkap  dipublikasikan  me- 
lalui website  www.bi.go.id  maupun  ben- 
tuk  cetak. 


PENUTUP 

Kebijakan  moneter  yang  ditempuh 
oleh  Bank  Indonesia  diarahkan  pada 
terkendalinya  laju  inflasi  dan  stabih\ya 
nilai  tukar  rupiah.  Kestabilan  dua  indika- 
tor  makroekonomi  tersebut  pada  akhir- 
nya  ditujukan  untuk  mencapai  perhim- 
buhan  ekonomi  yang  berkesinambung- 
an  dalam  jangka  panjang.  Dengan  de- 
mikian, meskipun  kebijakan  moneter  ti- 
dak  dapat  dirasakan  secara  langsung 
terhadap  perdagangan  internasional, 
namun  hasilnya  akan  menjadi  dasar 
bagi  para  eksportir/importir  dalam  me- 
rencanakan  kegiatannya.  Selain  itu,  ker- 
ja sama  antarbank  sentral  diharapkan 
dapat  menjembatani  ketidaklancaran 
hubungan  dagang  yang  disebabkan  oleh 
tidak  adanya  hubungan  perbankan  se- 
cara langsung. 
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Kerja  Sama  ASEAN,  ASEAN+3 
dan  ASEAN-Uni  Eropa 


Faustinus  Andrea 


SEJAK  Pertemuan  Puncak  ASEAN 
(KIT)  ke-8  yang  berlangsung  di 
Phnom  Penh,  Kamboja,  Novem- 
ber 2002,  serangkaian  pertemuan  untuk 
menindaklanjuti  hasil-hasil  KTT  terus 
berlangsxmg.  Dimulai  dengan  pertemu- 
an informal  menteri  ekonomi  ASEAN 
di  Jakarta  Juli  2003  yang  membahas  ma- 
salah  pelaksanaan  pasar  bebas  di  ka- 
wasan  Asia  Tenggara  dan  masalah  me- 
kanisme  penyelesaian  perselisihan,  atur- 
an  asal  mula,  standar  dan  pencocok- 
an,  prosedur  bea  dan  cukai  serta  ukur- 
an  baru  guna  memperkuat  perdagang- 
an  dan  investasi  intra-ASEAN.  Persoal- 
an-persoalan  itu  akan  dibahas  lagi  da- 
lam  pertemuan  menteri  ekonomi  di 
Kamboja  pada  September  2003..  ASEAN 
masih  menghadapi  segmentasi  pasar 
secara  signifikan  dan  tingginya  ham- 
batan  perdagangan  terutama  yang  ber- 
bentuk  variasi  ukuran  non-tarif,  pro- 
sedur kepabeanan  yang  rumit,  serta 
perbedaan  standar  produk  dan  keten- 
tuan  teknis. 

Dalam  bidang  politik,  ASEAN,  me- 
lalui  pertemuan  para  Jaksa  Agung,  se- 
pakat  untuk  menjadikan  kawasan  Asia 
Tenggara  sebagai  kawasan  bebas  teror. 
Ini  merupakan  respons  ASEAN  terha- 
dap  serangkaian  aksi  teror  yang  terjadi 
di  kawasan  Asia  Tenggara  dalam  be- 
berapa  tahun  terakhir  ini.  Tragedi  Bali 
Oktober  2002  adalah  salah  satunya. 


Untuk  mengantisipasi  aksi-aksi  teror 
di  kemudian  hari  pemerintahan  ASEAN 
perlu  mengambil  langkah-langkah  kong- 
kret  agar  pelaku  teror  dan  kejahatan 
transnasional  terorganisasi  lainnya  ti- 
dak  memanfaatkan  kelemahan  sistem 
hukum  yang  ada.  ASEAN  tidak  dapat 
membiarkan  para  pelaku  teror  mengelak 
dari  keadilan  hanya  karena  perbedaan 
sistem  hukum,  kesulitan  prosedur  dan 
administratif.  Oleh  karena  itu  pertemuan 
para  Jaksa  Agung  ASEAN  untuk  menyu- 
sun  kerja  sama  Jalam  menyederhana- 
kan  prosedur  anti-terorisme  dapat  dija- 
dikan  sebagai  kerangka  hukum  bagi 
ASEAN  dalam  memerangi  terorisme. 
Sayangnya,  pada  akhir  pertemuan  para 
Jaksa  Agung  ASEAN  gagal  menyepa- 
kati  rancangan  perjanjian  anti-teror  itu. 
Kegagalan  itu  lebih  disebabkan  oleh 
persoalan  teknis  yang  menyangkut  ma- 
salah sumber  daya  pelaksanaan  komit- 
men  dari  isi  perjanjian  itu. 

Kerja  sama  ASEAN  lainnya  dalam 
bidang  politik  dan  keamanan  adalah 
pertemuan  para  Menteri  Luar  Negeri 
ASEAN  ke-36  yang  berlangsung  di 
Phnom  Penh  Kamboja,  Juni  2003,  dan 
dilanjutkan  dengan  pertemuan  ARE 
maupun  ASEAN-PMC.  Pertemuan  para 
Menlu  ASEAN  itu  menyoroti  berbagai 
masalah  politik  dan  keamanan  regio- 
nal. Dalam  pertemuan  itu,  ASEAN  te- 
lah  berani  mengusik  prinsip  yang  se- 
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lama  ini  dianggap  suci,  yaitu  tidak  cam- 
pur  tangan  dalam  urusan  dalam  negeri 
anggota,  dengan  secara  terbuka  dan 
langsung  meminta  agar  pemerintahan 
Myanmar  segera  membebaskan  tokoh 
demokrasi  Aung  San  Suu  Kyi.  ASEAN 
pada  akhirnya  tidak  bisa  menutup  ma- 
ta  terhadap  situasi  politik  Myanmar. 
Prinsip  tidak  mencampuri  urusan  dalam 
negeri  anggota  masing-masing  telah 
diberlakukan  oleh  ASEAN  secara  lebih 
fleksibel. 

Masalah  penanggulangan  dampak 
negatif  penyebaran  virus  sindrom  per- 
nafasan  akut  (SARS)  yang  melanda  Asia 
menjadi  bagian  penting  dari  agenda 
pertemuan  khusus  tingkat  kepala  nega- 
ra  ASEAN  dan  ASEAN-Cina  April  2003. 
Karena  SARS  dianggap  telah  meng- 
hambat  mobilisasi  manusia  dan  barang, 
pergerakan  lintas  negara,  kawasan  dan 
benua,  maka  "perang  bersama  melawan 
SARS"  dijadikan  agenda  utama  pertemu- 
an. Ekonom  Amerika  Serikat  Paul  Krug- 
man  menyebutkan  bahwa  dampak  SARS 
bisa  lebih  buruk  ketimbang  pengaruh 
isu  terorisme.  Selain  itu,  penyebaran 
ancaman  penyakit  itu  lebih  cepat  dari 
perkiraan  banyak  orang.  Akibatnya 
orang  tidak  hanya  takut  bepergian  de- 
ngan pesawat  terbang,  tetapi  juga  men- 
jadi ragu-ragu  untuk  mendatangi  tem- 
pat-tempat  umum.  SARS  telah  menjadi 
ancaman  terhadap  keamanan  manusia. 
Oleh  karena  itu  aspek  manusia  harus 
menjadi  perhatian  penting  pemerintah 
ASEAN  dan  Cina. 

Dalam  bidang  kerja  sama  antar  ka- 
wasan, Eropa  dan  ASEAN  sepakat  un- 
tuk mengembangkan  dan  memperkuat 
hubungan  mereka  melalui  forum  ker- 
ja sama  ASEAN-Uni  Eropa.  Deklarasi 
pertemuan  tahunan  menteri-menteri 
ASEAN-Uni  Eropa  (UE)  ke-14  yang  bfer- 
langsung  di  Brussels,  Belgia  tanggal 
28  Januari  2003  lalu  antara  lain  sepa- 
kat untuk  mempertahankan  komitmen 
bersama  dalam  menjaga  perdamaian. 


keamanan  dan  peningkatan  perdagang- 
an di  kedua  kawasan.  Kesepakatan  yang 
diwujudkan  dalam  dialog  keamanan 
dan  perdagangan  secara  menyeluruh. 
Keanggotaan  UE  dalam  ARF  memper- 
lihatkan  kesungguhan  dan  minat  Eropa 
untuk  mengikuti  perkembangan  masa- 
lah-masalah  politik  dan  keamanan  di 
Asia  Pasifik.  Kedua  belah  pihak  juga 
sepakat  agar  Eropa  memaksimalkan 
keterlibatannya  dalam  ARF  agar  dapat 
memberi  kontribusi  kepada  stabilitas  dan 
keamanan  kawasan.  Deklarasi  Brussels 
itu  mengakui  pentingnya  persamaan 
pandangan  mengenai  masalah  keaman- 
an dan  perdamaian  internasional,  inte- 
grasi  dan  kerja  sama  ekonomi,  pembe- 
rantasan  terorisme  dan  kejahatan  traris- 
nasional. 

Perkembangan  hubungan  interna- 
sional di  kawasan  Asia  Pasifik  bebe- 
rapa  tahun  terakhir  ini  telah  membuat 
ASEAN  tidak  lagi  menjadi  objek  dari 
persaingan  negara-negara  besar,  me- 
lainkan  ASEAN  sebagai  aktor  penting 
dalam  hubungan  internasional  di  Asia 
Tenggara  dan  Asia  Pasifik.  ASEAN  ma- 
kin  asertif  dalam  masalah-masalah  in- 
ternasional dengan  mencari  pendekat- 
an-pendekatan  baru  kerja  sama  khusus- 
nya  dengan  Uni  Eropa.  ASEAN  dan  UE 
juga  sepakat  untuk  mengadopsi  De- 
klarasi Bersama  ASEAN  dalam  meng- 
hadapi  terorisme  internasional  di  da- 
lam kerangka  PBB. 

I.  PERTEMUAN  INFORMAL  MEN- 
TERI  EKONOMI  ASEAN 

Pertemuan  Informal  Menteri  Ekono- 
mi ASEAN  (AEM)  berlangsung  di  Jakarta 
12-13  Juli  2003  untuk  membicarakan 
masalah  perdagangan  dan  investasi 
intra-ASEAN.  Hadir  dalam  pertemuan 
itu  Menperindag  RI  Rini  MS.  Soewan- 
di,  Menperindag  Internasional  Malay- 
sia Rafidah  Aziz,  Menteri  Perindustri- 
an  dan  Sumber-sumber  Utama  Brunei 
Darussalam  Abdul  Rahman  Taib,  Men- 


DOKUMEN 


269 


teri  Perniagaan  Thailand  Adisal  Bodha- 
ramik,  Menperindag  Singapura  Geoge 
Yeo,  Sekretaris  Indag  Filipina  MAR 
Roxas  II,  Menteri  Perniagaan  Laos  Sou- 
livong  Daravong,  Menteri  pada  Kantor 
Ketua  Kerukunan  Negara  dan  Pemba- 
ngunan  Myanmar  David  O  Abel,  Wakil 
Menteri  Perdagangan  Vietnam  Mai  Van 
Dau  dan  Sekjen  ASEAN  Ong  Keng  Yong. 

Hasil-hasil  pertemuan  informal  Men- 
teri Ekonomi  ASEAN  menyatakan  {Kom- 
pas,  14-7-2003): 

1.  Para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  me- 
nyadari  perkembangan  perdagangan 
intra-ASEAN  sangat  lambat  karena 
adanya  hambatan  perdagangan  intra- 
ASEAN  sendiri. 

2.  Para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  sepa- 
kat  untuk  mengatasi  hambatan  per- 
dagangan itu  imtuk  mempercepat  in- 
tegrasi  di  kawasan. 

3.  Untxik  meningkatkan  perkembangan 
intra-ASEAN,  para  Menteri  Ekono- 
mi ASEAN  membicarakan  masalah 
prosedur  kepabeanan,  penyelesaian 
sengketa  perdagangan,  dan  standari- 
sasi  produk. 

4.  Meskipun  ASEAN  sudah  lama  ter- 
bentuk,  peningkatan  perdagangan 
intra-ASEAN  hanya  22,6  persen  ta- 
hun  2002  dari  19,3  persen  tahun 
1993.  Untuk  itu  perlu  disepakati  sua- 
tu  negara  menjadi  koordinator  un- 
tuk meningkatkan  kerja  sama  di  bi- 
dang  industri  dan  perdagangan  ser- 
ta  mengatasi  hambatan  perdagangan 
berdasarkan  sektor-sektor  tertentu. 

5.  Indonesia  menjadi  koordinator  di 
sektor  industri  produk  kayu  dan 
otomotif,  Filipina  koordinator  sektor 
industri  produk  elektronik,  Thailand 
koordinator  sektor  industri  pariwi- 
sata,  Myanmar  koordinator  sektor 
industri  agrobisnis,  Malaysia  koor- 
dinator sektor  industri  tekstil,  dan 
Singapura  koordinator  sektor  indus- 
tri produk  kesehatan. 


6.  Perlunya  praktek  perdagangan  yang 
sehat  dan  transparan  di  ASEAN  agar 
potensi  pasar  ASEAN  dapat  diman- 
faatkan  secara  optimal. 

11.  PERTEMUAN  JAKSA  AGUNG 
ASEAN 

Pertemuan  Jaksa  Agung  ASEAN  ber- 
langsung  di  Kota  Kinabalu,  Malaysia 
30  Juni  -  2  Juli  2003  membicarakan  sis- 
tem  hukum  penyusunan  kerja  sama  di 
bidang  penyederhanaan  prosedur  ten- 
tang  anti-terorisme  ASEAN  agar  teror- 
isme  tidak  mendapat  tempat  persembu- 
nyian  di  ASEAN.  Hadir  dalam  pertemu- 
an itu  seluruh  Jaksa  Agung  ASEAN 
atau  wakiLnya. 

Dalam  pembukaan  sidang  terse- 
but  Deputi  Perdana  Menteri  Abdullah 
Ahmad  Badawi  mengatakan  sebagai 
berikut  {Kompas,  1-7-2003): 

1.  Mendesak  imtuk  menyingkirkan  per- 
bedaan  prosedur  dalam  sistem  hu- 
kum di  ASEAN  guna  menghindari 
teroris  memanfaatkan  kelemahan-ke- 
lemahan  hukum  di  negara-negara 
ASEAN. 

2.  Menghindari  keadilan  karena  per- 
bedaan  antara  sistem  hukum  dan 
membebaskan  teroris  karena  alasan 
kesulitan  prosedur  dan  adminis- 
trasi  hanya  akan  melemahkan  sis- 
tem hukum  di  ASEAN  dalam  men- 
dapatkan  bukti  kejahatan  mereka. 

3.  Mengingat  kerja  sama  informal  para 
penegak  hukum  di  ASEAN  masih 
sangat  terbatas,  maka  pengaturan 
secara  formal  sangat  diperlukan  gu- 
na membangun  jaringan  yang  lebih 
efektif. 

Pernyataaan  Abdullah  Ahmad  Bada- 
wi yang  sekaligus  merupakan  rancang- 
an  usulan  Malaysia  itu  juga  menyebut- 
kan,  bahwa  anggota  ASEAN  bisa  men- 
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dapatkan  bukti  dari  anggota  lain,  meng- 
atur  saksi  untuk  membuat  perjalanan 
dan  memberi  kesaksian,  membekukan 
aset  asing  tersangka,  serta  melakukan 
penyelidikan  dan  penyitaan.  Sedangkan 
masalah  ekstradisi  tidak  masuk  dalam 
rancangan  tersebut,  karena  persoalan 
ekstradisi  bisa  diselesaikan  melalui  ker- 
ja  sama  secara  bilateral.  Intinya  ran- 
cangan tersebut  bertujuan  untuk  lebih 
mempererat  kerja  sama  ASEAN  dalam 
memerangi  terorisme,  pencucian  uang, 
penyelundupan  obat-obat  terlarang,  dan 
sejumlah  kejahatan  lintas  batas  lairmya. 

Apa  yang  telah  dibicarakan  oleh 
para  Jaksa  Agung  ASEAN  merupakan 
perluasan  dari  persetujuan  yang  telah 
dibuat  oleh  Indonesia,  Malaysia  dan  Fi- 
lipina  tahun  2002  tentang  kesepakatan 
tukar-menukar  di  bidang  intelijen  guna 
memerangi  militan  bersenjata,  latihan 
bersama,  dan  kerja  sama  lebih  baik  da- 
lam upaya  pencarian  dan  penyelamat- 
an  (SAR).  Thailand  dan  Kamboja  juga 
ikut  dalam  penandatanganan  persetu- 
juan ini. 

Namun  demikian,  dalam  pertemuan 
akhir  para  Jaksa  Agung  ASEAN  gagal 
menyepakati  rancangan  perjanjian  anti- 
teror  yang  diusulkan  oleh  Malaysia.  Ke- 
gagalan  ini  semata-mata  karena  alasan 
teknis.  Jaksa  Agung  Singapura  Jeffry 
Chan  mengatakan  bahwa  sebelum  per- 
janjian itu  ditandatangani,  para  peme- 
rintah  masing-masing  negara  anggo- 
ta ASEAN  harus  memastikan  terlebih 
dulu  bahwa  mereka  memiliki  sumber 
daya  untuk  melaksanakan  komitmen- 
nya.  Sedangkan  Jaksa  Agung  Malaysia 
Abdul  Gani  Patail  dapat  memahami 
keberatan  yang  diajukan  dalam  per- 
temuan itu  yang  menyangkut  soal 
implementasi,  yaitu  agar  kesepakatan 
ini  tidak  berbenturan  dengan  hukum 
nasional  masing-masing  negara  ASEAN. 

Berhubung  rancangan  perjanjian 
ini   bukan    merupakan    inisiatif  dari 


ASEAN,  maka  perjanjian  ini  tidak  mem- 
butuhkan  konsensus  dari  ke-10  negara 
anggota  ASEAN.  Dengan  kata  lain, 
perjanjian  itu  bisa  ditandatangani  ha- 
nya  oleh  negara-negara  yang  menyepa- 
kati. Negara-negara  ini  akan  menyata- 
kan  pandangan  dan  usularmya  kepada 
Sekretariat  ASEAN  dalam  waktu  sebulan 
dan  kemudian  akan  dibicarakan  lagi 
dalam  pertemuan  Jaksa  Agung  selan- 
jutnya  di  Indonesia  {Kompas,  3-7-2003). 


m.  PERTEMUAN  INFORMAL  MENLU 
ASEAN 

Pertemuan  Informal  Menlu  ASEAN 
berlangsung  di  Karambunai,  Malaysia 
19  Maret  2003  yang  dihadiri  oleh  para 
Menlu  ASEAN  untuk  membicarakan 
rencana  serangan  Amerika  Serikat  ke 
Irak.  Dalam  pertemuan  tersebut  terung- 
kap  adanya  sikap  negara  ASEAN  yang 
mendukung  serangan  dan  ada  negara 
yang  menentang  terhadap  rencana  se- 
rangan Amerika  Serikat  itu.  Singapura, 
Filipina  dan  Thailand  termasuk  pihak 
yang  mendukung  rencana  Amerika  Se- 
rikat. Sedangkan  Indonesia,  Malaysia 
dan  Brunei  Darussalam  menentang  ren- 
cana serangan  Amerika  Serikat  ke  Irak 
itu.  Para  Menlu  ASEAN  pada  akhirnya 
mengesampingkan  perbedaan  pendapat 
di  antara  mereka,  dan  meminta  para 
Menteri  Ekonomi  ASEAN  untuk  meng- 
kaji  akibat  finansial  yang  ditimbulkan 
oleh  adanya  kemungkinan  perang  di 
Irak  itu  dan  membicarakan  rencana  un- 
tuk meningkatkan  kerja  sama  keaman- 
an  dalam  menghadapi  kemungkinan 
peningkatan  kegiatan   teroris.  Dalam 
pada  itu  para  Menlu  ASEAN  sepakat 
untuk  terlibat  dalam  rencana  bantu- 
an  kemanusiaan  ke  Irak  dan  menghim- 
bau  bahwa  konflik  yang  bersifat  inter- 
nasional  seharusnya  diselesaikan  mela- 
lui mekanisme  secara  multilateral  lewat 
PBB  (Kompas,  20-3-2003). 
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IV.  PERTEMUAN    PARA  MENLU 
ASEAN  KE-36 

Pertemuan    Para    Menlu  ASEAN 
(AMM)  ke-36  berlangsung  di  Phnom 
Penh,  Kamboja  tanggal  16-17  Juni  2003, 
didahului  oleh  Pertemuan  Pejabat  Ting- 
gi  (SOM)  ASEAN  tanggal  13-14  Juni 
2003.  AMM  dilanjutkan  dengan  dialog 
ASEAN+3,    Forum    Regional  ASEAN 
(ARF)  dan  Pertemuan  Post  Ministerial 
Conference  (PMC)  tanggal  19  Juni  2003. 
Pertemuan  dua  hari  AMM  membicara- 
kan  berbagai  isu  di  antaranya  konflik 
Timur  Tengah,  Perang  Irak,  Krisis  Se- 
menanjung  Korea,  masalah  Asia  Selatan 
dan  isu  separatisme  di  Aceh.  Meskipun 
tidak  dibicarakan  secara  khusus  dalam 
persidangan,  namun  isu  Myanmar  men- 
jadi  salah  satu  pokok  pembahasan  se- 
cara tertutup.  Hadir  dalam  pertemu- 
an itu  Menlu  Kamboja  Hor  Nam-hong, 
Menlu    Indonesia    Hassan  Wirajuda, 
Menlu  Malaysia  Syed  Hamid  Syed  Al- 
bar,  Menlu  Thailand  Surakiart  Sathi- 
rathai,  Menlu  Singapura  S.  Jayakumar, 
Menlu  Filipina  Bias  Ople,  Pejabat  Men- 
lu Brunei  Darussalam  Putri  Masna, 
Menlu  Vietnam  Nguyen  Dy  Dien,  De- 
puti  PM  Laos  Somsavat  Lengsavad, 
Menlu  Myanmar  Win  Aung  dan  Sek- 
jen  ASEAN  Ong  Keng  Yong. 

A.  Komunike  Bersama 

Komunike  bersama  yang  dikeluarkan 
oleh  Menlu  ASEAN  antara   lain  berisi: 

1.  Mendesak  kepada  Myanmar  untuk 
segera  membebaskan  pemimpin  de- 
mokrasi  Aung  San  Suu  Kyi  yang 
ditahan  sejak  30  Mei  2003.  ASEAN 
mendesak  pemerintah  Myanmar  un- 
tuk memulai  kembali  usaha-usaha 
rekonsiliasi  nasionalnya  dan  melan- 
jutkan  proses  dialog  dengan  semua 
pihak  yang  terkait. 

2.  Menegaskan  kembali  dukungan  ter- 
hadap  keutuhan  wilayah  dan  persa- 
tuan  nasional  Indonesia. 


3.  Mendukung  pemerintah  Indonesia 
memulihkan  perdamaian  dan  keter- 
tiban  di  Aceh. 

4.  Negara-negara  ASEAN  berjanji  untuk 
menutup  akses  gerakan  separatis  un- 
tuk melakukan  tindak  kekerasan,  an- 
tara lain  melalui  pencegahan  penye- 
lundupan  senjata  ke  Aceh. 

5.  Menegaskan  kembali  sikap  bahwa 
Semenanjung  Korea  harus  menjadi 
daerah  yang  bebas  dari  senjata  nuklir. 

6.  Penyelesaian  secara  damai  melalui 
dialog  dan  negosiasi  di  Semenan- 
jung Korea  akan  menjadi  sumbang- 
an  yang  berharga  bagi  perdamaian 
dan  stabilitas  di  Asia  timur  pada 
masa-masa  mendatang. 

7.  Menegaskan  kembali  dukungannya 
bagi  usaha-usaha  yang  dilakukan 
utusan  khusus  PBB  untuk  Myarunar, 
Tun  Razaly  Ismail. 

Selaih  komunike  bersama  tersebut 
di  atas,  gagasan  Indonesia  untuk  mem- 
bentuk  Komunitas  Keamanan  ASEAN 
{ASEAN  Security  Community- AS C)  men- 
dapat  respons  positif  dari  para  Menlu 
ASEAN  dan  meminta  kepada  Indone- 
sia untuk  menjelaskan  secara  kompre- 
hensif  tentang  konsep  ASC  sebelum 
konsep  tersebut  disepakati  secara  akla- 
masi  oleh  ASEAN.  Untuk  itu,  melalui 
Menlu  RI  Hassan  Wirajuda  gagasan 
ASC  akan  diperjuangkan  dalam  masa 
kepemimpinan  Indonesia  sebagai  ketua 
panitia  tetap  ASEAN  {ASEAN  Standing 
Committee)  dan  kemudian  disahkan  da- 
lam KTT  ASEAN  ke-9  di  Bali  Oktober 
2003.  Hassan  Wirajuda  mengatakan 
bahwa  ASC  merupakan  forum  kerja 
sama  yang  perlu  dibentuk  untuk  mem- 
barengi  forum  kerja  sama  ekonomi  yang 
sudah  berjalan  sejak  awal  pemben- 
tukan  ASEAN  pada  tahun  1967.  Kerja 
sama  keamanan  ini  memiliki  cakupan 
yang  lebih  luas,  bukan  saja  meliputi 
kerja  sama  militer,  tetapi  meliputi  as- 
pek-aspek  lain,  seperti  kerja  sama  un- 


272 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  2 


tuk  menciptakan  aturan-aturan  dalam 
berinteraksi  dan  menetapkan  mekanis- 
me  penyelesaian  perselisihan  di  anta- 
ra negara-negara  anggota  ASEAN.  Di 
samping  itu  pembentukan  ASC  ditu- 
jukan  untuk  menghindari  dan  menye- 
lesaikan  berbagai  ketegangan  di  antara 
negara-negara  anggota  ASEAN  {Komvas, 
17-6-2003). 


B.  PertemuanARF 

Pertemuan  Forum  Regional  ASEAN 
(ARF)   ke-10  berlangsung  di  Phnom 
Penh,  Kamboja  tanggal  18  Juni  2003  di- 
hadiri  oleh  23  Menlu  negara  anggo- 
ta ARF:  Menlu  Amerika  Serikat  Colin 
Powell,  Menlu  Rusia  Igor  S.  Ivanov, 
MeiUu  Cina  Li  Zhaoxing,  Menlu  Jepang 
Yoriko  Kawaguchi,  Menlu  Korea  Se- 
latan Yoon  Young-kwan,  Menlu  Korea 
Utara  Paek  Nam  Sun,  Menlu  Austra- 
lia Alexander  Downer,  Menlu  Selan- 
dia  Baru  Phil  Goff,  Menlu  Kanada  Bill 
Graham,  Sekjen  Uni  Eropa  Javier  So- 
lana   Madariaga,  Menlu  India  Yash- 
want  Sinha,  Menlu  Papua  Niugini  John 
Waiko,   Menilu   Mongolia  Luvsangiin 
Erdenechuluun,  Menlu  Indonesia  Has- 
san Wirajuda,  Menlu  Malaysia  Syed 
Ha  mid  Syed  Albar,  Menlu  Singapura 
S.  Jayakumar,  Menlu  Filipina  Bias  Ople, 
Menlu  Thailand  Surakiart  Sathirathai, 
Pejabat  Menlu  Burnei  Darussalam  Pu- 
tri  Masna,  Menlu  Vietnam  Nguyen  Dy 
Nien,  Menlu  Laos  Somsavat  Lengsa- 
vad,  Menlu  Myanmar  U  Win  Aung,  dan 
Menlu  Kamboja  Hor  Namhong. 

Pertemuan  ini  dimaksudkan  untuk 
membahas  isu-isu  keamanan  regional 
seperti  krisis  Myanmar,  masalah  teror- 
isme,  situasi  di  Semenanjung  Korea, 
kejahatan  transnasional,  tumpang-tindih 
klaim  wilayah  atas  Kepulauan  Spratly 
di  Laut  Cina  Selatan  dan  sebagainya. 
Masalah  moratorium  keanggotaan  baru 
ARF  juga  menjadi  perdebatan  di  an- 
tara Menlu  ARF  ketika  para  Menteri 


Luar  Negeri  ASEAN  sepakat  untuk 
merespons  bahwa  Pakistan  dapat  men- 
jadi anggota  ARF  yang  ke-24.  Respons 
ini  mendapat  protes  keras  India  yang 
tidak  menghendaki  ARF  melanggar  mo- 
ratorium yang  telah  dibuat  pada  2000. 
Dalam  moratorium  tersebut  disebutkan 
bahwa  ARF  tidak  menerima  anggota 
baru  lagi.  Melalui  Menteri  Luar  Negeri 
India,  Yaswhant  Sinha  mengusulkan 
perlunya  dibicarakan  lagi  masalah  mo- 
ratorium dalam  pertemuan  ARF  men- 
datang  untuk  mencari  konsensus  apa- 
kah  moratorium  tersebut  perlu  diha- 
pus  atau  tidak  guna  menambah  anggo- 
ta baru  ARF  {Koran  Tempo,  19-6-2003). 

Komunike  bersama  para  Menlu  ARF 
antara  lain  mengatakan: 

1.  Mendesak  pemerintah  Myanmar  xm- 
tuk  membebaskan  pemimpin  opo- 
sisi  Aimg  San  Suu  Kyi  dan  pencabut- 
an  pembatasan  para  anggota  Liga 
Nasional  untuk  Demokrasi  (NLD) 
pimpinan  Aung  San  Suu  Kyi. 

2.  Mendesak  pemerintah  Myanmar  un- 
tuk kembali  mengupayakan  rekon- 
siliasi  nasional  dan  dialog  dengan 
semua  pihak  bagi  perdamaian  dan 
demokrasi. 

3.  Mendukung  utusan  khusus  PBB  Tun 
Razali  Ismail  sebagai  perunding 
antara  pihak  junta  militer  dengan 
Aung  San  Suu  Kyi. 

4.  Negara-negara  anggota  ARF  mendu- 
kung kedaulatan,  integritas  teritorial, 
dan  kesatuan  Indonesia. 

5.  Negara-negara  anggota  ARF  mendu- 
kung operasi  pemulihan  terpadu  di 
Aceh  yang  dilakukan  oleh  pemerin- 
tah Indonesia. 

6.  Para  Menlu  ARF  mendukung  upaya 
untuk  menutup  akses  gerakan  sepa- 
ratis  di  Aceh  (GAM)  dengan  mence- 
gah  terjadinya  penyelundupan  sen- 
jata  ke  Aceh. 


DOKUMEN 


273 


C  Pertemuan  ASEAN+3  dan  Pertemuan 
ASEAN-PMC 

Pertemuan  ASEAN+3  yang  berlang- 
sung  di  Phnom  Penh  tanggal  17  Juni 
2003  dan  dihadiri  oleh  Menlu-Menlu 
ASEAN  dan  Menlu  Cina  Li  Zhaoxing, 
Menlu  Jepang  Yoriko  Kawaguchi  dan 
Menlu  Korea  Selatan  Yoon  Young-kwan 
tidak  berjalan  efektif.  Selain  tidak  mem- 
bahas  masalah  strategis  seperti  misal- 
nya  peningkatan  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN+3,  pertemuan  itu  tidak  meng- 
hasilkan  sebuah  komunike  penting. 

Demikian  juga  halnya  dengan  Per- 
temuan ASEAN-PMC  yang  dihadiri  oleh 
10  negara  ASEAN  dan  10  negara  mitra 
dialog,  yaitu  Amerika  Serikat,  Rusia, 
Cina,  Jepang,  Kanada,  Australia,  Selan- 
dia  Baru,  Uni  Eropa,  Korea  Selatan  dan 
India.  Pertemuan  yang  berlangsung  di 
Phnom  Penh  tanggal  19  Juni  2003  yang 
dimaksudkan  untuk  membicarakan  ma- 
salah politik  dan  ekonomi  baik  di  ting- 
kat  bilateral,  regional  maupun  interna- 
sional  tidak  menghasilkan  sebuah  de- 
klarasi  bersama.  Pertemuan  ASEAN- 
PMC  didominasi  persoalan  politik  yang 
terjadi  di  Myanmar  menyangkut  ma- 
salah upaya  pembebasan  tokoh  pro- 
demokrasi  Aimg  San  Suu  Kyi. 


V.  PERTEMUAN  MENTERI  TENAGA 
KERJA  ASEAN 

Pertemuan  Menteri  Tenaga  Kerja 
ASEAN  {ASEAN  Labour  Ministers  Meet- 
ing-AIMM)  ke-17  berlangsung  di  Mata- 
ram,  Nusa  Tenggara  Barat  8-9  Mei  2003 
untuk  membicarakan  masalah  dampak 
penyebaran  virus  SARS,  perluasan  ke- 
sempatan  kerja  dan  peningkatan  sum- 
ber  daya  manusia  dan  kesehatan.  Ha- 
dir  dalam  pertemuan  itu  Menteri  Te- 
naga Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Jacob 
Nuwa  Wea,  Menaker  Filipina  Patricia 
St.  Thomas,  Deputi  Menteri  Dalam  Ne- 
geri    Brunei    Darussalam    Dato  Haji 


Adanan  Haji  Mohd  Yusof,  Sekretaris 
Menteri  Sosial  Tenaga  Kerja  Kamboja 
Nim  Toth,  Menteri  Tenaga  Kerja  dan 
Kesejahteraan  Sosial  Vietnam  Som- 
phanh  Phengkammmy,  Deputi  Menteri 
Sumber  Daya  Manusia  Malaysia  Abdul 
Latif  Ahmad,  Menteri  Tenaga  Kerja 
Myanmar  U  Tin  Wirm.  Hadir  pula  de- 
legasi  dari  mitra  dialog  Wakil  Menteri 
dan  Jaminan  Sosial  Cina  Wang  Dongjin, 
Wakil  Menteri  Kesehatan,  Perburuhan 
dan  Kesejahteraan  Jepang  Yataro  Sa- 
wad  dan  Wakil  Menteri  Republik  Ko- 
rea Selatan  Park  Kilsung  serta  Sekjen 
ASEAN  Qng  Keng  Yong. 

Deklarasi  bersama  Para  Menteri  Te- 
naga Kerja  ASEAN  mengatakan  antara 
lain  {Kompas,  10  Mei  2003  ): 

1.  ASEAN  memiliki  kesempatan  bela- 
jar  dari  pengalaman  ketiga  negara 
mitra,  Cina,  Jepang  dan  Korea  Se- 
latan mengenai  dampak  globalisasi 
dan  ketenagakerjaan  serta  kesempat- 
an kerja. 

2.  Untuk  melaksanakan  liberalisasi  pa- 
sar  kerja  diperlukan  penyesuaian 
peraturan  di  masing-masing  negara. 
Selain  itu  harus  dilakukan  standari- 
sasi  keterampilan  kerja  karena  se- 
tiap  negara  memiliki  peraturan  ter- 
sendiri  tentang  tenaga  kerja  asing. 

3.  ALMM  sepakat  untuk  mengadakan 
pertemuan  tentang  dampak  SARS 
terhadap  sektor  ketenagakerjaan  di 
Filipma  pada  2003. 

4.  Memutuskan  pertemuan  ALMM  ke- 
18  diadakan  di  Brunei  Darussalam 
pada  2004. 

Sekjen  ASEAN  Ong  Keng  Yong,  me- 
ngatakan dalam  pertemuan  itu  bahwa 
dalam  liberalisasi  pasar  tenaga  profe- 
sional  tidak  menjadi  masalah.  Namun 
demikian  akan  menjadi  sulit  bagi  tena- 
ga kerja  yang  tidak  profesional  karena 
kemampuannya  sangat  terbatas  sehing- 
ga  seringkali  tidak  sesuai  dengan  per- 
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mintaan  standar  atau  prosedur  inter- 
nasional.   Sedangkan  Deputi  Menteri 
Sumber  Daya  Manusia  Malaysia  Abdul 
Latif  Ahmad  mengatakan  bahwa  tidak 
mudah  bagi  ASEAN  untuk  menerapkan 
liberalisasi  pasar  tenaga  kerja  seperti 
di  Uni  Eropa.  Alasannya,  ada  perbe- 
daan  yang  tajam  tentang  pendidikan 
dan  kemampuan  tenaga  kerja  dari  ma- 
sing-masing  negara  ASEAN.  Dalam  hal 
ini  Malaysia  setuju  dengan  liberali- 
sasi pasar  kerja,   asal  mengacu  dan 
memiliki  standar  keterampilan  yang 
diakui  oleh  semua  negara  ASEAN  dan 
untuk  negara  penyedia  jasa  dan  pe- 
nerima  tenaga  kerja  harus  membahas 
secara   bersama-sama   dalam  menya- 
makan  persepsi. 

Menaker  Filipina  Patricia  St.  Thomas, 
mengatakan  bahwa  paling  tidak  mem- 
butiihkan  waktu  sekitar  5-7  tahun  imtuk' 
penerapan  standar  kompetensi  bersama 
di  negara-negara  ASEAN  guna  memu- 
dahkan  pergerakan  tenaga  kerja  di 
luar  ASEAN.  Selain  itu,  dengan  adanya 
standarisasi  kompetensi,  maka  masing- 
masing  pihak  tidak  perlu  meragukan 
mutu  tenaga  kerja  yang  telah  menda- 
patkan  sertifikasi  berstandar  ASEAN. 
Berkaitan  dengan  Perdagangan  Bebas 
ASEAN  (AFTA),  tenaga  kerja  Filipina, 
terutama  di  sektor  formal  siap  untuk 
berkompetisi  (Kompas,  10-5-2003). 


VI.  PERTEMUAN  KHUSUS  ASEAN 
DAN  ASEAN-CINA  TENTANG 
SARS 

Pertemuan  khusus  tingkat  kepala 
negara  ASEAN  dan  ASEAN-Cina  ten- 
tang SARS,  yang  berlangsung  di  Bang- 
kok, Thailand  29  April  2003  sepakat  un- 
tuk melakukan  kerja  sama  penanggu- 
langan  dampak  negatif  penyebaran  wa- 
bah  sindrom  pernafasan  sangat  akut 
(SARS)  yang  akhir-akhir  ini  melanda  se- 
bagian  kawasan  Asia  Timur  (Cina,  Hong- 
kong, Taiwan)  dan  Asia  Tenggara  (Si- 


ngapura,  Vietnam,  Thailand,  Malaysia 
dan  Filipina).  Hadir  dalam  pertemuan 
itu,  Presiden  RI  Megawati  Soekarno- 
putri,  Presiden  Filipina  Gloria  Maca- 
pagal  Arroyo,  PM  Singapura  Goh  Chok 
Tong,  Wakil  PM  Malaysia  Abdullah 
Ahmad  Badawi,  PM  Thailand  Thaksin 
Sinawatra,  Sultan  Brunei  Darussalam 
Hasanal  Bolkiah,  PM  Kamboja  Hun 
Sen,  PM  Vietnam  Phan  Van  Khai,  PM 
Laos  Bounnhang  Vorachith,  PM  Myan- 
mar  Than  Shwe  dan  PM  Cina  Wen 
Jiabao. 

Karena  SARS  dianggap  telah  meng- 
hancurkan  pilar-pilar  sosial  dan  eko- 
nomi  regional,  yang  telah  menelan  kor- 
ban  tewas  sedikitnya  354  di  seluruh 
dunia,  sebagian  besar  di  Cina  dan 
Hongkong,  maka  "perang  bersama  me- 
lawan  SARS"  dijadikan  agenda  utama 
pertemuan.  Pertemuan  ini  merupakan 
lanjutan  dari  pertemuan  Menteri  Kese- 
hatan  ASEAN,  Cina,  Jepang,  Korea  Se- 
latan  (ASEAN+3)  di  Kuala  Lumpur  25 
April  2003  yang  menghasilkan  kese- 
pakatan  untuk  memperkuat  pertahan- 
an  wilayah  dengan  melakukan  upaya 
kontrol  dan  pengawasan  secara  nasio- 
nal  di  setiap  perbatasan  guna  mence- 
gah  penyebaran  wabah  SARS. 

Deklarasi  bersama  para  pemimpin 
ASEAN-Cina  menyatakan  bahwa  se- 
gera  mengambil  langkah-langkah  yang 
menyangkut  imigrasi  dan  kontrol  bea 
cukai  untuk  mencegah  penyebaran 
SARS.  Langkah  itu  antara  lain  berupa 
skrining  sebelum  keberangkatan  dan 
saat  kedatangan  serta.  manajemen  pe- 
nerbangan  yang  lebih  baik.  Selain  itu, 
ASEAN-Cina  akan  melakukan  program 
pelatihan  dan  penelitian  bersama  me- 
ngenai  SARS,  dan  bersama-sama  men- 
sponsori  sebuah  seminar  internasio- 
nal  tingkat  tinggi  di  Cina  mengenai 
kontrol  dan  pengobatan  penyakit  SARS. 

Dalam    deklarasi    bersama    secara  ' 
terpisah,  para  pemimpin  ASEAN  me- 
nyepakati  20  langkah  untuk  menga- 
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tasi  SARS,  termasuk  membentuk  se- 
buah  jaringan  informasi  untuk  menga- 
tasi  SARS  dan  melakukan  kerja  sama 
secara  aktif  untuk  mengurangi  dam- 
pak  negatif  dari  penyebaran  SARS  di 
kawasan  Asia   Tenggara.   Selain  itu, 
mendesak  komunitas  internasional  un- 
tuk membantu  upaya  ASEAN  di  da- 
iam  mengurangi  dampak  SARS  terse- 
but.  Para  pemimpin  ASEAN  meminta 
Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  untuk 
mengagendakan  pembicaraan  tentang 
SARS   pada   pertemuan   puncak  Mei 
2003.  Dalam  menyikapi  masalah  SARS 
ini,  ASEAN  tetap  membuka  perbatas- 
an  dan  perekonomian  mereka  dalam 
upaya  mempertahankan  industri  pari- 
wisata    agar    tetap    hidup  {Kompas 
Cyber  Media,  30-4-2003). 

Apa  pun  kendala  ASEAN  dan  Cina 
dalam    menangani    isu    SARS,  dam- 
pak  penyebarannya    seharusnya  me- 
micu  negara-negara  itu  untuk  mem- 
beri  perhatian  lebih  khusus  terhadap 
isu  SARS.  Tanpa  pendekatan  regional 
yang  terkoordinasi,  upaya  masing-ma- 
sing  negara   di  kawasan  untuk  me- 
ngontrol  keberadaan  dan  penyebaran 
SARS  akan  sulit  dijalankan.  Kredibili- 
tas  ASEAN  dan  Cina  di  mata  interna- 
sional   dalam    menangani    isu  SARS 
akan  meningkat  jika  ia  mampu  me- 
laksanakan  komitmen  dan  kebijakan 
regionakiya  yang  strategis  dan  realistis. 

Ada  beberapa  rekomendasi  yang 
dapat  dijadikan  panduan  ASEAN  dan 
Cina  dalam  menanggulangi  SARS 
adalah: 

1.  Mengembangkan  diplomasi  yang  ber- 
orientasi  pada  pengembangan  tata 
regional  dan  didasarkan  atas  kon- 
sensus  yang  luas  di  antara  anggo- 
ta  ASEAN  dan  Cina  mengenai  isu 
SARS  dalam  bentuk  Memorandum 
of  Understanding  {MOV)  yang  lebih 
mengikat. 


2.  Membuat  koordinasi  antar  instan- 
si  kesehatan  di  ASEAN  dan  Cina 
yang  terkait,  menjadi  lebih  transpa- 
ran  guna  mencegah  kesimpangsiur- 
an  dalam  memberikan  informasi 
tentang  SARS. 

3.  Kerja  sama  dan  komitmen  politik 
untuk  memberantas  SARS  hendak- 
nya  tidak  sampai  pada  istilah  de- 
tailed legal  agreement. 

4.  Mengadopsi  rencana  untuk  mem- 
buat hukum  masing-masing  negara 
yang  menyangkut  masalah  wabah 
penyakit  menjadi  lebih  mirip  di  an- 
tara negara-negara  ASEAN  dan  Cina. 

5.  Menegaskan  komitmen  negara 
ASEAN  dan  Cina  dalam  mencegah 
penularan  wabah  SARS  dengan 
memperkuat  pertahanan  wilayah 
masing-masing,  dan  sebagainya. 

Selain  itu,  aksi  regional  -  jika  didu- 
kung  oleh  civil  society,  diimplementasi- 
kan  oleh  pemerintah  dan  mendapat 
dukungan  dari  negara-negara  di  luar 
kawasan  -  akan  menjadi  pilar  strategi 
yang  efektif  untuk  membangun  sema- 
cam  norma-norma  pencegahan  dan  per- 
aturan  tentang  pemberantasan  SARS. 
Tanpa  pendekatan  regional  yang  ter- 
koordinasi, upaya  masing-masing  ne- 
gara  di   kawasan   untuk  mengontrol 
keberadaan  SARS  akan  sulit  teratasi. 
Oleh  karena  itu,  pertemuan  ASEAN- 
Cina  hendaknya  menjadi  sarana  un- 
tuk mengembangkan  perangkat-perang- 
kat  dan  aturan-aturan  kelembagaan  yang 
tepat  di  antara  negara-negara  itu  agar 
dapat  mengantisipasi  berkembangnya 
isu  SARS  di  masa  mendatang. 


VII.  PERTEMUAN  INFORMAL  MEN- 
TERI  PARIWISATA  ASEAN+3 

Pertemuan  informal  lima  Menteri 
Pariwisata  dan  utusan  Menteri  Pariwi- 
sata  negara  anggota  ASEAN+3  (Cina, 
Jepang  dan  Korea  Selatan),  delegasi  Se- 
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kretariat  ASEAN  dan  sektor  swasta 
ASEANTA  di  Jimbaran,  Bali,  15  Maret 
2003  untuk  membicarakan  masalah 
pemulihan  dan  penanganan  pasca  tra- 
gedi  Bali,  Oktober  2002,  sepakat  bah- 
wa  keamanan  merupakan  hal  yang 
penting  untuk  mendukung  program 
promosi  Kampanye  Kunjungan  ASEAN 
{Visit  ASEAN  Campaign/WAC)  dan  men- 
jadikan  ASEAN  sebagai  daerah  tujuan 
wisata  bersama.  Sebagai  bentuk  soli- 
daritas  antarnegara  anggota  ASEAN, 
maka  para  Menteri  Pariwisata  ASEAN 
sepakat  untuk  mengintensifkan  perja- 
lanan  wisata  di  kawasan  ASEAN  dan 
membangun  kepercayaan  wisatawan 
dari  ataupun  ke  ASEAN  dengan  me- 
lakukan  kerja  sama  antaraparat  pe- 
negak  hukum  dengan  menjamin  rasa 
aman  wisatawan.  Selain  itu,  ASEAN+3 
sepakat  untuk  meningkatkan  pertu- 
karan  informasi  yang  akurat  guna 
mendukung  rasa  aman  dan  kenya- 
manan  wisatawan  di  -  kawasan  dan 
melanjutkan  sejumlah  program  pro- 
mosi bersama  pemerintah  dan  sektor 
swasta,  antara  lain  penyelenggaraan 
paket  ASEAN  Air  Pass,  ASEAN  Hotel 
Pass  dan  Visa  Great  Breaks  2003 
{Kompas,  16-3-2003). 


VIII.  HUBUNGAN  ASEAN-UNI  EROPA 

Pertemuan  Para  Menteri  ASEAN- 
Uni  Eropa  (AEMM)  ke-14  berlangsung 
di  Brussel  tanggal  27-28  Januari  2003 
untuk  membicarakan  masalah-inasa- 
lah  politik,  ekonomi,  keamanan  dan  ma- 
-  salah  terorisme.  Hadir  dalam  pertemu- 
an tersebut  seluruh  menteri  luar  ne- 
geri  ASEAN  dan  menteri  luar  nege- 
ri  Uni  Eropa.  Pertemuan  tersebut  te- 
lah  menghasilkan  Deklarasi  Bersama 
ASEAN-Uni  Eropa  sebagai  kerangka 
kerja  sama  untuk  memperkuat  hubung- 
an  kedua  organisasi  regional  di  masa 
mendatang.  Selain  itu,  kedua  pihak 
sepakat  meninjau  kembali  hubungan 
yang  selama  ini  kurang  terjalin  baik. 


terutama  dalam  hubungan  ekonomi. 
Selain  itu,  pihak  UE  berusaha  menya- 
makan  pandangan  dalam  menghadapi 
krisis  Irak.  Dalam  hal  ini,  UE  mende- 
sak  perlunya  Irak  bekerja  sama  de- 
ngan PBB  dan  meminta  semua  pihak 
memberi  kesempatan  kepada  Tim  Pe- 
meriksa  Senjata  PBB  untuk  menuntas- 
kan  tugasnya. 

Deklarasi  bersama  ASEAN-Uni  Ero- 
pa antara  lain: 

1.  Sepakat  saling  mempertahankan  ko- 
mitmen  mereka  dalam  menjaga  per- 
damaian.  Uni  Eropa  secara  khusus 
menyambut  baik  upaya  ASEAN 
dalam  menjamin  perdamaian  dan 
keamanan,  memperdalam  integrasi 
dan  kerja  sama  ekonomi,  membe- 
rantas  terorisme  dan  kejahatan 
transnasional,  serta  memperkuat  hu- 
bungan ekonomi  dengan  mitra  dia- 
log ASEAN. 

2.  Secara  khusus  ASEAN-Uni  Eropa 
mengulang  kembali  dukungan  me- 
reka kepada  persatuan  dan  integri- 
tas  teritorial  Indonesia. 

3.  Pentingnya  kedekatan  hubungan 
ASEAN-Uni  Eropa  untuk  memper- 
dalam dialog  agar  menjadi  build- 
ing block  yang  strategis.  Untuk  itu 
kedua  pihak  sepakat  meningkatkan 
kerja  sama  pada  tingkat  bilateral, 
sub-regional,  regional  dan  multila- 
teral. 

4.  ASEAN-Uni  Eropa  sepakat  mening- 
katkan kerja  sama  dalam  menjaga 
perdamaian  dan  stabilitas  dunia. 
Untuk  itu,  kedua  pihak  menekankan 
pentingnya  meningkatkan  kerja  sa- 
ma dalam  mencapai  keamanan  re- 
gional melalui  jalur  bilateral  mau- 
pun  multilateral,  termasuk  melalui 
Forum  Regional  ASEAN  (ARE). 

5.  ASEAN-Uni  Eropa  mendukung  pro- 
ses integrasi  ekonomi  di  kalang- 
an  ASEAN  sehingga  dapat  mendo- 
rong  kerja  sama  ASEAN-Uni  Eropa 
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di  bidang  ekbnomi  dan  pembangun- 
an,  termasuk  informasi. 

6.  ASEAN  menyambut  baik  misi  UE 
untuk  mengunjungi  beberapa  ne- 
gara  anggota  ASEAN  untuk  meng- 
identifikasi  peluang  kerja  sama  ke- 
dua  pihak  yang  lebih  kongkret,  ter- 
utama  di  bidang  perdagangan.. 

7.  UE  menyambut  baik  upaya  ASEAN 
dalam  menjamin  perdamaian  dan 
keamanan,  memperdalam  integrasi 
dan  kerja  sama  ekonomi,  memberan- 
tas  terorisme  dan  kejahatan  trans- 
nasional,  serta  memperkuat  hubung- 
an  ekonomi  dengan  mitea  dialog. 

8.  Memperkuat  kerja  sama  dalam  mem- 
berantas  terorisme  internasional  di 
dalam  kerangka  PBB.  Karena  itu 
mereka  mengadopsi  Deklarasi  Ber- 
sama  ASEAN  dalam  memerangi 
terorisme. 

9.  ASEAN-Uni  Eropa  memprihatinkan 
keputusan  Korea  Utara  mengundur- 
kan  diri  dari  Traktat  Perjanjian  Non- 
Proliferasi  Nuklir  (NPT)  dan  meng- 
hentikan  kerja  sama  dengan  Badan 
Tenaga  Atom  Internasional  (IAEA). 

10.  ASEAN-Uni  Eropa  menegaskan  per- 
lunya  Irak  bekerja  sama  dengan 
PBB  sesuai  dengan  resolusi  DK-  PBB 
tentang  proses  pelaksanaan  perlu- 
cutan  senjata  oleh  PBB. 

11.  ASEAN-Uni  Eropa  menegaskan  kem- 
bali  dukungan  bagi  persatuan  dan 
integritas  teritorial  Indonesia. 

12.  ASEAN-Uru  Eropa  menyambut  baik 
upaya  Indonesia  dalam  mengatasi 
konflik  internal  melalui  dialog  dan 
negosiasi.  Karena  itu  mereka  me- 
nyambut baik  penandatanganan  Per- 
setujuan  Penghentian  Permusuhan 
RI-GAM. 

13.  Pertemuan  ASEAN-Uni  Eropa  meng- 
hasilkan  saling  pengertian  tentang 
Indonesia,  terutama  yang  menyang- 
kut  tentang  keberhasilan  pemerin- 
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tah  Indonesia  meng^ngkap  k^sus 
bom  Bali,  Oktober :^2002;  ^  Untuk  itu^ 
Uni  Eropa  menyusun  .serarigl;aian 
rencana  kunjuiigan  ^ke  ;;tndonesia 
dan  membantu  IhUjon^sia  'xlr  bidang 
kesehatan  serta  'ikan 
kan  kapal  medis'  untuk'.  ^ 
kesehatan  antarpulaU.  '  {Kompas, 
29-1-2003).  ■'" 


IX.  PERTEMUAN     MENTERI  KE- 
UANGAN  ASEM 

Pertemuan  Menteri  Keuangan  ASEM 
ke-5  berlangsung  di  Nusa  Dua,  Bali 
5-6  Juli  2003  antara  lain  membicara- 
kan  perkembangan  ekonomi  dunia  dan 
dampaknya  terhadap  Asia  dan  Eropa, 
peningkatan  kerja  sama  dan  pemba- 
hgunan  antara  Asia  dan  Eropa,  pe- 
ngembangan  kerja  sama  keuangan  inter- 
regional, termasuk  pengembangan  pa- 
sar  obligasi  Asia  serta  pemberantasan 
pendanaan  terorisme   dan  pencucian 
uang.  Hadir  dalam  pertemuan  itu  31 
delegasi  dari  negara  Asia  dan  Eropa 
yang  dipimpin  para  menteri  keuang- 
an atau  wakilnya.  Sejumlah  wakil  lem- 
baga  internasional  juga  hadir,  di  anta- 
ranya  Bank  Dunia,  ADB,  Dana '  Mo- 
neter  Internasional,  Bank  Sentral  'Ero- 
pa  dan  Komisi  Eropa.  t;.  :^:,;  : 

Dalam  pidato  pembukaan 'pei^'t:6inu- 
an  Menteri  Keuangan  ASEM  ydhg  di- 
bacakan  oleh  Menteri  Kodrdihaifor  Bi- 
dang Perekonomian  Dor'bdjattirt'  fCun- 
tjoro-Jakti,  Presiden  RI  MepW^tr  Soe- 
karnoputri  mengatakari''bahwa  d^lam 
rangka  meningkatkan  >iklim  investasl, 
pemerintah  RI  mencanartgkan  rtahun 
2003  sebagai  tahun  investasl,  dengan 
membenahi  ketentuan  ,.:  prosedur/  dan 
perangkat  inviesta^i  di  Indonesia.,  Upa- 
ya pemerintab  Rli  dalam  i  mencanang- 
kan  kerja  sama  keuangan.  antara  Asia 
dan  Eropa  dituangkan  dalam  Prakarsa 
Bali  (BflZt  i/nHfifltiue)  ;guna  mengantisi- 
pasi  tersedianya.sumbeE:  daya  manusia 
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yang  siap  bilamana  terjadi  krisis  eko- 
nomi  seperti  yang  terjadi  pada  Juli  1997. 

Di  samping  itu  Prakarsa  Bali  akan 
mengupayakan  pertukaran  staf  di  sek- 
tor  keuangan,  terutama  lembaga  ke- 
uangan  pemerintah,  melalui  kerja  sama 
untuk  pertumbuhan  dan  pengembang- 
an.  Untuk  itu  Presiden  Megawati  meng- 
harapkan  dukungan  sejumlah  delegasi 
ASEM  untuk  mewujudkan  Prakarsa 
Bali.  Penciptaan  pasar  obligasi  yang 
efisien  juga  harus  dibangun  guna  men- 
jaga  stabilitas  makro  ekonomi,  pencip- 
taan pasar  obligasi  pemerintah  yang 
sehat,  melanjutkan  restrukturisasi  per- 
bankan,  memperkuat  peraturan  pasar 
obligasi,  dan  memperhitungkan  pajak 
obligasi  (Kompas,  6-7-2003). 

Menteri   Koordinator   Bidang  Per- 
ekonomian  Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti, 
mengatakan  dalam  jumpa  pers  seusai 
membuka  pertemuan  menteri  keuangan 
ASEM  sebagai  berikut  {Kompas,  6-7-2003): 

1.  Sekitar  70  persen  pembiayaan  defi- 
sit  APBN  tahun  2004  dipastikan 
bakal  tertutupi  dari  komitmen  pin- 
jaman  yang  akan  diberikan  tiga  kre- 
ditor  utama  Indonesia,  yaitu  Bank 
Dunia,  Bank  Pembangunan  Asia,  dan 
Pemerintah  Jepang. 

2.  Defisit  anggaran  dalam  RAPBN  2004 
diperkirakan  sudah  bisa  turun  men- 
jadi  satu  persen  dari  PDB.  Adapun 
defisit  anggaran  dalam  APBN  2003 
ditetapkan  sebesar  1,8  persen  PDB. 
Persentase  itu  ekuivalen  dengan 
Rp.  34,4  trilyun. 

—   

3.  Untuk  menutup  defisit  itu,  pemerin- 
tah membiayai  dengan  cara  melaku- 
kan  privatisasi  BUMN,  penjualan 
aset  yang  dikelola  BPPN,  penerbit- 
an  obligasi,  dan  pinjaman  dari  CGI 
yang  terdiri  atas  sejumlah  negara 
dan  lembaga  keuangan  internasio- 
nal.  Tahun  2003  ini,  Indonesia  men- 
dapat  pinjaman  lunak  dari  CGI  se- 
nilai  3,4  milyar  dollar  AS. 


4.  Untuk  anggaran  2004,  pembiayaan 
defisit  anggaran,  selain  ditutup  dari 
cara  tersebut  juga  ditambah  dengan 
cara  penerbitan  obligasi  internasio- 
nal,  penggunaan  Rekening  Dana  In- 
vestasi  (RDI)  yang  tercatat  sebesar 
Rp.  23  trilyun  per  Juni  2003. 

Menteri  Keuangan  RI  Boediono  me- 
ngatakan bahwa  {Sinar  Harapan,  7-7-2003): 

1.  Indonesia  akan  memanfaatkan  kem- 
bali  dana  dari  ASEM  Trust  Fund  ke- 
dua  untuk  digunakan  pada  berbagai 
program  seperti  peningkatan  sum- 
ber  daya  manusia  dan  penelitian 
masalah  keuangan. 

2.  Pada  ASEM  Trust  Fund  pertama  yang 
berhasil  dihimpun  dana  sekitar 
US$30  juta  sampai  US$40  juta,  In- 
donesia mendapat  sekitar  US$7,5 
juta. 

3.  ASEM  Trust  Fund  merupakan  dana 
yang  dihimpun  dari  sejumlah  nega- 
ra anggcta  ASEM  dan  digunakan  un- 
tuk kepentingan  anggaran  negara 
yang  mengalami  krisis.  Pada  ASEM 
Trust  Fund  pertama,  selain  Indone- 
sia negara  yang  mendapat  bantuan 
pendanaan  adalah  Thailand,  Filipina 
dan  Cina. 


A.  HASIL-HASIL  PERTEMUAN  MEN- 
KEU  ASEM 

Hasil-hasil  pertemuan  Menkeu  ASEM 
ke-5  yang  dibacakan  oleh  Menkeu  Boe- 
diono antara  lain  (Kompas,  7-7-2003): 

1.  Mendukung  gagasan  pemerintah  RI 
untuk  meningkatkan  kerja  sama  gu- 
na mendorong  pertumbuhan  ekono- 
mi dan  pembangunan  di  antara  ne- 
gara-negara  anggota  ASEM  melalui 
Prakarsa  Bali  (Bali  Initiative).  Untuk 
itu  Menkeu  ASEM  mendukung  di- 
gunakannya  ASEM  Trust  Fund  kedua 
dan  European  Financial  Expertise  Net- 
work (EFEX)  sebagai  sarana  pendu- 
kungnya. 
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2.  Berkomitmen  untuk  menjaga  dan  me- 
melihara  momentum  bersama  atas 
meningkatnya  pertumbuhan  ekono- 
mi  dunia  yang  sekarang  ini  sedang 
terjadi. 

S.Sepakat  untuk  mempertegas  komit- 
men  mereka  pada  usaha  global  guna 
mempercepat  pembangunan,  di  anta- 
ranya  mengurangi  kemiskinan  dan 
mencapai  target  Millenium  Develop- 
ment Goal  (MDG)  yang  pernah  dipu- 
tuskan  dalam  pertemuan  di  Mon- 
terey, Doha,  Qatar  dan  Johannesburg. 

4.  Menegaskan  untuk  menolak  pencu- 
cian  uang  dan  pemberantasan  pen- 
danaan  terorisme. 

5.  Para  Merikeu  ASEM  menyambut  baik 
perkembangan  laporan  dari  masing- 
masing  negara  mengenai  penguatan 
kerangka  pencegahan  krisis  melalui 
ASEM  Trust  Fund  dan  rencana  penye- 
lenggaraan  pertemuan  ASEM  Public 
Debt  Management,  Oktober  2003  men- 
datang  di  Bali. 

6.  Pertemuan  Menkeu  ASEM  ke-6  akan 
dilaksanakan  di  Belanda  pada  2004 
dan  didahului  pertemuan  tingkat 
deputi  Menkeu  ASEM  di  Irlandia 
pada  2004. 

7.  Hasil  pertemuan  Menkeu  ASEM  ke- 
5  dan  ke-6  akan  menjadi  masukan 
dalam  pertemuan  tingkat  kepala  ne- 
gara anggota  ASEM  di  Hanoi,  Viet- 
nam pada  2004. 

B.  ASEM  Trust  Fund 

.  ASEM  Trust  Fund  merupakan  dana 
cadangan  dan  berbentuk  hibah  yang 
disiapkan  oleh  negara-negara  ASEM 
untuk  dapat  digunakan  oleh  negara-ne- 
gara Asia  yang  pernah  mengalami  kri- 
sis keuangan,  seperti  Indonesia,  Thai- 
land, Filipina  dan  Cina.  Adapun  nega- 
ra-negara penyetor  dana  di  ASEM  Trust 
Fund  adalah  negara-negara  Eropa  Ba- 
rat,  seperti  Inggris,  Belanda  dan  Fran- 


cis yang  dikelola  oleh  Bank  Dunia  se- 
laku  administrator.  ASEM  Trust  Fund  I 
disiapkan  setelah  terjadinya  krisis  ke- 
uangan di  sejumlah  negara  Asia  dan 
dananya  sudah  digunakan.  Sedangkan 
pada  KTT  ASEM  ke-4  di  Copenhagen, 
Denmark,  September  2002,  ASEM  Trust 
Fund  11  telah  diputuskan  untuk  dapat 
digunakan  kembali. 

Direktur  Pendanaan  Multilateral  Bap- 
penas  Sjahrial  Loetan  mengatakan  di 
Jakarta  bahwa    {Kompas,  10-7-2003): 

1.  Sisa  dana  hibah  dari  ASEM  tahap 
II  sebesar  US$4,2  juta  harus  dihabis- 
kan  paling  lambat  Agustus  2005  dan 
digunakan  secara  optimal  untuk  pen- 
ciptaan  iklim  berusaha  yang  sehat 
dan  mengentaskan  kemiskinan  di 
Indonesia. 

2.  Pembentukan  dana  ASEM  Trust  Fund 
tahap  II  diputuskan  dalam  pertemu- 
an tingkat  Menteri  Keuangan  ASEM 
di  Copenhagen,  Denmark  Juli  2002. 

3.  Para  delegasi  Menkeu  ASEM  yang 
telah  mengadakan  pertemuan  di  Nu- 
sa  Dua,  Bali  5-6  Juli  2003  lalu  me- 
nyambut baik  laporan  tujuh  negara, 
yaitu  Indonesia,  Thailand,  Filipina, 
Cina,  Malaysia,  Vietnam,  dan  Korea 
Selatan,  mengenai  perkembangan 
penggunaan  dana  ASEM  Trust  Fund 
dalam  rangka    pencegahan  krisis. 

4.  Bank  Dunia  sudah  menerima  sem- 
bilan  proposal  senilai  US$3,29  juta 
yang  diajukan  oleh  pemerintah  RI 
dan  sudah  ditindaklanjuti. 

X.  PERTEMUAN   MENTERI  LUAR 
NEGERI  ASEM 

Pertemuan  Para  Menlu  ASEM 
ke-5  berlangsung  di  Nusa  Dua,  Bali 
23-24  Juli  2003  antara  lain  membica- 
rakan  tentang  upaya  mengembalikan 
percaturan  internasional  melalui  sis- 
tern  multilateral,  perkembangan  politik 
di  Myanmar,  situasi  di  Semenanjung 
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Korea,  proses  perdamaian  Timur  Te- 
ngah,   dan  masalah  wabah  sindrom 
pernafasan  akut  parah  SARS.  Hadir 
dalam    pertemuan    itu    tujuh  Menlu 
ASEAN     dari     Indonesia,  Malaysia, 
Thailand,  Singapura,  Filipina,  Brunei 
Darussalam,  Vietnam;  tiga  Menlu  dari 
Asia,  yaitu  Cina,    Korea  Selatan,  dan 
Jepang;   serta   15   Menlu   Uni  Eropa, 
yaitu  Italia,  Jerman,  Irlandia,  Belanda' 
Inggris,  Austria,  Belgia,  Denmark,  Fin- 
landia,  Perancis,  Yunani,  Luxemburg, 
Portugal,  Spanyol,  dan  Swedia. 

Presiden  Megawati  Soekarnoputri 
mengatakan  dalam  pembukaan  itu 
bahwa: 

1.  Pentingnya  semua  pihak  memeli- 
hara  kemauan  untuk  saling  mema- 
hami,  tidak  memaksakan  kehendak, 
dan  saling  menghormati,  jujur,  tulus 
dan  ikhlas  dalam  menerima  serta 
menghormati  perbedaan.  Sikap-sikap 
semacam  itu  sangat  dibutuhkan  un- 
tuk memperkuat  kemitraan  dan  se- 
marigat  kerja  sama  bagi  bangsa- 
bangsa  kedua  kawasan  yang  me- 
miliki  kultur  berbeda. 

2.  Penekanan  pada  butir  satu  di  atas 
tersebut  dimaksudkan  karena  kerja 
sama  berlangsung  di  antara  negara- 
negara  yang  berbeda  kultur,  tingkat 
sosial  ekonomi,  dan  perbedaan  di  ba- 
nyak  bidang  (Kotnpas,  25-7-2003). 

Pernyataan  Ketua  (Chairman  Statement) 
Menlu  ASEM  antara  lain  menyatakan 
sebagai  berikut  (Kompas,  25-7-2003): 

1.    Menegaskan  kembali  komitmen  ine- 
reka  untuk  menggunakan  pehdekat- 
an  multilateral  dalam  tatanan  hu- 
bungan  internasional  dan  sepenuh- 
'    '  nya  niematuhi  hukum  internasional, 
'  termasuk  .Piagam  Perserikatan  Bang- 
'  ^a^Bangsa.  (PBB)i'  :Peritirignya  .'PBB  te- 
■  -  tap  memiliki  peran  sentrai  dan  ivital 
2    dalam  upaya  ihemelihara  perdamai- 
/iririan  dafi-'keiamanan  serta  mdmperkuat 
'Rii '.! kerja  •  sama  ■  'international... ;>n\ .,  •  v  ; i-. 


2.  Komitmen  tersebut  dimaksudkan  un- 
tuk memahami  perkembangan  baru 
dunia  internasional,  termasuk  isu 
Myanmar,  perencanaan  Irak  pasca 
perang,  proses  perdamaian  Timur 
Tengah,  situasi  Semenanjung  Korea, 
anti-terorisme,  perkembangan  baru 
di  Eropa  dan  Asia  dan  tentang  SARS. 

3.  Mendukung  peran  PBB  dalam  re- 
konstruksi  dan  pembangunan  di 
Irak  dan  penegakan  hukum  di 
Irak  berdasarkan  aspirasi  rakyat  Irak. 

4.  Kontribusi  dan  keterlibatan  komu- 
nitas  internasional,  dalam  proses 
pembangunan  kembali  di  Irak  me- 
rupakan  perkembangan  yang  berarti. 

5.  Menyambut  baik  proses  perdamai- 
an  di  Timur  Tengah. 

6.  Mendesak  Korea  Utara  bersedia  be- 
kerja  sama  dengan  Badan  Tenaga 
Atom  Internasional  (IAEA)  dan  ber- 
sedia meninjau  kembali  keputusan 
mereka  tentang  pengunduran  diri 
dari  Traktat  Nonproliferasi  Nuklir 
(NPT). 

7.  Mengeluarkan  deklarasi  politik  ten- 
tang senjata   pemusnah  massal. 

8.  Menyambut  baik  upaya  peningkat- 
an  kerja  sama  di  bidang  terorisme 
dalam  kerangka  kerja  sama  ASEM, 
ASEAN  dan  ARF,  termasuk  pem- 
bentukan  Pusat  Kontra-Terorisme 
ASEAN  (SEARCCT)  di  Kuala  Lum- 
pur, Malaysia. 

9.  Pembahasan    status  keanggotaan 
ASEM  bagi  ti^aSp^nggota-ASE-AN-^ 
lain,  yaitu  Kamboja,  Laos  dan  Myan- 
mar akan  diserahkan  pada  pertemu- 
an pemimpin  ASEM. 

10.  Sepakat  mendesak  junta  militer 
Myanmar  membebaskan  tokoh  pro- 
demokrasi  Aung  San  Suu  Kyi  dan 
p^dukuhgnya  serta  menjamin  ke- 
behasan  :  berpoliti^^  .  bagi  seluruh 

;  '  rakyat  Myanmar.  , .  !• .       , ;  ■ ,  , 
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